
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
I 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor . 29 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi 
~an Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
I 

Republik Indonesia Nomor 4339); 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

I 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara · Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

I 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) 

bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan 
i 

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 
~021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu 

i 
rnenetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Petunjuk 
Teknis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

i 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

BUPATI BOMBANA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA 

:Vlengingat : 

Menimbang: 

2 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIKDAERAH 
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 

; 

NOMOR ti TAHUN 2024 

TENTANG 

BUPATI BOMBANA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 

. -, .. --....:.._ . .., .,... .. - ,: . 
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tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

i 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

t 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
! 

Penyelenggaraan Pengawasan dan Pembinaan 
i 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
I . 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

l 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

i 
i 

6523); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

! 

; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
i 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

! 
~533) sebagaimana : telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

! 

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

i 
! 

Republik IndonesiaNomor 6801); 
I • 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

i 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran ! ; 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

t 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
I 
; 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
~ Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- , 

i 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ! .. . 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

! I 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

i 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- 

1 
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1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 
! 

2. Pemerintah ~aerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan] Daerah yang memimpin . pelaksanaan urusan 

! 

pemerintahanlyang menjadi kewenangan Daerah otonom. 
l . ; 

3. Bupati adalah Bupati Bombana. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

i . . . 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 

I . . . . 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
5. Sekretaris Da~rah adalah pengelola barang milik daerah. 
6. Pengelola Barkng Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola 

. I 
I . 

Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
melakukan koordinasi pengelolaan :barang milik daerah. 

I . 
I 

! 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BABI. 

TAHON 2021 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK 
DAE RAH. 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 2 

! 

MEMUTUSKAN: 

(Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
i47); 

8. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 4 7 Tahun 2021 
t~ntang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, 
Ihventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 
i 

2,021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.(Berita 
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 2); 
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menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang 
I , 
! 

milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. 
17. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang 

diserahi ~ugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, 

menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang. 
I 18. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang 
! 

membantu idalam penyiapan administrasi maupun teknis 
penatausaha~ barang milik daeriih pada Pengelola Barang. 

1 ' 

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur 
I 

pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
I 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenanganl daerah. 

! 

8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala PD yang mempunyai 
. I . 

fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola 
I . 

keuangan da'.erah. 
I 

9. Pengguna barang adalah pejabati pemegang kewenangan penggunaan 
b 'l'kld h :, arang m1 1 : aera . 

10. Unit kerja adalah bagian PD yang melaksanakan satu atau beberapa . I . . 
program. ' 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
I . 

· APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
dengan Perda. 

12. Barangmilik' daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 

atas beban AfBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
I 

13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai 
. I , 

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang 
! 

ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik 
I 

daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 
14. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 

I . : 
melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna 
Barang. , 

i ; 
15. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus 

Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang 
I 

diserahi tugas mengurus barang. 
I 

16. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas 
' 
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i 

sebuah dokumen yang berisi informasi tentang pemindahtanganan/ 
i 

penyerahan sebuah barang dari satu pihak ke pihak lainnya yang 
I . 

· bisa dijadikan sebagai bukti yang memiliki dasar hukum yang tetap. 
· 26. Penilai adal~h pihak yang melakukan penilaian secara independen 

! -. 
berdasarkan :kompetensi yang dimilikinya. 

27. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai 
atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat 

I 
i tertentu. i 

· 28. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai 
I 

Pemerintah Daerah. 

penyimpanffi?- dokumen kepemilikan BMD yang disusun oleh petugas 
. penyimpan i dokumen kepemilikan BMD dan ditandatangani 

i 
oleh pejabat I penyimpan dokumen · kepemilikan BMD pada pengelola 

I ; . 
barang atau pengguna barang/kuasa pengguna barang. 

I 
25. Berita Acara] Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah 

22. Petugas penyimpan dokumen kepemilikan BMD yang selanjutnya 
disebut petugas penyimpan adalah petugas yang ditunjuk oleh 

I 

pengelola barang atau pengguna barang/kuasa pengguna barang 
I 
i 

untuk membantu pejabat penyimpan dalam membantu penyimpanan 
I •: 

dokumen kepemilikan BMD yang berada dalam penguasaannya yaitu 
i 

petugas berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pengelola 
barang ata~ Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pengguna 
barang/kuasa pengguna barang .. 

. I 

23. Dokumen Kepemilikan BMD adalah dokumen sah yang merupakan 
I 

. bukti kepemilikan atas BMD. 
I 

24. Daftar Dokumen kepemilikan BMD adalah daftar yang memuat data 
i 

untuk. 

19. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang 
membantu i dalam penyiapan administrasi maupun teknis 
penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang . 

. i 20. Pengurus B~rang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, 
·. I . 

menyimpan, I mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung 
I 
; 

jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 
21. Pejabat penyimpan dokumen kepemilikan BMD yang selanjutnya 

i - 
disebut pejabat penyimpan adalah pejabat yang ditunjuk oleh 

! 
I pengelola barang atau pengguna barang/kuasa pengguna barang 
I 
I 
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jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya 
diserahkan ~embali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya sbtelah berakhirnyajangka waktu. 

. I . . . 

I 
! 

waktu terte~tu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau 
sumber pembiayaan lainnya. 

I 
37. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah 

pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain . I . 
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 

! 
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam 

! 

! 
29. Pengelolaan \Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, . I 
I 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 
i 

penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, 
i 

penatausahaan dan pengawasan dan pengendalian. 
30. Perencanaari Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian I . 

kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan 
I , . 

·. barang yang!telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai 
dasar dalam imelakukan tindakan yang akan datang. 

I 

31. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik 

! 

daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
32. Penggunaan I adalah kegiatan Yal}g dilakukan oleh Pengguna Barang 

I .. . 
dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang 

I 

' sesuai dengan tugas dan fungsi PD terkait. 
I . 
' 33. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak 

digunakan ~ntuk penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan/ atau 
optimalisasi ! barang milik daerah dengan tidak mengubah status 

! 
kepemilikan. i 

34. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam 
jangka waktti. tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 

! 
35. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara 

I 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah 

. i 
daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan 

! 
setelahjangfa waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada 

Bupati. I 

36. Kerja Sama I Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah 
pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka 

! 
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kegunaan barang milik daerah. 
I 

4 7. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari 
i 

daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang . 
I 

barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak 
i 

dipisahkan inenjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan 
sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan 

I 
usaha milikl daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 

I 

46. Pemusnahah adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ atau 
i 

I 

yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, 
! 

antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan 
pihak lain, I dengan menerima penggantian utama dalam bentuk 
barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. 

! 
44. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat 

i 
kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari 
pemerintah i daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh 

I 

• I penggantian. 
45. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan 

I 

kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 
I 

43. Tokar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah 

i 
undangan. I 

4 L Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik 
I 

daerah. 
42. Penjualan ~dalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah 

I 

penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang- 

: 
peraturan perundang- undangan. 

I 

40. Penanggung: Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat 
I 

PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau badan 
usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau 

! 

I 

38. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah 
pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain 

! 

dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 
I 

fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk 
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu 

I 

yang disepakati. 
i 

39. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI 
adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk 

I 

kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan 
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56. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi umum yang 
terdaftar pada lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia 

! 

atau konsorsium Perusahaan Asuransi umum yang bersangkutan. 
57. Nilai Pertanggungan adalah harga sebenarnya atau nilai sehat suatu 

I 
objek yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadi suatu kerugian 
a tau kerusakan, yang dihitung berdasarkan biaya 
memperoleh~memperbaiki objek yang dipertanggungkan ke dalam 
keadaan baru dikurangi depresiasi teknis. 

I 

Premi oleh ~erusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk memberikan 
penggantian tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, 

I 

kerusakan, [ biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau 
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 

-; tertanggung [ atau pemegang poHs. karena terjadinya suatu peristiwa 
yang tidak pasti, ' 

I 

Asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan 

milik daerahjyang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 
! 
I 53. Daftar Bar~g Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data 
I 

barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa 
Pengguna Barang. 

! 
54. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah 

dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana 
I 

pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat 
i 

dan/ atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah. 
I ' 

55. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan 
! 

t ' berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang 
I , 

dan/ atau Ktiasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi 
dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 

! 

48. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 
inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan 

I : . 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

49. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, 
pencatatan, ban pelaporan basil pendataan barang milik daerah. 

I . 

50. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti 
I 

kepemilikan rtas barang milik daerah. 
51. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh 

; 

barang milikjdaerah. 
52. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang 

I 
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e. Tata cara asuransi BMD; 
r 

f. Penilaian Barang Milik Daerah; 
g. Tata cara pe:njualan Barang Milik Daerah yang bersifat Khusus; 
h. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

i 
pemindahtanganan Barang Milik Daerah; 

1. Tata cara pelaksanaan pemusnahan BMD; 
I 

J. Tata cara pelaksanaan pembukuan, Inventerisasi dan pelaporan 
BMD; 

k. Pengawasan dan pengendalian atas BMD 
! 

1. Tata cara pelaksanaan penghapusan BMD; 
m. Pengendaliah. Barang Milik Daerah berupa rumah Negara; 
n. Pemberian insentif dan / atau tunjangan kepada pejabat a tau pegawai 

yang melaksanakan pengelolaan BMD; 
! 
i o. Behan pengelolaan; 

p. Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah; dan 
q. Tata Cara Pengenaan Sanksi Kepada Pengguna Barang Yang Tidak 

Menyerahkan Barang. 
I 

a. Tata cara RKBMD; 
b. Tata cara pelaksanaan penggunaan BMD; 

! 
c. Pemanfaatan BMD; 
d. Tata cara penyimpanan Dokumen kepenilaian; 

I . 

Ruang lingkup Perkturan Bupati ini, meliputi : 

Pasal 2 

RUANG LINGKUP 

BAB II 

58. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan 
Asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan 

I 

berdasarkanl perjanjian asuransi untuk memperoleh manfaat. 
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a. standar barang; 
i 

b. standar kebutuhan; dan/ atau 
c. standar harga. 

I 
I 

(8) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 
spesifikasi lbarang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan 
pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan. 

I 

anggaran. [ 
(6) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana 

I 

Kerja SKPD.! 
! 

(7) Perencanaan kebutuhan barangmilik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (i), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada: 

I 

penyusunan RKBMD. 
(4) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap 

tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan. I . 
(5) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud Pada ayat ( 1) 

merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan 
penyediaan 

I 
anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan 

. I 
angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan 

! 

(1) Perencanaari kebutuhan barang milik daerah disusun dengan 
memperhati~an kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta 
ketersediaan barang milik daerah yang ada. 

(2) Ketersediaa.J barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
! . . 

(1) merupakan ·barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang 
I 
I 

dan/ atau Pengguna Barang. 
(3) Perencana~ barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang [ . 

milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam 
I 
! 

Pasal 3 

Prinsip Umum 

Bagian Kesatu 

I 
I 

PERENqANAAN KEBUTUHANBARANG MILIK DAERAH 

BAB III 
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(3) Pengelola ~arang melakukan •· penelaahan atas usulan RKBMD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang 
dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/ atau 
Pengelola Barang. 

(I) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh 
Kuasa Pen~na Barang yang berada di lingkungan SKPD yang 
dipimpinnya . 

.. I 

(2) Pengguna /Barru1g menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana 
I 

dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang. 
! 

Pasal 6 

I 
[ 

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD 
pengadaan barank milik daerah mempedomani standar barang dan standar 
kebutuhan. 

Pasal 5 

(I) Penetapan Jtandar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2) hurrf b mempedomani peraturan perundang-undangan, 

(2) Penetapan [standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana 
I 

dimaksud c;Ialam Pasal 7 ayatijz] huruf a dan huruf b dilakukan 
setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait. 

I . . 

Pasal 4 

! 
(9) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

· huruf b adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai 
I 
I 

acuan perhifungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah 
I • . 

dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD. 
(IO)Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah 

I 

besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang 
. ! " 

milik daerah' dalam perencanaan kebutuhan. 
: 

(l l)Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana 
I 

. dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat ditetapkan oleh Bupati. 
i 
r 
! 
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c. barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan 
I 

oleh pih.ii.k lain; dan/ atau 
I 

d. barang I milik daerah yang sedangmenjadi objek pemanfaatan. 
(2) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

I 
I 

pada ayat i ( 1) huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang yang 
menggunakan sementara barang milik daerah. 

I 

(1) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan 
oleh Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang terhadap: 

I 
I 

a. barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat; 
I 

b. barang ! milik daerah yang sedang dalam status penggunaan 
sementara; 

I 

Pasal 8 

I 

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh 
Pengguna Barangl sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
SKPD. 

Pasal 7 

dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan 
I 

Pengurus Barang Pengelola. 
(6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 
I 

(7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
! 

dasar peny~sunan. RKBMD. 

e. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran; 
. ! 

f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan; 
I 

g. laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan 
' 

h. laporan Daftar Barang milik daerah tahunan. 
(5) Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana 

' 

' 
I (4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang, 
I 

sebagaimana dima.ksud pada ayat (3) antara lain: 
a. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan; 

! 

b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran; 
I 

c. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan; 
I 

d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan; 
I 
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I 

Pemindahtanganan. 
I 

(6) Perencanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
I 

dimaksud Rada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD 
Penghapusan. 

I 

(5) Perencanaap pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana 
I 

dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD 

b. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah; 
! 

c. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah; 
I 

d. perencariaan pemindahtanganan barang milik daerah; dan 
I 

e. perenc~aan penghapusan barang milik daerah. 
(2) Perencanaah pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMD 
Pengadaan. 

(3) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana 
I 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD 
I 
I 

Pemeliharaan. 

(4) Perencanaap pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud :pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD 

I 

Pemanfaatan. 
I 

I 
(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi: 

a. perencanaan pengadaan barang milik daerah; 
I 

Pasal 9 

Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 

Bagian Kedua 

· (3) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
i 

pada ayat (1) huruf d tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk 
pinjam pakai denganjangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan. 

I 
I 
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(1) Pengguna [Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD 
Pengadaan [ yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 

i 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pada minggu ketiga 

bulan Mei. I 
(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh 

Kuasa Perigguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
I . 

Pengguna I Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan 
; 

Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan 
. ! . 

' review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD 
i - 

Pengadaanl 
(3) Penelaahffi1 atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh 

i . 

Kuasa Pengguna Barang sebagaimana - dimaksud pada ayat ( 1) 
i 

diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input) 
penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang paling sedikit , I 
memperti~bangkan: 
a. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana 

i 
dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2); dan 

I . - 
b. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan Pengguna Barang. 

(4) Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan 
oleh Kuasd Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

! 
digunakan l oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD 

Pasal 11 

I (1) Kuasa Pe~gguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan 
i 

barang milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang 

dipimpinnya, 
,. I 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan 
sebagaimaria dimaksud pada ayat ( 1) kepada Pengguna Barang paling 

lambat min~u kedua bulan Mei. 
! 

Pasal 10 

Pengadaan Barang Milik Daerah PadaPengguna Barang 
i 

Tata Cara Penyusunan RKBMD 

Bagian. Ketiga - 
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(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan 
i 

barang milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang 
I 

dipimpinnya. 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD 
I 
I . 

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna 
Barang pali~g lambat minggu kedua bulan Mei. 

Pasal 13 

Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada 
Pengguna Barang 

Bagian Keempat · 

(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan 
yang disarhpaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana 

I 
I 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang. 
(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan barang milik 

I - 

daerah ber~asarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada 
I 

ayat (1) un~uk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat 
minggu keeinpat bulan Mei. 

- I I 

Pasal 12 

c. program; 
I 

d k • I . egiatan; 
I 

e. data daf~ barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang 

pada Kuasa Pengguna Barang; · dan 
f. rencana lkebutuhan pengadaan barang yang disetujui. 

i 
Pengadaan barang milik daerah pada tingkat Pengguna Barang yang 

I 
I 

paling sedikit memuat informasi: 
a. nama KJasa Pengguna Barang; 

! 
b. nama Pengguna Barang; 

I 
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--· - --- ------·- -- . 

(I) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD 
Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaima~a dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) ditandatangani 
Pengguna Barang. 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan barang 
l 

milik daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud 

Pasal 15 

a. nama Kuasa Pengguna Barang; 
b. nama Pengguna Barang; 

! 

c. nama barang yang dipelihara; 
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan 
e. rencana ! kebutuhan barang milik daerah yang disetujui. 

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pemeliharaan usulan RKBMD 
Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 

I 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pengguna Barang 
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan 

I 
Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap 
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pemeliharaan. 

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan 
I - 

oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diutamak~ untuk memastikan kebenaran data masukan (input) 
penyusunan RKBMD pemeliharaan yang paling sedikit mengacu pada 
daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi 
mengenai barang yang dipelihara. 

(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan 
oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan 
barang milik daerah tingkat Pengguna Barang yang paling sedikit 
memuat informasi: 

(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD 
Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) pada minggu ketiga 

bulan Mei. , 
! 

Pasal 14 

-16- 



! 
I 
I 

(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah dari 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) 

I - 
ditandatangani oleh Pengelola Barang. 

(2) Pengguna ~arang menyusun R•KBMD . Pengadaan berdasarkan hasil 
penelaahan\ sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
i 

disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling 
lambat minggu ketiga bulan Juni. 

! 
I 
I 

Pasal 18 

c. program; 

d k . I . egiatan; 
I 

e. data daftar barang pada Pengguna.Barang dan/atau daftar barang 
I - . 

pada Kuasa Pengguna Barang; dan 
! 

f. rencana i kebutuhan pengadaan barang yang disetujui. . I I 

(4) Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah sebagaimana 
I 

dimaksud 1ada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat 
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk 
menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan 
kelengkapah usulan paling lambat minggu kedua bulan Juni. 

(3) Penelaahan I atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah 
sebagaiman~ dimaksud pada ; ayat (2) dituangkan dalam Hasil 

I 
I 

Penelaahan!RKBMD Pengadaan barang milik daerah yang pali sedikit 
I . 

memuat: ! 

a. nama Kuasa Pengguna Barang; 
: I . - 

b. nama Pengguna Barang; · · 
I 
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ditandatangani oleh Pengelola Barang. 
I 
I 

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan hasil 
penelaahanl sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

! 

Pasal 20 
! 
I 

I 
(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dari 

I 
i 

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) 

menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan 
kelengkapah usulan RKBMD Peineliharaan yang dilaksanakan paling 

sedikit min~gu kedua bulan Juni. 
! 

sedikit memuat: 
I a. nama Kuasa Pengguna Barang; 
I , .. 

b. nama Pengguna Barang; 
I 

c. nama barang yang dipelihara; 
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan 

I 
e. rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui. 

I ;c 

(4) Dalam mel~sanakan penelaahan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud Jada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat 

I 
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk 

i 

(1) Penelaahan] atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah 
dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data barang milik 

I 
I 

daerah yang diusulkan rencana pemeliharaannya. 
I 

(2) Penelaahan[ atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sekurang- kurangnya 

! 
memperhatikan daftar barang pada Pengguna Barang yang memuat 

i 
informasi mengenai status barang dan kondisi barang. 

(3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam hasil 

I 

penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah yang paling 
i 

Pasal 19 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang 

Tata Cara Penelaahan RKBMD 

Bagian Keenam 
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(1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi 
I darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru 

(new initiative) clan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) 
I 

dalam rangka rencana pengadaan dan/ atau rencana pemeliharaan 

Pasal 23 

' Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat 
! 

Bagian Kedelapan 

I 

I 

(1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD. 
(2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

! 

sebelum penyusunan Perubahan APBD. 
. i 

(3) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai 
dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 

I 
penyusunari perubahan RKBMD. 

Pasal22 

Penyusunan Perubahan RKBMD 

Bagian Ketujuh 

daerah oleh Pengelola Barang. 
I 

(2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat minggu keempat 

I 

bulan J uni. ' 

(1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah 
I 

dari Penggu1;1a Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
I 

(3) dan Pasal 20 ayat (3) ditetapkan menjadi RKBMD pemerintah 
I 

Pasal21 

(3) RKBMD Peineliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
! 

disampaikan, oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling 
lambat mingb ketiga bulan Juni. 
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Pasal 24 

(1) Bupati menltapkan status penggunaan barang milik daerah. 
! 

(2) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas 

barang milif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) selain 
I 

tanah dan/ atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola 
! 

Barang. J 

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain 
adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan 

I 
atau dengan nilai tertentu. 

! 
(4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh . I . 

Bupati. : 
l 

(5) Penetapan '.status penggunaan. barang milik daerah sebagaimana 
! 

dimaksud ayat ( 1} dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan. 
i 

Prinsip Umum 

Bagian Kesatu 

PENGGUNAAN 

BAB IV 

i 
penganggarah sesuai dengan , ketentuan peraturan perundang- 

' j 
undangan. i 

I 

(2) Kondisi datrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
bencana alam dan gangguan keamanan skala besar. 

(3) Hasil pengu1ulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola 

i 
Barang berisamaan dengan penyampaian RKBMD Perubahan 

: 
dan/atau RKBMD tahun berikutnya. I , 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh . I .. 
Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam 

I 

penelaahan iatas RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang 
bersangkutan pada APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan 

I 
dan/ atau ARBD tahun anggaran berikutnya. 

I 

mekanisme berdasarkan dilakukan daerah 
i 

milik barang 
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tidak digu1akan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna 
Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang. 

! 
(3) Dikecualikfn dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

apabila tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
i 

(2) telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam 
! 

jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. 
. I , 

! 

(1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau ~angunan dilakukan apabiladiperlukan untukkepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/ atau Kuasa 

t 

Pengguna Barang yang bersangku tan. 
I 

(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa 
I 

tanah dan Zatau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
I 

Pasal 27 

Penetapan statuslpenggunaan tidak dilakukan terhadap: 

a. barang persediaan; 
b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); 

! 

c. Barang ! yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk 
I 

dihibahkan; dan 
d. Aset Tetap Renovasi (ATR). 

I 

Pasal 26 

Pasal 25 

(1) Penggunaa.J barang milik daerah meliputi: 
I 

a. Penetapap status penggunaan barang milik daerah; 
b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah; 

c. Penggunaan sementara barang milikdaerah; dan 
I 

d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk 
i 

dioperasikan oleh pihak lain. · 
I 

(2) Penetapan ttatus penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan untuk: 
a. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan 

I 

b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan 
. umum sbsuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. 

t . 
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c. laporan, [data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain. 
(3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain 

I 
termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang 
dilakukan oleh Pengelola Barang atau Bupati dan laporan dari 

i 

masyarakat:. 

(4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik daerah 
sebagaima.Ja dirnaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penetap~n status penggunaan; 
b. pemanfaatan; atau 
c. pemindahtanganan. 

(1) Bupati menetapkan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh 
Pengguna i3arang karena tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/ atau kuasa 

I 
Pengguna ~arang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. 

(2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) 
I 

Bupati merriperhatikan: 
a. standar kebutuhan barang milik daerah untuk menyelenggarakan 

I 
dan menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; 

b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/ atau bangunan; dan/ a tau 
! 

Pasal 28 

(4) Bupati mencabut status penggunaan atas barang milik daerah 
berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan dalam 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

(5) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diserahkan kepada 
Bupati, Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana 

i 
pemeliharaa'n atas barang milik daerah berkenaan. 

I 
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(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk barang milik 
I 

daerah ber~pa tanah yaitu fotokopi sertifikat. 
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik 

daerah berhpa bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu: 
a. fotokopi] Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan 

! 
b. fotokopil dokumen perolehan. 

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik 
I 

daerah berupa bangunan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang 

dokumen. I 
' 

(I) Pengajuan fpermohonan penetapan status penggunaan barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) disertai 

' 

Pasal 30 

i 

(4) Bupati merierbitkan keputusan .penetapan status penggunaan barang 
I 

milik daerah setiap tahun. 
I 
I 

berkenaan.' 

dan perolehan lainnya yang sah.kepada Bupati. 
i 

(2) Pengajuan i permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan [setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan 
dokumen pbnerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan. 

(3) Permohonari penetapan status penggunaan barang milik daerah 
i 

sebagaimaria dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh 
' Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat pada akhir tahun 
! . 

(1) Pengguna IBarang mengajukan permohonan penetapan status 
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD 

I 

Pasal 29 

Paragraf Kesatu 
i 

i 
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Bupati 

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah 
I 
i 

Bagian Kedua 
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b. girik; 
c. letter Cj] 

I 

d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah; 
! 

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
I 

ayat (2) dan ayat (5) huruf a apabila barang milik daerah berupa 
tanah belum memiliki fotokopi sertifikat, dokumen · dimaksud dapat 
diganti dengan: 

I 
a. akta jual beli; 

I 

Pasal 31 

untuk barang c. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), 
milik daerah berupa bangunan; dan/ atau 

d. fotokopijdokumen perolehan. 
! 

: 
a. fotokopi ldokumen pelaksanaan anggaran; 
b. fotokopijdokumen kepemilikan, untuk barang milik daerah berupa 

tanah; 

pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal pemerintah 
I 

daerah yaitu: 

yaitu: 
a. fotokopi dokumen kepemilikan; dan/ atau 
b. fotokopi dokumen perolehan. 

! 
(8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik 

daerah yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan 
! 

(7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik 
daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang memiliki dokumen 

I 

' 

(BAST). 

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik 
l 

daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu: 

a. fotokopi sertifikat; 
b. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan 

I 
c. fotokopi dokumen perolehan. 

(6) Dokumen s~bagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik 
daerah berupa tanah dan bangunan dari perolehan lainnya yang sah 

I 

sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima 
i 

i 
sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima 

(BAST). 
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milik daerah selain tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan 
I . 

, I untuk penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD. 
(5) Dikecualikah dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

i 
ayat (8) huruf b, huruf c, dan huruf d belum ada, maka pengajuan 

' I usul permohonan penerbitan status penggunaan disertai surat 
! 

pernyataan] dari Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan 
• I 

bahwa barJ.ng terse but adalah : barang milik daerah yang dari awal 
. ! 

! 
pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan 

I . 
dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah. 

! . 

(6) Barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan 
. t h I 1 · , etap an.+s menye esaikan pengurusan dokumen kepemilikan 

I 

meskipun tt1ah ditetapkan status penggunaan barang milik daerah. 

I 
i 

e. surat ket6rangan lurah atau kepala desa, jika ada; 
! 

f. berita aca'.ra penerimaan terkait perolehan barang; atau 
g. dokumenl lain yang setara den~an bukti kepemilikan. 

i 
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (3) aJabila barang milik,. daerah berupa bangunan belum 
! 

· memiliki P~G dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat 
pemyataan I dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa 
bangunan (ersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan 

i 
fungsi SKPq. 

(3) Dikecualikah dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
. I . 

ayat (5) apabila barang milik daerah berupa tanah dan bangunan 
yang diperJieh dari APBD belum memiliki sertifikat, PBG, dan 

. I 
dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pemyataan dari 

I 
I . 

Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan 
I 

tersebut digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD. 

(4) Dikecualika~ dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
ayat (7) apabila barang milik daerah berupa selain tanah dan 

I : . 
bangunan yang diperoleh dari . APBD belum memiliki dokumen 
kepemilikan, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat 

I 

pemyataan I dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa barang 
I 
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(1) Pengelola : Barang menetapkan status penggunaan barang 
berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati 

l 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2). 

Pasal 34 

Pengelola Barang 

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah oleh 

Paragraf Kedua 

' ] 

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (1), Buhati menetapkan status penggunaan barang milik daerah. 

I 

(2) Status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diteiapkan dengan Keputusan Bupati. 

I 
(3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Bupati melalui 
i 

Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna 
Barang disdrtai alasan. 

I 

Pasal 33 

belum mencukupi, Pengelola.Barang dapat: 
a. meminta/ keterangan atau data tambahan kepada Pengguna 

Barang I yang mengajukan permohonan penetapan status 
! 

penggunaan barang milik daerah; dan/ atau 
b. melakukan pengecekan lapangan. 

(4) Kegiatan PJngelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan f serta barang milik daerah selain tanah dan/atau 
bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen lain 

i 
yang sah. i 

kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. 
! 

(3) Dalam hal [hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
I 

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan 
I 

status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1). 

I 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
i 

Pasal32 
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(1) Barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan. 
(2) Pengalihan [status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan: 
a. Inisiatif dari Bupati; dan 

I 

b. Permohcinan dari Pengguna Barang lama. 

Pasal 35 

Bagian Ketiga 

Pengaiihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah 

c. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah 
' I diajukan] secara tertulis oleh: Pengguna Barang kepada Pengelola 

Barang paling lambat pada akhir tahun berkenaan. 
(3) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik 

I 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31. 

! 
(4) Terhadap pengajuan permohonan penetapan status penggunaan 

barang milif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
! 

penelitian sebagaimana ketentuan Pasal 32. 

(5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
I 

Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik 
daerah. 

(6) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna 
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang 
menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai 
alasan. 

b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
I 

dilakukaii setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan 
dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang 

i berkenaan. 
I 

(2) Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola Barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme: 
a. Penggund Barang mengajukan permohonan penetapan status 

I 

penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD 
I 

dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang. 
I 
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b. kode register; 
I c. nama barang; 
! 

d. jumlah; I 

b. calon Pengguna Barang baru; dan 
! 

c. penjelasan serta pertimbangan pengalihan status penggunaan 
barang ibmk daerah. 

I 

(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
i - ' 

a, antara lain: 
; 

I a. kode barang; 
! 

(1) Pengalihan f status penggunaan barang milik daerah berdasarkan 
permohonan dari Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 ayat 2 huruf b dilakukan dengan pengajuan 

permohonar secara tertulis olehPengguna Barang kepada Bupati. 
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling 

. sedikit memuat: . 
! 

a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status 
I 

penggunaannya; 
I 

Pasal 37 

penguasaan Pengguna Barang dan tidak digunakan oleh Pengguna 
I - Barang yang bersangkutan. 

(4) Pengalihan 
1status 

penggunaan sebagaim~a dimaksud pada ayat (2) 

- dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan 
I 

barang mili~ daerah pengganti. 
i 

dilakukan [terhadap barang milik daerah yang berada dalam 
' 

I 

(1) Pengalihan [status penggunaan barang milik daerah berdasarkan 
_ inisiatif d~ Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) 

huruf a dilhl<.ukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada 
I Pengguna Barang. 

(2) Pengalihan j status penggunaan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dari Pengguna Barang 

I 
I 

kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan 
I 

__ - fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Bupati. 
(3) Pengalihan 1status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

i 

Pasal 36 
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(I) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, 
I . 

Bupati meinberikan persetujuan pengalihan status penggunaan 
! ' 

, barang milik daerah. 
I 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat 
Persetujuan Bupati. 

I 

Pasal 39 

status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang 
sebagaiman;a dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). 

(2) Penelitian Jebaga.imana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
l 

kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. 
. I 

(3) Dalam hal I hasil penelitian sebagaimana dimaksud. pada ayat (2) 

belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: 
i . 

a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna 
I 

Barang ! yang mengajukan permohonan pengalihan status 
I , 

penggunaan barang milik daerah; dan 
. I 

b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang baru. 

Pasal 38 i 

I 
(I) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pengalihan 

' 

g. nilai penyusutan; 
h. nilai buk6; 

1 

i. lokasi; i 
I J. luas; d8.J1 
I 

k. tahun p1rolehan. 
(4) Pengajuan i permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

I 

dilampiri: i - . I .. 
a. fotokopi daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 

i 
I 

ayat (3); dan 
! 

· b. surat pernyataan yang memuat kesediaan calon Pengguna Barang 

baru untuk menerima pengalihan barang milik daerah dari 
I Pengguna Barang lama. 
I 

' 
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f. nilai perdlehan; 
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(I) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
39 ayat (2) ,: Pengguna Barang lama melakukan serah terima barang 

I 
milik daerah kepada Pengguna Barang baru. , I . 

(2) Serah: terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru 
. ! 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak 
persetujuan alih status penggunaan barang milik daerah yang . I 
dituangkanldalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 

(3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang lama melakukan usulan 
penghapusan kepada Pengelola Barang atas barang milik daerah yang 

I 
I 

dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang baru 
I 

dari daftar 1?arang pada Pengguna Barang. 
: 

(4) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 
lama 1 (satu] minggu sejak tanggal Berita AcaraSerah Terima (BAST). 

. I 
(5) Pengh~pus[ barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) ditetapkf-11 dengan Keputusan Pengelola Barang. 

Pasal 40 

memuat: 
a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status 

I 

I penggunaannya; 
I b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan 
I 

c. kewajiban Pengguna Barang lama. 
I . . 

(4) Kewajiban [Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud 
. t 

pada ayat (3) huruf c yaitu: . I 
a. melakukan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna 

I 
Barang baru yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara 
Serah Terima (BAST); dan 

• I 

b. melakuk~n penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah 
dialihkan dari daftar barang pada Pengguna Barang berdasarkan 

~ t 

surat keputusan penghapusan barang. 
(5) Dalam hal [Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang 

sebagaimaJa dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Bupati menerbitkan I - -· 
surat penolakan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan. 

I . 
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(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
I : . 1 



(1) Pengguna8f sementara barang.milik daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang 

I ' 

dengan Pengguna Barang sementara. 
I 

(2) Biaya pemeliharaan barang rnilik daerah yang timbul selama jangka . I 
waktu penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

I 

Pasal 43 

milik daerah berupa tan.ah dan/atau bangunan; 
b. paling 1Jma 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang 

milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan. 
I 

(3) Penggunaan sementara barang milik daerah dalam jangka waktu 
kurang dari 6 (enam) bulan dilakukan tanpa persetujuan Bupati. 

a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang 
l . 

(1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya 
I 

pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna 
Barang lairinya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah 

t 

status penggunaan barang milik daerah tersebut setelah terlebih 

dahulu metjdapatkan persetujuan Bupati. 
(2) Penggunaan sementara barang .milik daerah sebagaimana dimaksud 

I . 
pada ayat (1) dapat dilakukan untukjangka waktu: 

i 

Pasal 42 

Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah 
! 
I 

Bagian Keempat 

Barang tentang 
dimaksud dalam 

Pasa1·41 
i 
I 

(1) Betita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud dalam 
I 

Pasal 40 1ayat (2) dan Keputusan Pengelola 
I , 
I 

penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
: i 

Pasal 40 ayat (5) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada 
I 

Pengguna Barang baru paling lama 1 (satu) minggu sejak keputusan 
I I 

penghapusan ditetapkan. 
(2) Pengguna IBarang dalam penatausahaan barang milik daerah 

I . 

melakukan ipencatatan berdasarkan persetujuan Bupati, Betita Acara 
Serah Terima (BAST), dan keputusan penghapusan barang milik 

daerah. 
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(I) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan 

penggunaari sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 
( 1). I 

I 
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan terhadap 

kelengkapaA dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. 

(3) Dalam hal f hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

belum men1ukupi, Pengelola Barang dapat: 
a. memintal keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan 

permohonan penggunaan sementara barang milik daerah; dan 
I 

b. memintaJ konfirmasi dan klarifikasi kepada Pengguna Barang yang 
akan menggunakan sementara barang milik daerah. 

I 
I 
I 

Pasal 45 

(I) Permohonari penggunaan sementara barang milik daerah diajukan 
I 

secara tertulis kepada Bupati. 
I 

(2) Permohonari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat: [ 
a. Data barang milik daerah yang akan digunakan sementara; 

I b. Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara barang 

milik daerah; clan 
I 

c. Penjelasan serta pertimbangan penggunaan sementara barang 
· · d I h milik aera . 

(3) Permohon~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi 

dokumen: [ 
! 

a. fotokopi lkeputusan penetapan status penggunaan barang milik 
daerah; dan 

b. fotokopi I surat permintaan penggunaan sementara barang milik 
! 

daerah dari Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara 
barang Jmk daerah kepada Pengguna Barang. 

I 
i 

Pasal 44 

dibebankan [kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang 
I 

menggunakan sementara barang milik daerah bersangkutan. 
, I 
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1 

(I) Apabila jangka waktu penggunaan sementara atas barang milik 
daerah telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 

[ 
(2), maka: i 

a. Penggutja Barang sementara mengembalikan barang milik daerah 
I ' kepada Pengguna Barang; atau 
I 

b. dilakukan pengalihan status penggunaan kepada Pengguna 
i 

Barang yang menggunakan sementara barang milik daerah. 
! 

(2) Mekanisme' pengalihan status penggunaan barang milik daerah 
1 . . 

sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 41 

berlaku mutatis mutandis terhadap mekanisme pengalihan status 
penggunaan kepada pengguna sementara sebagaimana dimaksud . I 

pada ayat ( 1) huruf b. 

Pasal 47 

(4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan sebagaimana 
dimaksud 'dalam Pasal 44 ayat (1), Bupati menerbitkan surat 

I 
I 

penolakan fepada Pengguna Barang disertai alasan. 

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
ayat (1), Bubati memberikan persetujuan atas penggunaan sementara 

barang mili~ daerah. 
(2) Persetuju~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

menerbitkan surat persetujuan Bupati. 
(3) Surat perse~ujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit 

memuat: , 
I . 

a. data barang milik daerah yang akan digunakan sementara; 
i 

b. Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang milik 
. I ·. 

daerah; I 
c. kewajiban Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang 

I 
I . 

milik daerah untuk memelihara dan mengamankan barang milik 
daerah yang digunakan sementara; 

I 
I • d. .jangka waktu penggunaan sementara; 
! . 

e. pembebanan biaya pemeliharaan; dan 
I 

f. kewajibJ.n Pengguna Barang untuk menindaklanjuti dalam 
! 
! 

perjanjian. 
l 

Pasal 46 

-34- 



(3) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain 
I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian 
antara Pengguna Barang dengan pimpinan pihak lain. 

I . 
(4) Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka 

waktu penggunaan barang. milik daerah untuk dioperasikan oleh 
! 

pihak lain dibebankan pada pihak lain yang mengoperasikan barang 
I . 

milik daerah. 

' 
(2) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain 

I 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam rangka 
. I 

menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang 
bersangkutan. 

1 

l 
(1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya 

I 

pada Pengguna Barang, dapat . digunakan untuk dioperasikan oleh 
! 

pihak lain. : 

Pasal 49 

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan 
I 

Oleh Pihak Lain 

Bagian Kelima 

daerah. 

Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 
I 

jangka waktu penggunaan sementara barang milik daerah berakhir. 
(3) Mekanisme \ pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan, dan 

penetapan [ oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

sampai den~an Pasal 4 7 berlaku mutatis mutandis pada mekanisme 
pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan dan penetapan oleh 
Bupati terhadap perpanjangan penggunaan sementara barang milik 

I 
! 

(1) Pengguna Barang Sementara dapat mengajukan permohonan 
perpanjangan waktu penggunaan sementara atas barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2). 

(2) PerpanjangJ.n waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan 
! 

Pasal 48 
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f b. fotokopi surat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang 
akan mengoperasikan barang milik daerah kepada Pengguna 

! 
Barang; dan 

c. fotokopi I surat pemyataan dari pihak lain yang akan 
mengoperasikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang. 

! 
. I 

(4) Surat pernyataan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 
i 

(3) huruf c merupakan pemyataan pihak lain yang memuat: 
a. barang milik daerah yang akan dioperasionalkan dalam rangka 

I . 
pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja; 

I 

daerah; 

d. penjelasan serta pertimbangan penggunaan barang milik daerah • I -_ . 
yang dioperasikan oleh pihak lain; dan 

e. materi yang diatur dalam perjanjian. 
i 

(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
i 
' dilampiri dokumen: 
' a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan barang milik 
I 

b. pihak lain yang akan menggunakan barang milik daerah untuk 
dioperasi!fan; 

c. jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan 
i 

oleh pihak lain; 
i 

' i 
(1) Permohonan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan 

• oleh pihak ! lain diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang 
l 

bersangkutan kepada Bupati. 
i 

_ (2) Pengajuan p1ermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling 
sedikit memuat: 

I 
a. data barang milik daerah; 

i 

Pasal 50 

- i 
! 

(5) Pihak lain j yang . mengoperasikan barang milik daerah dilarang 
I 

melakukan i pengalihan atas pengoperasian barang milik daerah 
• I 

I 

tersebut ketjada pihak lainnya dan/ atau memindahtangankan barang 
milik daerah bersangkutan. 

! 
(6) -Bupati dapat menarik penetapan status barang milik daerah untuk 

. ! 
. ! 

dioperasikan oleh pihak lain dalam hal pemerintah daerah akan 
! 

menggunakan kembali untuk penyelenggaraan pemerintah daerah . I 
atau pihak Iainnya. 

' 
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(I) Berdasarkan] hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
i 

ayat (2), Bupati menetapkan penggunaan barang milik daerah untuk 
I 

dioperasikan [ oleh pihak lain. 
I 

(2) Penggunaan barang milikdaerah untuk dioperasikan oleh pihak lain 
I 

sebagaimanaj dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

I 

Pasal 52 

b. meminta ~onfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain yang akan 
mengoperasikan - barang milik daerah; 

c. mencari i*formasi dari sumber lainnya; dan 
d. melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan 

I 
analisis - biaya dan manfaat. 

(I) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan 

penggunaan\ barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat ( 1). 

. I 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. 

I 
(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

belum mencfkupi, Pengelola Barang dapat: 
I ! 

a. meminta iketerangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan 
permohorian penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan 
oleh pihak lain; 

i 

Pasal 51 

selesai. 
apabila jangka waktu pengoperasian barang milik daerah telah 

i 

milik daerah; dan 
d. metigemJalikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang, 

! 

c. tidak mengalihkan pengoperasian dan/ atau pemindahtanganan 
I . 

barang rililik daerah selama jangka waktu pengoperasian barang 
I 

. i b. menanggung seluruh biaya • pemeliharaan barang milik daerah 
! 

yang timbul selama jangka · waktu pengoperasian barang milik 

daerah; \ 
; 
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Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak 
I 

lain sebagaimana idimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), paling sedikit memuat: 

Pasal 54 

(1) Penggunaan barang milik daerah oleh Pengguna Barang untuk 
dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam perjanjian yang 

! 

ditandatangani oleh Pengguna Barang dengan pihak lain. 
(2) Perjanjian ~enggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh 

pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) 
tahun dan dapat diperpanjang. 

(3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
! 

dilakukan setelah adanya Keputusan Bupati. 

Pasal53 

huruf e meliputi: 
a. menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk 

; 

dioperasikan oleh pihak lain dengan perjanjian; dan 
b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang milik 

daerah yf111g dioperasikan oleh pihak lain. 
(6) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Bupati menerbitkan 
surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan. 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain memelihara 
dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan. 

(5) Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
' 

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

sedikit mem;uat: 
a. data barang milik daerah; 
b. jangka .waktu penggunaan barang milik daerah untuk 

dioperasionalkan pihak lain; 
! 

c. pihak lain yang akan mengoperasionalkan barang milik daerah; 
d. kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah; 

! 
dan 

e. kewajiban Pengguna Barang. 
(4) Kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah 

I 
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(6) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh: 
I 

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik 
daerah ~ang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan 

' 

b. Penggun1a Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk 
barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan 

I 

Pasal 59 

Prinsip Umum 

Bagian Kesatu 

BAB V PEMANFAATAN 

(1) Pada saat jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk 
dioperasikan oleh pihak lain telah berakhir, pihak lain yang 

I 

mengoperasikan barang milik daerah mengembalikan barang milik 
daerah tersebut kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah 

I 
I 

Terima (BAST). 
(2) Pengguna Barang melaporkan berakhimya penggunaan barang milik 

! 

daerah untuk dioperasikan pihak lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak 

I 

ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST)), dengan 
melampirkan fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST). 

Pasal 58 

b. terdapat i kondisi yang mengakibatkan pengakhiran penggunaan 
I 

barang rnilik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain 

sebagaimana dituangkan dalam perjanjian. 
I 

(3) Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian barang milik daerah 
yang didasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

I 
Pengguna Bfliang meminta persetujuan Bupati. 

apabila: 
a. pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah tidak 

memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian; atau 
I 

sepihak oleh Pengguna Barang 
ayat (1) huruf b dapat dilakukan 

undangan. 
(2) Perjanjian [ diakhiri secara 

sebagaimana dimaksud pada 
I 

c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
1 
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' I 

! 
(I) Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang 

dijaminkan 1atau digadaikan. 
! 

(2) Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak 
dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah. 

Pasal 61 

i 
I 

(5) Pendapatan! daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam 
! : 

rangka selctin penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan 
I 

Umum Da~rah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan 
seluruhnya [ke rekening Kas Umum Daerah. 

! 

(1) Bia ya peme~iharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya 
pelaksanaan yang menjadi objekpemanfaatan dibebankan pada mitra 

I pemanfaatan. 
- ! 

(2) Biaya persiapan pemanfaataan .barang milik daerah sampai dengan 
. . I . 
. penunjukkari mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD. 

(3} Pendapatan! daerah dari pemanfaatan barang milik daerah 
! 

meru~akan lpenerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke 
: I rekening Kas Umum Daerah. 

I (4) Pendapatanl daerah dari pemanfaatari barang milik daerah dalam 
! 

rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan 
I 

fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah 
I 

yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan U mum . ! . 
Daerah. : 

Pasal 60 

I . . 
yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah 

I 

dan/ atau' bangunan. 
! 

(7) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan 
• pertimbangsn teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan 

kepentingan' umum. 
(8) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak 

. I . 1 mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penye enggaraan 
.• ! 

pemerintahan daerah. 
. I 

(9) Pemanfaatah barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan 

persetujuanl DPRD. 
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. i 

. i 
I 
I 
I 

' 
c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik 

I 
daerah yang dilakukan pemanfaatan dan basil pelaksanaan 
pemanfahtan barang milik daerah; 

I 
! 

d. mengembalikan barang milik daerah setelah berakhimya 
I 

pelaksanaan; dan 

I 

' 
Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 memiliki 

. b I tanggung jawa : l 
I 

I a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah 
sesuai bentuk pemanfaatan; 

! 
b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan 

I . 
bentuk pemanfaatan; · 

Pasal 64 

KSPI. 

i 
i ! ' 

d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam 
I 

bentuk BGS /BSG; dan 
I 

e. mitra KS;PI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk 

c. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk 
I 

KSP; 

Mitra Pemanfaatan meliputi: 
I 

a. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk 
I 

Sewa; ! 

b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam 
I 

bentuk Pinjam Pakai; 
; 

Pasal 63 

Mitra Pemanfaatan 

Bagian Kedua 

a. Sewa; 
b. Pinjam Pakai; 

! 
c. KSP; 

i d. BGS atau BSG; dan 
! 

e. KSPI. 

I I • 

Bentuk Pemanfaat'.an Barang milik daerah berupa: 

Pasal 62 
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I 
I . 

a. dilaksanakan secara terbuka; 
I 
! 

b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta; 
c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah; 

d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, 
I 

handal clan kompeten; 
e. tertib ad¥1inistrasi; dan 
f. tertib pelaporan. 

I 
! 

i 
Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip: 

Pasal 66 

Pemilihan Da:n Penetapan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

Bagian Ketiga 

I 
(I) Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi: 

I a. tanah dan/atau bangunan; dan 
I 

b. selain tanah dan/atau bangunan. 
I 
I 

(2) Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
· bangunan ~ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat 

i . 
dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya. 

I 

(3) Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagiafn 
. ! 

tanah darr/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas 
I . 

tanah dan/ atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang 
I 

milik daer8f adalah sebesar luas bagian tanah dan/ atau bangunan 
yang dimanfaatkan. 

! 

Pasal 65 

i 
e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian 

pemanfaJtan barang milik daerah. 
I 
I 



(1) Dalam pemilihan mitra Pemanfaatan KSP atau BGS/BSG, Pengelola 
Barang/Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai 
berikut: 
a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan 

t 

peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan; 
I 

b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi: 
I 

1. kemampuan keuangan; 
2. spesifikasi teknis; dan 
3. rancangan perjanjian. 

I 
c. menetapkan panitia pemilihan; 

I 
d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan 

dari panitia pemilihan; 

e. menyeles~ikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan 
panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; 

I • - I - 

· f. membatalkan Tender, dalam hal: 
! . . 

1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari 
dokumen pemilihan; dan 

Pasal 69 

(1) Pemilihan 1itra 
dilakukan melalui Tender. 

(2) Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan barang 
! 

milik daerali yang bersifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan 
! : 

melalui Penunjukan Langsung. 

Pasal 68 

; 

Barang terd1ri atas: 
a. Pengguna Barang; dan 

I 
i . 

b. Panitia p1emilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang. 

(1) Pelaksana i pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada 
Pengelola Barang atau BGS /BSG .terdiri atas: 

I - . 
a. Pengelola Barang; dan - 

I . 

b. Panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang. 
I • 

(2) Pelaksana tjemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengguna 

Pasal 67 
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I 

c. unsur dari Pengelola Barang serta dapat mengikutsertakan unsur 
; 

dari SKPD> /unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra 
I . 

BGS/BSQ. 
' i 

(3) Panitia pe~ihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh: 
a. Unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan 

I 
KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang atau BGS /BSG; 

' i dan ; 

(1) Panitia pemilihan paling sedikit terdiri atas: ·· 
I 

l 
a. ketua; ' 

. i b. sekretaris; dan 
! 

c. anggota. ! 
(2) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

i 
berjumlah gasal ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5 

(lima) orang,lyang terdiri atas: 
a. Unsur dari Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur 

I . I . 

dari SKPE> /unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra 
j 

pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang; 
I 

b. unsur dari Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan unsur 
I 
I 

dari SKP!p/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra 
pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengguna Barang; 

; t 

dan 

Pasal 70 

benar.] 
g. menetapkan mitra; 
h. mengawabi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan 

. I 

mitra; dan 
I 

i. melaporkan basil pelaksanaan pemilihan mitra kepada Bupati. 
(2) Selain .tugaJ, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 

dalam hal diperlukan, Pengelola Barang/ Pengguna Barang dapat: 
! 

a. menetapkan Tim pendukung; dan/ atau 
I : . 

b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya 
! . 

selaku Pe1gelola Barang/Pengguna Barang. 

2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi, 
nepotibme yang melibatkan · panitia pemilihan tern ya ta terbukti 

I 
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I 

(1) Togas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi: 
a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan 

I 
menyampaikannya kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang 
untuk rnendapatkan penetapan; 

b. menetapkan dokumen pemilihan; 
I 

c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa 
nasional dan di website pemerintah daerah masing-masing; 

[ 

d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra; 
i 

e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran 
1 

yang masuk; 
I 

f. menyatakan tender gagal; 

Pasal 72 

' a. Berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah dengan golongan 
! 

paling rendah II/ b atau yang setara 
I 

b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan 
c. memilikilkemampuan kerjasecara berkelompok dalarn 

melaksanakan setiap tugas/ pekerjaannya. 

meliputi: 

pemilihan: r 

I 
a. memiliki rtegritas, yang dinyatakan dengan pakta integritas; 
b. memiliki I tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk 

melaksanakan tugas; 
I c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan 

barang milik daerah; 
! 

' d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan 

e. tidak mehjabat sebagai pengelola keuangan. 
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

I 

(1) Persyaratanyang harusdipenuhi untuk ditetapkan sebagai panitia 
' 

Pasal 71 

b. unsur dii Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan 
KSP barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

(4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalam 
! 

keariggotaan panitia pemilihan. 
I 
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pendukungnya;dan 
! 

5. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas. 
b. Persyaratan teknis paling sedikit meliputi: 

I 
1. cakap menurut hukum; 

i . (1) Pemilihan 
1m1tra yang dilakukan melalui mekanisme tender, calon 

mitra Penianfaatan KSP dan/atau BGS/BSG wajib memenuhi 
I 

persyaratan kualifikasi sebagai berikut: 
a. Persyaratan administratif paling sedikit meliputi: 

! ' 

1. berbentuk badan hukum; 
' 

2. mempiki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
3. membuat surat Pakta Integritas; 
4. menJampaikan dokumen penawaran beserta dokumen 

! 

Pasal 73 

g. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus 

kualifikaki; 
I 

h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal 

atau peJilihan mitra tidak dilakukan melalui tender; 
i. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender I seleksi 

I 
langsung/ penunjukan langsung kepada Pengelola 

Barang/Pengguna Barang; 
I 

j. menyimpan dokumen asli pemilihan; 
I 

k. membua'.t laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil 
I 

pemilihan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang; dan 
1. mengus~lkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan 

! 

materi perjanjian kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, 
I 

dalam hal diperlukan. 
(2) Perubahan I spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian 

I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dilaksanakan setelah 
i 

mendapat persetujuan dari Bupati untuk barang milik daerah yang 
usulan pemanfaatannya atas persetujuan Bupati. 

I 
(3) Perubahan] spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian 

i 

sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) huruf I dilaksanakan setelah 
I 

mendapat lpersetujuan dari Pengelola Barang untuk barang milik 
daerah yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola 

I 
Barang. 
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Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik 
daerah kepada ~itra yang tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan 
barang milik daerah yang efisien, efektif, dan optimal. 

Pasal 75 

Prinsip Umum 

Paragraf Kesatu 

Tender 

Bagian Keempat 

(1) Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya untuk 
! 

persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari APBD, 

yang meliputi: 
i 

a. honorar~um panitia pemilihan mitra; 
b. biaya pepgumuman, termasuk biaya pengumuman ulang; 

i 
c. biaya penggandaan dokumen; dan 

I 

d. biaya .lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
pemilihan mitra. 

! 
(2) Honorarium panitia pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
I 

Pasal74 

; 

manajerial; dan 
i 

4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas 
lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

I 
(2) Pejabat/pegawai pada pemerintah daerah atau pihak yang memiliki 

hubungan I keluarga, baik drngan Pengelola Barang/Pengguna 
Barang, Tim pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, sampai dengan 

! 
derajat ketiga dilarang menjadi calon mitra. 

! 

2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa 

Pemerintah; 
1 

3. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan 
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memuat: , 
i 
I a. nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna Barang; 
! 

b. identitasjbarang milik daerah objek pemanfaatan; 
[ 

c. bentuk pemanfaatan; 
! 

d. peruntukan objek pemanfaatan; dan 
e. jadwal deb lokasi pengambilari dokumen pemilihan. 

! 

Pasal 77 

(1) Panitia peJilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di 
I 

media massa nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar 
harian nasiJnal dan website pemerintah daerah. 

I 
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 

, sedikit 2 (dua] kali, 
I 

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
! 

Pengumuman 

Paragraf Kedua 

Tahapan tender m~liputi: 
i 
I a. pe:q.gumu man; 
! 

b. perigambilan dokumen pemilihan; 
I 

c. pernasukan dokumen penawaran; 
! 

d. pembukaan dokumen penawaran; 
/ . 

e. penelitian kualifikasi; 
r 

f. pernanggilan peserta calon mitra; 
g. pelaksanaan tender; dan 

I 
I • h. pengusu lan calon mitra. 

Pasa176 
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(1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di 
hadapan peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan 
dalam dokumen pemilihan. 

(2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara yang 
' 

ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari 
peserta calon mitra yang hadir. 

Pasal80 

Pembukaan Dokumen Penawaran 

Paragraf Kelima 

(1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara 
langsung kepada panitia pemilihan dan/ atau mengunduh dari 
website sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam 
pengumuman. 

(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang 
melakukan pengambilan dokumen pemilihan. 

Pasal 79 

Pemasukan Dokumen Penawaran 

Paragraf Keempat 

pengumuman. 
(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang 

melakukan pengambilan dokumen pemilihan. 

(1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara 
i 

langsung kepada panitia pemilihan dan/ atau mengunduh dari 
website sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam 

Pasal 78 

Pengambilan Dokumen Pemilihan 

Paragraf Ketiga 
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b. negosiasi; dan 
c. pengusulF calon mitra kepada Pengelola Barang/Pengguna 

Barang. \ 
(4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti halnya 

proses tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76. 

melakukan seleksi langsung. 
(2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang 

i 
mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). . , I . 

(3) Tahapan seleksi langsung terdiri atas: 

a. pembukaan dokumen penawaran; 
; 

i . 
tender ulang terdiri atas 2 ( dua) peserta, maka panitia 

I • 

menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya 
I 

mengikuti 
pemilihan 

(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), peserta calon mitra yang 

Pasal 88 

Seleksi Langsung 

Paragraf Kedua belas 

I 
I 

(1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila: 
I 

a. Tender dfnyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 

ayat (l); atau 
I 

b. peserta calon mitra yang mengikuti Tender kurang dari 3 (tiga) 
I 

peserta. i 
I 

(2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender 
ulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di 
media massk nasional dan website pemerintah daerah. 

I 
(3) Dalam hal \ tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses 
dilanjutkan dengan mekanisme tender. 

Pasal 87 
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(I) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana 
dimaksud 9a1am Pasal 87 ayat (2), peserta calon mitra yang 
mengajukan I penawaran hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka 
panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya 

l 
melakukan ~enunjukan langsung. 

Pasa1:91 

Penunjukkan Langsung 

Paragraf Ketiga Belas 

I 
(1) Panitia pemilihan melakukan : penelitian terhadap berita acara 

negosiasi milalui cara perbandi~gan antara hasil negosiasi masing­ 
t 

masing peserta calon mitra. 
! 

(2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan 
hasil negosiksi terbaik kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang I : . 
untuk dapat\ ditetapkan sebagai mitra. 

(3) Usulan sebdgaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar 
! 

pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan. 
i 

Pasal90 

(1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pemanfaatan dan 
konsep matJri perjanjian. . 

I 

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemanfaatan 
BGS /BSG, ! negosiasi juga dilakukan terhadap porsi bagian 
pemerintah I daerah dari objek BGS/BSG yang dilakukan 
pemanfaatan. 

I 
I 

(3) Ketentuan hnnum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG, termasuk 
perubahan yang mengakibatkan penurunan kontribusi tetap dan 

pembagian ikeuntungan untuk . pemanfaatan KSP atau kontribusi 
I , 

tahunan untuk pemanfaatan BGS /BSG dilarang untuk 
di . .kl megosiasi 

1an. 
(4) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasil 

negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi yang 
ditandatangbi oleh panitia pemilihan dan peserta calon mitra. 

Pasal 89 
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merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan 
I 

tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
t 

I 

c. menceg~ penggunaan baran~ milik daerah oleh pihak lain secara 
tidak sah,' 

(2) Penyewaan ! barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak 
I 

! 

(I) Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan: 
I , 

a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang 
i . 

belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan 
I . . 

fungsi peqyelenggaraan pemerintahan daerah; 
b. memperol~h fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang 

tugas dan' fungsi Pengguna Barang; · dan/ atau 
l 

Pasal93 

Prinsip Umum 

Paragraf Kesatu 

Sewa 

Bagian Kelima 

Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam tahapan penunjukkan 
; 

langsung se!Jagairana dimaksud dalam P~sal 91 ayat (2) dan ayat (3), 
berlaku mutatis rnutandis terhadap penunjukkan langsung pada KSP atas 
barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 68 .ayat (2). 

Pasal 92 

(2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon mitra yang 
I 

mengikuti tJnder ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

! 
88 berlaku mutatis mutandis terhadap proses dalam tahapan 

' i 
penunjukan langsung. 
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; 
i 

(1) Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun 
sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. 

Pasal 95 

Jangka Waktu Sewa 

Paragraf Kedua 

g. yayasan; atau 
I 

h. koperasi. 
: 

b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat 
persetujuJ dari Pengelola Barang. 

(4) Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi: 
a. Badan Usaha Milik Negara; 

! 

b. Badan Usaha Milik Daerah; 
I 
I c. Swasta; dan 

d. Badan hhkum lainnya. 

(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, antara lain: 
a. perorangan; 

b. persekutuan perdata; 
I 

c. persekutuan firma; 
d. perseku~uan komanditer; 

I e. perseroan terbatas; 
i 

f. lembaga/ organisasi intemasional/asing; 
I 

I • Barang kepada Bupati; 
! 

b. sebagian i tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh 
Pengguna Barang; dan/ atau .. I 

c. selain t~ah dan/ atau bangunan. 
(2) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 
Bupati. 

(3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
I 

I 
(1) Barang milik daerah yang dapat disewa berupa: 

l 
a. Tanah d~n/ atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna 

Pasal 94 
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i 
a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan 

! 

i 
I 

(1) Formula tarif /be saran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh 
Bupati: 

Pasal 97 

Formula Tarif/Besaran Sewa 

Paragraf Ketiga 

Lingkup pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka kerja sama 
I 

infrastruktur dapat dilaksanakan .melalui sewa mempedomani ketentuan 
I 

perundang-undarigan. 
I 

I 

Pasal 96 

(2) Jangka wak~u sewa barang milikdaerah sebagaimana dimaksud pada 
! 

ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 
! 

untuk: , 
a. kerja sJa infrastruktur; 

I 

b. kegiatan \ dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu 

sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau 
I . 

c. ditentukf-°- lain dalam Undang-Undang. 
i 

(3) Jangka waf1=u sewa barang milik daerah untuk kegiatan dengan 
karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari S (lima) tahun 

: I 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan 

I 

perhitungatl hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang 
! 
! 

berkompeten, 
! 

(4) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dihitung be~dasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan sebagai 

I 

berikut: I 
a. per tahun; 

I b. per bulan; 
I 

c. per hari; dan 

d. per Jam.I 
(5) Jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka kerja sama 

.• infrastrukt{r sebagaimana dim'aksud pada ayat (2) huruf a paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. 

I 
' ' 
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(1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a 
I 

adalah hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah 
dengan luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah 
dan/ atau bangunan 

I 

(2) Tarif poko~ sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan 
untuk: 

a. barang 1ilik 
daerah berupa tanah; 

b. barang milik daerah berupa bangunan; 
c. barang ! milik daerah berupa Sebagian tanah dan bangunan; dan 
d. barang j milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

(3) Tarif pokok sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
I 

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan 

Pasal 99 

a. tarif pokok sewa; dan 
! 

b. faktor penyesuai sewa. 

Formula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari: 

Pasa198 

' ! 
b. untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau 

bangunaA dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang 

milik daerah. 
I 

(2) Besaran sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran 
nilai nominJ1 sewa barang milik daerah yang ditentukan. 

(3) Besaran se'ra atas barang milik daerah untuk KSPI sebagaimana 
I 

dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a atau untuk kegiatan 
dengan karkteristik usaha yang meni~rlukan waktu sewa lebih dari 
5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf 

! 
b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing 

I 
jenis infrastruktur. 

(4) Mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) i antara lain dengan mempertimbangkan daya 
i 

beli/kemampuan membayar (ability to pay) masyarakat dan/atau 
kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat. 

! 
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i 
(I) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan 

I 
sebagaim1a dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b merupakan 
hasil perk~ian dari: · · 

' 

Pasal 102 

Pasal 101 

(1) Luas tanJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dihitung 
dalam meter persegi. 

! 
(2) Dalam hal [tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas 

tanah seblgaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) adalah 
I 

. sebesar luas bagian tanah yang disewakan. 
I , 

(3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki 
I . 

dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah 
I 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dapat ditambahkan . I 
jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut. 
Nilai tanahl sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 100 ayat (4) dihitung 
dalam rupiah per meter persegi. 

I : 
! . 

' 

(1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah 
' 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a merupakan 
I 

hasil perkalian dari: 
a. faktor v~abel sewa tanah; 
b. luas tankh (Lt); dan 

I 
I 

c. nilai tanah (Nt). 
(2) Faktor vadabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

I 

huruf a besarannya ditetapkan oleh Bupati. 
(3) Luas tanaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung 

berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. 
I 

(4) Nilai tanahj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 
nilai wajar ktas tanah. 

' 

Pasal 100 

prasarana bangunan. 
I 

(4) Tarif pokok 'sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati. 
. . I , 

I 

I 

I .. ·. 
huruf c dapat termasuk formula sewa barang milik daerah berupa 

' 
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c merupakan basil penjumlahan dari: . I i 

a. tarif pok?k sewa tanah; dan · 
t 

b. tarif pokok sewa bangunan. 
I 

(l) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah 
I . . I . . 

dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf 
I 

Pasal 105 

I 

huruf.c dihitung dalam rupiah per meter persegi. 
! 

(1) Dalam hal ?angunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, 
I 

luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) 
I 

huruf b adalah sebesar luas "Iantai dari bagian bangunan yang 
! 

disewakan. I 

(2) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan 

memiliki d~mpak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas 
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b 
dapat ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini 
terkena dampak dari pemanfaatan tersebut. 

I 
(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) 

Pasal 104 

(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) 

. huruf c merupakan nilai wajar atas bangunan. 

persegi. 

Pasal 103 
I 

(1) Faktor variJbel sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
. 102 ayat (l)lhuruf a ditetapkan J1eh Bupati. 

(2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) 
I huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter 
I 

I 
! 

a. faktor vaf abel sewa bangunan; 
b. luas bangunan (lb); dan 

·1 . b I c. ru ai angunan. 
I 

(2) Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif 
•· pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana 

bangunan. 
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(1) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf 
b meliputi.] 

I 
a. jenis kegiatan usaha penyewa; 
b. bentuk kelembagaan penyewa; dan 

I 
c. periodesitas sewa. I . ·. 

(2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
dalam persentase. 

! 
(3) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan' oleh Bupati. 

Pasal 107 

(I) Tarif poko~ sewa untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud 
dalamPasal 102 ayat (2) merupakan hasil perkalian dari: 
a. faktor vkabel sewa prasarana bangunan; dan 

! 

b. nilai prasarana bangunan (Hp). 
I 

(2) Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud 
I 

pada .ayat (1) huruf a ditetapkan sama besar dengan faktor variabel 
i 

sewa bangunan. 
! 

(3) Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b merupakan nilai wajar atas prasarana bangunan. 

I 

(4) Nilai prasatana bangunan dihitung dalam rupiah. 
I 

Pasal 106 

(2) Penghitungan tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huru! a berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 100 

l 
dan Pasal 101. 

I 
(3) Penghitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud I . . 

pada ayat ( 1) huruf b berlaku · mutatis mutandis ketentuan dalam 
! 

Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104. • ! .. 
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a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam 
I 

jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil 
maupun' immateril; 

I 

b. penyeleriggaraan pendidikan nasional; 
I 

c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang 

diperlukb dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna 
Barang; dan 

I 

d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis. 
I 

(3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 
huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan 
atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari 

I 
keuntungan, antara lain: 

I 
I 

antara lain: 
! 

Pasal 109 
i ' 

(1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 
I 

huruf a diperuntukkan bagi _ kegiatan yang berorientasi untuk 
mencari keuntungan, antara lain: I , 
a. perdagangan; 

b. jasa;daA 
. d ·i c. m ustri. 

i 
(2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

I 
108 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas 
barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, 

! 

a. kegiatan! bisnis; 
I 

b. kegiatan non bisnis; dan 
c. kegiatanl sosial. 

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 
I 

ayat ( 1) huruf a dikelompokkan atas: 
I 
i 

Pasal 108 

Jenis Kegiatan Usaha Penyewa 

Paragraf Keempat 
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(5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta 
I 

masukan dari Penilai. 

(I) Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa 
I 

yang ditandatangani oleh penyewa dan: 
! 

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; dan 
i 

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 
Pengguna Barang. 

(2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), paling sedikit 
memuat: 
a. dasar perjanjian; 
b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran. sewa, dan jangka waktu; 
d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk 

periodesitas sewa; 
e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan 

selama jangka waktu sewa; 
i 

f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan 
kategori bentuk kelembagaan penyewa; 

g. hak dan kewajiban para pihak; dan 
h. hal lain yang dianggap perlu. 

(3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

Pasal 110 

Perjanjian Sewa 

Paragraf Kelima 

a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya 
! 

dau/atau tidak terdapat potensi keuntungan; 
I . 
! 

b. kegiatan sosial; 
l 

c. kegiatan keaga.maan; 
! 

d. kegiatan kemanusiaan; 
e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

dan 
f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial. 
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I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan: 
a. untuk jadgka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan I . . 

perpanjangan hams disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan 

sebelum ~erakhimyajangka waktu sewa; 
b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus 

I 

disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya 
I 

jangka waktu sewa; 
I 

c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus 
I 

disampai~an paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya 
jangka waktu sewa; 

i 
d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harus 

! 
disampaikan sebelum berakhimyajangka waktu sewa. 

I 

i . 
I • 

(1) Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat diperpanjang dengan 
. I : 

persetujuan: 

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 
I 

Barang; dan 
! 

b. Pengelolaf Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 
Pengguna Barang. 

(2) Penyewa da~at mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu 
sewa kepada: 

- ! 

a. Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; dan 
b. Pengelolal Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna 

Barang. l 
I 

(3) Pengajuan \ permohonan perpanjangan jangka waktu sewa 

Pasal 113 

Perpanjangan Jangka Waktu Sewa 

Paragraf Ketujuh 

tidak memiliki kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk 
I 

membayar secara sekaligus dibuktikan dengan surat pernyataan. 
i 

(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
ditandatan~ani oleh penyewa yang paling sedikit memuat keterangan 
mengenai k~tidakmampuan terse but dan pemyataan tanggung jawab 
untuk membayar lunas secara bertahap. 

I 
! 
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(1) Penyewa fajib menyerahkan ' barang milik daerah pada saat 
berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara - I 
optimal sesuai fungsi dan peruntukannya. 

I 

Pasal 115 

rangka pengawasan dan pengendalian; dan 
I . , . 

d. Ketentu~ lain sesuai peraturan perundang-undangan. 
i 
I 

Sewa berakhir apabila: 
I 

a. Berakhilya jangka waktu sewa; 
b. Berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti 

i 
dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola 

I , 
Barang. : 

c. Bupati dtau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam 
I 

Pasal 114 

Pengakhiran Sewa 

Paragraf Kedelapan 

dan perpanjangannya sebagaimana 
95 ayat (5) dilakukan dengan 

(6) Penetapan I jangka waktu 
dimaksud i dalam Pasal 

I 
mempertimbangkan: 
a. karakteristik jenis infrastruktur; 

I 
b. kebutuhan penyediaan infrastruktur; 

I 

c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam 
I 

peraturan perundang-undangan; dan 
d. pertimbJngan lain dari Bupati. 
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(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf 

_ b diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan 
I 
I 

sewa pertama kali. 
(5) Tata cara !pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa 

sebagaiman~ dimaksud pada ayat -(3) huruf a dan huruf b 
! 

dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan 
I sewa baru. ! 



(1) Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan 
i dokumen pendukung. 
I 

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: 
I a. data calon penyewa; 
I 

b. latar belakang permohonan; 
c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan 
d. peruntukan Sewa. 

I (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari: t 

a. Pernyataarr/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan 
I . 

pemilikj'pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon 
penyewJ berbentuk hukum/badan usaha; 

I 

b. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk. menjaga dan 
I 

memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang 
I 

berlaku kelama jangka waktu sewa; dan 
l 

c. data barrng milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa. 

Pasal 116 

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang 
I 

Paragraf Kesembilan 

(2) Penyerahan' barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(l) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 
I 

(3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan 
: 

barang milik daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya 
I 

Berita Acara Serah Terima (BAST) guna memastikan kelayakan 
I . 
I . 

kondisi barang milik daerah bersangkutan. 
I 

( 4) Penandatariganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana 
I . 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa 

dipenuhi. I 
I 
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Bupati. 

disewakan. i 
(4) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 

! 

' 
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 

! 

untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar 

Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang 
i 

menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
i 

yang diajukan untuk disewakan. 
(3) Pengelola Bkang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik 

! 

untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari 
. I 

calon penyewa. 
i 

(2) Dalam melakukan penelitian terhadap barang yang akan disewa 
I 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf c, Pengelola 
! 

I 

(1) Pengelola Harang melakukan penelitian terhadap surat permohonan 
I . . 

dan dokumen pendukung sebagaimana 'dimaksud dalam Pasal 116 . ' 

Pasal 118 

a. foto atau gambar barang milik daerah, berupa: 
I 

1. gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan 
yang ilkan disewa; dan 

I 

2. foto bangunan dan bagianbangunan yang akan disewa. 
b. alamat. objek yang akan disewakan; dan/ atau 

I 

c. perkiraan luas tanah dan/ atau bangunan yang akan disewakan. 

a. fotokopi ¥TP; 
: 

b. Fotokopi \NPWP; 
c. fotokopi SIUP; dan 

i 
d. data lainnya. 

! 
(2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa 

I 
hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada 

I 
ayat (1) huruf a. 

! 

(3) Data barank milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 
! 

ayat (3) huruf c terdiri dari: 
t 

(1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) 
i 

huruf a terdiri dari: 
I 

Pasal 117 
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(9). i 
(2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan tersebut, Bupati 

! 
menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan 
permintaari sewa dengan disertai alasan. 

I 
(3) Apabila Bupati menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan 

t I . b . sura persetujuan penyewaan arang milik daerah berupa tanah 
dan/ atau bangunan. 

I 
(4) Surat persetujuan penyewaan. barang milik daerah berupa tanah . ! 

dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 
! 

sedikit memuat: . I 
i a. data barang milik daerah yang akan disewakan; 
I 
i b. data peii-yewa; 
I 

c. data sewa, antara lain: 
I 

1. besaran tarif sewa; dan 
i 

2. jangka waktu. 
I 

(1) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang 
I 

diajukan qengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian 
kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat 

! 

Pasal 119 

menguntungkan pemerintah daerah. 
. I 

(9) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
i Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan sewa barang milik 
I 

daerah kepada Bupati untuk mendapat persetujuan. 
• I 

I 

' 
(8) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam 

waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa 
I 

dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan 
' 

pemeliharaan barang milik daerah serta usulan sewa yang paling 
I . 
i 

i 
! 
! 

(5) Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diperlJukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud 

! 
dalam Pasal 99 adalah perhitungan besaran · Sewa. 

(6) Hasil penilJian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh 
. I 

Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan perhitungan besaran sewa. 

: l 
(7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada 

APBD. I 
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yang ditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah berupa 
! 

selain tanah dan/ atau bangunan. 
I 

permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada 
I 

ayat (1). i 
I 

(3) Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah . . I 
berupa se9agian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah 
dan/ atau bangunan yang akan disewakan. 

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh: 
a. Penilai femerintah atau Penilai . Publik yang ditetapkan oleh 

I 

Bupati, [untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
I bangunan;dan 

b. Tim yank ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai 
I 

(I) Pengajuan I permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 berlaku mutatis mutandis . ! .. 

terhadap pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa pada , I . . 
Pengguna ~arang. 

(2) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan 
. ! . . 

Pasal 121 

sew a Pengguna B~angi dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan 
untuk mempersiapkan usulan sewa. 

I 

Pasal 120 

I 
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang 
' I 

I 

Paragraf Kesepuluh 

(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa 
. I 

barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan 
nilai hasil plrhitungan berdasarkan formula tarif sewa. 

! 

(6) Dalam hal I terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon 
penyewa dar nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan 
berdasarkan formula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan 

i . 
dalam surat persetujuan sewa adalah sebesar usulan besaran sewa 

dari calon penyewa . 
. I 
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Pasal 124 

pelaks~aan tugas dan fungsi SKPD /unit kerja. 
(2) Surat pem1ataan calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

122 ayat (f) huruf e, menyatakan bahwa calon penyewa bersedia 
untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti 
ketentuan j"ang berlaku selama jangka waktu sewa. 

I 

-: I 
(1) Surat pemyataan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam 

; 
i . Pasal 122 ayat (1) huruf d, menyatakan bahwa: 

a. Barang milik daerah yang akan disewakan tidak sedang digunakan i . 
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/unit kerja; 

d 
I I ·• 

an : 
b. penyewaan barang milik daerah tidak akan mengganggu 

I 

Pasal 123 · 

(1) Usulan permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 
I 
i 

ayat (5) disertai: 
I 

a. data barang milik daerah yang diusulkan; 
I . 

b. usulan jangka waktu sewa; 
c. usulan I nilai sewa berdasarkan formulasi tariff besaran sewa; 
d. surat pernyataan dari Pengguna Barang; dan 

! 
e. surat pernyataan dari calon penyewa. 

(2) Dalam hall usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang 
sebagaimJa yang dimaksud pada ayat ( 1) bukan berdasarkan 
permohonah dari calon penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola 

! . 
I . 

Barang tidak perlu disertai surat pemyataan sebagaimana dimaksud 
I 
I 

pada ayat (1) huruf e. 
I 
I 

I 

I 
l 
I 

I 

(5) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian 
sebagaimanh dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengguna Barang 

I 
mengajuka.tt usulan permohonan sewa barang milik daerah kepada 

Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan. 
. I . 

Pasal 122 
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Pasal 125 
i . 

(I) Pengelola ~arang memberikan surat persetujuan atas permohonan 
sewa yang 'diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 121 j ayat (5), dengan mempertimbangkan hasil penelitian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dan kajian 

! 

dilakukan fengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan 
peraturan ·perundang-undangan. 

I 

(7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan 
I 

oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan 
! 

' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa. 
I 

(8) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada 
APBD. 

sew a. i 
. i 
(5) Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan barang milik 

! 
daerah berupa selain tanah dan/ atau bangunan, Pengelola Barang I .. . 
melakukan] penelitian atas besaran sewa yang diusulkan oleh 
Pengguna Barang. 

I 

(6) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
' 

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan 

yang dius~lkan Pengguna . Barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 121 ayat (5). 
. I . 

(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
! 

Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna 
I 

Barang yang mengajukan sewa. 
(3) Pengelola barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan 

penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabila 
! 

Pengelola Barang memiliki keyakinan yang memadai bahwa: 
. I 

a. luas tanah dan/ atau bangunan . yang disewakan tidak 
! 

mencerririnkan kondisi peruntukan sewa; atau 
. I . 

b. estimasil perhitungan tarif dasar sewa dengan menggunakan 
' 

formula1sewa dianggap sangatjauh berbeda dengan kondisi pasar. I . 
(4) Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar sebagaimana 

' 
. dimaksud [pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dalam penghitungan besaran 
I 
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(1) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sewa yang 
diajukan PJngguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 
ayat (5), Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang 
mengajukan permintaan sewa dengan disertai alasan. 

(2) Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa yang 
diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 

ayat (5), Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan 

barang milik daerah. 
(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 

memuat: 
a. data barang milik daerah yang akan disewakan; 
b. data penyewa; 
c. data sewa, antara lain: 

1. besaran tarif sewa; dan 
2. jangka waktu, termasuk periodesitas sewa. 

' (4) Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak 
disertai data calon penyewa, maka persetujuan sewa tidak perlu 
disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b. 

(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa 
barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan merupakan 
nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa. 

(6) Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa 
dan/ atau Pengguna Barang lebih besar dari hasil perhitungan 
sebagaiman~ dimaksud pada ayat (5), maka besaran sewa yang 
dicantumkan dalam surat persetujuan sewa untuk barang milik 
daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 
usulan besaran sewa dari calon penyewa dan/ atau Pengguna Barang. 

! 

Pasal 126 

kelayakan Prenyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat 

(7). 
(2) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa 
kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian 

kelayakan penyewaan. 
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Dalam hal barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang 
disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan 
ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 130 

Ganti Rugi 

Paragraf Ketigabelas 

yang ditambahkan menjadi barang milik daerah dan disertakan 

dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) pada saat berakhirnya 
jangka waktu sewa. 

(1) Perubahan · bentuk barang milik daerah dilakukan dengan 
persetujuan: 
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; clan 
b. Pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 

! 
Pengguna Barang. 

(2) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dinaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan. 

(3) Dalam hal '. perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya penambahan, bagian 

I :, 

Pasal 129 

Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah 

Paragraf Keduabelas 

(4) Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
harus sudah selesai dilaksanakari paling lambat pada saat 

berakhirnya' jangka waktu sewa .. 
(5) Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak akibat keadaan 

I 

kahar (force majeur], perbaikan dapat dilakukan berdasarkan 
kesepakatan oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang dan Penyewa. 
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a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai; I . . 
b. identitas! peminjam pakai; 
c. tujuan penggunaan objekpinjam pakai; 

I 
I 

d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan; dan 
e. jangka Jaktu pinjam pakai. 

! 
(3) Apabila objek pinjam pakai berupa tanah dan/atau bangunan atau 

sebagian tanah dan/ a tau bangunan, rincian data objek pin jam pakai 

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 
i 

ayat (3), PFngelola Barang mengajukan permohonan persetujuan 
pinjam pakai kepada Bupati. 

I 
(2) Permohonan persetujuan pinjam pakai paling sedikit memuat: 

! 

Pasal140 

[pertimbangan 
! 

persetujuan;/penolakan atas permohonan pinjam pakai. 

dimaksud pada ayat (3) merupakan 
Bupati dalam memberikan dasar 

a. Kepastiah belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang ! . 

milik daerah; 

b. tujuan p~nggunaan objek pinjam pakai; dan 
I 

c. jangka waktu pinjam pakai. 
I 

(4) Hasil Penelitian sebagaimana 

(1) Calon perninjam pakai mengajukan permohonan pin jam pakai kepada 
I 

Pengelola Barang. 
(2) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pinjam 

i 

pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Penelitian atas permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud 
I 

pada ayat (~) meliputi: 

Pasal 139 

Tata Cara Pelak~anaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pada Pengelola . I . . . 
· Barang 

Paragraf Ketujuh 

' 
g. persyaratan lain yang dianggap perlu. 

(3) Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna 
I Barang. 1 
f 
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(BAST). 

I 

Peminjam pakai. 
(2) Perjanjian lsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti 

dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengelola Barang kepada 
peminjam ~akai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima 

! 

i 

(I) Pelaksanaan pmjam pakai barang milik daerah dituangkan dalam 
. perjanjian lpinjam pakai yan~ ditandatangani oleh Bupati dan 

Pasal 142 

c. jangka waktu pinjam pakai; dan 
I . . 
I 

d. kewajiban peminjam pakai. 

(4) Apabila Bubati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati 
menerbitkan surat penolakan pinjam pakai kepada calon peminjam 
pakai dengcin disertai alasan. 

I 
' 

a. identitas peminjam pakai; 
b. data objbk pinjam pakai; 

! 

(3) Surat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling 
• I I 

sedikit memuat: 
I 

I 

(1) Pemberian i persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan 
I 

pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan: 
I 

a. barang filik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau 
tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; 

! 
dan : 

I 

b. barang [milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk 
! 

menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah 
. - I 

pusat./pemerintahan daerah lainnya. 
! 

(2) Apabila Bupati menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati 
. I I • 

menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai. 
' ' 

Pasal 141 

! 

sebagaiman~ dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk luas dan 
I 

lokasi tanah dan/ atau bangunan. 
I . 

(4) Apabila objek pinjam pakai berupa selain tanah dan/atau bangunan, 
rincian datci objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d, termasuk nama dan jumlah barang milik daerah. 

! 
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! 
masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan 
kepada Pen~elola Barang. 

! 

(2) Peminjam lpakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima 

! 
(BAST). 

I 
(3) Pengelola Barang melaporkan , Berita Acara Serah Terima {BAST) 

• I . 
I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati. 
! 

I 
! 
i 

Pasal 144 
f 

(1) Dalam hal lpeminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum 

penyeleriggaraan pemerintahan daerah. 
I : - I 
' 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan: 
. I - 

a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati; 

b. surat pimyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai 
masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan 

I 
pemerintah pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan 

I 

c. surat pernyataan dari Pengelola - Barang bahwa pelaksanaan 
i 

pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 
' 

permohonan 

Pasal 143 
I 

(1) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib 
memelihara dan mengamankan objek pinjam pakai dengan biaya 

yang dibebJnkan pada Peminjam pakai. 
! 

(2) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus 
memberitruiukan kepada Pengelola Barang akan mengakhiri atau 

I 
memperparijang pinjam pakai. 

- I 
(3) Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai 

mengajukai pennohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai 
i 

kepada Pen'gelola Barang. 
t 

(4) Pengelola 1?arang menyampaikan pengajuan 
persetujuan perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati. 

(5) Pengajuan ! perpanjangan permohonan - persetujuan pin jam pakai 
' 
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a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang 
milik daJrah; 

b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan 
I 

c. jangka waktu pinjam pakai. 

I 

persetujuan; pinjam pakai dari Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2). 

(2) Penelitian slbagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi: 
! 

permohonan atas penelitian 

' 
I 

(1) Pengelola Barang melakukan 

Pasal 146 

i 

sedikit men:iuat: 
! 

a. pertimbangan yang mendasari pennohonan pinjam pakai; 
b id · I · • ak · • 1 entitas; pemmjam p ai; 
c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; 

I 
d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, tennasuk luas 

dan lokabi tanah dan/ atau bangunan; dan 
I 

e. jangka waktu pin jam pakai. 
I 

a. surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai; 
I 

b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan 
pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 

! 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 
c. data obj~k pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk 

barang milik daerah yang memiliki kartu identitas barang. I . 
(3) Pennohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang paling 

(1) Calon pemiiijam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada 
I 

Pengguna Barang. 
(2) Pengguna B1arang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai 

f 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui 
I 

Pengelola Barang berdasarkan pennohonan dari calon peminjam 
pakai dengJn melampirkan: . 

! 

Pasal 145 

! . 

Tata Cara Pelaksknaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pada Pengguna 
I · Barang 

Paragraf Kedelapan 
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Serah Terima (BAST). 
(3) Selama jahgka waktu pinjam pakai, pemmjam pakai wajib 

: 
mernelihara dan mengamankan objek pinjam pakai sebagaimana 

I 

i 

Pengguna ¥arang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara 
Pengelola Barang dengan peminjam pakai. 

I 
(2) Perjanjian I pin jam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna 
I 

Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara 
! 

Pasal 148 
i 
I 

(1) Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah yang berada pada 

Pasal 147 

(1) Pemberian I persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan 
pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan: 
a. barang ~ilik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau 

tidak digunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah; 
! 

b. barang [milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk 
l 

menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah 
! 

pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan 
c. jangka ~aktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak 

ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai. 
I 

(2) Dalam hal ~upati menyetujui permohonan pinjam pakai sebagaimana 
dimaksud ldalam Pasal 145 ayat (2), Bupati menerbitkan surat 
persetujua1! pinjam pakai yang paling sedikit memuat: 
a. identitas peminjam pakai; 

! 
b. data barang milik daerah objek pinjam pakai; 
c. jarigka Jaktu pinjam pakai; dan 

I 
d. kewajiban peminjam pakai. 

I 
(3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan pmjam pakai 

sebagaima11-a dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), Bupati melalui 
I 

Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai 

alasannya. i 
i 
i 

i 

1. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
. I 

Bupati scbagai dasar pertimbangan persetujuan/penolakan 

permohona! persetujuan pinjam pakai oleh Bupati. 
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(1) Dalam hal [peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum 
! ' 

masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan 
I kepada Pengguna Barang. 
; 

(2) Pernin jam i pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam.Berita Acara Serah Terima I . •· .· . 
(BAST). i · 

(3) Pengguna Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST) 
sebagaim8.1fa dirnaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui 

I 

Pengelola Barang. 
! 
! 

Pasal 149 

a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati; 
! . 

b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai 
ma~ih dibnakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintah pu sat/ pemerintahan daerah lainnya; dan 

! 

c. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan 
pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi .. 

i 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal pinjam pakai 

i 

dilaksanrkan oleh Pengguna Barang. 

dimaksud prda ayat (2) dengan biaya yang dibebankan pada 

peminjam pakai. · 
! . 

(4) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus 
memberitahukan kepada Pengguna Barang akan mengakhiri atau 

.· I 
. memperpanjang pinjam pakai. '· 

(5) Dalam. hal / pinjam pakai akan diperpanjang, pemmjam pakai 
mengajukan] permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai 

. kepada Pengguna Barang. 
! 

(6) Pengguna I Barang menyampaikan pengajuan permohonan 
! 

persetujuanj perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati melalui 

Pengelola Barang. 
(7) Pengajuan jpermohonan persetujuan perpanjangan pmjam pakai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: 
! 
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I 

perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau 
I 

d. barang IJin yang ditetapkan Bupati. 
(4) Penunjuk~ langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang 

bersifat khJsus sebagaimana di~aksud pada ayat (2} dilakukan oleh 
Pengelola BJu.ang a tau Pengguna Barang terhadap Badan U saha Milik 

I 
Negara/ D~erah yang memiliki bidang dan/ atau wilayah kerja 

I 
tertentu sespai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

I 
I 

Pasal 151 
i 

(1) KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia 
. I 

I 

atau tidak cukup tersedia dana .dalam APBD untuk memenuhi biaya 

operasional,I pemeliharaan, da~/ atau perbaikan yang diperlukan 
I 

terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan. 
, I 

I 

(2) Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik 
daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung. 

' i 
(3) Barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud I . . 

pada ayat (2} memiliki karakteristik: 
I 

a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan 
ketentuari. peraturan perundang-undangan; 

b. barang ~ang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti 
I 

bandara j udara, pelabuhan · laut, kilang, instalasi listrik, dan 
i 

bendungari/waduk; 

c. barang )ang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan 
! 

b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. 

I 
I 
' i 
; 

i 
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; 

I darr/atau 
I 

I 

Pasal)50 . 

KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: 
I 
; 

Prinsip Umum 

Paragraf Kesatu 

KSP 

Bagian Ketujuh 
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(1) Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah: 
! 

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik 
daerah yahg berada pada Pengelola Barang; atau . 

b. Penggunal Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk 
barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. 

I 
I 

Pasal 153 

Pihak Pelaksana KSP 

Paragraf Kedua 

Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan 
. ! 

padaAPBD. I 
(3) Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP 

I 
dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP. 

I 
(4) Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra KSP, 

dibebarikan I pada mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam 
pembagian keuntungan. 

! 
(5) Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh: 

I 
a. Pengelola I Barang, untuk barang milik daerah pada Pengelola 

Barang.dan 
b. Penggunai Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna 

Barang. ! 

(1) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang 

menjaminkab atau menggadaikan barang milik daerah y~g menjadi 
! 

objek KSP. 
1 

(2) Biaya persi!pan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang atau 
! 

Pasal 152 

(5) Mitra KSP . harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama 
. jangka wak{u pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor 
pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah. 

(6} Perhitungan[besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana 
I 

dimaksud pada ayat (5) yang merupakan bagian pemerintah daerah, 
harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang 

I . 
I 

dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima pemerintah 
i 

. daerah.dengan nilai investasi mitra dalamKSP. . ! 
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(1) Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan 
! 

fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP. 

(2) Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
I 

1 • I antara ain: 1 

a. peralatan dan mesin; 
b. jalan, irigasi, dan jaringan; 

' 

c. aset tetap lainnya; dan 
d. aset lainnya. 

I 

(3) Hasil KSP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari 
pelaksanaan KSP. 

Pasal 155 

Hasil KSP 

Paragraf Keempat 

(I) Objek KSP meliputi barang milikdaerah berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan; dan 
b. selain uinah dan/ atau bangunan, yang berada pada Pengelola 

Barang /Pengguna Barang. 
(2) Objek KSP [barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk 

sebagian atau keseluruhannya. 

Pasal 154 

Objek KSP 

Paragraf Ketiga 

· (2) Persetujuan I Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
. I 

huruf b setelah mendapat pertimbangan dari Bupati. 
' 

(3} Pihak yang dapat menjadi mitra KSP barang milik daerah meliputi: 

a. Badan Usaha Milik Negara; 
b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 
c. Swasta, kecuali perorangan. 
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(I) Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Bupati 
i 

atau Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan 
I 

keputusan pelaksanaan KSP oleh Bupati. 
I 

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 
I 

mitra KSP dan: 

a. Bupati, ~ntuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 
Barang; atau 

I b. Pengelol~ Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 
Pengguna Barang. 

I 
I 

Pasall60 

Perjanjian KSP 

Paragraf Keenam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 
I b. selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi 

peraturan dan perjanjian KSP. 
I 
I 
I 

(2) Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan: 
I 

a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 
I 

(1) Perpanjanga'.n jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP dengan cara 

mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu 
I 

KSP paling lambat 2 (dua) tahun sebelumjangka waktu berakhir. 
I 

Pasal 159 

(1) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian 

ditandatangimi dan dapat diperpanjang. 
I 

(2) Dalam hal KSP atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan 
infrastruktuk jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun 

I 

sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

I 
j 

Pasal 158 

Jangka Waktu KSP 

Paragraf Kelima 
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Pasal 161 
I 

(1) Mitra KSP wajib menyetorkan: 
I 

a. kontribdsi tetap; dan 
I 

b. pembagian keuntungan KSP. 

(2) Penyetoranl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 
tahun selariiajangka waktu KSP. 

I 
I 

(3) Kontribusi ~etap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 
pembagian [keuntungan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

i 

hurufb, merupakan penerimaan daerah. 
I 
! 

' I 

Kdntribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan 
I 

Paragraf Ketujuh 

j. sanksi; dan 
I 

k. penyelesaian perselisihan. 
t 

( 4) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan 
I 

dalam bentuk Akta Notaris. 
(5) Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP 

I 
menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama 

I 

kepada Penkelola Barang/ Pengguna Barang. 
(6) Bukti setot pembayaran kontribusi tetap pertama sebagaimana 

! 
I 

dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada 
Lampiran ybg merupakan ba~an tidak terpisahkan dari perjanjian 

! 
KSP. 

memuat: . 
d I ... a. asar perjanjian; 

I 
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian; . I . 
c. objek KSP; 

I . 

d. hasil KSP, berupa barang, jika ada; 

e. peruntuJan KSP; 
I 

f. jangka waktu KSP; 
I 

g. besaran \ kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta 

mekanisme pembayarannya; 
. i 

h. .hak dan fewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
i. ketentua'n mengenai berakhirnya KSP; 

- ! 

(3) Perjanjian ~ebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
I 
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(l) Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari: 

' a. besaran !persentase kontribu~i tetap; dan 

b. nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP. 
I : 

Pasal 163 

i 
(I) Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari 

kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana 
I 

dimaksud dalam Pasal 161 ayat (5) paling banyak 10% (sepuluh 
persen) dak total penerimaa~ kontribusi tetap dan pembagian 

I . 
i 

keuntungan selama masa KSP. : 
(2) Bangunan Jang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan 

I 

pembagian ikeuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang 
milik daerah. 

(3) Besaran kohtribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP 
! 

barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian I , 
tanah dan/ atau bangunan ditetapkan dari basil perhitungan Tim 

i . 
yang dibentuk oleh Bupati, berdasarkan dan/atau 

I 

mempertimbangkan hasil penilaian. 
(4) Besaran kohtribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP 

I 
I 

barang milik daerah berupa selain .tanah dan/atau bangunan 
ditetapkan ldari basil perbitung~n Tim yang dibentuk oleh Pengelola 
Barang, berdasarkan dan/ atau mempertimbangkan basil penilaian. 

Pasal 162 

(4) Besaran kohtribusi tetap dan .pembagian keuntungan basil KSP 
I .·. • 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 
(5) Dalam KSP [barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, 

sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat 
I berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu 
i 

. kesatuan perencanaan. 
I 

(6) Sebagian kbntribusi tetap dan pembagian keuntungannya yang 
berupa ban~unan beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud ayat (5) 

bukan merupakan objek KSP. 
I 
i 
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dengan dilakukan keuntungan (1) Perhitungan \ pembagian 
mempertimb~gkan: 
a. nilai investasi pemerintah daerah; 
b 'l .. I . • KSP d . m ai investasi nutra ; an 

I 
c. risiko yang ditanggung mitra KSP. 

I 
(2) Perhitungan i pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) di~entukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tim 
I 

berdasarkan idan/ a tau mempertimbangkan hasil penilaian. 

Pasal 165 

(1) Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana I . 
dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) hurufa meningkat setiap tahun, 

r . 

· yang dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan 
I 

memperhatikan estimasi tingkat inflasi. 
(2) Besaran pe~ingkatan persentase kontribusi tetap sebagaimana 

i • 

dimaksud pfda ayat (1) ditetap~an dalam persetujuan pelaksanaan 
KSP dan dituangkan dalam perjanjian KSP. 

Pasal 164 

(4) Apabila terdapat nilai barang milik daerah yang berbeda dengan nilai 
wajar hasil benilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 
dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah digunakan nilai 

I ·. 
wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan: 
a. hasil periilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang 

ditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah 
I . : 

dan/ atau bangunan; 
b. hasil periilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat 

i 
melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati, untuk barang milik 

I 

daerah sJiain tanah dan/ataubangunan. 
! 

I 
(2) Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada 

I 

ayat (1) hu~uf a ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tim 
berdasarkari dan/ atau mempertimbangkan hasil penilaian. 

(3) Nilai wajar \ barang milik daerah dalam rangka KSP sebagaimana 
' 
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(1) Apabila mitra KSP barang milik daerah untuk penyediaan 
i 

infrastrukt~r berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, 
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang disetorkan kepada 

pe~erintah I daerah dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70o/o (tujuh 
puluh pers~n) dari hasil perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud 

I 
dalam Pasat 157 ayat (5). 

I 
(2) Penetapan kontribusi tetap dan .pernbagian keuntungan sebagaimana 

I 
dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan pada kondisi keuangan Badan 
Usaha Mil~ Negara/Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP. 

' 

Pasal 168 

untuk dilakukan (1) KSP . atas I barang milik daerah .. dapat 
mengoperasionalkan barang milik daerah. 

! 

(2) KSP operasional atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
I 

pada ayat ( 1) bukan merupakan penggunaan barang milik daerah 
yang dioperksikan oleh pihak lain. 

I 
I 

(3) Apabila mitra KSP hanya mengoperasionalkan barang milik daerah, 

bagian keubtungan yang rnenjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh 
I 

Bupati berdasarkan persentase tertentu dari besaran keuntungan 
I - 

yang diperoleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP. . I 

Pasal 167 

I 
(I) Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Bupati 

dalam hal ~ealisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra KSP lebih 
I . 

rendah dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam 

perjanjian. [ 
(2) Realisasi intestasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), didasarkan 

. I 
dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen. 

(3) Besaran nil:ii investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud 
. pada ayat ( 1 i huruf a didasarkan pada nilai wajar barang milik daerah 

I 

. yang menjadi objek KSP. 
(4) Besaran nil1 investasi mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat 

1. 

(1) huruf b 1idasarkan pada estirpasi investasi dalam proposal KSP. 

Pasal 166 
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(1) KSP berakhir dalam hal: 
I 

a. berakhirnya jangka waktu · KSP sebagaimana tertuang dalam 
• .. I perjanjian; 

i 
I 

b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau 
.·· I 

Pengelola Barang; 
l 

c. berakhirnya perjanjian KSP; dan 
. ! . 

Pasal 171 

Berakhirnya KSP 

Paragraf Kesembilan 

(1) Pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP tahun sebelumnya 
harus disetor ke rekening Kas um:um Daerah paling lambat dilakukan 

I 

sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan 

dilakukan ~etiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP. 
! 

(2) Pembayaran pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada I , . 
ayat (1) dil~ukan oleh mitra KSP berdasarkan persetujuan Bupati. 

Pasal 170 

sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP. 
(3) Pembayaratl kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

I 
' 

dan ayat (2)! dibuktikan dengan bukti setor, 

(1) Pembayara.J kontribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas Umum 
! . 

Daerah oleh mitra KSP harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari 
kerja ~ebel«m penandatanganan perjanjian KSP. 

' (2) Pembayarari kontribusi tetap tahun berikutnya disetorkan ke 
. I . 

rekening KcJ.s Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan 
I 
I 

tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun 
! 

Pasal169 

(3) Besaran penetapan kontribusi . tetap dan pembagian keuntungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Bupati. 

I . Paragraf Kedelapan 

Pembayjan Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan 

I 
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hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra KSP. 
. I . ' 

(5) Mitra KSP menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada 
i 

ayat (4) dan melaporkannya kepada Bupati, Pengelola Barang, 
I dan/ atau Pengguna Barang. 
! 

Pasal 172 

(1) Paling lambkt 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSP berakhir, 
I . 

mitra harus melaporkan akan mengakhiri KSP. 
I • 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 
atau Pengelola Barang meminta auditor independen/ aparat 
pengawasan ! intern pemerintah untuk melakukan audit atas 

I 

pelaksanaanl KSP. 
(3) Auditor id1dependen/ aparat pengawasan intern pemerintah 

I 
sebagaimani dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit 
kepada Bupati, Pengelola Barang, dan/ atau Pengguna Barang . . I .. 

(4) Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang menyampaikan 
r 

secara tertulis. 
I 

Pengguna Barang. 
. I 

(4) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
' 

b. tidak membayar pembagian · keuntungan selama 3 (tiga) tahun 
' 

berturut-turut sesuai perjanjian KSP; atau 
I 

c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP. 

I 
(3) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

' 
oleh: \ 

I . 

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 
Barang; · atau 

I 

b. Pengelola' Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 
I 

I 

d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang- undangan. 
I 

(2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat I . . 
dilakukan dalam hal mitra KSP: · 

! 
a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut- 

l
i turut; 
' 
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, I 

Pasal 174 I 

I 

(1) Pengakhirah perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau 
I 
I 

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) 
I I 

huruf b, dilaksanakan dengan menerbitkart teguran tertulis pertama 
! 

kepada mitra KSP. 
(2) Apabila Jitra KSP tidak melaksanakan teguran sebagaimana 

! 
dimaksud pada ayat ( 1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
kalender s~jak diterbitkan teguran tertulis pertama, Bupati atau 

j 

Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis kedua. 
(3) Apabila miha KSP tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana 

! 
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
kalender Jejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Bupati atau 

I 
Pengelola I Barang menerbitkan teguran tertulis ketiga yang 
merupakari teguran terakhir. ; 

! 
(4) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana 

dimaksud bada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari I . . 
kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Bupati atau 

I : 
Pengelola Barang menerbitkan surat pengakhiran KSP. 

I 
(5) Mitra KSPI harus menyerahk~ objek KSP kepada Bupati atau 

Pengelola Barang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
I 

hari setelJili menerima surat pengakhiran KSP sebagaimana 
. I 

dimaksud pada ayat (4). I . 
! 

Pasal 173 

(1) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat 

.· berakhirny~jangka waktu KSP.: 
(2) Serah terin:ia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

Berita Acarl Serah Terima (BAST). , 
! 

(3) Dalam haf Mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil audit 
setelah dil~ukannya serah terihia sebagaimana dimaksud pada ayat 

. I 

(1), Mitra K~P tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit. 
(4) Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP 

dan penye{ahan objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada BuJati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan. 

I 
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' 
(1) Inisiatif Bupati terhadap KSP atas barang milik daerah sebagaimana 

I 

dimaksud dalam Pasal 176 huruf a, dituangkan dalam bentuk 
rekomendasi KSP barang milik d~erah. 

: 
(2) Inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal 

I 
dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang/ 

I . . 
Kuasa Pengguna Barang. 

I 

Pasa1178 

KSP atas barang I milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat 
dilakukan berdasarkan: 

I 
I 

a. inisiatif Bupati; atau 
b. permohohan dari pihak lain. . 

I 

Pasal 176 

b. penelitian adrninistrasi; 
I 

c. pembentukan Tim dan penilaian; 
I 

d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSP berupa 
l 

kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan; 
·1·h I · e. pemiu Rf1 mitra; 

f. penerbitan keputusan; 
I 
' g. penandatanganan perjanjian; dan 
I . 

I h. pelaksanaan. 

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada 

Pengelola Barang kelipu ti: 

... tif 1ta h a. misia a u permo onan; 
! 

Pasal 175 

i 
Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada Pada 

Pengelola Barang 

Paragraf Kesepuluh 
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Apa~ila hasil pe1elitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
179, barang milik! daerah dapat dilaku'.kan KSP, Bupati: 

I 

Pasal 180 

i 
(1) Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas dokumen 

I 
barang milik daerah yang akan dilakukan KSP. 

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: I . . 
a. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan; 
b. dokumen pengelolaan barang milik daerah; dan 

I 
c. dokumen penatausahaan barang milik daerah. 

! 

Pasal 179 

' c. proposal rencana usaha KSP; dan . I 

d. informaJi lainnya berkaitan dengan usulan KSP. 
I 

(4) Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, 
I . I antara run: 

a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan 
b. bukti kebemilikan atau dokumen yang dipersamakan. 

I 
I 

(5) Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 
i 

diber}akukan untuk KSP, dalam rangka mengoperasionalkan 
barang milik daerah. 

I 

a. data barang milik daerah yang direncanakan untuk dilakukan 

KSP; I 

b. data pemohon KSP; 

a. latar belakang permohonan; 
b. rencana peruntukan KSP; 
c. jangka waktu KSP; dan 

· d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP. 
(3) Perm~honah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilengkapi dengan: 

I 

' 
(1) Permohonail dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 76 

hurufb, diJsulkan kepada Bupati. 
. ! 

' (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ·pada ayat (1) paling sedikit I . . 
memuat: I 

! 

Pasal 178 
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[ 
I 

(1) Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis KSP, Bupati dapat 
! 

menugaskan penilai atau pihak lain yang berkompeten untuk 
melakukan: \ 
a. analisis penggunaan atas barang milik daerah yang akan 

I 

dilakukari KSP; atau 
I 
i 

b. analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP. 
I • (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf b dan 
I 

laporan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
! ', 

kepada Bupati sebagai bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP. 
I 
I 

; 
(l) Dalam hal barang milik daerah dapat dilakukan KSP sebagaimana 

I 
dimaksud dhlam Pasal 180, maka Bupati membentuk Tim KSP. 

l 
(2) Tim KSP beittugas: 

i 
a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan 

! 
ditenderkan apabila KSP berdasarkan inisiatif Bupati dan bukan 

! 
dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah; 

b. menghitJng besaran penerimaan daerah dari KSP berdasarkan 
I 

dan/ atau mempertimbangkan hasil penilaian; 
! 

c. menyiapkan perjanjian KSP; 
d. menyiapJan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek KSP dari 

I 
I 

Pengelola Barang kepada mitra KSP; dan 
I . 

e. melaks~akan kegiatan lain Yf1-Ug ditugaskan oleh Bupati. 
(3) Dalam. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

I 

Tim KSP dapat mengikutsertakan SKPD /Unit Kerja teknis yang 
I berkompeten. 

• I 

I 
' Pasal 182 

Pasal 181 

I 
a. membentuk Tim KSP; dan 
b. menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukan 

i .. 
penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna 

I 
mengeta.J;iui nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan. 

I 
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i 
(l) Berdasarkanl keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud 

Pasal 185, para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat 
I 
i 

Pasal 186 

(1) Bupati menefbitkan keputusan pelaksanaan KSP. 
(2) Keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

· paling sedikit memuat: 
. I 

a. objek KS~; 
b. peruntukan KSP; 

i 

c. penerimaan daerah dari KSP; 
· d. identitas Aiitra KSP; dan 

I 
e. jangka waktu KSP. 

! 

Pasal 185 

Pemilihan mitra · KSP dilakukan oleh panitia pemilihan berdasarkan 
«etentuan. 

(3) Dalam hall usulan besaran · kontribusi tetap dan persentase 
pembagian Jeuntungan yang diajukan oleh pihak lain lebih besar dari 

! 
hasil perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

I 
besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang 

I 

ditetapkan dalam persetujuan KSP adalah sebesar usulan besaran 
kontribusi !tetap dan persentase pembagian keuntungan yang 

I 
diajukan oleh pihak lain. 

l 
(4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan 

sebagaiman4 dimaksud pada ayat (1) dijadikan nilai limit terendah 
dalam pelakfanaan pemilihan mitra KSP. 

I 
l Pasal 184 
i 

tetap dan persentase pembagian keuntungan. 
! 

(2) Penghitungan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian 
keunt~ngd oleh Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

I 
dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 

! 
163 sampai dengan Pasal 168. 

! 

(1) Berdasarka.Ji laporan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
182 ayat (i) dan/atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai 

I 

wajar barang milik daerah, Tim KSP menghitung besaran kontribusi 
i 

Pasal 183 
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i 
I Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada 

Pengguna Barang ~eliputi: 
! 
i 
i 

a. permohonan; 
b. penelitiab administrasi; . 
c. pembenttkan Tim dan penilai~; I . 
d. perhitungan besaran kontribusi dan persentase 

pembagian keuntungan; 

Pasal 188 

Paragraf Kesebelas I 

i 
I 

Tata Cara Pel~sanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada Pada 
[ Pengguna Barang 
i 
' 

I Pasal,187 

(I) Mitra KSP Barus melaksanakan KSP sebagaimana ditentukan dalam 
i 
I 

perjanjian KSP. 
I 
I 

(2) Apabila KSf dilakukan bukari dalam rangka mengoperasionalkan 
barang milik daerah, maka pada saat pembangunan selesai 
dilaksanakJ.i, mitra KSP wajib: 

! 
a. menyerahkan bangunan hasil KSP beserta fasilitasnya yang 

I 

merupakan bagian dari kontribusi tetap dan pembagian 
keuntun~an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (5); 

b. dapat langsung mengoperasionalkan hasil KSP yang dibangun 
sesuai dengan perjanjian KSP. 

-102- 

(l) menand~tangani Perjanjian ~SP dilakukan paling lambat 1 (satu) 
tahun terhitung sejak tanggal be~laku keputusan pelaksanaan KSP. 

. ! 

(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan 
I . . 

pelaksanaari KSP ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan 
penandatankanan perjanjian KSP, keputusan pelaksanaan KSP 

I 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dinyatakan tidak berlaku. 
l 

(3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan betelah mitra KSP: menunjukkan bukti pembayaran 
kontribusi t~tap tahun pertama. 

I 



b. alamat; 
a. nama; 

a. Barang milik daerah yang akan menjadi objek KSP tidak sedang 
I 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; 
l 

dan 
b. Pelaksanaan KSP barang milik daerah tidak akan mengganggu 

I 
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. 

; 

(5) Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP 
melalui mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud 

I 
dalam Pasal 151 ayat (4), maka pengajuan permohonan dari 

Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud 
i 

pada ayat (l)I disertai data calon mitra KSP. 
(6) Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: 

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a 
i 

diajukan oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari 
I 

Pengelola Bfang. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} paling sedikit 

' i memuat: i 

a. latar bel~ang permohonan; 
! 

b. rencana perun tukan KSP; 
i 

c. jangka wkktu KSP; dan 
I 

d. usulan b~saran penerimaan daerah dari KSP. 
! 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilengkapi dengan: 
! 

a. data caloh mitra KSP; 
i 

b. proposal rencana usaha KSP; 
c. data bar~g milik daerah yang akan dijadikan objek KSP; dan 
d. surat pernyataan dari Pengguna Barang. 

(4) Surat pemy!taan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) hur~f d menegaskan bahwa: 

i 

Pasal 189 

i 
i 

e. persetujuan; 
f ilih I . . pem 1 ar mitra; 
g. penerbit1jm keputusan; 
h. penandatanganan perjanjian; dan 

I : 
i. pelaksanaan. 

l 
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memuat: , 
I 

a. objek KSf; 
b. peruntukan KSP; · 

c. nilai barJng milik daerah yang menjadi objek KSP sebagai besaran 
nilai invektasi pemerintah; 

I 
d. minimal besaran kontribusi tetap; 

I 

e. minimal persentase pembagian keuntungan; dan 
I 

f. jangka waktu KSP. 
(5) Berdas,ar~ Surat Persetujuan KSP sebagaimana dimaksud pada 

I 

ayat (4), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan KSP. 
I , 

(6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 

ayat (1) meJandatangani perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 
(satu) tahun[ terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan 
KSP. ; 

I - 
(7) Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidak 

! 
berlaku apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan I , 
tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian KSP. 

I 

surat Pengelola Barang dengan menerbitkan 

Pasal 190 ' 
I 
I 

(1) Persetujuan] atas permohonan KSP sebagaimana dimaksud dalam 
i Pasal 189 ayat ( 1) diberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan 
I 

laporan panitia pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan 

mempertimJangkan hasil penilai~. 
. ! 

(2) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan KSP 
- I 

tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna 
! 

Barang disertai dengan alasan. -- 
(3) Pemberian \ persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

' 
dilakukan \oleh 

• I persetujuan, 
(4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 

c. Nomor Pokok Vlajib Pajak(NPWP); 
! 

d. bentuk ~elembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin 
Usaha/Tanda lzin Usaha atau yang sejenis, untuk calon mitra KSP 

I . 
yang berbentuk badan hukum/badan usaha. 

! 
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(I) Permohonan' perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik 
I 

daerah yangl berada pada Pengelola Ba.rang diajukan oleh mitra KSP 
I 

kepada Bupati paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhimya 
jangka waktli KSP. . · 

(2} Permohonan\sehagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri: 
. a. proposal perpanjangan KSP; 
b. data dan kondisi objek KSP; dan 

I 
c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 

' dalam 5 (lima) tahun terakhir. 
I 

(3) Bupati meneliti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
! 

serta mengevaluasi kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP yang 
I telah berlangsung. 
i 

(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
! 

. ayat (3), Bu~ati menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, 
Bupati: t 

a. membentuk Tim KSP; dan 
b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai barang 

! 
milik daerah yang akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi 
tetap, dani persentase pembagian keuntungan KSP. . I 

i 

Pasal 192 

Paragraf Ked uabelas 

Perpanjangan Jadgka Waktu KSP Yang Berada Pada Pengelola Ba.rang Dan 
I . 
; Pengguna Barang 

i 
. I Ketentuan pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada pada 

! 

Pengelola Barang :sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 sampai dengan 
Pasal 187 mutatid mutandis berlaku untuk pelaksanaan KSP barang milik , I •· . 
daerah yang bera~a pada Pengguna Ba.rang. 

Pasal 191 

i 
(8) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 

. i 

dilakukan [setelah mitra KSP, menunjukkan bukti pembayaran 
! 

kontribusi tetap tahun pertama .. 
! 
i 
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I 

(2) Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) m~nyampaikan laporan analisis kelayakan perpanjangan 

. I 
yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui 

I 
I 

Pengelola Barang. 
. ! 

(3) Tim KSP 1sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (5) 

menyampaikan Iaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati .• I . 
melalui Pengelola Barang. 

(4) Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana 
I 

dimaksud I pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan 
perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat disetujui, Bupati 

I 
menerbitkrui surat penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang 
ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan. 

I 
I 

(5) Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana 
I 

dimaksud I pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan 
perpanjang~n jangka waktu KSP dapat disetujui, Bupati menerbitkan 
surat persetujuan perpanjangan .jangka waktu KSP yang ditujukan 

. I 
kepada mitra KSP. 

(6) Berdasark8* surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP 
I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim KSP menyusun perjanjian 
perpanjangf jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis 
yang diperlukan. 

I 
I 
! 

mempertfmbangkan hasil Penilaian; dan 
c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati. 

. I Pasal 193 
i 
i 
I 
I (1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu 

pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (3), 
I 

Bupati melalui Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau 
pihak . yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan 

I 
perpanjangan pelaksanaan KSP. 

a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; 
I 

b. menghitJng besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian 
. I • keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan 

I 
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I 
(5) Togas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara 

I 
lain: l 



a. proposal perpanjangan KSP; 
I 

b. data dan kondisi objek KSP; dan 
c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 

dalam s/(lima) tahun terakhir. 
i 

(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
i 

ayat ( 1), Pengelola Barang menyetujui usulan perpanjangan jangka 
I 
I 

waktu KSP J maka Pengelola Barang: 
i 

a. memben'.tuk Tim KSP; dan 
b. menugaskan Penilai. 

! 

mitraKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1). 
I 

(2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat [I] Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan 
perpanjangbjangka waktu KSP kepada Pengelola Barang. 

i 
(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud 

' pada ayat (2), dilampirkan: 
' 

' 
permohonan perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan oleh 

i 

(1) Pengguna Barang melakukan penelitian administrasi atas 

Pasal 195 

(1) Permohonah perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik 
daerah yang berada pada Pengguna Barang diajukan oleh mitra KSP 

I 
kepada Pengguna Barang. 

r 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampirkan: 
a. proposal perpanjangan KSP; 

I 
b. data dari kondisi objek KSP; dan 

i 
c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 

dalam 5 [(lima) tahun terakhir. 
i 
r 

Pasal 194 

(7) Perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat 
I 

(6) berlaku pada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Bupati 
I 

dengan mitra KSP dilakukan. 
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(1) Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (4) huruf b 
bertugas melakukan penghitungan nilai barang milik daerah yang 
akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap dan persentase 
pembagian keuntungan KSP. 

(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan 
penilaian yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola 
Barang. 

Pasal 197 

b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian 
keuntungan KSP berdasarkan dan/ atau dengan 
mempertimbangkan hasil penilaian; 

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola 
Barang. • 

(2) Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan 
laporan pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang. 

(3) Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka 
waktu KSP tidak dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat 
penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada 
mitra KSP disertai dengan alasan. 

(4) Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka 
waktu KSB dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat 
persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada 
mitra KSP. 

(5) Berdasarkan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (4), Tim KSP menyusun perjanjian 

i 

perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis 
yang diperlukan. 

bertugas antara lain: 
a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; 

I 

(1) Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (4) huruf a 
I 

Pasal 196 
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' j 

waktu pengoperasian: 
a. wajib rnembayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap 

tahun se~uai besaran yang telah ditetapkan; 
b. wajib memelihara objek BGS /BSG; dan 

I 
c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan: 

. I : 

I 

(1) Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka 
I 

Pasal 202 

(I) Penetapan status Penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari 

pelaksanaaA BGS /BSG dilaksanakan oleh Bupati, dalam rangka 
I . 

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait. 
(2) Hasil pelak~anaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra 
f . 

setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau 
I ' 

I •· . setelah selesainya pembangunan untuk BSG. 
I . 

Pasa1201 

Bupati. 
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 

I 

(4) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra 
I . . 

BGS /BSG dan biaya pelaksanaan BGS /BSG menjadi be ban mitra 
I yang bersan.gkutan. 

(5) Penerimaan. hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan 
daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum 

Daerah. I 
I 

(6) BGS/BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
; 

penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. 
(2) Bangu0nan I dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil 

I 
pelaksanaan BGS /BSG harus 'dilengkapi dengan Izin Mendirikan 

·- I 
Bangunan (IMB) atas nama pemerintah daerah. 

. I 

(3) Biaya persiapan BGS /BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau 
I 

Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS /BSG 
. I 

dibebankanipada APBD. 
' 

pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan 
' I 

fungsi; akn 
- I 

b. tidak terkedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 
. ' 
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(1) Objek BGS/BSG meliputi: 
a. barang bmk daerah berupa - tanah yang berada pada Pengelola 

I 
! 

Barang; f atau 
b. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna 

i 
Barang.l 

(2) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah yang status 
I penggunaannya berada pada Pengguna Barang sebagaimana 
I 

dimaksud I pada ayat - (1) huruf b telah direncanakan untuk 
penyelengg~aan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang 

Pasal 204 

Objek BGS /BSG 

Paragraf Ketiga 

b. Badan Usaha Milik Daerah; 
I 

c. Swasta ~ecuali perorangan; dan/atau 
' d. Badan Hukum lainnya. 
I 

(3). Dalam hal I mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
membentuk konsorsium, mitra BGS /BSG harus membentuk badan 

I 

hukum Indbnesia sebagai pihakyang bertindak untuk dan atas nama 
I : 

mitra BGS /:BSG dalam perjanjian BGS /BSG. 

I 
I 
! 

Pasal 203 
. i . 

(1) Pihak yang dapat melakukan BGS /BSG adalah Pengelola Barang. 
! 

(2) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi: 
a. Badan u'.saha Milik Negara; 

; 

Pihak Pelaksana 

1. tanah ~ang menjadi objek BGS/BSG; 
2. hasil ras yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/ atau 
i 

3. hasil BSG. 
I 

(2) Mitra BGS I barang milik daerah harus menyerahkan objek BGS 
kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah 

! . 

dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah. 
. I - . 

· Paragraf Kedua 
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i Pasal 206 
I 

(I) Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat melakukan 
I 

perubahan dan/atau penambahan hasil B.GS/BSG. 
(2) Perubahan I dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana 

dimaksud ! pada ayat ( 1) dapat dilakukan sesuai dengan 
! 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dan/atau 
untuk prog}am-program nasion~l sesuai dengan ketentuan peraturan 

l 
perundang-' undangan. 

f 

I 

(1) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh 
! ; 

mitra BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG. I , 

(2) Sarana dari fasilitas hasil BGS /BSG sebagaimana dimaksud pada 
i 

ayat (1), antara lain: 
I 

a. peralatan dan mesin; 
I ; 

b. jalan, irigasi dan jaringan; 
. I • c. aset tetap lamnya; dan 

I 

d. · aset lainnya. 
J 

(3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Jenjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada 

I 

pemerintahj daerah sesuai dengan perjanjian atau pada saat 
berakhirnya perjanjian. 

. I 
I 
I 
i 

Pasal 205 

Hasil BGS /BSG 

Paragraf Keempat 

-112- 
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I 
bersangkutan, BGS/BSG dapat dilakukan setelah terlebih dahulu 

I 

diserahkan kepada Bupati. 
(3) BGS/BSG debagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 

Pengelola Bkang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai ! . 
tugas dan fungsinya, 

I 
(4) Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSG, 

I :· 
j 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mulai dari tahap 
persiapan pbmbangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan 

penyerahanlhasil BGS/BSG. 



(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan dengan 
mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan 

! 
91. 

Pasal 208 
; 

I 
(l) Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui Tender. 

I 
' 

I 
Pernilihan Dan Penetapan Mitra BGS /BSG 

I 
' 

Paragraf Keenam 

Pengeloli Barang; dan 
b. BGS/BSy barang milik daerah atas tanah yang berada pada 

Pengguna Barang. 

i3GS/BSG barang iilik daerah dilaksanakan dengan bentuk: 
i 

a. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada 
' 

Pasal 207 

Bentuk BGS/BSG 

Paragraf Kelima 

! 

a. tidak m~lebihi jangka waktu: paling lama 30 (tiga puluh) tahun; 
dan i 

b. menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan 
i 

berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati. 
i 

(5) Perubahan [darr/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memperoleh . I . . . 
persetujuan I Bu pa ti. 

(3): 
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(3) Perubahan ldan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana 
i . 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian 

BGS/BSG. I 
(4) Addendum perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat 

i 
! 



dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang; 
1. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
J. ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG; 

! . 
k. sanksi; : 

1. penyelesaian perselisihan; dan 
t 

(1) Pelaksanaab BGS /BSG dituangkan dalam perjanjian. 
(2) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani antara Bupati dengan mitra BGS/BSG. 
(3) Perjanjian !sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat: I 
I 

a. dasar peijanjian; 
I 

b. identitasi para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
c. objek BGS /BSG; 

I 
d. hasil BGS/BSG; 

I 
e. peruntukan BGS/BSG; 

I 
f. jangka waktu BGS /BSG; 

I 
g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya; 

! 
I . 

h. besaran ihasil BGS/BSG y~g digunakan langsung untuk tugas 
I 

Pasal 211 

Perjanjian BGS /BSG 

Paragraf Kedelapan 

berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan 
I 

• I perpru:iJang~. 

' perjanjian ditandatangani. 
. . 

(2) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
! 

(1) Jangka wafdu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak 

Pasal 210 

Jangka Waktu BGS/BSG 

Paragraf Ketujuh 

i Pasal 209 
I 
I 
! 

Hasil pemilihan i mitra BGS /BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
: 
i 

208 ditetapkan oleh Bu pati. 
! 
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! 



i 
i 

(I) Besaran kontribusi tahunan merupakan basil perkalian dari besaran 
I 

persentase ! kontribusi tahunan dengan nilai wajar barang milik 
daerah yang akan dilakukan BGS/BSG. 

(2) Besaran persentase kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada 
I 

ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan Penilai. 
I 

(3) Nilai wajar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan lberdasarkan basil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau 
Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati. 

I 
(4) Dalam hal nilai barang milik daerah berbeda dengan nilai wajar basil 

penilaian Jebagaimana dimaksud pada ayat (3), BGS/BSG barang 
I 

milik daerah menggunakan nilai wajar basil penilaian sebagaimana 
' 

dimaksud pada ayat (3). 
I 

Pasal 213 

(1) Mitra wajib] membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke 
Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah dari 

I 

pelaksanaan BGS /BSG. 
I 

(2) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
I 

dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati. 

Pasal 212 

Paragraf Kesembilan 

Kontribusi Tahtinan, Hasil BGS/BSG Yang Digunakan Langsung Untuk 
Tugas Dan Fungsi Pemerintah Daerah, Penghitungan Dan Pembayarannya 

! 

' 
BGS /BSG menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi 
tahunan pertama kepada pemerintah daerah. 

! 

(6) Bukti setor lpembayaran kontribusi tahunan pertama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada 

I 
Lampiran Yflllg menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian 

BGS/BSG. 

m. persyaratan lain yang dianggap perlu. 
I 

(4) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
! 

dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. 
(5) PenandatanJanan perjanjian BGS/BSG dilakukan setelah mitra 
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i 
(1) Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling sedikit lOo/o 

(sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG harus digunakan langsung oleh 
Pengguna , Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 

I 
pemerintahan. 

Pasal 216 

(I) Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke Rekening Kas Umum 
Daerah olell mitra BGS/BSG harus dilakukan paling lambat 2 (dua) 
hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian BGS/BSG. 

! 

(2) Pernbayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening Kas 
I 

Umum Daerah harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang 
ditetapkan dalam perjanjian. 

(3) Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanjian 
dibayarkan' paling Iambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian 
berakhir. ! 

(4) Pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
! 

dan ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor. 

Pasal 215 . 

dilakukan oleh Penilai Pemerintah, besaran kontribusi tahunan yang 
ditetapkan I dalarn persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan yang 
dituangkan dalam perjanjian adalah sebesar usulan besaran 
kontribusi tahunan dari calon mitra BGS/BSG. 

(2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung 
! 

berdasarkan kontribusi tahunan tahun pertama dengan 
memperhatikan tingkat inflasi. 

(3) Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam persetujuan 
! 

pelaksanaan BGS /BSG dan dituangkan dalam perjanjian. 
: 

(4) Dalam hal [usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleh 
calon mitra BGS/BSG lebih besar dari hasil perhitungan yang 

! 

(1) Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat 
i 

setiap tahun dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 213 ayat (2). 

! 

Pasal 214 
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b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS /BSG antara yang 
akan diserahkan dengan Perjanjian BGS /BSG; dan 

I c. laporan pelaksanaan BGS/BSG. 
(5) Aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan hasil audit kepada 

Bupati dengan tembusan kepada mitra BGS/BSG. 
i 

(6) Mitra BGS/BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yang 
I 

disampaikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan 
melaporkadnya kepada Bupati. 

I 

b. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran dalam 
jangka wk.ktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan 
teguran iertulis pertama, Bupati menerbitkan teguran tertulis 

r 
' kedua; 

c. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran kedua 
I 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan 
I 

teguran tertulis kedua, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga 
I 

yang merupakan teguran terakhir; dan 
I 

d. dalam h~ mitra BGS /BSG tidak melaksanakan teguran ketiga 
dalam jarygka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan 
teguran tertulis ketiga, Bupati menerbitkan surat pengakhiran 

BGS/BSG. 
(2) Setelah menerima surat pengakhiran BGS /BSG sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam 'jangka waktu paling lama 30 (tiga 
! 

puluh) harf mitra BGS/BSG wajib menyerahkan objek BGS/BSG 
I 

kepada Bupati, 
I 

(3) Bupati meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk 
I 

melakukan audit atas objek BGS /BSG yang diserahkan oleh mitra 
I 

BGS/BSG. 
(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk 

I 

memeriksa: ! 
a. kesesuaian jurnlah dan kondisi objek BGS /BSG antara yang akan 

I 
' 

diserahkan dengan perjanjian BGS /BSG; 
! 

' 
! 

(1) .Pengakhiran I perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati 
sebagaimanal dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf b, 
dilaksanakari dengan tahapan: 
a. Bupati nienerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra 

BGS/BSG;; 
! 

Pasal 218 
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a. inisiatiflBupati; atau 
b. permohonan dari pihak lain. 

BGS/BSG atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang 
dapat dilakukan berdasarkan: . I 

I 

Pasal 220 

a. inisiatif atau permohonan; 
I 

b. penelitian administrasi; 
I 

c. pembentukan Tim dan Penilaian; 

d. perhitungan besaran penerimaan daerah berupa kontribusi 
! 

tahunan dan persentase hasil BGS /BSG yang digunakan langsung 
I 

untuk tugas dan fungsi pemerintahan; 
i 

e. pemilihan mitra; 
f. penerbitan keputusan; 

I 
g. penandatanganan perjanjian; dan 

i 
h. pelaksanaan, 

! 

I Tahapan pelaksanaan BGS /BSG atas barang milik daerah yang berada 
pada Pengelola Barang, meliputi: 

I 

Pasal 219 

Barang 

' Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada Pada Pengelola 
I 

Tata Cara Pelaksanaan BGS /BSG 

Paragraf Kesebelas 

BGS /BSG iuntuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang 
dalam perjahjian BGS/BSG. 

I 
! 

i 
(9) Pengakhiran sepihak BGS /BSG tidak menghilangkan kewajiban mitra 

' 

(7). 

(7) Serah terima objek BGS/BSG dilakukan paling lambat pada saat 
. I 

berakhirnya jangka waktu BGS/BSG dan dituangkan dalam Berita 

Acara Serah Terima (BAST). 
I 

(8) Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal 
I 

terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra 
setelah dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat 

I 
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I 

wajar barang milik daerah dan analisis dari Penilai. 
I 

(2) Penghitungan hasil BGS /BSG yang digunakan langsung untuk tugas 
I 

dan fungsi pernerintahan, dilakukan oleh Tim BGS /BSG. 
I 

i 
(1) Besaran kontribusi tahunan, dan persentase basil BGS/BSG yang 

digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan dihitung 
I 

oleh Tim BGS /BSG berdasarkan dan/ atau mempertimbangkan nilai 

Pasal 223 

informasi mengenai: 
1. Rencaha Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan 

I 
2. bukti kepemilikanatau dokumen yang dipersamakan. 

! 

b. data pemohon BGS /BSG; 
I 

c. proposal rencana usaha BGS /BSG; . 
d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS /BSG, antara lain 

I 

dilakukan untuk 
dengan: 

I 
a. Data barang milik daerah yang diajukan 

I 
BGS/BSG; 

I 

' 

(1) Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 . I . . , 
huruf b, diusulkan kepada Bupati yang memuat: 
a. latar belakang permohonan; 

I 
b. rencana peruntukan BGS/BSG; 
c. jangka wktu BGS /BSG; dan ! . 
d. usulan besaran kontribusi tahunan. 

I 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilengkapi 

i 

Pasal 222 

. (1) Inisiatif Bupati atas BGS/BSG:Barang milik daerah sebagaimana 
! 

dimaksud dalam Pasal 220 huruf a, dituangkan dalam bentuk 
I 

rekomendas~ BGS/BSG barang milik daerah. 
(2) Inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal 

. I 
dari rencanal kebu tuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang. 

Pasal 221 
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f<etentuan mengenai pelaksanaan KSP barang milik daerah sebagaimana 
! 

.rtmaksud dalam Piasal 176 sampai dengan Pasal 187 mutatis mutandis 
..erlaku untuk pelaksanaan BGS /BSG yang berada pada Pengelola Barang. 

I 

Pasal 225 

I 

! 
(1) Mitra BGS/~SG harus melaksanakan pembangunan gedung dan 

fasilitasnya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian 

BGS/BSG. i 
i 

(2), Apabila mitra BGS /BSG telah selesai melaksanakan pembangunan 
I 

gedung dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka: 
a. mitra menyerahkan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung 

I 

untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan 
I 

sebagaimana ditentukan dalam perjanjian BSG/BGS; 
b. mitra dakat langsung mengoperasionalkan hasil BGS yang 

l 
dibangun 'sesuai dengan perjanjian BGS; dan I - 

c. mitra menyerahkan hasil BSG kepada Bupati. 
(3) Hasil BSG sJbagaimana dimaksu-d pada ayat (2) huruf c merupakan 

barang milik daerah. 
! 

Pasal 224 

(3) Apabila diperlukan, Bupati melalui Pengelola Barang dapat 
i 

menugaskan Penilai untuk melakukan perhitungan hasil BGS /BSG 
yang digunakan langsung untuktugas dan fungsi pemerintahan. 

(4) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan 
I langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan merupakan nilai limit 
i 

terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra. 
! 

(5) Besaran koftribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan 
langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana 

I 
dimaksud p4da ayat (4) ditetapkan Bupati. 
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f 

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan BGS/BSG 
terhadap petlnohonan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

. I 

226 ayat (3) kepada Bupati, yang memuat: 
! 

a. latar belakang permohonan; 
I b. rencana peruntukan BGS /BSG; 

c. jangka w.itu BGS /BSG; 
d. usulan bJsaran kontribusi tahunan; dan 

! 
e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung 

I 
untuk tugas dan fungsi pemerintahan. 

I 
! 

Pasal 227 

(3) Permohonari dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) . I 
huruf b, disarnpaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan . I : 
BGS /BSG yang ditujukan kepada Pengguna Barang. I . 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara 
lain: · i ! 
a. latar belakang permohonan; . I 

b. rencana .p1 eruntukan BGS /BSG; 
. I 

c. jangka waktu BGS /BSG; 
· d. usulan bJsaran kontribusi tahunan; dan 
e. usulan Jersentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung . ! . 

untuk tugas dan fungsi pemerintahan. 
! 

' 

I 
(1) Barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna I , 

Barang dapat dilakukan BGS /BSG berdasarkan: 
I 
I 

a. inisiatif Piengguna Barang; atau 
b. permohonan dari pihak lain. . 

I 
I 

(2) Inisiatif Pengguna Barang atas pelaksanaan BGS /BSG barang milik 
daerah sebJgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan 

I . 
dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang 
ditujukan kepada Bupati. 

! 

Pasal 226 

Paragraf Keduabelas 

Tata Cara Pelaks~aan BGS/BSG Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah 
\ Yang Berada Pada Pengguna Barang 

I 

-122- 



I 
(I) Berdasarkan basil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud 

I 
dalam Pasal 227 ayat (7), Bupati dapat memberikan persetujuan atau 

I 

penolakan terhadap permobonan BGS/BSG. 
! 

I 

Pasal 228 

i b. data pemobon BGS/BSG; 
i 

c. proposal BGS /BSG; 
d. data barahg milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG; dan 
e. lnformasillainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG. 

(3) Data baranglmilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
d, menegaskan bahwa: 

! 
! 

a. barang m1ilik daerah yang akan dilakukan BGS /BSG tidak sedang 
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok 

I 

SKPD/uriit kerja; dan 
I 

b. pelaksanaan BGS /BSG barang milik daerah tidak akan 
i . 

mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. 
I . 

(4) Informasi lainnya yang berkaitan . dengan usulan BGS/BSG 
sebagaimanl dimaksud pada ayat (2) buruf e, antara lain informasi 

I . 
mengenai:. i 
a. Rencana 

1umurn 
Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan 

b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan. 
. ! 

(5) Apabila perrpobonan BGS/BSG yang diajukan oleb Pengguna Barang 
bukan berdasarkan permobonan dari pemobon BGS /BSG, maka 

I 

permohonan BGS/BSG kepada Bupati tidak perlu disertai data 
i 

pemobon BGS /BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf b. 
(6) Berdasarkaii perrnobonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud I . . 

pada ayat (il) dan ayat (5), Pengelola Barang melakukan penelitian 
I 

administrasi atas barang milik daerah yang akan dilakukan 
I 

BGS/BSG. i 
(7) Pengelola Barang menyampaikan basil penelitian sebagaimana 

! 
dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati. 

! 
! 

dimaksud pada ayat ( 1) sebagaimana (2) Permohonan 
disertai: 
a. Data barang rnilik daerah yang diajukan untuk dilakukan 

i 
BGS/BSG; 

j 
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KSPI atas baran, milik daerah dilaku~ dengan pertimbangan: 
I 

a. ~alam / rangka kepentingan um urn dan/ atau penyediaan 
infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan; 

I 

Pasal 230 · 

Prinsip Umum 

Paragraf Kesatu 

KSPI 

Bagian Kesembilan 

(I) Penentuan /nncian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan 
dibangun di atas objek BGS /BSG ditentukan Bupati berdasarkan 
pertimbangk bersama antara Pengelola Barang dan Pengguna 
Barang. I 

' (2) Ketentuan lpada pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 176 / sampai dengan. Pasal 187 berlaku mutatis mutandis 
terhadap pelaksanaan BGS /BSG barang milik daerah atas tanah 

I 
yang berada pada Pengguna Barang yang sudah diserahkan oleh 
Pengguna Barang kepada Bupati. 

! 

Pasal 229 

i 
(2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan BGS/BSG, Bupati 

menerbitka~ surat penolakan yang disampaikan kepada Pengguna 
I 

Barang den~an disertai alasan. 
I 

(3} Apabila Bupati menyetujui permohonan BGS/BSG, Bupati 
. bitk I t · mener 1 fill- surat perse UJUan. 

I 

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat ' ! 
, persetujuanl Bupati dan kewajiban Pengguna Barang untuk 

menyerahkan barang milik daerah yang akan dijadikan sebagai objek 

BGS /BSG Jepada Bupati. 
(5) Penyerahanl objek BGS/BSG kepada Bupati sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dituangkan dalamBerita Acara Serah Terima (BAST). 
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! 

J enis Infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas program 
I 

penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 230 huruf c 
sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. I , 

l 

Pasal 232 

(1) Kewajiban Mitra KSPI selamajangka waktu KSPI adalah: 
I 

a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan 
I 
I 

barang milik daerah yang menjadi objek KSPI; 
! 

b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan 
c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang 

! 

terdapat i kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang 
! 

ditentuka'.n pada saat perjanjian dimulai (clawback). 
I 
I 

(2) Mitra KSPI I harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI 
! 
! 

kepada pei;nerintah daerah pada saat berakhimya jangka · waktu 
KSPI sesuai perjanjian. 

I 
(3) Barang hasil KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 

barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah 
I 

sesuai dengan perjanjian. 
(4) Penetapan [ mitra KSPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, 

Pasal 231 

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 
I 

penyediaa'.n infrastruktur; dan 
I 

c. termasuk/dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur 
I 

yang ditetapkan oleh pemerintah. 

i 
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Pasal 235 

Objek KSPI 

Paragraf Keempat 

PJPK KSPI Atas Barang Milik Daerah 

Paragraf Ketiga 

Pasal 234 

(1) PJPK KSPI ~tas barang milik daerah adalah pihak yang ditunjuk 
I 

dan/ atau ditetapkan sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja 
I 

sama pemerintah daerah dengan badan usaha. 
(2) Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK sebagaimana 

I 
· dimaksud pada ayat ( 1) mempedomani ketentuan perturan 

I . 
. perundang-undangan. 

dan badan usaha. 
I 

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan 
I 
I 

usaha yang berbentuk: 
I 

a. Perseroan Terbatas; 
I 

b. Badan Usaha Milik Negara; 

c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau I . 
d K • I . operas1.! 

I 

b. Pengguna' Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 
! 

Pengguna Barang. 
(2) KSPI atas ba~ang rnilik daerah dilakukan antara pemerintah daerah 

l 

. i ·, 
(1) Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adalah: 

I . 
a. Pengelola·I: Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 

Pengelola.Barang; atau 
i 

Pasal 233 

i 
Pihak Pelaksana KSPI Atas Barang Milik Daerah 

I 

Paragraf Kedua 
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lama 6 [enam] bulan setelah government force majeure terjadi. 
I 

ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. 
I 

(2) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik daerah 
i 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonannya paling 
! 

(1) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik daerah 
i 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) hanya dapat 
I 

dilakukan apabila terjadi government force majeure, seperti dampak 
f 

kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis 
i 

Pasal237 

I 
( 1) J angka waktu KS PI atas barang milik daerah paling lama 50 (lima 

i 
puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat 

I 
diperpanjang. 

(2) Jangka wakfu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
i 

pada ayat (1) ditetapkan olehBupati. 
I 

(3) Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah dan perpanjangan 
I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian 
KSPI atas bdrang milik daerah. 

! 

Pasal 236 

Jangka Waktu KSPI 

Paragraf Kelima 

a tau . 

c. selain tan!ah dan/atau bangunan. 

digunakan; 

(I) Objek KSPI meliputi: 
I 

a. barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau 
! 

b. barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. 
I 

(2) Objek KSPI atas barang milik daerah meliputi: 
I a. tanah dan/ atau bangunan; . 

b. sebagian tanah danj' atau bangunan yang masih 
I 
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d. karakteristik infrastruktur. 
i 
I 

dengan dilakukan (1) ayat pada 

(clawback) keuntungan kelebihan pembagian 

dimaksud 

(2) Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) 

sebagaiman~ dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 
mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI yang dibentuk oleh 

I 
Bupati. 

(3) Perhitungan/ 

sebagaimana 
! 

mempertimbangkan antara lain: 
I 

a. nilai investasi pemerintah daerah; 
I 

b. nilai investasi mitra KSPI; 
I 

c. risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan 

I 
(I) Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan 

I 

(clawback) .ditetapkan oleh Bupati. 
I 

Pasal 239 

I 
(I) Hasil dari KSPI atas barang milik daerah terdiri atas: 

i 

a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang . I 
dibangunjoleh mitra KSPI; dan 

b. pembagia~ atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang 
ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback). 

I 
(2) Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b merupakan penerimaan pemerintah daerah yang 
harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. 

I • 
I 

Pasal 238 

Hasi] KSPI Atas Barang Milik Daerah 

Paragraf Keenam 
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(l) PJPK menyerahkan barang milik daerah yang diterima dari mitra 
KSPI atas Jarang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
240 ayat (3) lkepada Bupati. 

(2) Barang ha~il KSPI atas barang milik daerah berupa infrastruktur 
I 

beserta fas1itasnya menjadi barang milik daerah sejak diserahkan 
kepada pemerintah daerah. 

I 

Pasal.241 

menjadi basil kegiatan KSPI atas barang milik 

Pasal 240 

. I (1) Infrastruktur yang 
. I 

daerah beruJ?a: 
a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana; 

. I •. 
b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau 

peningkalan terhadap kapasitas, kuantitas dan/ atau kualitas 
! . 

infrastruktur; clan/ atau 
c. basil peJyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau 

peningkalan terhadap kapasitas, kuantitas dan/ atau kualitas 
I 

infrastruktur lainnya. 
(2) Mitra KSPI hienyerahkan infrastruktur yang menjadi basil kegiatan 

KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
! . 

. sesuai dengan perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian . 
. (3) Penyerahan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 

i 
mitra KSPI atas barang milik daerah kepada PJPK. 

! 

Infrastruktur f-iasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Rangka 
I 

Penyediaan Infrastrukur 

Paragraf Ketujuh 

-129- 



c. barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara 
I 

lain jenif, nilai, dan kuantitas barang milik daerah; 
d. rencanalperuntukan KSPI; 

I 
(1) KSPI atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang 

dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang 
yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati. 

! 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit 
I 

memuat data dan informasi mengenai: 
I 

a. identitas PJPK, termasuk dasar penetapan/ penunjukkannya; 
I b. latar belakang permohonan; 
l 

Pasal 243 

1. pelaksanaan; 
I 

J. pengamanan dan pemeliharaan; 
I 

k. pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (clawback), jika 
I 
I ada; dan 

1. pengakhiran. 
I 

e. penerbitan keputusan; 
I 

f. penyerahan barang milik daerah dari Bupati kepada Penanggung 
I Jawab proyek KSPI; 

il.h I • g. pem 1 8.fl mitra; 
h. penandatanganan perjanjian; 

• ! 

berupa KSPI 

a. permohonan; 
! 

b. penelitian administrasi; 
I 

c. pembentukan Tim dan penilaian; 
d. perhitun~an besaran penerimaan daerah dari 

pembagian kelebihan keuntungan (clawback); 
! 

Pengelola Barang meliputi: 
! 

Tahapan pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah yang berada pada 
I 

Pasal 242 

Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah Pada Pengelola 
I 
· Barang 

Paragraf Kedelapan 
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' b. menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian barang milik 
I 

daerah yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar 
I 

atas barang milik daerah bersangkutan. 
I 

a. membenthk Tirn KSPI; dan 
I 

dapat dilakukan KSPI, Bupati: 
I 

(1) Bupati mela'.kukan penelitian administrasi atas permohonan KSPI 
! 

yang diajukan oleh PJPK. 
(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana 

i 

dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa barang milik daerah 
! 

Pasal 245 

d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK KSPI; dan 
! 
! 

e. kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan 
I 

peraturari perundang-undangan. 
I 

untuk 

I 

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2) 
dilengkapi dokumen pendukung berupa: 
a. proposal Jra kelayakan studi (pra feasibility study) proyek KSPI; 
b. surat pemyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI; dan 
c. surat I kelayakan penyediaan infrastruktur dari 

Kementerian/Lembaga dan/atau Dinas Teknis sesuai kententuan 
i peratur~ perundang-undangan. 

(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling 
i 

sedikit memuat: 
a. data dan informasi mengenai PJPK KSPI; 

I 

b. dasar penunjukanj'penetapan: 
c. barang milik daerah yang direncanakan 

I 
dijadikan [sebagai objek KSPI; 

Pasal 244 

e. jangka waktu KSPI; dan 

f. estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback). 
' 
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' (1) .Bupati menerbitkan Keputusan KSPI apabila permohonan KSPI 
I . . 

d~anggap layr' dengan mempertimbangkan basil pelaksanaan tu gas 
Tim KSPI. 1 . 

I 

Pasal 248 

(1) Perhitungan \besaran pembagian .kelebihan keuntungan (clawback) 
dilakukan oleh Tim KSPI sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

I 
dimaksud dalam Pasal 239. 

! 

(2) Bupati men~tapkan besaran bagian Pemerintah dalam pembagian 
kelebihan keuntungan (clawback) dengan mempertimbangkan 

I 
perhitungan ITim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

surat persetujuan KSPI. 
(3) Besaran baJian pemerintah daerah dalam pembagian kelebihan 

I 

keuntungan \ (clawback) yang ditetapkan Bupati sebagaimana 
I 

dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalamdokumen tender. 
. . I . 

i 
' ' 

Pasal 247 

dibebankan pada APBD. 
I 

(4) Tim KSPI dapat meminta masukan kepada Penilai atau pihak yang 
berkompeten! dalam rangka pelaksanaan tugas. . I 

I 
I 

(1) Tim KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat huruf a 
I 

berjumlah gasal dan beranggotakan antara lain: 
I 

a. Pengelola Barang: 
i . 

b. Perwakilah dari SKPD terkait; dan 
! 

c. Perwakilan dari SKPD yang membidangi pengelolaan barang milik 
I 

daerah. f 

! 

(2) Tugas Tim K$PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. melakukab. kajian atas barang ~ilik daerah yang diusulkan 

menjadi objek KSPI; 
! 

b. melakukan kajian atas besaran penerimaan daerah dari KSPI, 
. I 

sebagaimf1a dimaksud dalam,Pasal 238 ayat (1) huruf b; dan 
c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati. 

(3) Segala biay~ yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim KSPI 
! 

Pasal 246 
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(1) PJPK penyediaan infrastrukturatas barang milik daerah menetapkan 
. ! 

mitra KSPI berdasarkan hasil tender dari proyek kerjasama sesuai 
dengan ketJntuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja 

! 
sama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. 

(2) Penetapan niitra KSPI dilaporkan oleh PJPK penyediaan infrastruktur 
l . 

atas barang[ milik daerah kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan 
setelah tanggal ditetapkan. . I 

l 

Pasal 250 

barang milik' daerah. 
! 

barang milik daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan 
! 
' 

(1) Bupati menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI 
. I 

kepada PJP,K penyediaan infrastruktur berdasarkan keputusan 
sebagaimanJ dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1). 

(2) Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang 
ditandatangani oleh Bupati dan PJPK penyediaan infrastruktur atas I '. 
barang milik daerah. 

(3) Penyerahan [ objek KSPI kepada PJPK · penyediaan infrastruktur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka KSPI atas 
r 

Pasal 249 

a. data barang milik daerah yang menjadi objek KSPI; 
I : 

b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/ jenis infrastruktur; 
c. besaran Jembagian kelebihan keuntungan (clawback); 

I 
I 

d. jangka wcp<-tu KSPI atas barang milik daerah; dan 
e. penunjukan PJPK KSPI atas barang milik daerah. 

! 

(3) Salinan Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
I 

disampaikan kepada Pengelola Barang. • I . 
(4) Apabilla p~rmohonan KSPI dianggap tidak layak, Bupati 

. memberitahJkan kepada pemohon disertai alasannya. 
' ! 

i 
(2) Keputusan KSPI sebagaimana dii:naksud pada ayat (1) paling sedikit 

' I 

memuat: I 
; 
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I 
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

. ' ' sepanjang lewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh 
I 

mitra KSPI, penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 3 
(tiga) tahutl terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI atas barang 

i 

milik daerah. 
! 

251 ayat (2) dinyatakan tidak berlaku. 

(I) PJPK Penyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan 
l 

penandatanganan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam 
I 
I 

Pasal 251 ayat (1) dan penyerahan barang milik daerah kepada mitra 
I . 

KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) kepada Bupati 
r : 

dengan melampirkan salinan perjanjian KSPI dan salinan Berita 
I 

Acara Serah Terirna (BAST). 

(2) Dalam hal] jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian belum 
ditandatangani, Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

I 

Pasal253 

(3) Penyerahan ! barang milik daerah yang menjadi objek KSPI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka 

I 
pemanfaatan barang milik daerah dan bukan sebagai pengalihan 

r 

kepemilikan barang milik daerah. 
! 

ayat ( 1), PJPK Penyediaan Infrastruktur menyerahkan barang milik : . 
daerah yang: menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI. 

(2) Penyerahan i barang milik daerah yang menjadi objek KSPI 
I 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam Berita Acara 
Serah Teri~a (BAST) yang ditandatangani oleh PJPK Penyediaan 
Infrastrukhir dan mitra KSPI. 

' 

(1) Berdasarkan perjanjian KSPI sebagaimanadimaksud dalam Pasal 251 
1 • 

Pasal 252 

(1} PJPK Penyediaan Infrastruktur menandatangani perjanjian KSPI 
I 
I 

. dengan mitr~ KSPl yang ditetapkan dari hasil tender. 
(2)' Penandatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling lama 2 (dua) . . . I 

tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan KSPI. 
! 

Pasal 251 
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berakhirnya jangka waktu KSPI. 
I 
! 

(5) Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana 
I 

dimaksud pada ayat (1) menjadi beban mitra KSPI. 
. i 

harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat 
! 

menjaga kondisi dan memperbaiki barang milik daerah yang menjadi 
I . 

objek KSPI dan basil KSPI atas barang milik daerah agar selalu dalam . I 
keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan 

. I 
berhasil guna. 

(4) Perbaikan ba!rang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
! 

perjanjian. 
I 

(2) Pengamananisebagaimana dimaksud padaayat (1) ditujukan untuk 
mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya barang milik 

i 
daerah yang menjadi objek dan hasil KSPI atas barang milik daerah. 

! 

(3) .Pemeliharaari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 
! 

I 
(1) Mitra KSPI atas barang milik daerah wajib melakukan pengamanan i ' 

dan pemeliharaan atas: 
i 

a. barang milik daerah yang menjadi objek KSPI; dan 
b. barang 1:iasil KSPI atas barang milik daerah berdasarkan 

! 

Pasal 255 

g. besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran; 
' I 

h. ketentuari mengenai berakhirnya pemanfaatan; 
! 

1. sanksi; dan 
i 

J. penyelesaian perselisihan. 
I 

(2) Perjanjian KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
' pada ayat (l}ldituangkan dalam bentuk Akta Notaris. 

I 
(1} Perjanjian K~PI atas barang milik daerah paling sedikit memuat: 

I 
a. dasar perjanjian; 

j 

b. identitas para pihak; 
! 

c. barang mflik daerah yang menjadi objek pemanfaatan; 
d. peruntukan pemanfaatan; 
e. hak .dan Jewajiban; . 

i 

f. jangka waktu pemanfaatan; 
! 

Pasal 254 
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ketentuan peraturan perundang- 

secara 
a. berakhirnya jangka waktu KSPI atas barang milik daerah; 

i . 

b. pengakhiran perjanjian KSPI · atas barang milik daerah 
l 

sepihak oleh Bupati; atau 
I 

c. ketentuanl lain sesuai dengan 
undangan. 

I 

<SPI atas barang milik daerah berakhir dalam hal: 
l 

Pasal 258 

(I) Bagian pem1rintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan 
(clawback) disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah 

. I 

paling lambat 31 maret. 
i 

(2) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan 
(clawback) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu 
perjanjian K$PI disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum 
Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka 
waktu perjanjian. 

! 
(3) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan 

I 
I 

(clawback) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh mitra 
I 

KSPI sepanjang terdapat kelebihan keuntungan (clawback) yang 
diperoleh dart yang ditentukan pada saat perjanjian KSPI dimulai. 

Pasal 257 

(1); Mitra KSPI \dilarang mendayagunakan barang milik daerah yang 
menjadi objek KSPI selain untuk peruntukan KSPI sesuai perjanjian. 

I 
(2) Mitra KSPI dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik 

. I daerah objekl KSPI. 

Pasal 256 
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' teguran terlulis ketiga diterbitkan, Bupati menerbitkan surat 
I 

pengakhiran IKSPI. 
(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat 

(3) serta surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
. . I . 

i 

ditembuskan' kepada PJPK. 
. I 

(6) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI kepada Bupati dengan 
I 

tembusan PJPK berdasarkan surat pengakhiran KSPI atas barang 
milik daerah sebagaimana dimaksud · pada ayat (4) dalam jangka 

. I 

i 
(1) Pengakhiranjperjanjian KSPI secara sepihak oleh Bupati sebagaimana 

. i 
dimaksud dalam Pasal 259, diawali dengan penerbitan teguran ! . 

tertulis pertama kepada mitra KSPI oleh Bupati. 
I 

(2) Apabila mitra KSPI tidak . melaksanakan teguran pertama 
I . 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga 
puluh) . hari ! sejak teguran tertulis pertama diterbitkan, Bupati 

menerbitkan)teguran tertulis kedua. 
(3) Apabila mitr1 KSPI tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana . . ! 

· dimaksud.p~da ayat (2) dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
teguran tertulis kedua diterbitkan, Bupati menerbitkan teguran 
tertulis·ketigl yang merupakan teguran terakhir. 

I 

(4) Apabil~ mitrl KSPI tidak melaksanakan 'teguran ketiga sebagaimana 
.· dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

Pasal 260 

Pasal 259 

(1) Pengakhiran\ secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal f2ss huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSPI atas 
barang milik] daerah: 

I 

a. tidak merbayar pembagian kelebihan keuntungan dari KSPI atas 
barang milik daerah yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai 

I 
: I 

[clawback); atau 
b. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana dimaksud 

pada huruf a sebagaimana tertuang dalam perjanjian. 
! 

(2) Pengakhiranl KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil pertimbangan Pengelola 

I . : 
Barang dan/f:3-tau Pengguna Barang secara .tertulis, 
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i 

sarnpai dengan selesai, 
lalam Pasal 262~ Mitra KSPI tetap berkewajiban menindaklanjutinya 

i 
I 

Dalam hal masih [terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti 
I 

oleh mitra KSPI setelah dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud 
I 

Pasal 263 

(1) Mitra KSPI menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek 
KSPI pada Sfiat berakhirnya KSPI kepada PJPK dalam keadaan baik 
dan layak digunakan secara optimal sesuai dengan fungsi dan 

I 

I peruntukannya. 
I 

(2) Dalam hal .terdapat infrastruktur .hasil KSPI atas barang milik daerah, 
I 

mitra KSPI ~ajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan 
objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 

Pasal 262 

kepada mitr8: KSPI. 
(5) Mitra KSPI menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada 

' 
ayat (4) dan :inelaporkannya kepada PJPK. 

I 
' ' 

dilakukan audit oleh auditor independen/ aparat pengawasan intern 
pemerintah : atas pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah 
berdasarkan [perrruntaan PJPK. 

(3) Auditor inclependen/ aparat pengawasan intern pemerintah 
! 
r 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit 
! 

kepada PJPKl penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah. 
I 

(4) PJPK menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
I 

(2) Berdasarkanl laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
I 

Pasal261 ! 
i 
I 
I 

(1) Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI paling lam bat 2 
I 

(dua) tahun sebelum jangka waktu KSPI berakhir kepada PJPK. 
I 

i 
I 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat 
pengakhiran .perjanjian KSPI. 
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KSPI. 

' · dilampiri bukti penyetoran pendapatan daerah. 
I 

(2) Bukti. penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada 
I 

ayat (1) merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan 

I 

Pasal 266 

(I) Mitra KSPij melaporkan secara tertulis hasil penyetoran pendapatan 
daerah atak KSPI kepada Bupati sesuai dengan perjanjian dengan 

I 

(1) Pengelola Harang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI 
atas barand milik daerah yang berada pada Pengelola Barang. 

I 
I 

(2) Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI 
! 
I 

atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. 
.. ! 

Pasal 265 

Penatausahaan 

Paragraf Kesembilan 

' 
c. hasil audit yang belum diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam 

! 

Pasal 263. 
(2) PJPK menyJrahkan kepada Bupati: 

I ; 
a. objek KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1); dan 

i 
b. hasil KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (2). 

! 

(1) PJPK melap9rkan kepada Bupati: 
a. berakhirnya KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

I 
258; ! 

i 
b. hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (3); dan 

Pasal 264 
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' .... 

(I) Dalam hal perbaikan dan/atau _penggantian barang milik daerah 
sebagaimana aimaksud dalam Pasal 268 dan Pasal 269 tidak dapat 
dilakukan dritra KSPI membayar biaya perbaikan dan/ atau 

' I I 
penggantian tersebut secara tunai. 

l 
(2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

I 
I 

ditetapkan oleh PJPK. 
I 

Pasal 270 

Pasal269 

(I) Dalam ha! bLang milik daerah: yang menjadi objek KSPI hilang 
I 

selama pelaksanaan masa KSPI akibat kesalahan atau kelalaian mitra 
I : 

KSPI, mitra wajib mengganti objek dan hasil KSPI dengan barang 
yang sama atJu barang yang sejenis dan setara. 

! 

(2) Penggantian barang milik daerah · sebagaimana dimaksud pada ayat 
I 

(1) harus sJdah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat 
I 

berakhimya ~SPI. 

I 
I 

(I) Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak 
I 

dipelihara dengan baik sesuai • ketentuan pada perjanjian, mitra 
KSPI memperbaiki sampai pada kondisi sesuai dengan yang 

diperjanjikan.l 
I 
i 

(2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai 
?ilaksanakan I paling lam bat pada saat berakhimya masa KSPI atas 
barang milik daerah. 

I 

257, mitra KSPI atas barang milik daerah wajib membayar denda 
sebagaimanal diatur dalam naskah perjanjian. 

. I 

(2) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
I 

melalui penyttoran ke Rekening Kas Umum Daerah. 
I 
I 

Pasal 268 

(I) Dalam hal [mitra KSPI terlambat melakukan pembayaran atau 
melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas 
pembagian keuritungan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

? 

Pasal 267 

Sanksi Dan Denda 

Paragraf Kesepuluh 
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i ilunasi mitra KSPI, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan 
i 

»eraturan perundang-undangan. . I 
: 

ialam hal denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (2) tidak 
I 

Pasal 274 

diatur dalam naskah perjanjian. 
I 

· (1) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang 
I 

milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 belum 
! 

dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran 
sebagaimana I dimaksud dalam Pasal 272, mitra dikenakan sanksi 
administratif berupa surat peringatan. 

I 

(2) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang 
I . 

milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak 
diterbitkannyk surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mitra dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana 

i 

Pasal 273 

I 
\fitra dikenakan srksi administratif berupa surat teguran dalam hal: 

i 
a. belum melakukan perbaikan dan/ atau penggantian 

I , 
sebagaimana dimaksud dalarn.Pasal 270 dan Pasal 271 pada saat 
berakhirnta KSPI; atau 

b. belum mep yerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI 
dan/atau hasil pemanfaatan pada saat berakhirnya KSPI. 

Pasal 272 

Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1) 
dilakukan dengan para menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling 

i 

ama 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya penetapan sebagaimana 
.Iimaksud dalam P!sa1270 ayat (2). 

i 

I 

Pasal 271 
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atau dokumen yang setara. 
I 
! 

(2) Dokumen bukti kepemilikan sebagaimana bukti yang dimaksud pada 
I 

ayat (1) berupa : 
a. sertifikaf untuk BMD berupa 'tanah; dan 

f 

b. bukti kepemilikan lain untuk BMD selain tanah, yang berdasarkan 
I 
I ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilengkapi 

dengan ~ukti kepemilikan. 
(3) Dokumen f yang setara dengan dokumen bukti kepemilikan 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk BMD berupa tanah 
I 

antara lain :: 
I 

(1) Dokumen kepemilikan BMD meliputi dokumen bukti kepemilikan 
I 

Pasal 277 

Dokumen Pendukung Bukti Kepemilikan 
I 

Bagian Kesatu 

DOKUMEN KEPEMILIKAN BMD 

BAB VI 

! 

tidak sedang digunakan atau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan 
I 

fungsi Pengguna Barang. · 
I 

Pasal 276 
t 
I 

Bupati melakukan penelitian administrasi terhadap barang milik daerah 
I 

yang berada pada Pengguna Barang dengan dilampiri surat pemyataan dari 
Pengguna Barangl bahwa barang milik daerah yang menjadi objek KSPI 

Fata cara pelaksanaan KSPI pada pengelola dari .Pasal 242 sampai dengan 
Pasal 274 berlaku' mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan KSPI 

pada Pengguna Ba;rang. 

Pasal 275 

Pada Pengguna Barang 

i 
Tata Cara Pelaksanaan KSPI.Atas Barang Milik Daerah 

I 

Paragraf Kesebelas 
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I 

2. Persetujuan Bangunan Gedung; 
i 

3. gambar yang dihasilkan setelah proses pekerjaan konstruksi 
f 

selesai (as built drawing) beserta dokumen pendukungnya. 
4. Bukti kepemilikan. 

! 
b. Untuk BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, antara 

lain: I 

! 
1. Dokumen asal perolehan BMD; 

I 

2. Persetujuan Bangunan Gedung; 
i 

3. Gambar yang dihasilkan setelah proses pekerjaan konstruksi 
I 

selesai (as built drawing) beserta dokumen pendukungnya. 
4. Bukti )kepemilikan. 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
berbentuk ~sli atau foto kopi. 

I 

berkas dengan dokumen kepemilikan BMD. 
(2) Dokumen pJndukung bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 
I 

a. Untuk HMO belanja APBD, antara lain: 
I 
r 

1. dokumen pelaksanaan anggaran berupa kontrak, pencairan 
! 

dana, ~AST, dan dokumen Rencana Anggaran Bia ya; 
i 

I 
(1) Dokumen pendukung kepemilikan BMD disimpan menjadi satu 

i 

Pasal278 

a. girik; 

b. letter c; 
c. akta jual bell; 

i d. akta pelepasan hak; dan 
e. Berita Ac~a Serah Terima. 

I 
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barang; 

' b. menguasakan penunjukan petugas penyimpan pada pengelola 
I 

(1) Sekretaris :qaerah selaku pengelola barang memiliki kewenangan dan 
tanggung jawab melakukan penyimpanan dokumen kepemilikan BMD 

I 
berupa tanah, peralatan dan/ atau bangunan atau dokumen lainnya 

I 

yang menunjukkan bukti kepemilikan. 
I 

(2) Dalam melaksanakan penyimpanan dokumen kepemilikan BMD 
' 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah selaku 
I pengelola barang: 
i 

a. menunj1k pejabat penyimpan dan petugas penyimpan pada 
pengelola barang; 

Pasal 280 

Keweriangan dan Tanggung Jawab Pengelola Barang 
I 
i 

Bagian Ketiga 

(I) Dokumen pengelolaan BMD atas BMD yang memiliki bukti 
kepemilikan1 disimpan menjadi satu berkas dengan dokumen 
kepemilikan] BMD. 

I 
(2) Dokumen pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Keputusan dan/atau surat persetujuan pengunaan BMD; 
I 

b. Surat persetujuan pemanfaatan BMD; 
c. Surat persetujuan pemindahtanganan BMD; 

I . 
d. Surat persetujuan pemusnahan BMD; 

' 
e. Surat persetujuan penghapusan BMD; 

f 

(3) Dalam hal I dokumen kepemilikan BMD sudah tidak dikuasai 

pengelola barang atau pengguna barang/kuasa pengguna barang, 
I 

dokumen pengelola BMD disimpan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan di bidang kearsipan. 

I 

Pasal279 

Dokumen Pengelolaan BMD 

Bagian Kedua 
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penguasa¥1,nya; 
c. menggandakan dokumen kepemilikan BMD yang berada dalam 

- I 
penguasaannya; 

I 

d. melakukari. alih media dan validasi basil alih media atas dokumen 
I 

kepemilikan BMD yang berada dalam penguasaannya. 
I ' 

(3) Kewenangan 1dan tanggung jawab Pimpinan SKPD selaku pengguna 
barang seba~aimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional 

I 
I 

pengguna barang: 
a. Menunjuk] pejabat penyimpan dan petugas penyimpan pada 

I 
pengguna barang/Icuasa pengguna barang; 

i 
b. meminjamkan dokumen · kepemilikan BMD yang berada dalam 

' I .. 
! 

selain tanah clan/ atau bangunan .. 
. I 

I 
(2) Dalam mel8fsanakan penyimpanan dokumen kepemilikan BMD 

sebagaimana] dimaksud pada ayat (1) pimpinan SKPD selaku 
I 

(I) Pimpinan SKPD selaku pengguna barang memiliki kewenangan dan 
I 

tanggung jawab melakukan penyimpanan dokumen kepemilikan BMD 
' 

Pasal 281 

Bagian Keempat 
! I . 

Kewenc\llgan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang 

c. melakukan alih · media dan validasi hasil alih media atas dokumen 
' I 

kepemilikan BMD yang berada dalam penguasaannya; I . 
d. meminjamkan dokumen kepemilikan BMD yang berada dalam 

l penguasiannya; 
e. menggandakan dokumen kepemilikan BMD yang berada 

i 
dalamperiguasaannya; 

·. f. meminta I dokumen pendukung bukti kepemilikan BMD yang 
berada pada pengelola barang tetapi diperlukan dalam pengelolaan 

I . 
BMD kepada pengguna barang/kuasa pengguna barang; dan 

I . 

•.. g .. melakukan pembinaan kepada pengguna barang/kuasa pengguna 
barang mengenai penyimpan dokumen kepemilikan BMD. 

I . , . 

(3) Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung 
I . 

jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat struktural 
. I 

. di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Bidang Aset Daerah. 
I 
' 
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(1) Penyimpanan dokumen kepemilikan BMD dilaksanakan oleh : 
a. Pengelola barang untuk kepemilikan BMD berupa 

kendaraan,tanah dan/atau bangunan; dan 
b. Pengguna barang/kuasa pengguna barang untuk dokumen 

kepemilikan BMD selain kendaraan, tanah dan/atau bangunan. 
(2) Dalam mel~sanakan penyimpanan dokumen kepemilikan BMD 

sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dilakukan sebagai berikut: 
a. Pengelola barang atau pengguna barang/kuasa pengguna barang 

menunjuk pejabat penyimpan dan petugas penyimpan; 

Pasal283 

Pelaksanaan Penyimpan Dokumen Kepemilikan BMD 

Bagian Keenam 

penyunpan. 

g. mengembalikan dokumen kepemilikan BMD; 
h. melakukan alih media dan validasi hasil alih media atas dokumen 

kepemilikan BMD dan; 
(2) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1), pejabat penyimpan dibantu oleh petugas 
i 

i 

yang di pin jam jika telah melewati jangka waktu peminjaman; 
d. melakukan penggandaan dokumeri kepemilikan BMD; 
e. melegalisasi hasil penggandaan dokumen kepemilikan BMD; 
f. mengurus penggantian dokumen kepemilikan BMD; 

i 

(1) Pejabat penyimpan memiliki kewenangan dan tanggung jawab: 
a. menerima dokumen kepemilikan BMD: 
b. melakukan peminjaman dokumen kepemilikan BMD; 
c. mengoordinasikan upaya pengambilan dokumen kepemilikan BMD 

Pasal 282 

Kewen8:ngan dan Tanggung Jawab Pejabat Penyimpan 

Bagian Kelima 

dilaksanakan oleh pejabat sturuktural/fungsional yang membidangi 
i 

pengelolaan BMD pada SKPD bersangkutan. 
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i 
(1) BAST Dokumen Kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud dalam 

i Pasal 288 memuat : 
i 

Pasal 289 

Penerimaan · Dokumen Kepemilikan BMD dituangkan dalam BAST dokumen 
I 

kepemilikan BMD; yang dibuat oleh Pejabat Penyimpan. 

Pasal 288 

Penerimaan Dokumen Kepemilikan BMD 

Bagian Kesembilan 

' 
pada ayat ( I] berada pada kuasa pengguna barang, kuasa pengguna 
barang meJyerahkan dokumen kepemilikan BMD kepada pengguna 

barang untuk selanjutnya disampaikan kepada pejabat penyimpan 
pada pengelola barang. 

I 

tanah, kendaraan dan/atau bangunan kepada pejabat penyimpan 
! 

pada pengelola barang. 
(2) Dalam hal i dokumen kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud 

(1) Pengguna barang menyerahkan dokumen kepemilikan BMD berupa 
! 

Pasal 287 

kepada pejabat penyimpan. 
i 

(2) Penyerahan I sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan paling 
lama 6 (enam] bulan setelah dokumen kepemilikan BMD dikuasai 

i 
oleh pengelola barang atau pengguna barang/kuasa pengguna 
barang. 

i 
(1) Penyimpanan dokumen kepemilikan BMD diawali dengan penyerahan 

! 

Pasal 286 

Penyerahan Dokumen Kepemilikan BMD 

Bagian Kedelapan 
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I 
(1) Petugas Penyimpan mencatat Dokumen Kepemilikan BMD yang 

I 
I 

sudah diterima oleh Pejabat Penyimpan ke dalam Daftar Dokumen 
i 

Kepemilikari BMD. 
(2) Daftar Dok~men Kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri / atas nomor urut, kode lokasi, kode BMD, bukti 
I 

kepemilika.1, dan dokumen pendukungbukti kepemilikan. 
(3) Kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kode 

kepemilikari, kode propinsi, kode kabupaten klaten, pengguna 
I 

barang, kode kuasa pengguna barang dan kode sub kuasa pengguna 
barang. I 

1 

(4) Kode BMD/ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kode 
akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, . ! . . 
kode sub ripcian objek dan kode .sub-sub. rincian objek. 

Pasal 290 

i 

!Pencatatan Dokumen Kepemilikan BMD 
I 

Bagian Kesepuluh 

a. pihak yang menyerahkan Dokumen Kepemilikan BMD; 
I 
I 

b. pejabat Penyimpan yang menerima Dokumen Kepemilikan BMD; 
j 

dan i 
c. 1 (satu) orang saksi dari masing-masing pihak. 

I . 
(4) BAST Dokumen Kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disimpJ oleh masing-masing pihak. 
i 

I 

I 

c. identitas I Pejabat Penyimpan yang menenma Dokumen 
! 

Kepemilikan BMD; 
! 

d. jumlah Dokumen Kepemilikan BMD yang diserahkan; I - . 
e. rincian Dokumen Kepemilikan BMD yang diserahkan; dan 
f. sifat otenktas dokumen, yaitu asli, duplikat atau fotocopy. 

(2) BAST Dokurhen Kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat 
I 

( 1) ditandatangani oleh : 
I 

a. tanggal d1n tempat serah terima Dokumen Kepemilikan BMD; 
b. identitas hihak yang menyerahkan Dokumen Kepemilikan BMD; 
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(1) Petugas penyimpan melakukan pegamanan dokumen kepemilikan 
! 

BMD dengan cara preventif dan kuratif. 
(2) Pengamanah dokumen kepemilikan BMD dengan cara preventif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 
a. pengendalian hama; 

! 

Pasal 294 

Pengamanan dokurnen kepemilikan BMD dilakukan untuk menjaga fisik 
I 

dan informasi yang terkandung di dalamnya sehingga terhindar dari 
kemungkinan kerusakan, kehancuran, atu kehilangan. 

Pasal 293 

Pengamanan Dokumen Kepemilikan BMD 

Bagian Kesebelas 

penyebab ipenghapusan sebagaimana diatur dalam ketentuan 
! 
i 

peraturan perundang-undangan tentang penghapusan BMD. 
I 

(1) Petugas penyimpan melakukan pemberkasan dokumen kepemilikan 
! 

BMD dengan cara menempatkan Dokumen kepemilikan BMD ke 
I 

dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis 
I 

sehingga menjadi l(satu) berkas. 
i 

(2) Dokumen kepemilikan BMD disimpan selama BMD dikuasai 

pengelola barang atau pengguna barang/kuasa pengguna barang. 
(3) Dalam hal BMD dihapuskan karena: 

! 
a. pemusnahan, atau 

! 
b. sebab-sebab lain, Dokumen kepemilikan BMD disimpan sesuai 

r 

dengan ! keten tuan peraturan perundang-undangan di bidang 
kearsipan. 

(4) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan 
sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi 

l 

Pasal 292 

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan BMD, Petugas Penyimpan 
I 

mencatat perubahan tersebut ke dalam daftar Dokumen Kepemilikan BMD. 
. I Bagian Keempat : 

Pasal 291 
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• ,. r - 

pada ayat i ( 1) clapat dilakukan oleh pejabat penyimpan setelah 
! 

mendapat i persetujuan dari pengelola barang/ pengguna 
I 

barang/kuasa pengguna barang. 

I 

d. penyelid~an atau penyidikan oleh aparat yang berwenang; 
darr/atau 

I 

e. proses acara di pengadilan oleh pengelola barang dan/ atau 
I penggun~ barang/kuasa pengguna barang. 

(2) Peminjamaii dokumen kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud 
I 

! 

(I) Dokumen kepemilikan BMD dapat dipinjamkan untuk tujuan: 
I 

I a. pengelolaan BMD; 
b. perpajakan; 

I 
c. pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau 

I 
auditor; ! 

Pasal296 

i 
b. memperl~hatkan informasi yang terkandung dalam 

dokumeri kepemilikan BMD kepada peminjam. 
I 

a. meminjamkan fisik dokumen kepemililkan BMD kepada peminjam; 
I 

a tau 

Peminjaman dokumen kepemilikan BMD dapat dilakukan dengan cara: 
! 

Pasal 295 

i 

Peminjaman Dokumen Kepemilikan BMD 
I 

Bagian Keduabelas 

dokumen kepemilikan BMD. 

b. reproduksi dokumen; 
I 

c. penyimpanan pada tempat yang aman dari pencurian dokumen, 
I 

kebakaran; dan 
d. perencanaan menghadapi bencana. 

! 

(3) Pengamanan dokumen kepemilikan BMD dengan cara kuratif 
I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perbaikan 
dengan meJperhatikan keutuhan informasi yang terkandung dalam 

! 
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Pejabat Penyimpan 
Kepemilikan BMD 

I 
(1) Peminjaman dokumen kepemilikan BMD dilakukan dengan tahapan 

I 
sebagai berikut: 

I 

a. Peminjaman dokumen kepemilikan BMD dengan cara 
I 

meminjamkan fisik dokumen: 
! 

1. Calori peminjam mengajukan permohonan peminjaman secara 
I 

tertulis kepada pengelola barang/ pengguna barang/ kuasa 
I pengguna barang bersangkutan; 

2. PengJlola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang 
! 

meneliti permohonan tersebut: 
I 

3. Dalain hal permohonan disetujui maka: 
I 

a) Untuk BMD pada pengelola barang yang dokumen 
kcipemilikannya disimpan di pengelola barang: 

I 

1)1 Pengelola Barang memerintahkan 
I 

I untuk meminjamkan Dokumen 
i 
i terse but; dan 
I 

2)1 pejabat penyimpan menerbitkan bukti peminjaman yang 
I ditandatangani oleh pejabat penyimpan dan peminjam; 

Pasal 298 

(3) Peminjam wajib mengembalikan dokumen kepemilikan BMD pada 
I 

saat berakhimya jangka waktu peminjaman. 
I 

d. mengagunkan; 
I 

e. memindahtangankan; 
f. menjadiJan sebagai objek perikatan; atau 
g. melakukan hal selain tujuan dari peminjaman, dokumen 

kepemilikan BMD. 
I 

(2) Pernin jam bertangung jawab pen uh untuk: 
I 

a. menjaga, mengamankan, dan memelihara dokumen kepemilikan 
BMD yru{g dipinjam; dan 

I 
I 

b. menanggung segala akibat hukum yang terjadi dari penggunaan 
dokumeri kepemilikan BMD yang dipinjam. 

! 

(1) Peminjam dilarang: 
I 

a. mengubah isi clan bentuk; · 
b. memberiiahukan kepada pihak yang tidak berhak; 
c. meminjJnkan kembali; 

! 

Pasal 297 

-152- 



- . ...,. 

pejabat penyimpan untuk 
yang terdapat pada dokumen 

meneliti permohonan tersebut; 

3. Dalam ihal permohonan dapat disetujui: 
a) untuk BMD pada pengelola barang yang dokumen 

I 
kepemilikannya disimpan di pengelola barang, pengelola 

i 

barang memerintahkan 
I 

memperlihatkan informasi 
l 

kepemilikan BMD tersebut; 
I . 

1. Calon peminjam mengajukan permohonan peminjaman secara 
. I 

tertulis kepada pengelola barang/ pengguna barang/kuasa 
: I 

pengguna barang; 
i 2. Pengelola barang/ pengguna barang/kuasa pengguna barang 
! 

1) Pengguna barang menyampaikan permohonan kepada 
! 

pengelola barang untuk meminjamkan dokumen 
l 

kepemilikan BMD tersebut; 
2) {etelah permohonan tersebut disetujui pengelola barang 

Iilemerintahkan pejabat penyimpan untuk menyerahkan 
dokumen kepemilikan BMD tersebut kepada pengguna 

I 
' 9arang yang dituangkan dalam bukti peminjaman; dan 

3) Jetelah pengguna barang menerima barang dokumen 
. Jepemilikan BMD tersebut, pengguna barang 

meminjamkan dokumen kepemillikan BMD tersebut 
kepada peminjam dengan menerbitkan bukti peminjaman 

I 

1ang 
ditandatangani oleh pengguna barang/pejabat yang 

ditunjuk dan peminjam. 
b. Peminjamkn dokumen ke~emilikan BMD dengan cara 

i 
memperlihatkan informasi: 

I 

pada pengguna barang yang dokumen 

peminjam; 
I c) Unt.uk BMD 
I 

kepemilikannya disimpan di pengelola barang: 
I 

2) Pejabat penyimpan menerbitkan bukti peminjaman yang 
I 

telah ditandatangani oleh pejabat penyimpan dan 
! 

I 
b) Untuk BMD pada pengguna barang yang dokumen 

kep~milikannya disimpan di pengguna barang/kuasa 
! 

pengguna barang: 
I 

1) Pengguna barang/kuasa pengguna barang 
I 
memerintahkan pejabat penyimpan untuk meminjam 

i . 
1okumen kepemilikan BMD tersebut; dan 

' 
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Pasal 300 

I 

geografis; dan 
b. setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang/ 

Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang memberikan 
I 

.1 •• persetujuan pemmjaman. 
I 

dapat diperpanjang: 
r 

a. dengan ! mempertimbangkan tujuan peminjaman dan kondisi 

(2) Jangka waktu peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
I 

(1) Jangka WB_ftU peminjaman secara fisik dokumen kepemilikan BMD 
dapat diberikan paling lama 90. (sembilan puluh) hari kalender sejak 
dokumen kepemilikan BMD diserahkan kepada peminjam. 

' 

Pasal 299 

b. tujuan peminjaman; 
I 
I 

c. jangka waktu peminjaman; dan 
I 

d. identitas peminjam; 

b) untuk BMD pada Pengguna Barang yang dokumen 
I 

kepemilikannya disimpan di Pengguna Barang/Kuasa 
I Pengguna Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
i Barang memerintahkan Pejabat Penyimpan untuk 

memperlihatkan informasi yang terdapat pada Dokumen 
i 

Kepemilikan BMD tersebut; 
I 

c) untuk BMD pada Pengguna Barang yang dokumen 
I 

kepemilikannya disimpan di pengelola barang; 
1) f pengguna barang menyampaikan permohonan kepada 

lpengelola barang agara informasi yang terdapat pada 
.dokumen kepemilikan BMD tersebut dapat diperlihatkan 
[kepada calon peminjam; 

2) [setelah permohonan tersebut disetujui, pengelola barang 

1memerintahkan pejabat penyimpan untuk 
memperlihatkan informasi yang terdapat pada dokumen 
kepemilikan BMD tersebut kepada peminjam. 

I 

(2) Bukti peminjaman sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memuat: 
I 

a. tanggal peminjaman; 
! 
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pengguna barang bersangkutan; 
I 

b. Pengelola parang/ atau pengguna barang/kuasa pengguna barang 
meneliti permohonan tersebut; 

c. Dalam hall permohonan dapat disetujui: 
1. untuk \ BMD pada pengelola barang yang dokumen 

kepemilikannya disimpan di pengelola barang, pengelola barang 
I 

memerintahkan pejabat penyimpan untuk menggandakan 
dokum~n kepemilikan BMD bersangkutan dan memberikan 

I 

hasil p1nggandaan tersebut kepada pemohon penggandaan; 

,>enggandaan dokumen kepemilikanBlvll) dilakukan dengan menempuh 
I 

: aha pan beriku t: 1 

I 
a. Pemohon l penggandaan mengajukan permohonan penggandaan 

secara tertulis kepada pengelola barang/pengguna barang/kuasa 
I 

Pasal 302 

pengelola barang/ pengguna barang/kuasa _mendapat Pfrsetujuan 
pengguna barang. 

\ 
l 

auditor ; 
' I ; 

d. penyelidikan atau penyidikan oleh aparat yang berwenang; 
[ 

dari/atau 
e. proses beracara di pengadilan · oleh pengelola barang 

! 
darr/pengguna barang/kuasa pengguna barang. 

I 

(2) Penggandaan dokumen kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud 
I 

pada ayat (!1) dapat dilakukan oleh pejabat penyimpan setelah 

· a. pengelolaan BMD; 
I 

b. perpajakan; 
c. pemeriksaan oleh apparat pengawsan internal pemerintah atau 

I 

(1) Dokumen kepemilikan BMD dapat digandakan untuk tujuan: 
I 

Pasal 301 

Penggandaan dokumen 

Bagian Ketigabelas 

r 

i 
Dalam hal tidak dilakukan perpanjangan jangka waktu peminjaman dan 
peminjam belum I mengembalikan dokumen kepemilikan BMD, pejabat 
penyimpan mengoordinasikan upaya pengembalian dokumen kepemililkan 

I 

f3MD. 
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penyimpan dan pihak yang menerima hasil penggandaan. 
(2) Segala akibat hukum yang terjadi - dari penggunaan hasil 

penggandaan dokumen kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud 
I 

pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab penenma 
penggandaan, 

! 

(I) Dalam hal dokurnen kepemilikan BMD digandakan untuk tujuan 
I 
' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat ( 1), pejabat penyimpan 

- menerbitkan I bukti penggandaan yang ditandatangani oleh pejabat 
I 

Pasal 304 

lJntuk keperluan ! penyimpanan dokumen kepemilikan BMD petugas 
nenyimpan dapat menggandakan dokumen kepemilikan BMD atas 

I 

; iersetujuan pejabat penyimpan. 

Pasal 303 

kepemilikannya disimpan di pengguna barang/kuasa pengguna 
I - 

barang, pengguna barang/kuasa pengguna barang 
meme~intahkan pejabat penyimpan untuk menggandakan 

I 

dokumen kepemilikan BMD bersangkutan dan memberikan 
hasil penggandaan tersebut kepada pemohon penggandaan; 

! 

3. untuk: BMD pada pengguna barang yang dokumen 
I 

kepem~likannya disimpan di pengelola barang: 
a) pengguna barang menyampaikan permohonan pemohon 

I 

penggandaan tersebut kepada pengelola barang, disertai 
dengan pertimbangan dari pengguna barang atas 
permohonan penggandaan tersebut; 

I 

b) dalam hal permohonan tersebut dapat dipenuhi, pengelola 
' 

barang memerintahkan pejabat penyimpan untuk 
I menggandakan dokumen kepemilikan BMD bersangkutan 

dan memberikan hasil penggandaan tersebut kepada 
! 

peniohon penggandaan. 
; 

pada pengguna barang yang dokumen 2 t k 11 BM-.D . un u ! 

' 
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(1) Petugas penyimpan melakukan pengecekan dokumen kepemilikan 
BMD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. I . . 

(2) Pengecekan <lokumen kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakhkan dengan cara: 

I 
a. mencocokkan antara daftar dokumen kepemilikan BMD dengan 

fisik keperhilikan BMD; dan 
I 

b. meneliti kelengkapan dokumen kepemilikan BMD. 
I 
1 

Pasal 306 

Pengecekan Dokumen Kepemilikan BMD I , 
! 

Bagian Kelimabelas 

(4) Biaya penggantian atas dokumen kepemilikan BMD dibebankan pada . . I 
pihak yang karena kesalahan atau kelalainnya yang mengakibatkan 

I 
! 

kehilangan atau kerusakan dokumen kepemilikan BMD. 
(5) Dalam . hal I tidak terdapat :kesalahan atau kelalaian yang 

mengakibatkan kehilangan atau kerusakan dokumen kepemilikan 
I 

BMD, biaya penggantian dibebankan pada APBD. 

· barang. 

penggantian atas dokumen kepemilikan BMD 

dimaksud pada . ayat (1) dilakukan oleh pejabat 

I 
(2) Pengurusan l 

. ! 

sebagaimana 
i 

penyimpan qan/ a tau petugas penyimpan. 
(3) Dalam melakukan pengurusan penggantian atas dokumen 

kepemilikan \ BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat 
! 

penyimpan dan/ a tau petugas penyimpan dapat berkoordinasi dengan 
I . I , 

pengelola barang dan/ atau pengguna barang/kuasa pengguna 
I 
l 

BMD. 

(1) Penggantianl atas dokumen kepe~ilikari BMD wajib dilakukan dalam 
hal dokumen kepemilikan BMD hilang atau mengalami kerusakan . I 
yang mengakibatkan hilangnya infonnasi pada dokumen kepemilikan 

I 
' 

Pasa1'305 

lenggantian Dokumen Kepemilikan BMD 

Bagian Keempatbelas 
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(1) Pengembalian dokumen kepemilikan BMD dituangkan dalam berita 
acara pengembalian dokumen kepemilikan BMD yang ditandatangani 
oleh: 
a. pejabat .penyimpan yang menyerahkan dokumen kepemilikan 

I 

BMD; dan 

Pasal 308 

2. ketentuan peraturan perundang-undangan, 

sebagai akibat dari: 
1. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya; atau 
I 

(1) Pengembalian dokumen kepemilikan BMD dilakukan berdasarkan: 
a. permohonan tertulis dari pengguna barang kepada pengelola 

barang atau pejabat yang ditunjuk; dan/ atau 
b. perintah pengelola barang. 

(2) Pengembalian dokumen kepemilikan BMD dilakukan oleh pejabat 
penyimpan kepada: 
a. pengelola barang pejabat yang ditunjuk, untuk BMD yang berada 

pada pengelola barang; atau 

b. pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk, untuk BMD yang 
berada pada pengguna barang. 

(3) Permohonan tertulis dari pengguna barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf a dilakukan berdasarkan: 
a. Persetujuan: 

1. pemindahtanganan; atau 
2. alih status penggunaan, untuk BMD selain tanah dan/atau 

bangunan atau 
b. Peralihan kepemilikan kepada pihak selain pengguna barang 

! 

Pasal 307 

Pengembalian Dokumen Kepemilikan BMD 

Bagian Keenambelas 
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perlu mempertimbangkan: 
a. mudah dijangkau; 

: 

keamanan dokumen kepemilkan BMD. 
! 

(2) Lokasi gedung penyimpanan dokumen kepemilkan BMD dapat berada 
! 

di lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor pengelola I , - . 
barang atau pengguna barang/kuasa pengguna barang. 

i 
(3) Dalam hal gedung penyimpanan dokumen kepemilkan BMD berada di 

luar lingkJngan kantor pengelola barang atau pengguna 
barang/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat {2) 

I 

(I) Gedung penyimpanan dokumen kepemilikan BMD berada di lokasi 
yang jauh dari sesuatu yang dapat membahayakan atau menggangu 

! 

Pasal 313 

(1) Dokumen kepemilikan BMD disimpan di: 
a. suatu gedung khusus; 

b. ruang ter~entu dalam suatu gedung; dan/atau 
c. brankas. j 

(2) Penyimpanan brankas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
! 

hanya dilakukan dalam hal kuantitas dokumen kepemilikan BMD 
! 

tidak memerlukan gedung khusus atau ruang tertentu. 

Pasal 312 

t 

Prasarana dab Sarana Penyimpanan Dokumen Kepemilikan BMD 
! 

Bagian Kedelapanbelas 

memuat: 
a. waktu pelaksanaan; 

I 

b. tempat pelaksanaan; 
i 

c. pelaksanaan alih media; dan 
d. jenis datl jumlah dokumen kepemilikan BMD yang di alih 

i 

mediakan, 

(1) Alih media sebagimana dimaksud dalam Pasal 309 dilaksanakan oleh 
petugas penyimpan yang dituangkan dalam berita acara alih media. 

I 

(2) Berita acara alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
! 

Pasal 311 
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dengan kepemilikan BMD, seperti kunci manual, kunci 

kombinasi :angka, atau kunci digital. · 
; 

i 
; rankas penyimpanan dokumen kepemilikan BMD memiliki kriteria: 

i 
a. terbuat dari material yang tahan cuaca, tidak mudah terbakar dan 

tahan api; \ 
b. tidak berpotensi merusak dokumen kepemilikan BMD; dan 

\ 

c. dilengkapi i dengan alat/ sistem pengcegah kehilangan dokumen 

Pasal 315 

tahan gempajtahan cuaca, dan tidak mudah terbakar· 
! ' 

(2) Gedung dari/ruangan penyimpanan dokumen kepemilikan BMD 
.: 

terbuat dari bah.an bangunan yang tab.an api, tab.an terhadap rayap 

dan binatang\ perusak lainnya. 
I 

(3) Gedung dan/atau rungan penyimpanan dokumen kepemilikan BMD 
. ' 

dilengkapi dengan: 
! 

a. pengatur suhu udara; 
! 

b. pengatur kelembapan udara; 
I 
i c. penghalang masuknya sinar matahari secara langsung kedalam 

ruangan; \ 
d. alat pencegah dan penanggulangan bahaya api/kebakaran, antara 

I . 

lain alarm kebakaran, tabung pemadam, pendeteksi asap, 

sprinkler (benyemprot air otomatis), dan hydrant; dan 
e. alat pencJgah kehilangan dokumen kepemilikan BMD, seperti 

I . 
kamera pengawas, alat pendeteksi pencurian. 

I 

(4) Ruangan uniuk penyimpanan dokumen kepemilikan BMD dibuat 
terpisah dengan ruangan untuk pengolah data atau ruang kerja 

i 
petugas penyimpan. 

I 

\ 

(1) Konstruksi gedung penyimpanan dokumen kepemilikan BMD dibuat 
' 

Pasal 314 

i 
b. menghin9ari lingkungan yang memiliki kandungan polusi udara 

tinggi; dab 
i 

c. menghindari lokasi rawan kebakaran dan banjir. 
. I 

I 

(4) Dalam hal dokumen kepemilikan BMD disimpan di dalam brankas, 
brankas diletakkan di dalam ruang yang tidak berpotensi 

! 
membahayarn atau mengganggu keamanan informasi dan fisik 
dokumen kepemilikan BMD. 

-161- 



Biaya penyimpanan dokumen kepemilikan BMD serta penggandaan 
prasarana dan sarana penyimpan wajib dibebankan pada APBD Kabupaten 
Bombana, termashk honorarium Penyimpan Dokumen pada Pengelola 

Barang dan PenggJna Barang serta Bidang Aset setiap tahunnya. 
I 
. 

I 

Pasal 317 I 

Bia ya 

Bagian Keduapuluh 

dokumen lkepemilikan BMD; dan 
b. memberi I kemudahan untuk mengakses dokumen kepemilikan 

BMD. ! 
I 

(3) Alat pengolah data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
i 

meliputi tetapi tidak terbatas pada komputer, alat pemindai (scanner), 
I 

dan printer. ! 
I 

(4} Dalam hal diperlukan, penyimpanan dokumen kepemilikan BMD 
digedung kh~sus dan/ atau ruangan tertentu dapat pula dilakukan 
dengan menggunakan brankas. 

(2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memenuhi kriteria: 
! 

a. terbuat dari material yang kuat dan .tidak berpotensi merusak 
i 

' b. Alat pengolah data. 
I 

a. Lemari atau rak penyimpanan; dan 

; 
I (1) Peralatan yang dibutuhkan untuk penyrmpanan dokumen 
I 

kepemilikan I BMD di gedung khusus dan/ atau ruangan tertentu 
sekurang- kurangnya terdiri atas: 

l 

Pasal 316 

I 
Peralafan Penyimpanan Dokumen Kepemilikan BMD I . 

I 

Bagian Kesembilanbelas 
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i 
Retensi dan penyusutan dokumen pendukung bukti kepemilikan BMD, 

! 
dokumen pengelolaan BMD, dokumen hasil penggadaan, dan hasil alih 

. I ' 

media dilakukan /sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang kearsipan. 

I 

Pasa1320 

Ketentuan Lain-Lain 

Bagian Keduapuluhdua 

(1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena kesalahannya atau 
kelalaiannya mengakibatkan kehilangan atau kerusakan dokumen 

i 

kepemilikan) BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat ( 1), 
dikenai hukuman disiplin · sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang hukuman disiplin aparatur daerah. 

(2) Pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
tidak mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 318. 

Pasal 319 

Pasal 318 

~,etiap kerugian daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian 
atas penyimpanaJ dokumen kepemilikan BMD diselesaikan sesuai dengan 

! 
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan syarat semua ketentuan 
pada pasal 3171 telah dipenuhi oleh Pemerintah daerah Kabupaten 
3ombana. 

Sanksi Administratif 

Bagian Keduapuluhsatu 
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I 
(I) Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah. 

- I - - ' 

(2) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab 
! 

melakukan] koordinasi pengasuransian barang milik daerah. 

Pasal 323 

Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah 

Bagian Pertama 

ASURANSI BARANG MILIK DAERAH 

BAB VII 

. t Pengguna barang menyerahkan dokumen kepemilikan BMD berupa 
I 

kendaraan, tanah dan/atau bangunan yang masih berada dalam - I 
penguasaannya kepada pengelola barang paling lama 1 (satu) tahun setelah 

. I 
Peraturan Bupati ini berlaku. 

! 

Pasal322 

diserahkan kepada penyimpanannya oleh pengguna barang/kuasa 
I 

pengguna barang kepada pengelola barang. 

i 
a. Pengelola] barang tetap menyimpan · dokumen kepemilikan BMD 

I 
berupa kendaraan, tanah dan/ atau bangunan yang sudah 

I . 
I 

diserahkan penyimpanannya oleh pengguna barang/kuasa 
! 

pengguna barang kepada pengelola barang dalah hal ini ! ' ·, 
mendelegasikan ke Bidang Aset; 

i 
b. Pengelola' barang segera mengembalikan dokumen kepemilikan 

! :. 

BMD selain kendaraan, tanah dan/ atau bangunan yang sudah 
; 

:>ada 'saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 

Pasal 321 

Ketentuan Peralihan 

Bagian Keduapuluhtiga 
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pemerintah daerah. 

i 

a. gedung dan bangunan; 
i 

b. alat angkutan darat/apung/udara bermotor; 
c. BMD y~g ditetapkan oleh Pengelola Barang. 

(2) BMD seba~aimana dimaksud pada ayat (1) adalah BMD dengan 
kriteria: I 

a. Mempunyai dampak besar terhadap pelayanan umum apabila 
I 

rusak atau hilang. 
' 

b. menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan 
! 

(1) BMD yang dapat diasuransikan adalah BMD berupa: 

Pasal326 

Umum 

Bagian Kedua 

Kabupaten Bombana 
(2) Pengurus Barang Pengelola mempunyai kewenangan dan tanggung 

jawab untuk : 
a. menyusun rencana pengasuransian BMD; 
b. membuat perjanjian dengan perusahaan asuransi; dan 

! 

c. menyusun laporan pengasuransian BMD tingkat Pengelola Barang. 

(I) Pengurus Barang Pengelola adalah Kepala Bidang Aset Daerah BKD 
I 

Pasal 325 

(1) Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola adalah Kepala Badan 
I 

' Keuangan Daerah. 
I 

(2) Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola memiliki kewenangan dan 
tanggung jawab : 

I 

a. menetapkan rencana pengasuransian BMD; dan 
I 

b. menyampaikan laporan pengasuransian BMD kepada Pengelola 
! 

Barang. i 

Pasal 324 
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Daerah. 

pengasuransian BMD . . · i 
(6) Berdasarkan jPenetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala 

Bidang Aset Daerah menyusun anggaran untuk pembayaran premi 
. I 

dan biaya lain-lain terkait pengasuransian BMD. I . 
(7) Penyusunan i anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

! 

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan 
I . 

sesuai ketentuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
I 

rencana menetapkan Pengelola Barang Penatausahaan 
. I 

' 

pengasuransian BMD dengan resiko daerah tempat BMD berada; 
dan 

c. kesesuian I BMD yang akan diasuransikan dengan ketentuan 
! 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326. 
I 

(5) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat 

j 

(I) Pengurus 9arang pengelola menyusun rencana 
I 

pengasuransfan BMD berdasarkan usulan dari Pengguna Barang. 
(2) Rencana Penfasuransian BMD sekurang-kurangnya memuat: 

a. Data BM9 sesuai Rekapitulasi Daftar Barang di semua Pengguna 
Barang. ! 

\ 

b. Jenis resi1o yang akan dipertanggungkan; dan 
c. Jangka waktu pengasuransian BMD. 

I 
. I 

(3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada 
Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola untuk dilakukan penelitian 

i 
atas rencana.pengasuransian BMD yang disampaikan oleh Pengurus 

I Barang Pengelola. 

(4) Penelitian se~agaimana dimaksudpada ayat (3) untuk memastikan: 
a. kebenaran data rencana pengangsuransian BMD yang sekurang­ 

kurangnya mengacu pada Rekapitulasi Daftar Barang di semua 
Pengguna Barang; 

b. kesesuaian resiko yang akan dipertanggungkan pada rencana 
I 

Pasal 327 

Perencanaan 

Bagian Ketiga 
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APBD. 

i 

Mekanisme pemJayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 
ayat (2) huruf J dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

. . I , 
undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan 

I 

f. besaran Premi; 
. i 

g. jangka 4aktu pertanggungan asuransi; 
h. mekanisme pembayaran premi; 

I . 

1. mekanisme penyelesaian klaim; 
I 

J. pengakhiran perjanjian pengasuransian BMD; dan 
I k. penyelesaian perselisihan. 
I 
' 
I Pasal 330 

I 

d. jenis resiko yang dipertanggungkan; 
! 

e. Nilai Pertanggungan; 
! 

c. hak dan ;kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian; 

Pasa1329 

(1) Pengasurankian BMD dituangkan dalam perjanjian antara pengurus 
. barang penJelola dengan pimpinan perusahaan asuransi. 

(2) Perjanjian s~bagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya 

memuat: I 
I 

a. data BMD yang diasuransikan; 
I 

b. para pihak yang melakukan perjanjian; 
I 

Tata Cara Asuransi 

Pasal 328. 

(1) Pengadaanjhsa asuransi dilaksanakan setelah tersedia anggaran. 
(2) Pengadaan Jjasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakah sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa 
. I 

Pemerintah.] 

Bagian Keempat 

Daftar dalam dialokasikan 
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(8) Anggaran . bengasuransian BMD 
: I , 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD. 
I 
I 



nilai BMD yang dipertanggungkan. 
I 
I 

(3) Penggantian atas BMD yang hilang sebagai akibat kelalaian 
pemakaian J barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang 

melakukan I kelalaian tersebut dalam mengganti kerugian 
daerahjNegara sesuai dengan peraturan perundangan- undangan. 

b. uang tunai setidak-tidaknya .dengan jumlah yang setara dengan 
! . . 

I 

a. penggantian dalam bentuk barang sesuai dengan yang 
diperjanjikan; clan/ atau 

i 

dan/atau 
l 

c. uang tunai setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan 
I 

nilai BMD yang dipertanggungkan. 
I 

(2) Penyelesaiari klaim oleh perusahaan asuransi atas BMD yang hilang 
i 
I 

dapat berupa : 
i 

a. perbaikan; 
l 

b. penggantian dalam bentuk barang · sesuai yang diperjanjikan; 
I 
! 

(1) Penyelesaiari klaim oleh perusahaan asuransi atas BMD dapat berupa 
! 

I 
(1) BMD pada :satuan Kerja yang diasuransikan segera mengajukan 

. permohonanl klaim melalui BKD kepada perusahaan asuransi dalam 
hal terjadi resiko yang dipertanggungkan sesuai dengan perjanjian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328. 

(2) Pengajuan Piermohonan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian 

! 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (2). 

I 
Pasal332 

Pasal 331 
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i 
(1) Dalam haljperusahaan asuransi memberikan penggantian BMD yang 

rusak atau hilang dalam bentuk uang tunai maka Perusahaan 
I 

Asuransi rnenyetorkan uang tunai terse but ke Rekening Kas Daerah 

KabupateJ Bombana sebagai penerimaan lain-lain. 
I , 

(2) Penyetora1 uang tunai sebag~ana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
dasar sat~an kerja bersangkutan untuk melakukan revisi anggaran 
dalam rangka perbaikan atas BMD yang rusak atau pengadaan baru 

I 
I 

Pasal 335 

! 

(1) Dalam hall perusahaan asuransi memberikan penggantian dalam 
bentuk bJang atas BMD yang rusak atau hilang maka Pengguna 
Barang aMD yang diasuransikan mengajukan permohonan 

i . 
penghapusan terhadap BMD yang rusak atau hilang tersebut. 

I , 

(2) Penghapusb BMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
sesuai denkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang 

I pengelolaan BMD. 
(3) Pengguna / Barang melakukan penatausahaan terhadap barang 

pengganti ;ang diberikan oleh Perusahaan Asuransi sebagai BMD. 
i 

(4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
I . 
I 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan di bidang 
r 

penatausahaan BMD. 
I 
! 

Pasal334 

perundang-undangan di bidang dengan keientuan peraturan 
' 

akuntansi pemerintahan. 

(l) Dalam hal perusahaan asuransi melakukan perbaikan atas BMD 
yang rusakl maka Pengguna Barang BMD yang diasuransikan 

; 

melakukan pencatatan atas nilai perbaikan dimaksud. 
(2) Pencatatan ~ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 

Pasal 333 

Penatausahaan 

Bagian Kelima 
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I 

(1) Pembinaan atas pelaksanaan asuransi BMD dilaksanakan oleh 
Bupati dalam bentuk monitoring danevaluasi oleh Pengelola Barang. 

(2) Pengawasah atas pelaksanaan asuransi BMD dilaksanakan oleh 
! 

Inspektora} Kabupaten Bombana sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 338 

Pembinaan Dan Pengawasan 

Bagian Kedelapan 

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati 
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

J 

Pasal 337 

Pembiayaan 

Bagian Ketujuh 

(1) Kepala BKD menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMD 
I 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
I 

(2) Laporan sepagai1nana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: 
a. data BMD yang diasuransikan termasuk lokasi BMD; 

i 
b. jenis resiko BMD yang dipertanggungkan; 
c. jangka ~aktu pengasuransian BMD; 
d. identitaJ Perusahaan Asuransi; 

! 
e. jumlah Piremi yang dibayarkan; 
f. Nilai Pertanggungan; dan 

! 
g. data perigajuan klaim dan penyelesaian klaim. I . 

Pasal336 

Pela po ran 

Bagian Keenam 

atas BMD Yiang hilang sesuai d~ngan ketentuan mengenai tata cara 
i revisi anggaran. 
I 
I 
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(1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan 
! 

dalam rangka pemanfaatan seperti penjualan sisa bongkarang gedung 
I • 

dan bangunan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang 
I 

Pasal 341 

ketentuan peraturan perundang- undangan. I . ·. . 
(4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari 

. I 

hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai. 
I 

· pemerintah. I 

(3) Penilaian bafang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaksanakari untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan 

i 

a. Penilai Pemerintah; atau 
! 

b. Penilai Publik yang ditetapkanoleh Bupati. 
I 
! 

(2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
! 

Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik 
Penilaian ddn menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh 

j 

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh: 

! 

Pasal 340 

(4) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah 
I 

dibebankan pada APBD. 

(1} Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan 
I 

neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. 
! 

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
! 

dikecualikan untuk: 
a. pemanfa~tan dalam bentuk pinjam p~ai; dan 

i 
I 

b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah. 
(3) Penetapan *ilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan 

neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada 
' 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 
! 

Pasal 339 

PENILAIAN 

BAB VIII 
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I . . . 

ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah. 
! 

(2) Penilaian kernbali, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah 
I 

proses revaluasi dalam rangka pelaporan · keuangan sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) .•. yang metode penilaiannya 

! 
. dilaksanakan \sesuaj dengan standar penilaian. 

(3) Keputusan rnengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah 
I 

dilaksanakan \ berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati 
! 

dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara 
; 

nasional. . 
(4) Ketentuan pernerintah yang berlaku secara nasional, sebagaimana 

dimaksud paha ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh 
I 

pemerintah untuk seluruh entitas pemerintah daerah. 
l 
\ 

i 
(1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali 

dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah 
' 

Pasal342 

efisiensi penggunaan anggaran. 
(6) ·Hasil penilaihn barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 

I 
ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. 

I 

. I .· 
ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan 
B . I upati. 1 

(2) Tim sebag~mana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir 
harga yang unsurnya terdiri dari .. SKPD /Unit Kerja terkait. 

! 
(3) Penilai seb~gaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai 

Pemerintah ltau Penilai Publik. 
I 

(4) Penilaian ba;rang rnilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

apabila dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik 
I 

dilaksanakat untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan 
·. ketentuan p1raturan perundang- 'undangan. 

(5) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 

oleh Pengu7s Barang Pengelola atau Pengguna Barang tanpa 
melibatkan Penilai, hasil penilaian barang milik daerah merupakan . : 
nilai taksiran dan tetap dapat digunakan sebagai nilai dalam rangka 
pemanfaatan\ atau pemindahtanganan dengan mempertimbangkan 

! 
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negara golongan III dilakukan oleh Pengguna Barang rumah negara 

' 

pertimbangan tertentu atau 
f. selain tanah dan/ atau bangunan yang tidak memiliki bukti 

kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rpl.000.000 (satu 
juta rupiah) per unit. 

e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun 
kembali : mau pun tidak akan dibangun Kembali dengan 

1. Bupati; 
2. Wakil Bupati; 

I 

3. Mantan Bupati; 
4. Mantan Wakil Bupati; 
5. Pimpinan DPRD; atau 
6. Mantan Pimpinan DPRD 

(2) Barang milik daerah bersifat khusus antara lain yaitu : 
I 

a. tanah dan/atau bangunan yang .akan digunakan untuk 
kepentingan urnum; 

b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya 
digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil 
pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

c. selain tanah dan/ atau bangunan sebagai akibat dari keadaan 
kahar (force majeure); 

d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual 
kepada pihak lain pemilik tanah tersebut; 

I 

yang diatur · secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, antara lain yaitu: 
a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya 

yang sah. 
b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada: 

! 

(1) Barang milik daerah yang bersifat khusus, adalah barang-barang 
! 

Pasal343 

YANG BERSIFATKHUSUS 

TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH 

BAB IX 
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I 
- I 

dapat diberikan kepada salah satu dari suami dan istri yang 
bersangkutJ dan belum pemah membeli atau memperoleh fasilitas 

I 
! 

tidak dalam keadaan sengketa. 
I 

(2) Umur rumah negara sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), I I 

diperhitungkan berdasarkan penetapan status atau pengalihan . I . . 
status oleh Bupati. · 

I 
(3) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

! 
hanya dapati dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan 
penghuni melalui Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. 

(4) Penghuni ~umah negara golongan III dapat mengajukan 

permohonan \ pengalihan apabila yang bersangkutan telah 
I 

mempunyai 1masa kerja 10 ( sepuluh) tahun atau lebih sebagai 
pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. 

(5) Dalam hal suamt dan istri masing-masing mendapat Surat Izin 
Penghunian I (SIP) untuk menghuni rumah negara golongan III, 
maka pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

t 

Pasal 347 

(1) Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalah rumah negara 
I 
I 

golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan 
. I 

I 
! 

golongan III kepada Bupati, yang sekurang-kurangnya disertai 
I 

dengan dataf dan dokumen: 
a. surat perpyataan dari Pengguna Barang rumah negara golongan 

III yang menyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk 
dijual tidk dalam keadaan sengketa; 

I b. keputusan penetapan status rumah negara golongan III; 
I 

c. persetujub pengalihan dari penetapan status penggunaan 
! 

barang milik daerah; . I 
d. Surat Ijinl Penghunian (SIP) rumah negara golongan III; 
e. gambar /ledger, lokasi, tahun perolehan, luas tanah, dan 

I . . 
bangunan rumah negara golongan III; dan 

! 
. i ' 

f. surat pemyataan kelayakan pengalihan hak rumah negara I . 
golongan III dari Pengguna Barang rumah negara golongan III. I . 

I 
(2) Pengguna Barang rumah negara golongan III bertanggung jawab . I . 

penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen 
· sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

I 
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yang: 
a) almarhurn suaminya/isterinya sekurang- kurangnya 

mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun; atau 
I 

b) masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah 
I 

den~an jangka waktu sejak yang besangkutan menjadi 
i 

janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 
I 

(1) Penghuni rumah negara golongan III yang dapat mengajukan 
I 

permohonan ! pengalihan hak kepada Pengguna Barang harus 
memenuhi SJiarat-syarat sebagai berikut: 
a. Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan: 

I 
1. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh) 

tahun; \ 
I 

2. memililp Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 
3. belum i pernah membeli a tau memperoleh fasilitas rumah 

dan/ atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan 
I 

perundang-undangan yang berlaku. 
b. Pensiunan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang 

I bersangku tan; 
1. menerima pensiun dari Negara; 
2. memiliili Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 
3. belum .pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 

danj'atau tanah dari pemerintah, berdasarkan peraturan 
\ 

perundang-undangan yang berlaku. 
c. Janda/duda pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang 

I bersangkutan: 
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, 

Pasal 348 
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I 
I 
I 

rumah dan~ atau tanah dari pemerintah berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan. 

I 
(6) Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang telah memperoleh 

· rumah dari/ atau tanah dari · pemerintah, tidak dapat lagi 
mengajukan \ permohonan pengalihan hak atas rumah negara 
golongan III. ! 

I 

(7) Pengalihan hak rumah negara golongan III kepada penghuninya 
. I 

ditetapkan oleh Bupati/ 
! 



I 

e. Pejabat negara, janda/ duda pejabat negara: 
1. masiJ berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara; 

I . 
2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 

I 

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 
I ; . . 

dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan 
I 
I perundang- undangan yang berlaku. 
I 

(2) Apabila penghuni rumah negara golongan III sebagaimana 
I 

dimaksud pada ayat ( 1) meninggal dunia, maka pengajuan 
I . d permohonan pengalihan hak atas rumah negara dimaksud apat 

diajukan olJh anak sah dari penghuni yangbersangkutan. 
! 

(3) Apabila pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang 
bersangkuJn/ penghuni yang bersangkutan sebagaimana 

! 

dimaksud Jada ayat (2) meninggal dan tidakmempunyai anak sah, ! ': 
maka rumah negara kembali ke pemerintah daerah. 

I 
(4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna 

I , 
I 

Barang mengajukan usulan penjualan rumah negara golongan III I . . 
Kepada Bupati. 

j 

(5) Bupati melakukan penelitian ·· dan pengkajian sebagai bahan 
pertimbangkn persetujuan Bupati atas permohonan yang diajukan 

I 
penghuni rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada 

• I ayat (4). : 

I 
tahun; 

! 

2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 
I 

3. belum] pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 
dan/alau tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan 

I , 
I 

yang berlaku. 
d. Janda/dJda pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan 

I 

sebagai Jahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
I , 

yang berlaku: 
1. masihl berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara; 
2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 
3. belum! pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 

i 

darr/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan I . , 
perunfiang-undangan. 
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. . ...., 

berdasarkari hasil penilaian. 
I 

(2) Harga rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat 
I 

(1) ditetapkk sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai wajar. 

i 

(1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 

ayat (5) Bupati menetapkan harga rumah beserta tanahnya 
I 

Pasal 350 

III disertai alasannya untuk disampaikan kepada pengguni 
f 

rumah negara golongan III. 
I 
I 

persetujuan penjualan rumah negara golongan III. 
I 

(4) Bupati menyetujui dan menetapkan pengalihan hak rumah negara 
golongan rn berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l} dan ayat (3). 

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan 
I 

menerbitkan' surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan 
I 

surat keputusan, 
I 

(6) Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara 
! 

golongan III dalam bentuk pengalihan hak harus dilaporkan kepada 

Bupati denJan melampirkan salinan keputusan pengalihan hak 
I 

I rumah negara dan penetapan harga rumah negara golongan III 
I 

setelah penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 
I 

(7) Dalam hal Bupati tidak menyetujui atas pengajuan permohonan 
sebagaimani dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) Bupati 
memberitahhkan kepada Pengguna Barang rumah negara golongan 

l 

(l) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk 
I 

melakukan penilaian atas rumah negara golongan III yang akan 
dialihkan daii hasil penilaian dilaporkan kepada Bupati. 

(2) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana 
! 

dimaksud dalam Pasal 348 ayat (5), Bupati dapat membentuk Tim. 
I 

(3) Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Acara dan 
disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan 

l 

Pasal 349 
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...... 

pelepasan .hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
wajib mendajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan 

' I ketentuan p1eraturan perundang- undangan yang berlaku. 
(3) Pelepasan hak atas tanah dan/ atau penyerahan hak milik rumah 

serta peng*apusan dari daftar barang milik daerah ditetapkan 
dengan kep~tusan Bupati. 

(4) Bupati menyerahkan surat keputusan penyerahan hak milik rumah 
i 

dan pelepasan hak atas tanah kepada penghuni yang telah 
I 

membayar ilunas harga rumah beserta harga tanahnya sesuai 
perjanjian Jewa beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat 
(2). 

Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan penyerahan hak . I 
milik rumah dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud 

I 

negara (1) Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah 
I 

golongan III jbeserta tanahnya, memperoleh: 
a. penyerahan hak milik rumah; dan 

I 

b. pelepasan hak atas tanah. 
(2) Penghuni ;ang telah memperoleh penyerahan hak milik dan 

Pasal 352 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pembayarannya dapat 
I 

dilakukan secara tunai. 
(5) Pembayaranf angsuran pertama ditetapkan paling sedikit 5o/o (lima 

puluh persen) dari harga rumah negara Golongan III dan dibayar 
I 

penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani, sedang 
sisanya diarigsur dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun 

I 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun clan sesuai dengan ketentuan 

I peraturan perundang-undangan. 
I 

I 

(1) Pengalihan iumah negara golongan III .dilakukan dengan cara sewa 

beli. f 

(2) Bupati menandatangani surat perjanjian sewa beli rumah negara 
I golongan III.1 

(3) Pembayaranl harga rumah negara golongan III dapat dilaksanakan 
secara angsuran dan disetor ke Kas Umum Daerah. 

( 4) Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana tata ruang 
I 

Pasal 351 
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. . ... •\ 

kepada Pirripinan DPRD pemegang tetap Kendaraan Perorangan 
! 

Dinas dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas dimaksud: 
a. telah berhsia paling singkat 4 (ernpat] tahun: 

1. terhittng mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk 
I 

perolehan dalam kondisi baru; atau 
I 

I 
(1) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tan pa melalui 

i 
lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, adalah: 

! 
' a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun: 
! 

1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk 
I 

perolehan dalam kondisi baru; atau 
2. terhit~ng mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk 

perolepan selain tersebut pada angka 1. 
\ 

b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas. 
. I 

(2) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui 
lelang .kepada pegawai ASN adalah telah berusia paling singkat 5 

I 
(lima) tahun: 

I 
a. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk 

perolehan dalam kondisi baru; atau 
I 

b. terhitunJ mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk 
perolehaii selain tersebut pada huruf a. 

(3) Kendaraan IPerorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang 
l 

Pasal 353 

Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, 
Mantan Pejabat Negara DanPegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pimpinan 

I DPRD dan MantanPimpinanDPRD 

Bagian Kedua 

undangan. I 
! 

(5) Surat keputrsan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak 
atas tanah lintuk ditindaklanjuti dengan penghapusan dari Daftar 

! 
. i 

Barang Mil~ Daerah. 
; 

pada ayat I (4) wajib mengajukan permohonan hak untuk 
. I 

memperolehl sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan 
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

, 
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(1) Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan 
. i 

dinas tanpa rp-elalui lelang adalah: 
a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 

I 

(empat) t.arun atau lebih secara berturut- turut, terhitung mulai 
tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara; i . 

b. tidak sedang atau tidak pemah dituntut tindak pidana dengan 
I 

ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. 
(2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi 
yang sama atau pada instarrsi yang berbeda. 

Pasal 354 

(5) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang 
! 

paling banyak I (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan I ·. . 
Pimpinan DPRD, untuk setiap penjualan yang dilakukan. 

! 
(6) Permohonan [penjualan tanpamelalui lelang dilakukan paling lama 

1 (satu) tahtn sejak berakhimya masa jabatan Pimpinan DPRD 
I 
I 

yang bersangkutan. 

pemerintahan daerah. 
I 

2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk 
perolehan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan 

b. sudah tidak diperlukan lagi penyelenggaraan tugas 
I 

perolehan dalam kondisi baru; atau 

daerah. 
(4) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang 

! 

kepada mantan Pimpinan DPRD pemegang tetap Kendaraan 
! 

Perorangan Dinas tersebut dengan syarat Kendaraan Perorangan 
i 

Dinas dimaksud: 
I 

a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun: 
1. terhituhg mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk 

! 
i 

perolehan selain tersebut pada angka 1. 
I 
I 

b. sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaran tugas Pemerintah 
I 

2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk 
' 
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(1) Kendaraan perorangan dinas · yang dijual tanpa melalui lelang 
kepada mantan Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit 
kendaraan bkgi 1 (satu) orang mantan Pejabat Negara, untuk tiap 

I . 
penjualan yang dilakukan. 

I 

Pasal 357 

i 
(1) Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan 

dinas tanpa ihelalui lelang memeriuhi persyaratan: 
a. telah merniliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 

I 
(empat) tahun atau lebih secara berturut- turut, terhitung mulai 

I 
tanggal . d1itetapkan menjadi : Pejabat Negara sampai dengan 
berakhimya masa jabatan; 

! 

b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa 
I 

melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai 
Pejabat NJgara; 

c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan 
I 

ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; 
I ·. . dan ' 
I 

d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. 
I 

(2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi 

I . . 
yang sama atau pada instansi yang berbeda. 

I 

i 

Pasal 356 

Pasal 355 I 
I 

(1) Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan 
I 

perorangan ~inas pada tahun 'terakhir periode jabatan Pejabat 
Negara. I 

(2) Tahun ter~ir periode jabatan Pejabat Negara sebagaimana 
dimaksud pa~a ayat (1) adalah tahun terakhir pada periode jabatan 
Pejabat Negcka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- . I :. . 
undangan. I •. 

(3) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tan pa melalui lelang paling 
I 

banyak 1 (satu] unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, 
I 

untuk tiap penjualan yang dilakukan. 
I 
I 

! 
' I 
! 

! 
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DPRD, untuk setiap penjualan yang dilakukan. 

i 
I 
I 

(1) Pimpinan DPRD yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas 
tanpa melalii lelang harus memenuhi persyaratan: 

! 

a. telah mJmiiiki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 
I 

(empat) .tahun atau lebih secara berturut turut, terhitung mulai 
I 
I 

tanggal 9itetapkan menjadi Pimpinan DPRD; dan 
b. tidak sedang atau tidak pemah dituntut tindak pidana dengan 

I I . 

ancamari hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima} tahun. 
c. sudah ti6ak diperlukan bagi penyeleriggaran tugas Pemerintah 

daerah. i 
(2) Permohona:p penjualan Kendaraan perorangan Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1} dilaksanakan pada tahun terakhir periode 
I . 

jabatan Pimpinan DPRD. 
. I 

(3) Kendaraan / Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang 
I 

paling banyak 1 (satu] unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pimpinan 
I 

; 

(2) Masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf b adalah masa jabatan baik dalam instansi yang 

! 

sama atau pada instansi yang berbeda sebagai Jabatan Pimpinan 
! 

Tinggi Madya. 
I 
r Pasal 359 

(1) Pegawai ASN yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas 
I 

tanpa melal~i lelang memenuhi persyaratan: 
a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 15 I . . .: 

(lima belas) tahun atau lebih secara 
I 

b. berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai 
I 
i 

pegawai riegeri sipil; 
. ! 

c. telah menduduki, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya paling singkat I .. 
5 (lima) tahun; dan 

. I 
d. tidak sedang atau tidak pemah dituntut tindak pidana dengan 

ancaman!hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. 

Pasal 358 

(2) Mantan Pej1bat Negara mengajukan permohonan Penjualan 
l 

kendaraan perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak 
I 
I 

berakhirnya rasajabatan Pejaba~ Negara yang bersangkutan. 
I . 

i 
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a. pembayaran sekaligus, bagi Pejabat Negara/ mantan Pejabat I . . 
Negara / Pimpinan DPRD / mantan Pimpinan DPRD; 

b. pembayaran secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun, bagi l . 
pegawai AyN. 

kendaraan berupa 
. ! 

=embayaran atas penjualan barang milik daerah 
i , 

»erorangan dinas tan pa lelang dilakukan dengan: 
! 

Pasal 362 

a. kendaraan dengan umur 4 (empat) .tahun sampai dengan 7 
I 
I 

(tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) 
i 

dari nilai wajar kendaraan; 
! 

b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga 
jualnya Jdalah 20°/o (dua puluh persen) dari nilai wajar 
kendaraan. 

; 

; 'engguna Barang j menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas 
' . 

• ang dijual kepa~a Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara/Pegawai 
\SN/Pimpinan DPRD/mantan DPRD yang dilakukan tanpa melalui lelang 

I 
.iengan ketentuan sebagai berikut: 

I 

Pasal 361 

ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; . I 

dan 
d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. 

[ 

b. belum pernah membeli Kendaraan perorangan Dinas tanpa 
melalui l~lang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai 

' 

Pimpinan iDPRD; 
' 

c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan 
I . . 

berakhirnya masa jabatan; 
' 

(empat) tahun atau lebih secara berturut- turut, terhitung mulai 
! 

tanggal ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD sampai dengan 
f 

I 

\llantan Pimpinan DPRD yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas 
.anpa melalui lelarig harus memenuhi persyaratan: 

I ; 
a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 

! 

Pasal 360 
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I 

(1) Pejabat Negcha, mantan Pejabat, Pimpinan DPRD dan mantan I , 
Pimpinan qPRD yang tidak memenuhi syarat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 362 huruf a, Pasal 363 huruf a, dan Pasal 

I •• 
364, dicabut p.aknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas. 

I 

(2) Pegawai ASN yang tidak memenuhi · ketentuan sebagaimana . . ! . 
I 

dimaksud dalam Pasal 362 huruf b, Pasal 363 huruf b, dan Pasal 
364 dicabut lhaknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas 
tersebut dab. angsuran yang telah dibayarkan tidak dapat 
dikembalikaJ. 

", (3) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat 

Negara/ manl Pejabat Negara/P,unpinan DPRD / man tan Pimpinan 

! 

Pasal 365 

i 

b. kendaraay- tersebut tetap digu:pakan untuk keperluan dinas; 
c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat 

I . 
Negara/rnantan Pejabat Negara/Pimpinan DPRD/mantan 
Pimpinan!DPRD atau Pegawai ASN; dan 

d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, 
I 

disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain. 

I 
! 

i \pabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas 
t 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 belum lunas dibayar maka: 

t a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai barang milik 
I 

daerah; i 

Pasal 364 

i angsuram 

Pasal 363 
I 

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 dilakukan melalui 
I . . 

penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah: 
I . 

a. paling 1Ja 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya 
I 

surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus; dan 
: 

b. sesuai :rhekanisme yang diatur dalam perjanjian antara 
PenggunJ Barang dengan pegawai ASN, untuk pembayaran 

! 
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Negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak 
berakhirriya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan; 

c. Pimpinanl DPRD, pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat 
i 

pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat 
i 

a. Pejabat i;regara, 
Negara; 

I 
b. Man tan Pejabat 

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tan pa melalui 
lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, diawali dengan 
pengajuan p~rmohonan penjualan oleh: 

I 

Pasal 368 

Negara secara berkelanjutan. 

I 

I (I) Pejabat Negara, Pimpinan DPRD atau Pegawai ASN yang pernah 
! 

membeli kendaraan perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 ( satu) 
unit kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah 

jangka wakt4 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama. 
i 

(2) Pembelian kernbali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dan Pimpinan DPRD 

I 
sepanjang Pejabat Negara tersebut masih aktif sebagai Pejabat 

' 

Pasal 367 

(1) Biaya yang I telah dikeluarkan. oleh pemerintah daerah untuk 
perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan 
penjualan, lenjadi tanggungan: Pejabat Negara ,Pimpinan DPRD 

! 
atau Pegawai ASN yang membeli kendaraan perorangan dinas 
tersebut dJn harus dibayar · sebagai tambahan harga jual 

sebagaimanl dimaksud dalam Pasal 361. 
(2) Biaya yang: telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk 

i 

perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah biaya selain 
I 

pemeliharaan rutin atas kendaraan perorangan dinas. 

Pasal 366 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan oleh Pegawai ASN 
I 

sebagaimanJ dimaksud pada ayat (2), digunakan kembali untuk 
! 

pelaksanaan' tugas. 
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kendaraan perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi 
surat keriutusan pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara 

I 
berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak 

i 

pembelian pertama kendaraan perorangan dinas sebagaimana 
I 

dimaksud pada huruf c; 

pertama bagi Pejabat Negara; 
I 

d. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali 
I 

Negara; i 

fotokopi Jartu identitas; 
! 

c. surat pernyataan yang menyatakan belum pemah membeli atau 
I 

pemah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang 
I 
I 

setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian 

b. 

Pasal 369 
I 

(1) Surat Permoponan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (3) 

. dilampiri do¥umen pendukung. 
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi 

. I 

Pejabat Negaja/mantan pejabat negara, antara lain: 
I 

a. fotokopi ;surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara 
atau surat keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat 

Negara; 
. d. Mantan Pimpinan DPRD, paling lama 1 (satu) tahun sejak 

berakhiJya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan; 
! 

e. Pegawai ASN. 
i 

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada .ayat ( 1) 

, disampaikad oleh: 
i 

a. Pejabat N1gara kepada Pengguna Barang; 
b. Mantan ~ejabat Negara kepada Bupati; 

. c. Pimpinan' DPRD kepada Pengguna Barang; 
I 

d. Mantan Rimpina DPRD kepada Bupati; dan 
I 

e. Pegawai ASN kepada Pengguna Barang. 
(3) Surat Permdhonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat I , 

I . I antara run: J 
; 

a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal 
. I 

lahir; dan 
I 
I 

b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas. 
i 

I 
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.... 

(1) Berdasarkari. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 368 i ayat (3), Pengguna Barang melakukan persiapan 

i 
permohonan penjualan, antara lain: 

a. data adJinistrasi kendaraan perorangan dinas; dan 
I 

· b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan 
. i 

· dinas tanpa melalui lelang. 

(2) Dalam hal! persiapan perm6honan penjualan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Pengguna Barang melalui 
Pengelola Barang mengajukan :usulan · penjualan kepada Bupati 

l 
selaku pe~egang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah 

disertai: I 
a. fotokopi I?uku Pemilik·Kendar~an Bermotor (BPKB); 
b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK): 

I -, c. surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana 
I 

Pasal 370 

i 

b. fotokopi Surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri 
I 

Sipil; ! 

c. fotokopi fartu identitas; . 
1 

· d. surat pemyataan yang menyatakan belum pemah membeli atau 
I 

pemah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang 
setelahjrgka waktu 10 tahun sejakpembelian pertama; dan 

e. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak 
! 

pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman. hukuman 
pidana p~njara paling singkat'.'.5 (lima) tahun. 

l 

Daerah Provinsi; 

pegawai ASN, antara lain: 
a. fotokopi I surat keputusan pengangkatan menjadi Sekretaris 
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e. surat pemyataan yang menyatakan belum pemah membeli 
I 

kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat 
yang bersangkutan menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat 

Negara; dan 
f. surat pemyataan yang menyatakan · tidak sedang atau tidak 

i 
pemah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman 

pidana pJnjara paling singkat.S (lima) tahun. 
(3) Dokumen p~ndukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi 

I 



. - .. 

(1) Pengelola B4rang mengajukan permohonan persetujuan penjualan 
berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud 

I 

dalam Pasall 370 ayat (5) dan ayat (7) kepada Bupati sesuai batas 
kewenangannya. 

I 
(2) Apabila per~etujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan 
penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang. 

I 

(3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas 
' 

. yang akan I dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit 

Pasal 371 

(7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan 
! 

sebagai dascir penetapan nilai limitpenjualan barang milik daerah. 
- I - 

I 

- melakukan penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan 
I 

dijual. I . ! 

(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan 
·- I I 

dalam berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan 

: kepada Bupiti melalui Pengelola Barang. 
(6) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk 

! 

administratif, 
[ 

I 
dimaksud dalam Pasal 369 ayat (2) dan ayat (3); 

i . 
d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

untuk pe~baikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli 
I . I 

dalam jarigka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan 
- I - 

penjualan; dan 
I 

e. surat pernyataan dari pengguna barang bahwa sudah ada 

kendaraan pengganti. 
! 

(3) Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan 
! 

; sebagaimana dimaksud pada ayat (2). - 
- I 

(4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
I 

Bupatimem~entuk Tim untuk: 
a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan 

I 
permohonan penjualan barang milik daerah; 

__ b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik 
I 

kendaraJ.i perorangan dinas yang akan dijual dengan data 
! 
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I 

penjual~n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat ( 1). 

(1) Pejabat Negara/Pimpinan DPRD melakukan pembayaran ke Kas 
Umum DaJrah, terdiri dari: 
a. pembelik kendaran perorangan dinas sesuai harga jual 

kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam 
i 

Pasa1361;dan 
I 

b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk 
perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam 
jangka lwaktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan 

Pasal 372 

memuat: 
a. data kendaraan perorangan dinas; 

' ! 
b. nilai perolehan; 

c. nilai buk1; 
I 

d. harga jual kendaraan perorangan dinas; dan 
! 

e. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk 
perbaikah kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan 

penjuala~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (1) 
I 

untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan pegawai ASN. 
(4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan 

I perorangan I dinas tanpa melalui lelang Bupati memberitahukan 

secara tertulis kepada pemohon melalui Penggelola Barang. 
(5) Berdasarkah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

I 
Pengelola Barang melakukan . penjualan kendaraan perorangan 

dinas kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara. 
! 

(6) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
! 

Pengguna Barang menyiapkan perjanjian penjualan kendaraan 
peroranganl dinas yang ditandatangani Bupati dengan pegawai ASN. 

I 
(7) Perjanjian lsebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit 

memuat: 
a. identitas pegawai ASN; 

I 
b. data kendaraan perorangan dinas; 
c. bentuk pembayaran dan jangka waktu; dan 

I d. hak danl kewajiban kedua belah pihak. 
i 
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a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti 
perencanaan awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan 

! 
digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri 

perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan 
pegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 343 ayat (2) huruf b dilakukan dengan persyaratan: 

I 

Penjualan barang milik daerah berupa tanah kavling yang menurut awal 
i 

Pasal 373 

dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan 

kendaraan perorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan 
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(7) Kendaraan r perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan 

dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 353 serta tidak 
digunakan . untuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan 
penjualan ~ecara lelang. 

(2) Mantan Pejabat Negara/mantan Pimpinan DPRD melakukan 
pembayaran ! ke Kas Umum Daerah sesuai harga jual kendaraan 

perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361. 
I 

(3) Pegawai ASI'4 melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri 

dari: 
a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual 

i 

kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 361; dan 
b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk 

I .· 

perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan 

penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat ( 1). 

(4) Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang 
dibuktikan :dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari 

Pengelola Barang/ Pengguna Barang. 
(5) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan 

penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut serah 
terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(6) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan 
I 
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' b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti 
! 

sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; 
. ! 

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang 
- I 

bersangkutan; 
I 

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau 
e. dikuasJ pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan 

i 
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan 
ketentuan perundang- undangan, yang jika status kepemilikannya 
dipertah.ankan tidak layak secara ekonomis. 

I 
I 
I 

(l) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah 
! 

mendapat persetujuan DPRD untuk: 
I . 

a. tanah di/ atau bangunan; atau . 
b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari 

I 
RpS.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 

(2) Pemindaht~ganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
! 

bangunan I sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a tidak 
memerlukan persetujuan DPRD, apabila: 

! 
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 

! 

Pasal 377 

Persetujuan Pemindahtanganan 

Bagian Kedua 

( 1) Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan 
I 

penilaian. i 
(2) Dikecualik+ dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah dan penjualan barang 
I · b k fi · · sisa bongkaran dengan mempertim ang an e istensi. 
I 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 

d tk l ·1 . . men apa an m ai wajar. 

I 

Pasal 376 
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umum sebagaimana dimaksud dalam · Pasal 377 ayat (2) huruf d, 
i 

adalah tanah dan/ atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan 
! ' 

kepentingan 
' 

( 1) Tanah dan~ atau bangunan yang diperuntukkan bagi 

Pasal 381 · 

Pasal 380 · 

Tanah dan/ atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil 
I 
I . 

pemerintah daer~h yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
I 

377 ayat (2) huruf c, adalah: 
! 

a. tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah 
i . . 

negara/ daerah golongan III; 
I . . . 

b. tanah y~g merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan 
awalnya' untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil 
pemerintah daerah yang bersangkutan. 

I 
! 

Bangunan yang harus dihapuskan · karena anggaran untuk bangunan 
pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran sebagaimana 
'dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) huruf b, dimaksudkan bahwa yang 
dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut ! . • .. 
dirobohkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang 

, i . 

sama (rekonstru~si) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan 
I 

dalam dokumen penganggaran. 
. I 

! 

Pasal 379 

ruang wilayah atau penataan kota sebagaimana dimaksud dalam 
! 

Pasal 377 I ayat (2) huruf a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah 
dan/atau bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan 

i 
dan/ atau fungsi kawasan wilayah. 

I 
(2) Tanah danfiatau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan penyesuaian 
I 

yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/ atau bangunan 

tersebut I 

I Pasal378 
! 

i 
( 1) Tanah dan/ atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata 

' 
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s. promosil budaya nasional; 
i 

t. pertamanan untuk umum; 
. I 'al U. panti SOSl ; 

v. lembagd pemasyarakatan; dan 
! 

Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
l . 

p. rumah susun sederhana; 
I 

q. tempat pembuangan sampah untuk umum; 
i .·· 

r. cagar alam dan cagar budaya; 
I 

I 

k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi; 
! 

1. sarana dan prasarana olahraga untuk umum; 
I 

m. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya 
untuk l~mbaga penyiaran publik; 

n. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, 
I 

Perserikjtan Bangsa-Bangsa, dan Iembaga intemasional di bawah 
naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa; 

o. fasilitas I Tentara Nasional' Indonesia dan Kepolisian Negara 
i 

e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal; 
r 

f. tempat ibadah; 
I 

g. sekolah atau lembaga pendidikan non komersial 
l 

i h. pasar umum; 
i. fasilitas pemakaman umum; 

! 
J. fasilitas [keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan 

I 
bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana; 

b. saluran I air min um/ air bersih dan/ atau saluran pembuangan air; 
c. waduk, ;bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk 

i 
saluran irigasi.; 

d. rumah s~kit umum dan pusat kesehatan masyarakat; 
I 

' 

yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, Masyarakat luas, 
! 

rakyat banyak/bersama, dan/ atau kepentingan pembangunan, 
i 

termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup 
I , , 

hubungan bersahabatan antara negara/daerah dengan negara lain 
atau masya~akat/lembaga intemasional. 

I 

(2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) antara 
I 

lain sebagai berikut: 
a. jalan umum termasuk aksesjalan sesuai peraturan perundangan, 

jalan tolJ dan rel kereta api; 
! 
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nilai perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah. 
(5) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud 

I 

pada ayat (2) diajukan oleh Bupati. 
(6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

! 

dilakukan per tiap usulan. 

rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 
persetujuan DPRD. 

(3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan 
nilai wajar .untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar 

I 

menukar dan penyertaan modal. 
(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan 

I 

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau 
bangunan yang bemilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima 

I 

miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati. 

I 

(2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/ atau 
bangunan yang bemilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

' . 

Pasal 383 

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola 
Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

Pasal 382 

w. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik 
termasuk instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan 
yang tidak dapat terpisahkan. 
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Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar 
! 
' menukar, hibah, penyertaan modal atau pemanfaatan. 

(4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud 
! 

pada .ayat (3) atas barang milik daerah setelah mendapat persetujuan 
I 

Bupati. 1 

I 

(1) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak 
laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 

I 

l(satu) kali, 

(2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan penilaian ulang. 

i 
(3) Dalam hal] setelah pelaksanaan lelang ulang, barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola 
I 

Pasal 387 

nilai limit. i 
i 

(5) Nilai limitr'batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
! 
I 

adalah harga minimal barang yang akan dilelang. 
(6) Nilai limit [ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh 

Bupati selakupenjual. 

terendah yang disampaikan kepada Bupati, sebagai dasar penetapan 
! 

(1) Dalam rangka penjualan barang milik daerah dilakukan penilaian 
untuk mendapatkan nilai wajar. 

I 
(2) Dikecualiko/1 dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah bagi penjualan barang milik daerah berupa tanah yang 
diperlukan 

1untuk 
pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai 

jualnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan yang 
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

! 
(3) Penentuan milai dalam rangka penjualan barang milik daerah secara 

I 
lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (1) dilakukan 

dengan meinperhitungkan faktor penyesuaian. 
I 
I 

(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan limit/batasan 
I 

Pasal 386 
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I 

a. Pendap1tan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam 
rangka ;penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas i . .. 
dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan 
daerah I yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan 
Layanan Umum Daerah. 

b. Pendap4tan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam 
rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan 

I 
Umum :Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan 
seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. 

I 

(1) Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya ke 
I 
I . 

rekening Kas Umum Daerah. 
I 

(_2) Dalam hal lbarang milik daerah berada pada Badan Layanan Umum 
Daerah maka: 

Pasal 389. 

dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan. I . . 
I 

pada ayat i (3) atas barang milik daerah selain tanah dan/ atau 
I 

bangunan \ setelah mendapat persetujuan Bupati untuk masing- 
masing kegiatan bersangkutan. 

I 

(5) Dalam hai penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau 
I 

penyertaan] modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat 
i 

I 

(1) Barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang 
- tidak laku i dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang 

I 

- sebanyak 1i (satu) kali. · 
(2) Pelaksanaa~ lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 

dilakukan penilaian ulang. 
I 

(3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud 
r ; 

pada -ayat f(l) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti 

dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau 
penyertaanl modal. 

(4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud 
I 

Pasal 388 
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! 
(1) Objek penjralan adalah barang milik daerah yang berada pada 

PengelolaBarang /Pengguna Barang, meliputi: 
I . 

a. tanah dan/atau bangunan; 
I 

i ' b. selain tanah dan/atau banguan. 
! 

(2) Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan 
sebagaimaiia dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan 
persyaratan sebagai berikut: 

I 
a. memenuhi persyaratan teknis: 

I 

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih 
I 

mengunfungkan bagi daerah apabila barang milik daerah dijual, 
karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar 

dari pada manfaat yang diperoleh; dan 
! 

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak 
terdapaJ perrnasalahan hukum. 

I ; 

(3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara 
I ·. 

lain: . 

a. lokasi binah dan/ atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata 
! 

ruang wilayah; 
I 

b. lokasi qan/ atau luas tanah dan/ atau bangunan tidak dapat 
I 

digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 
I 

penyeleriggaraan tugas pemerintahan daerah; 
I 

c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya 
! 

diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negen 
• I pernenntah daerah yang bersangkutan; 

d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau 
e. barang milik daerah yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan 

I - I - . 
penetapan status penggunaan atau pemanfaatan. 

! 

(4) Penjualan ibarang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan 
sebagaimaria dirnaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan 

I 
persyaratan sebagai berikut: .. I 
a. memenuhi persyaratan teknis: 
b. memenJhi persyaratan ekonomis, - yakni secara ekonomis lebih 

menguntungkan bagi pemerintah . daerah apabila barang milik 
! 

Pasal 390 

Objek Penjualan 

Paragraf Kedua 
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' a. pengajuah permohonan penjualan disertai dengan bukti 
I 
I 

perencanaan awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan 
I 

digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri 
pemerintah daerah yang bersangkutan; dan I . 

b. penjualari dilaksanakan langsung kepada masing-masing pegawai I ·. 
negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan yang ditetapkan 

! 

oleh Bupati. 
I 

Penjualan barangl milik daerah berupa tanah kavling yang menurut awal 
perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan 

i 
pegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan dilakukan dengan 
persyaratan: 

Pasal.391 

1 pengangku tan. 
I 

terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya; 

tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan 
perubahan · dalam spesifikasi akibat karena I mengalam~ 

penggunaan, seperti 
a tau f 

d. barang rnilik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan 
I 

karena jmengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran 
disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau 

antara lain: I 
i 

a. barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena 
I 

rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; 
I 

b. barang rnilik daerah secara :. teknis tidak dapat digunakan lagi I . 
akibat modernisasi; 

c. barang rhilik daerah 
! 

I 
daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang 

i . 
lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan 

I 

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak 
! ! 

terdapat permasalahan hukum. 
(5) Persyaratan[ teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
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(1) Penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang diawali dengan 
! 
I 

membuat pe1enca:naan penjualanyang meliputi antara lain: 
a. data barang milik daerah; 

I 
b. pertimbangan penjualan; dan 
c. pertimbarigan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh 

I 

Pengelola ~arang. 

Pasal 394 

! 

a. Inisiatif Bupati; atau 
I 

b. Permohonan pihak lain. 
i 

[ 

;>elaksanaan penjualan barang milik daerah yang berada pada Pengelola 
I 

Barang dilakukan berdasarkan: 
' 

Pasal 393 

Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang 

Paragraf Ketiga 

( 1) Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas 
I 

operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, 
i 

yakni berus~a paling singkat 7 (tujuh) tahun. 
(2) Usia T(tuju~) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

I 

a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai 
I 

dokumen kepemilikan, untuk.perolehan dalam kondisi baru; atau 
! 

b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai 
I . 

dokumen kepemilikan, untukperolehan tidak dalam kondisi baru. 
I . . . 

(3) Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak 
berat dengan sisa kondisi fisik setinggi- tingginya 30 % (tiga puluh 
persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan 
sebelum berusia 7 (tujuh) tahun. 

! 

(4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) 
tahun sebag~mana dimaksud pada ayat (3) 

I . 
(5) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang 

I 
berkompeten 

Pasal 392 
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I 
I 

(1) Berdasarkanl Serita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam 
! ; 

Pasal 396 ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan 
I 

Pasal 397 

i 
dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya 
disampaikad kepada Bupati melaiui Pengelola Barang. 

! 

1 

huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik I . . 
daerah yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1). 

I 
(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 

. (3) huruf a dilakukan untuk meneliti: 
a. status dln bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi 

I 
I 

tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, 
I .: 

untuk data barang milik daerah berupa tanah; 
I 

b. .tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, 
nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik 

I 
daerah berupa bangunan; dan 

I 
c. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data I -. 

identitas ibarang, untuk data. barang milik daerah berupa selain 
! ' 

tanah dan/ atau bangunan. 
I 

(2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 ayat (3) 

. I . 
(1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 ayat 

I 
I 

Pasal396 

' i (1) Bupati rnelakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana 
I 

dimaksud dalam Pasal 394 ayat (2). 
I 
i 

(2) Dalam mel~ukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 

Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian. 
(3) Penelitian sJbagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

I 
a. penelitian data administratif; 
b. penelitian fisik. 

I 
! 

Pasal 395 

(2) Pengelola Eb.rang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati 
disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

I 
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(l) Bupati menetapkan barang milik daerah yang akan dijual 
I . 

berdasarkanl hasi] penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara 
i 

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 ayat (3) dan 
l 

persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 398 ayat (1) .dan ayat (2). 
I 

(2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
! 

sedikit memuat: 
! 

Pasal 399 

atau persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
i 

melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan 
penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang. 

! 
(5) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

lebih tinggi, I atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian 
sebelumnya I yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Bupati tidak perlu mengajukan permohonan baru 

i 
persetujuan penjualan barang milik daerah kepada DPRD. 

(6) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) kepada DPRD. 

I 

; 

a. tanah darr/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
377 ayat (1) huruf a; 

! 
b. selain tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam 

! 
I 

Pasal 37~ ayat (1) huruf b. 
(4) Apabila per~etujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

l 

' 

I (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan 
' 

barang milik daerah kepada Bupati. 
! . 

(2) Apabila penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
I 

ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu 
. mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD. 

' 
(3) Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada 

i 
ayat (2) dilakukan terhadap: 

Pasal 398 

i 
i 

Penilai untuk melakukan penilaian atas barang milik daerah yang 

akan dijual. 
(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan 

I 
sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah. 

i 
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I 
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 

! 
(2) Berdasarkan\ Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1), Pengelola Barang mengajukan usulan 
I 

penghapusan barang milik daerah kepada Bupati. 
I 

i 

(1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 ayat (3) 

Pasal 401 

\ (1) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud 
' ' dalam Pas~ 399 ayat (1) merupakan penjualan barang milik daerah 

yang dilakukan secara lelang, Pengelola Barang mengajukan 
l 

permintaan penjualan barang milik daerah dengan cara lelang kepada 
i 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 
(2) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud 

. I 
I dalam Pasal' 399 ayat (1) merupakan penjualan barang milik daerah 
I 

yang dilakukan tanpa lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan 
barang milik daerah secara langs.ung kepada calon pembeli. 

I 

(3) Penjualan b~ang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilakukan serah terima barang berdasarkan: 
a. Risalah lelang, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan 

! 

secara lelk.ng; dan 
I 

b. Akta jual\ beli, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan 
tanpa lelang. 

I 

Pasa1400 

a. data baning milik daerah yang akan dijual; 
I 

b. nilai perolehan dan/ atau nilai buku barang milik daerah; dan I . . 
c. nilai limit penjualan dari barang milik daerah. 

I 
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pemerintahan; 
I 

• b I pertim angan: 
I 

a. Untuk :rhemenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan 
I 
' 

dengan (1) Tukarmenuk~ barang milik daerah dilaksanakan 
I . 

Pasal 404 

Prinsip Umum 

Paragraf Kesatu 

Tukar Menukar 

Bagian Keempat 

(1) Serah terima barang penjualan barang milik daerah pada Pengguna 
l 

Barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 
I . 

(2) Berdasarkan' Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Penkguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang 
milik daerahlkepada Pengelola Barang. 

i 

Pasal 403 

' 
i 

(3) Tata cara penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang 
sebagaiman~ dimaksud dalam Pasal 395 sampai dengan Pasal 400 
berlaku mutatis dan mutandis pada tata cara penjualan barang milik 

l 
daerah padal Pengguna Barang. 

I 

Bupati. 

; 

I 
(1) Penjualan barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali dengan 

menyiapk~ permohonan penjualan, antara lain: 
a. data barJng milik daerah; 

I 

b. pertimbangan penjualan; dan 
I 

c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh 
! 

Pengguna Barang. 
I 

(2) Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan 
! 

permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
! 

Pasal 402 

Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang 
I 
' 

Paragraf Keempat 
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dan 
c. selain tanah clan/ atau bangunan .. 

I 
(2) Tanah d4/atau bangunan y~ng berada pada Pengguna Barang 

sebagaim1a dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah 

' 

(1) Tokar menukar barang milik daerah dapat berupa: 
a. tanah dful/ atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; 

l 
b. tanah dful/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; 

! 

Pasa1405 

d. Pemerintah Desa; atau 
I 

e. Swasta; i 

(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak 
I 

swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan. 
I 
I 

e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau 
! 

ketentu~ peraturan perundang- undangan, apabila objek tukar 
I 

menukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau 
I 

bangunan. 
I 

(4) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak: I , 
a. Pemerintah Pusat; 

i 
I 

b. Pemerintah Daerah lainnya; 
I 
I 

c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik 
' 

pemerintah lainnya yang dimiliki negara; 
! 

I 
I 

b. untuk oJtimalisasi barang milik daerah; dan 
I :, 

c. tidak tersedia dana dalam APBD. 
(2) Tukar menhkar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditempuh 

apabila pen{erintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau 

b I • angunan pengganti. 
i 

(3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar 
I 

menukar dapat dilakukan: 
! 

a. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
I 

sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 
I 

b. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar; 
I 

c. dalam /rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah 

pusat./pemerintah daerah; 
d. guna mJnctapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar 

i menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/ atau 
i bangunan;dan/atau 
! 
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tanah, harus berupa: 
a. tanah; atau 

i 

b. tanah dan bangunan. 
I 

(3) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa 
! 

bangunan, 
1ctapat 

berupa: 
I 

(1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa: 
a. barang Jejenis; dan/ atau 

I 

b. barang tidak sejenis. 
i 

(2) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa 
' 

Pasal 408 

Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 terhadap 
barang milik dabrah berupa tanah dan/atau bangunan, Bupati dapat 

I 

memberikan altematif bentuk lain pengelolaan barang milik daerah atas 
! 

permohonan persetujuan tukar menukar yang diusulkan oleh Pengelola 
I 

Barang/Pengguna Barang. 
I 

Pasal 407 

b. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai barang milik 
! 

daerah ~ang dilepas dan nilai barang pengganti; 
c. aspek yJridis, antara lain: 

I 
1. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan 

i 
2. buktil kepemilikan. 

2. spesifikasi barang yang dibutuhkan; 
! 

a. aspek teknis, antara lain: 
1. kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang; dan 

l 

Tokar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan: 
! 

Pasal 406 

dan/ atau ) bangunan yang masih dipergunakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak 

! 
sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota. 

I 
(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

I oleh Pengelola Barang. 
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i 

(3) Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi tanggung jawab mitra tukar menukar. 

I 

konstruksi! 

menukar menunjuk konsultan pengawas dengan persetujuan Bupati 
berdasarka!n pertimbangan dari SKPD terkait. 

(2) Konsultan I pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pengawasan 

I 

(1) Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar 
I 

menukar membangun bangunan barang pengganti, mitra tukar 
I 

Pasal 410 

dituangkari dalam perjanjian tukar menukar. 
I 

ke rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai 
I 

wajar barang rnilik daerah yang dilepas dengan nilai barang 
. I pengganti. 

1 

(3) Penyetoranl selisih nilai sebagaimana .dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Berita Acara 

I 

Serah Terima (BAST) ditandatangani. 
i 

(4) Selisih nilhl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
I 

dengan nilai wajar barang milik daerah yang dilepas. 
(2) Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar barang 

milik daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan 
• I 

( 1) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang 
I 

Pasal 409 

penandatanganan perjanjian tukar menukar atau Berita Acara 
I 

Serah Terima (BAST). 
I 

a. tanah; 
i b. tanah dan bangunan; 

c. bangunan; dan/ atau 
I 

d. selain tanah dan/ atau bangunan. 
I 

(4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
i 

harus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal 
I 
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i 
( 1) Pelaksanaah tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan 

I 
I pada kebutuhan pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam 
! 

Pasal 385 ihuruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati 
untuk melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan 

I 

tukar menhkar yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana 
! . 

dimaksud dalam Pasal 404 ayat(l) dan ayat (3). 
(2) Penelitian Jebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penelitidn kelayakan tukar'. menukar, baik dari aspek teknis, 
I 
I 

ekonomis, maupun yuridis; 
I 

b. penelitian data administratif; dan - I . 
c. penelitian fisik. 

! 
(3) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b I . 

dilakukan untuk meneliti: 
a. status Jpenggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi 

I 

termasuk lokasi tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode 
I -- 

register. nama barang, dan - nilai perolehan, untuk data barang 
I , I , 

milik da~rah berupa tanah; 

I 
! 

Pasal 413 

tukar melakukan 

' Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang berada pada 

Pengelola Barang ;dilakukan berdasarkan: 

a. kebutuhln dari Pengelola Baranguntuk 
I menukar; atau 
I 
' b. permohonan tukar menukar dari pihak sebagaimana dimaksud 

: I . - 
I dalam Pasal 404 ayat (4). 

. i 

I 
! 

Pasa1412 

Tata Cara Pelaksa'.naan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Pada Pengelola 
I 
I : Barang 

Paragraf Kedua 

j 

Tukar menukar ~ilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat 
I 

persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya. 
I 

Pasal 411 
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(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 
ayat (3), Bupati melakukan penetapan mitra tukar menukar. 

! 

Pasal 415 

(1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat 
(6), Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti 

I 

sebagai berikut: 
I 
I 

a. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan 
I 

tata ruang wilayah; 
b. bangunan meliputi: jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta 

I 

sarana dan prasarana penunjang; dan 
c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi 

i 
barang dan spesifikasi barang. 

(2) Pengelola ~arang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah 
yang akan ditukarkan dan barang pengganti. 

i 

(3) Hasil Penilfrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
Pengelola ~arang kepada Bupati. 

Pasal 414 

dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati untuk penetapan barang milik 
! 

daerah menjadi objek tukar menukar. 

i 
dituangkan i dalam berita acara penelitian. 

(6) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian sebagaimana 
! 

(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) 

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, 
i 

konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai 
I • 

perolehan, dan nilai buku, untuk data barang milik .daerah berupa 
I bangunan;dan 

c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, 
I 

jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti 
kepemili~an kendaraan untuk data barang milik daerah berupa 

selain tanah dan/atau bangunan. 
I 

(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
I 

dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang 
i 

akan ditukarkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 
I 
! 
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I 
(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) 

menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuian spesifikasi dan/ atau 
I 

menukar. 

konsultan pengawas dan penelitian lapangan. 
I 

(2) Sebelum dilakukan penyerahan barang milik daerah yang dilepas, 
! 

Pengelola ~arang melakukan penilaian terhadap kesesuaian barang 
pengganti 

1sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian tukar 
I 

i 

(1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan 

pengadaan / pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan 
I 

Pasal 416 

dengan iperjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas 
I 

barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan 
I 

b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti 
sesuai dengan perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan 

I 
I 

penguru,san dokumen administratif yang diperlukan, tukar 
I 

menukar atas barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau 
I 

bangunan. 

b. barang rr{ilik daerah yang akan dilepas; 
! 
I 

c. nilai wajar barang milik daerah yang akan dilepas yang masih 
I 

berlaku pada tanggal keputusan diterbitkan; dan 

d. rincian rJncana barang pengganti. 
i 

(3) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar 
! 

menukar kepada Bupati. 
I 

(4) Dalam hal ;tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Bupati 
terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar 

kepada DP~D. 
I 

(5) Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar sebagaimana 
dimaksud Jada ayat (3) dan ayat (4), Bupati dan mitra tukar menukar 
menandatangani perjanjian tukar menukar. 

! 
(6) Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar sebagaimana 

dimaksud Jada ayat (5), mitra tukar menukar melaksanakan: 
! 

a. Pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai 
! 

I 
a. mitra tu~ar menukar; 
memuat: 

(2) Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit 
I 
' 
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(1) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan 
pada permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

I 
415 huruf b, diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis 

I 

kepada Bupati. 

(2) Permohonan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai data 
I 

pendukung berupa: 
• • I a. rmcian peruntukan; 

b. jenis/sJesifikasi; 
c. lokasi/ data teknis; 

I 
d. perkiraan nilai barang pengganti; dan 

I 

Pasal 418 

(1) Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud 
I 

dalam Pasal 415 ayat ( 5) Pengelola Barang melakukan serah terima 
barang, yJg dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 

(2) Berdasarkt Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana 
dimaksud [pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan 

I 
penghapusan barang milik daerah yang dilepas dari daftar barang 

I 
Pengelola kepada Bupati serta Pengelola Barang mencatat dan 
mengajukah permohonan penetapan status penggunaan terhadap 

I 

barang pengganti sebagai barang milik daerah. 
I 

! 

Pasal 417 

untuk menukar tukar mitra hkl kewajiban 
I 

melengkapi/memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
I 

dapat dipeAuhi, maka mitra tukar menukar berkewajiban untuk 
l 

menyetorkap selisih nilai barang milik daerah dengan barang 
I 

pengganti ke rekening Kas Umum Daerah. 
I (5) Bupati mernbentuk Tim untuk melakukan penelitian kelengkapan 

dokumen ~arang pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta 
menyiapkari Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk ditandatangani 

I 

oleh Pengelola Barang dan mitra tukar menukar. 
I 

(4) Dalam 

i 
jumlah barang pengganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra 

i 
tukar menukar berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuai 

terse but. 
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e. rincian rencana kebutuhan barang pengganti. 
! 

(2) Data administratif barang milik daerah yang dilepas sebagaimana 
I 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, diantaranya: 
I 

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi 
termasukl lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama 
barang, dan nilai perolehan, untuk barang milik daerah berupa 
tanah; 

b. tahun p~mbuatan, kode barang, kode register, nama barang, 
konstruksi bangunan, luas, status . kepemilikan, nilai perolehan, 

! 
dan nilai buku, untuk barang milik daerah berupa bangunan; dan 

I 
c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, 

I 
jumlah, riilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti 

i 
kepemilikan kendaraan, untuk barang milik daerah berupa selain 

i tanah dari/ atau bangunan. 
I 

kota; 
d. data administratif barang milik daerah yang dilepas; dan 

I 
' 

c. Peraturari daerah mengenai .tata ruang wilayah atau penataan 
! 

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar ' . 

menukar ke~ada Bupati melalui Pengelola Barang, dengan disertai: 
i . 

a. penjelasarr/ pertimbangan tukar menukar; 
b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang 

ditandatangani oleh Pengguna Barang; · 
I 

Pasal 419 

Tata Cara Pelaksanaan Tokar Menukar Pada Pengguna Barang 

Paragraf Ketiga 

404 ayat (4).i 

Pelaksanaari tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan 
! 

pada permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
! 

' I 
e. hal lain yang diperlukan. 

' 
(3) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan 

pada kebutuhan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 416 sampai dengan Pasal 420 berlaku mutatis mutandis pada 

I 
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pengganti 

I 

( 1) Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian. 
(2) Perjanjian Jekurang-kurangnya memuat: 

I 
a. identitas pihak; 

I 
b. jenis dan nilai barang milik daerah; 

ifik I · b · c. spesr 1 asi arang pengganti; 

d. klausal I bahwa dokumen kepemilikan barang 
I 

diatasnarnakan pemerintah daerah; 
e. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar; 
f. hak danlkewqiiban para pihak; 
g. ketentuan dalam hal terjadi kahar (force majeure); 

I 
h. sanksi; dan 

I I · li ih 1. penye eiruan perse st an. 

I 
Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima 
I . 

Pasal420 

Paragraf Keempat 

I 
I 
I -21s- 

/ 

(3) Rincian rencana kebutuhan barang pengganti sebagaimana I . 

dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: 
I 

a. luas dan j lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang 
wilayah, untuk barang milik daerah berupa tanah; 

b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan 
I 

prasarana penunjang, untuk barang milik daerah berupa 
i bangunan; dan/ atau 
I 

c. jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang untuk 
i 

barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan. 
I 

( 4). Pelaksanaari tukar menukar barang milik .daerah pada Pengelola I . .. 
I 

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.13 sampai dengan Pasal 
I ' 417 ayat (1) berlaku mutatis mutandis pada pelaksanaan tukar 

menukar barang milik daerah pada Pengguna Barang. 
(5) BerdasarkJ Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengguna Barang 

I 

mengajukari usulan penghapusan barang milik daerah yang dilepas 
dari Daftaf Barang Pengguna kepada Pengelola · Barang serta 
Pengguna Barang mencatat dan: mengajukan permohonan penetapan 

! 
I 

status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai barang milik 
! 

daerah. 



Bupati benvena11;g membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepihak 
dalam hal BeritJ Acara Serah Terima (BAST) tidak ditandatangani sampai 
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 ayat (3) dan 
ayat (4). 

Pasal 422 

penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti 
yang belum siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar 

I 
ditandatangani. 

( 5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hanya dapat 

dilakukan ~alam hal mitra tukar menukar telah memenuhi seluruh 
I • 

ketentuan I dan seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian 
I tukar menukar. 

(1) Penyerahan barang milik daerah dan barang pengganti dituangkan 
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud 

t 
I 

dalam Pasal 41 7 ayat ( 1) . , I 
(2) Berita Acara Serah Terima (BA~T) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Pengelola Barang. 
' 

(3) Penandat~ganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan I paling lam bat i ( satu) bulan setelah tanggal 

i 
penandatariganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti 

' 
yang telah siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar 
di d I . itan atangani. 

(4) Penandatariganan. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
! ' 

dilakukan i paling lama 2: (dua) tahun setelah tanggal 
' 

Pasal:421 

; 

(3) Perjanjian t1kar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar 
I ' 

dengan Bupati. 
i 
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Pasal 425 

c. tidak di gunakan lagi dalam penyelenggaraan tu gas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(2) Segala biaya yang timbul , dalam proses pelaksanaan hibah 
ditanggun~ sepenuhnya oleh pihak penerima hibah. 

I 
! 

i 
(1) Barang Jimk daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi 

I persyaratan: 
I 

a. bukanmerupakan barang rahasia negara; 
I .. b. bukan merupakan barang •. yang menguasai hajat hidup orang 

banyak: atau 
i 

Pasal 424 

Pasa1423 

I 
( 1) Hi bah barang milik daerah dilakukan dengan 

! 
pertimbangan untuk kepentingan: 

i 
a. sosial; l 
b. budaya; / 

i 
c. keagamaan; 

I 

d. kemanusiaan; 
e. pendidiJan yang bersifat non komersial; dan 
f. penyeleriggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah. 

! 

(2) Penyelenggf aan pemerintahan pusat/ daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan antar 

i 
negara, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 
hubungan I antara pemerintah 'daerah dengan masyarakat/lembaga 

I ; 
internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang 
penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah 

I daerah. ! 
; 

Prinsip Umum 

Paragraf Kesa tu 

Hi bah 

Bagian Kelima 
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; 

c. selain tbah dan/atau bangunan. 
! . . 
I 

(1) Hibah dapkt berupa: 
. I 

I 

a. tanah 9an/ atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; 
b. tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; 

dan 

Pasal 427 

I 

lembaga dimaksud; 
I 

b. pemerintah pusat; · 
c. pemeriJtah daerah lainnya; 

I 
d. pemerintah desa; 
e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan 

kriteria / masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai 

ketentuk.n peraturan perundang-undangan; atau 
I ! . 

f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. : . 
(2) Pemberianl hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal: 
I 

a. Barang I milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat 
dihibahkan kepemilikannya kepada desa; dan I .. 

b. Barang I milik desa yang telah di~bil dari desa, oleh pemerintah 
daerah lkabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang 
sudah digunakan untuk fasilitas umum. 

! 

(1) Pihakyang dapat menerima hibah adalah: 
a. le~bagal sosial, lembaga b~daya, lembaga keagamaan, lembaga 

kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non 
komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar / rumah 

I tangga, I atau pemyataan 'tertulis dari instansi teknis yang 
I 

kompeten bahwa lembaga · yang bersangkutan adalah sebagai 

Pasal 426 

(1) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana 
I . 

ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah. 
(2) Hibah sebdgaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

! 
Pengelola Barang, 

I 

i 
I 
I 
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• 

( 1) Pelaksanaari hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang 
didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
428 huruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk 

! 

melakukan penelitian. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 
a. penelitiari data administratif; dan 

I 
b. penelitiari fisik. 

Pasal 429 

a. inisiatif Bupati; atau 
I 

b. permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 426. 

Pelaksanaan hib8f barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang 
I 

dilakukan berdasarkan: 

Pasal 428 

Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang 

Paragraf Kedua 

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah 
dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan 

i 

untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

i 

(3) Barang mili~ daerah selain tanah dan/ atau bangunan sebagaimana 
dimaksud p~da ayat (1) huruf c meliputi: 
a. barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang dari 

I 
awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan 

b. barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang lebih 
optimal apabila dihibahkan. 

I 
(4) Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati. 
i 
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. ·- 

(1! Pengelola Bfang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada 
Bupati. ! 

(2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih 
I 

dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD. 
l 

Pasal 430 

' 
. Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima 
. I 
hibah kepada calon penerima hibah. 

! 

. ' 

tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai 
perolehJ, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah 

. I 

berupa tanah; 
b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, 

nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan 
untuk data barang milik daerah berupabangunan; 

c. tahun pJrolehan, spesifikasi/identita~ teknis, bukti kepemilikan, 
I 
i 

kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai 
buku, dan jurnlah untuk data barang milik daerah berupa selain 

i tanah dan/ atau bangunan; dan 
! 

d. data calon penerima hibah. 
I 

(4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah 
! 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Tim dapat melakukan 
! 

klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten 
I 

mengenai kesesuaian data calon penerima hibah. 
i 

(5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
. I . 

dilakukan dengan cara mencocokkan fisik .barang milik daerah yang 
I 
! 

akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud 
i 
I 

pada ayat (3). 
! 

(6) Hasil peneli¥an sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan 
ayat (5) dituangkan dalam berita acara penelitian. 

I . . 
(7) Tim menyartjpaikan berita acara basil penelitian kepada Bupati untuk 

menetapkan] barang milik daerah menjadi objek hibah. . .. . I 
(8) Dalam hal I berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana 

dimaksud pkda ayat (7) Hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui 

(3) penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
I 

huruf a dilairukan untuk meneliti: I . 
a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi 

I 
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c. tujuan dan peruntukan hibah; 
d. hak danl kewajiban para pihak; 

! 

e. klausul [beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak 
penerima hibah; dan 

I 

f. penyelesaian perselisihan. 
I 

(3) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
I 

Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah 
I 

kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah 
Terima (BA~T). 

I 

(4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana 

dimaksud I pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan 
penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan. 

I 
I 

sedikit: 
a. identitas para pihak; 

I 
b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah; 

1 

(1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud 
I 

dalam Pasal 430 ayat (3), Bupati dan pihak penerima hibah 
I 

menandatangani naskah hibah. 
I 

(2) Naskah hi~ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling 
I . . . 
I 

Pasal 431 

(3) Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana 
! 

dimaksud ayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana 
dimaksud Jada ayat (2), Bupafr menetapkan keputusan pelaksanaan 
hibah, yang paling sedikit memuat: 
a. peneriml hibah; 

I 

! 

b. objek hibah; 
i 
I 

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat 
I 

dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/ atau bangunan; 
d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat 

I 

dilakuk~ penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; 
I 

dan 
e. peruntukan hibah. 

I 
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Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan 

permohonan hibah, disertai dengan alasannya. 

didasarkan pada permohonan pihak pemohon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 432. 

(3) Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola 
I 

berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian sampai 
I 

dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang 
I 

i 
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 

ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian. 
I 

(2) Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada 

pelaksanaan hibah yang didasarkan pada inisiatif Bupati 
t 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 sampai dengan Pasal 431 
I 

Pasal 433 

b. alasan permohonan; 
I 

c. peruntukan hibah; 

d. jenia/spesifikasi/nama barang milik daerah yang dimohonkan 
I 

untuk dihibahkan; 
e. jumlah/luas/volume barang milik daerah yang di mohonkan 

! 
untuk dihibahkan; 

I 

f. lokasi/ data teknis; dan 
g. surat pernyataan kesediaan menerima.hibah. 

( 1) Pelaksanaah hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang 
i 

didasarkan I pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah 
sebagaimaria dimaksud Pasal 426 huruf b, diawali dengan 

! 
penyampai~ permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) memuat: 
I a. data pemohon; 
' 

Pasal 432 
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i 

disampaikcpi Tim kepada Pengguna Barang. 
(6) Berdasarkan berita acara basil penelitian sebagaimana dimaksud 

I 
' pada ayat i (5), Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah 

kepada Pengelola Barang yang. memuat: 
a. data calbn penerima hibah; 

I 

( 1) Pelaksanaan hi bah barang milik daerah pada Pengguna Barang 
! 

diawali dengan pembentukari Tim Internal pada SKPD oleh 
I 
I 

Pengguna Barang untuk melakukan penelitian. 
(2) Penelitian Jebagaimana dimaks~d pada ayat ( 1) meliputi: 

a. penelitiJn data administratif i-dan. 

b. penelitiJn fisik. ' 
I ,. 

(3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
I 

huruf a dilakukan untuk meneliti: 
I . 

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi 
tanah, Iuas, kode barang.. kode register, nama barang, nilai 

' 
perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah 

! 
berupa tanah: 

b. tahun Jembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, 

nama bF"g, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan 
untuk data barang milik daerah berupa bangunan; 

c. tahun Jerolehan, spesifikasi/identitas telmis, bukti kepemilikan, 

kode bch-ang, kode register,: nama barang, nilai perolehan, nilai 
I 

buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain 
tanah dan/ atau bangunan; dan 

! . 

d. data calbn penerima Hibah. 

(4) Penelitian I fisik sebagaimana • dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang I . . 
akan dihibahkan dengan data: administratif sebagaimana dimaksud 

I 
pada ayat (p). 

I 
(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

I 

dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya 

Pasal 434 

' I Paragraf Ketiga 

Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang 
. I . 

I 
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(3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana 
I 

dimaksud pada ayat (1) atau disetujui DPRD sebagaimana dimaksud 
I . 

'· pada ayat (2) Bupati menetapkan pelaksanaan hibah, yang sekurang- 
1 kurangnya °temuat: 

· a. penerima hibah; 

b. objek hibah; 
I 

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat I . 
dilakukan' penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan; 

l 
d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat 

dilakukan' penyusutan, untuk selain tanah dan/ atau bangunan; 
dan 

(1) Pengelola Ba!rang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada 

Bupati. \ . 
! 

(2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih 

dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD. 
I 

Pasal 436 

' 

i Pasal:435 
I 

Tata cara penelitian barang milik daerah yang akan dihibahkan yang 
! 

berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 
I 
I 

berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian atas permohonan 
I 

vang diajukan bieh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang . I 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434. 

I 

b. alasan urtuk menghibahkan; 
c. data dan' dokumen atas tanah dan/atau bangunan; 

I ! . 

d. peruntukan hibah; I . 
e. tahun perolehan; 

I 
f. status dan bukti kepemilikan; 
g. nilai perolehan; 

h. jenis/apesifikasi barang milik daerah yang dimohonkan untuk 
dihibahkan; dan 

I 

i. lokasi. I 
(7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

! 

(6) disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah. 
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.mdangan. 

;;elaksanaan hibahl barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
I 

.an selain tanahi dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya 
i 

.iirencanakan unh~k dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 
: 

1yat (2) dan ayat (3) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang­ 
! 

Pasal 437 

sekurang-kurangnya: 

a. identitas para pihak; 
b. jenis dan\nilai barang yang dilakukan hibah; 

! 

c. tujuan dan peruntukan hibah; 
I 

d. hak dan kewajiban para pihak; 
! ; . 
I 

e. klausul beralihnya tanggung jawabdan kewajiban kepada 
I 

pihak perierima hibah; dan 
I 

f. penyelesaian perselisihan. 
[ 

(7) Berdasarkan' naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
Pengelola Barang melakukan . serah terima barang milik daerah 

. I • - 
kepada pen~rima hibah yang. dituangkan dalam Berita Acara Serah 

i 
Terima (BAST). 

(8) Berdasarkan] Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7), Pengguna Barang mengajukan usulan 
· penghapusari barang milik daerah yang telah dihibahkan. 

\ 

I . I 

i 
I -22s- 
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e. peruntuJan hibah. 
I 

(4) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola 
Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang 

! 
mengajukan permohonan disertai dengan alasannya. 

i 

(5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ! (3), Pengelola Barang dan pihak penerima hibah 
menandatangani naskah hibah. 

i 

(6) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat 
l 



' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola 

berupa: 
a. tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan Bupati; 

i b. tanah dan/ atau bangunan pada Pengguna Barang; atau 
I 

c. selain tariah dan/ atau bangunan. 
I 

(2) Penyertaan [ modal pemerintah daerah atas barang milik daerah 

( 1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat 
I 

Pasal 439 

I 

disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada 
I 

Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang 
I 

dimiliki Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti 
I ketentuan peraturan perundang-undangan, 
! 

a. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai 
dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara 

! 

dalam rangka penugasan pemerintah; atau 
i 

b. Barang rnilik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan 
I 

Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang I .: 
dimiliki fiegara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. 

I 

(3) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

(4) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah 

(1) Penyertaan ! modal pemerintah daerah atas barang milik daerah 
dilakukan dhlam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan 

! 

kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum 
I 
I 

lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
\ 

perundang-undangan. 
! 

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada . I 

ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 
t 

Pasal 438 

Paragraf Kesatu Prinsip Umum 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Bagian Keenam 
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i 
I 

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa 
kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai dengan ketentuan 

i 
peraturan perundang- undangan. 

! 

Pasal441 

(1) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
I 

yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana 
I 

dimaksud 9alam Pasal 439 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati, 
I 

sesuai batas kewenangannya. 
! 

(2) Tanah danj'atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang 
sebagaiman~ dimaksud dalam P~sal 439 ayat ( 1) huruf b antara lain . ! 

tanah dari/ atau bangunan yang sejak awal pengadaannya 
direncanakdn un tuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah 

! 
sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran, yaitu 

I . 
I Dokumen PTlaksanaan Anggaran (DPA). 

(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada 
· pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 ayat 

(1) huruf c a;n.tara lain meliputi: ;: 

a. barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang dari 
I 

awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal pemerintah 
daerah: I ! , I 

b. barang II?-ilik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih 
optimal lintuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah. 

- I - , , - 
i 

Pasal440 

Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, sesuai batas 
\ 

kewenangalnya. 

! 
! 
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peraturan perundang-undangan; 
b. data 1administratif, diantaranya: tahun perolehan, 

l 
spesifikasi/Identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode . I , 

register, Jama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku; 
I 

c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah, 
i 
I 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438. 
I .. 

(4) Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan 
i 

modal pemerintah daerah dan/ atau SKPD terkait, yang dituangkan 
dalam dokumen hasil kajian. 1 

' 
I 

(5) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 
. . I ·. 
· (4), penyertaan modal pemerintah daerah layak dilaksanakan, maka 

calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan I , . 
surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah 

i 
· daerah yang perasal dari barang milik daerah. 

(6) Tim menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan surat pemyataan kesediaan menerima penyertaan 

i . . 
I 

modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
kepada'BupJti. - ! 

( 1) Pengelola Barang melaksanakan .penilaian dengan menugaskan: 
' I ' 

a. Penilai, ilntuk tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan 
objek pedyertaan modal; . 

! 
b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai, 

I , 
untuk sefain tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek 
penyertaan modal. 

. I 
(2) Pengelola Barang menyampaikan hasilpenilaian kepada Bupati. 

! 
(3) Bupati mempentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap: 

a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan 
. i 

Pasal:442 

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
! 
I 
i 

Atas' Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang 
! 

i 

Paragraf Kedua 
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i 
(1) Berdasarkan\ Peraturan Daerah t~ntang Penyertaan Modal Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 ayat (6), Pengelola 
Barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah 

I 
I 

berpedoman lpada keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 443 ayft (4). 
(2) Berdasarkan\ peraturan daerah dan keputusan Bupati sebagaimana 

. dimaksud pida ayat ( 1), Pengelola Barang melakukan serah terima 
dengan pen~rima Penyertaan : Modal Pemerintah Daerah yang 
dituangkan dalam Serita Acara Serah Terima (BAST). 

Pasal 444 

modal pemerintah daerah kepada Bupati. 
I 

(2) Dalam hal I penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan 
persetujuanl DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan i . 

persetujuan i kepada DPRD. 
I 

(3) Apabila pepnohonan tidak disetujui oleh Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Pengelola Barang 

memberitahhkan pada calon penerima penyertaan modal disertai 
I 

dengan alasan. 
(4) Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas 

I 
barang milik daerah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud 

! 
pada ayat ( li) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada 

• ayat (2), Bupati menetapkan keputusan atas barang milik daerah 
I 

yang akan disertakan sebagai penyertaan modal. . l 
(5) Pengelola Bo/"ang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang 

penyertaan imodal pemerintah daerah dengan melibatkan SKPD 

terkait. I 
(6) Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah 

-_ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada 
I •. 

DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya . ! 

ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal. 
! 

Pasal443 
I 

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan 
i 
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' 
(1) Penyertaan !modal pemerintah daerah yang dari awal pengadaannya 

I 

direncanak~ untuk dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah 
I . 

daerah, maka Pengguna Barang melalui Pengelola Barang 
! 

mengajukan usul kepada Bupati disertai pertimbangan dan . I . 
kelengkapan data berupa: . 

d . di .. tif 1' a. ata a ministra , antara run: 
i 1. dokumen anggaran dan/ atau dokumen perencanaannya; 

2. nilai ~ealisasi pelaksanaan anggaran; dan 
I 
I ,· 

3. keputusan penetapan status penggunaan. 
I 

b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan I . ·.· 
modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyertaanl modal pemerintah daerah yang diarahkan untuk 
optimalisaJi barang milik daerah, maka pengajuan usul oleh 

! 

Pengguna Barang melalui Pengelola Barang kepada Bupati disertai 
! 

pertimbangan dan kelengkapan data berupa: 
a. data ! administratif, antara . lain tahun perolehan, 

spesifikJsi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode 
register,! nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku; 

i 

b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan 
I . 

modal stsuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Tata cara penyertaan modal pemerintah daerah mengenai penilaian 

sampai aJngan serah terima barang yang disertakan sebagai 
penyertaan' modal pemerintah · daerah yang berada pada Pengelola 
Barang se~agaimana dimaksud dalam Pasal 442 sampai dengan Pasal 

I 

i 

I 

Pasal 446 

I 

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah 
I 

Pada Pengguna Barang 

Paragraf Ketiga 

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam 
I 

Pasal 444 ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan 
. I 

barang milik daerah yang telah dijadikan penyertaan modal pemerintah 
I daerah. : 
I 

Pasal 445 
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I 
(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat 

persetujua~ Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengguna 

Barang. ! 

(2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 
. I persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola 

I • . 
Barang. i 

. . I . 
(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

i 
(2) dituangkan dalam berita acara dari dilaporkan kepada Bupati. 

1 

Pasal 449 

I 

perundang-undangan. 
I 

i 
Pemusnahan bara'.ng milik daerah dilakukan apabila: 

I 
a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/ atau tidak 

.; I ' 
dapat dipindahtangankan; atau 

I 

b. terdapat ! alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

Pasal 448 

Prinsip Umum 

Bagian Kesatu 

PEMUSNAHAN 

BAB XI 

Pasal 447 

Berdasarkan Berha Acara Serah Terima (BAST) Pengguna Barang 
mengajukan usulari penghapusan barang miHk daerah yang telah dijadikan 

penyertaan modal pemerintah daerah. , 
I 

444 berlaku lmutatis mutandis pada penilaian sampai dengan serah 
terima · barang yang akan . disertakan sebagai penyertaan modal 

. I 
pemerintah 1aerah yang berada pada pengguna barang. 
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e. spesifikasi barang; 
I 

f. kondisi lbarang; 
g. jumlah barang; 

! 
h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus 

dilengklpi dengan bukti kepemilikan; 
I 

1. nilai perolehan; dan 
I 

memuat: 
a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan 

I 
b. data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan. 

I 
(3) Data bararig milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

I 
b antara lain meliputi: 

I a. kode barang; 
b. kode register; 

i c. nama bf'-I"ang; 
d. tahun perolehan; 

I 

oleh Pengguna Barang kepada Bupati. 
I 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
! 

(1) Pengajuan fpermohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan 
! 

Pasal 451 

Tata Cara Pemusnahan Pada Pengguna Barang 
! 

Bagian Kedua 

undangan. 
I 

i 
a. dibakar; ! 

I 

b. dihancurkan; 
c. ditimbun; 
d. ditenggelamkan; atau 
e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- , 

Pemusnahan dilakukan dengan cara: 
I 

Pasal450 
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' dilengkapi dengan bukti kepemilikan; 
. I . . 

i 
I 

Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451. 
i 

(2). Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
. a. penelitiJ kelayakan perti~bangan dan alasan permohonan . I 

pemusnahan barang milikdaerah; 
I 

· b. penelitian' data administratif; dan 
c. penelitianl fisik. 

I 

(3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dilak!ukan untuk meneliti antara lain: 

! 
a. kode barang; 

I 

b. kode register; 
i c. nama barang; 
I -d. tahun perolehan; 
I 

e. spesifikasi barang; 
. f. kondisi bJrang; 

I . I 
g. jumlah barang; 
h. bukti kebemilikan untuk barang milik daerah yang harus 

Pasal 452 
t 
I 

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan 
I 

yang paling sedikit memuat: 
1. identitks Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan 
2. pernyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat digunakan, 

i 
tidak i dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat 

I 

dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan I , 
peraturan perundang- undangan. 

l 
b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yang harus 

dilengkap1i dengan bukti kepemilikan; 
c. kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang harus ! ;. 

dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan 
! 

d. foto.barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan. 
I : 
I 

' 
! 
I 

. J. nilai buku un tuk barang milik daerah yang dapat dilakukan 
I 

penyusutan. 
l 

(4}Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilengkapi d6kumen pendukung berupa: 
I 

a. Surat perp.yataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
! 
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(1) Berdasark~ surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 ayat (2), Pengguna Barang 
melakukan pemusnahan barang milik daerah . 

. · (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling 

' . 

Pasal 454 

(1) Apabila p~rmohonan pemusnahan barang milik daerah tidak 
disetujui, I Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang 
melalui Pengelola Barang yang mengajukan permohonan disertai 

I 
dengan alasan. 

(2) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, 
Bupati met1-erbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik 
daerah. 

(3) Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana 
I 

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: 
I a. data b~ang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang 

sekuran~-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama 
barang, I tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, 
jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik 

! . . 

daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan 
I 

b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan 
Pemusnahan kepada Bupati. 

Pasal453 . 

! 
i. nilai perolehan; dan/atau 

I 

J. nilai buku, untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan 

penyusut~n. 
(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

I 
dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang 

I 

akan dimusnahkan dengan data .administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3i). 
(5) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana 

dimaksud Pfda ayat (2) kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan 

persetujuan' pemusnahan barang milik daerah. 
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; 

(1) Bupati n:ielakukan penelitian terhadap permohonan usulan 
! 

pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455. 
I 

(2) Tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik 
I . 

daerah paqa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
I 

452 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap 
tata cara pf nelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik 
daerah pad1a Pengelola Barang. 

(3) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak 
I 

disetujui, ~upati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai 
dengan alasan. 

I 
(4) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, 

Bupati m~nerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik 
daerah. 

Pasal 456 

(2) Muatan materi surat permohonan pemusnahan pada Pengguna 
Barang s~rta kelengkapan dokumen. pendukung sebagaimana 

dimaksud ~alam Pasal 451 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku 

mutatis :~utandis terhadap muatan materi surat permohonan 
I 

pemusnahan dan serta kelengkapan dokumen dukung pada Pengelola 
I 

Barang. 

I 
I 

(1) Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan 

oleh Pengel~la Barang kepada Bupati. 
I 

Pasal 455 

Bagian Ketiga . 

Ta~a Cara Pemusnahan Pada Pengelola Barang 

milik daerah. 
l 

t 

lama 1 [satu] bulan sejak tanggal 'penerbitan surat persetujuan 
I 

pemusnahan barang milik daerah · oleh Bupati sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 453 ayat (2). 
I 

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), PeAgguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang 

I 
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(I) Objek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD meliputi: 
' I I 

a. semua "?arang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan 
b. semua /barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, 

I 

meliputi: 
I 

1. barang yang diperoleh · dari hi bah/ sumbangan atau yang 
sejenisnya; 

I 
! 

Pasal 458. 

PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH 

BAB XII 
i . 

TATA CAR}\ PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN 
i 

(1) Berdasarkah persetujuan pemusnahan barang milik daerah 
I 

sebagaiman'.a dimaksud dalam Pasal 426 ayat (4), Pengelola Barang 
melak~kan Jpemusnahan barang milik daerah. 

(2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan) dalarn berita acara pemusnahan dan dilaksanakan paling 
I 

lama 1 (satu] bulan sejak tanggal persetujuan pemusnahan barang 
I 

milik daerah dari Bupati. 
I 

(3) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada 
i 

ayat (2), Pengelola Barang mengajukan .usulan penghapusan barang 
I . 

milik daerah. 

Pasal 457 

I 

barang, ;tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, 
I . 

jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik 
I . 

daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan 
b. kewajibah Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan 

[ 

pemusnahan kepada Bupati. ' 
. I 

j 
: 

i 

(5) Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana 
! 

- dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: 
I 
I 

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang 
i 

sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama 
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(1) Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD dilakukan pada: 
I . 

a. Kuasa Pengguna Barang; 
I 

b. Pengguria Barang; dan 
' i c. Pengelola Barang. 

I 
(2) Pelaksana I Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada 

I 
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

I , 
i - a dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu. 

(3) Pelaksana I Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada 
I 

Pengguna \Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna. 

I 
(4) Pelaksana i Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada I - - 

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

I 

Pasal 459 

c. Aset Lainnya, meliputi: 
! 

1. -kemitraan dengan pihak ketiga; 
I 

2. .Aset tidak berwujud; dan 
I 

3. .Aset lain-lain. 

2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak; 
3. baran~ yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan 

I perun~ang-undangan; 
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau 
5. barank yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas 

penyertaan modal Pemerintah Daerah. 
(2) Objek PemJukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD sebagaimana 

' 
dimaksud Pflda ayat (1) diklasifikasikan menjadi: 
a. Aset Lancar berupa persediaan; 

I , 
b. Aset Tetap, meliputi: 

I 1. tanah; 
2. peralatan dan mesin; 

: 
3. gedung dan bangunan; 

. I 

4. jalan, irigasi, dan jaringan; 
I 
I 

5. Aset Tetap lainnya; dan 
i . 

6. konstruksi dalam pengerjaan. 
! 
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. 
, I 

i . . 

Barang dan Daftar Barang pada Pengguna Barang. 
I 

(l) Daftar BMD1 pada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal i 4 ayat ( 1) huruf a disusun oleh Kuasa Pengguna Barang 

I . 
yang memuat data BMD yang berada pada Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Daftar • BMD! pada. Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 460 ayat ( 1) huruf b disusun oleh Pengguna Barang yang 
I 

memuat data BMD yang berada pada Pengguna Barang. 
I ' I 

(3) Daftar . BMD, pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 
I .. , 

ayat (2) merupakan himpunan Daftar Barang pada Kuasa Pengguna 
I 

Pasal 461 

Barang. 

Pasal 460 
I . 

(1) Daftar Barang disajikan dalam bentuk: 
I a. Daftar Bly1D pada Kuasa Pengguna Barang; 

b. Daftar BMD.pada Pengguna Barang; 
. I 

c. Daftar BMD pada Pengelola Barang; dan 
d. Daftar B~D provinsi, kabupaten/kota. 

(2) Daftar BaraAg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Daftar BMD Intrakomptabel; 

! 
b. Daftar BMD Ekstrakomptabel; I . .. 
c. Daftar BfyfD gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel; 
d. Daftar BrkD Aset bersejarah; dan 
e. Daftar B~D persediaan rusak berat atau usang. 

(3) Dikecualikan dari ayat (2) huruf e untuk Daftar BMD pada Pengelola 
! 

•· 

Umum 

Bagian kesatu 

dibantu olell: pembantu pengurus barang. 

· dilakukan oleh Pengurus Barang · Pengelola melalui Pejabat 
I 

Penatausahaan Barang. 
I 

(5) Pelaksana ! Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD 
sebagaiman4 dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat 

I 
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Peraturan Bupati ini. 
I 

m. pengamanan; 
I n. penghapusan;dan 

. I o. KIBAR. ! 

(2) Pembukuan BMD dilaksanakan pada · tanggal, bulan, tahun sesuai 
dokumen sumber. 

I 
(3) Pembukuari BMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum 

dalam Lanipiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
; 

1. penyusutan atau amortisasi; 
I 

J. persediaan; 
k. pemelihJraan; 
1. KIR; 

g. 
h. penambahan masa manfaat atau kapasitas manfaat; 

! . 

e. pemanfaatan; 
I 

f. reklasifikasi; 
koreksi; I 

(I) Pembukuanl BMD terdiri dari: 
a. perolehari/penerimaan: 

I b. penggunaan; 
c. penerimaan internal Pengguna Barang; 
d. pengeluaran internal Pengguna Barang; 

I 

Pasal462 

(4) Daftar BMD/ pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 460 ayat ( 1) huruf c disusun oleh Pengelola Barang yang 

I 
memuat data BMD yang berada pada Pengelola Barang. 

(5) Daftar BMD J provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 460 ayat ( 1) huruf d merupakan himpunan Daftar BMD pada 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar 

! 
BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

I 
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i 
(1) Pengurus i Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu 

melakuk~ Pembukuan BMD atas perolehan/penerimaan yang 
berasal dari pengadaan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
APBD sebJgaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (1) huruf a, wajib 

i . 
mendapat.1ian dokumen sumber. 

(2) Dokumen !sumber sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diperoleh 

dari: 
a. pejabat f pelaksana teknis kegiatan; 
b. pejabatl penatausahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan 

keuangan unit SKPD; dan/ atau 
I 

c. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. 
I 

(3) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
I . 
I 

Pasal 464 

i 
(1) Pembukuan! BMD atas perolehan/penerimaan sebagaimana . I . . 

dimaksud dalam Pasal 462 ayat (1) huruf a berasal dan: 
a. pengadak barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; 

. I , • • b. hibah/ sumbangan atau yang sejerns; 
c. pelaksan!aan dari perjanjian/kontrak; 

! 
d. ketentuan peraturan perundang-undangan; 

' . 
I 

e. putusan] pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap; 
f. divestasi; 

h ·1 I I . • g. asi nventarisasi; 
h. hasil tuJar-menukar; 

. I 
1. pembatalan penghapusan; atau 

j. peroleh~/penerimaan lainnya. 
i ' (2) Pembukuan BMD atas perolehan/ penerimaan sebagaimana 
I 

dimaksud f pada ayat (1) .dilengkapi dengan dokumen sumber 
I 

perolehari/penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan. 
(3) Pembukuaii BMD dilakukan setiap terjadi transaksi 

I 
perolehan /penerimaan. 

' ! 

Pasa1463 

Perolehan/Penerimaan 

Bagian Kedua 
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! 

siap digunakan. 
I 

(2) Pembukuari BMD atas perolehan/penerimaan yang berasal dari 
I 

pengadaan ! barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 
sebagaimJa dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian oleh: 

a. Pejabat iPenatausahaan Pengguna Barang untuk Daftar Barang 
pada Pengguna Barang; atau 

I 
b. pejabat ! atau pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh Kuasa 

Penggu~a Barang untuk Daftar Barang pada Kuasa Pengguna 

Barang. I 
I 

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap 
kesesuaian[ dalam pencatatan, paling sedikit meliputi: 
a. kode sub kegiatan dan uraian sub kegiatan; 

! 

b. kode belanja clan uraian belanja; 
I 

c. penggolongan dan kodefikasi BMD; 
d. spesifikJsi nama barang; 
e. tanggal, [bulan, tahun perolehan; 

I 

f. jumlah barang; 
r 

g. harga satuan barang; dan 
h. biaya at~ibusi. 

I (1) Pembukuan BMD atas perolehan/penerimaan yang berasal dari 
pengadaan i barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 

! 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (1) huruf a disajikan 
I 
I 

atas seluruh biaya yang dapat diatribusikan sampai barang tersebut 

Pasal 465 

a. fotokopi bentuk kontrak, yaitu bukti pembelian/pembayaran, 
! 

kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian atau surat 

pesanan.] 
b. fotokopi dokumen serah terima pekerjaan pertama atau yang 

! 

dikenal dengan istilah provisional hand over untuk pekerjaan 
I 

konstruksi; 
I 

c. gambar terlaksana atau yang dikenal dengan istilah as built 

drawings] untuk pekerjaan konstruksi; 
I 

d. fotokopi berita acara serah terima; 
I 

e. fotokopi laporan realisasi anggaran; dan 
f. dokumeri sumber lainnya sesuai kebutuhan. 

I 
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(1) Pembukuan BMD atas perolehan/penerimaan dari hibah/sumbangan 
I •. . 

atau yang [sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (1) 
I 
I 

huruf b, dilakukan apabila: 
l 

Pasal 467 

I 

I 
(l) Pengurus Barang Pengelola dapat melakukan penelitian kembali 

I 

terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan 
I 

Pengguna Barang dan Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang 
I 

ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam 
I .. 

Pasal 465 ayat (2). 
(2) Penelitian lsebagaimana dimak.sud pada ayat (1) dapat dilakukan 

melalui sis~em aplikasi. 
! 

(3) Dikecualikan dari ayat (2) apabila sistem aplikasi belum tersedia 
! 

penelitian 1apat dilakukan pad~ saat pelaksanaan Rekonsiliasi. 
(4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil penelitian kembali 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perbaikan Pembukuan 
BMD atas: perolehan/penerimaan yang berasal dari pengadaan 

I 

barang yarig dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilakukan oleh I ; 
Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu paling 
lambat 7 (t~juh) hari setelah pelaksanaan Rekonsiliasi. 

I 
! 

Pasal 466 

(4} Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan 
! 

melalui sistern aplikasi. 
(5) Dikecualikan dari ayat (4) apabila sistem aplikasi belum tersedia 

penelitian dipat dilakukan melalui lembar verifikasi. 
· · (6) Berdasarkari penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 

I 
ayat (5) Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu 

I . 
membuat surat pemyataan telah dilakukan pencatatan sebagai BMD. 

(7) Surat pem)~ataan sebagaimana dimaksud. pada ayat (6) dilampirkan 

dalam pengljuan pembayaran. 
I 
' (8) Pembukuan BMD atas perolehan/penerimaan yang berasal dari 
I 

pengadaan i barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam laporan 

i 

pengadaan. [ 
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Pembukuan BMD atas pengalihan atau penyerahan BMD sebagaimana 
dimaksud dalam' Pasal 468 ayat (1) huruf a dilakukan apabila terdapat: 

! . ' 

Pasal 469 

sesuai den;gan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai 
i 

pengelolaah BMD. 

(1) Pembukuan BMD atas penggunaan sebagaimana dimaksud dalam 
I 

Pasal 462 ayat (l) huruf b, dilakukan terhadap: 
I 

a. pengalihan atau penyerahan BMD; 
i - 

b. penggunaan sementara BMD; dan 
r - c. penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain. 

(2) Pembukuan atas penggunaan BMD didasarkan dokumen sumber 
! 

Pasal 468 

Penggunaan 

Bagian Ketiga 

i a. jumlah dan spesifikasi barang yang diterima sesuai dengan 

dokumen berita acara serah terima hibah atau dokumen lainnya; 
I 

b. dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas 
I 

pemerintahan daerah; dan/ atau 
I 

c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 
(2) Pemerintah J Daerah dapat menolak perolehan/ penerimaan dari 

hibah/ sumpangan atau yang sejenis apabila: 
a. jumlah dan spesifikasi barang yang diterima tidak sesuai dengan 

r 

dokumeil berita acara serah terima hibah atau dokumen lainnya; 
I 

b. tidak dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas I . 
pemerintahan daerah; dan/ atau 

c. tidak seJuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 
' 

(3) Hibah/ sumbangan atau yang sejenis sebagaimana dimaksud pada 
: f 

ayat (1) berasal dari: 
! 

a. pemerintah pusat; 
! 

b. Pemerintah Daerah lainnya; 
I 

l 
c. pemerintah desa; dan/ atau 
d. Pihak LAfn. 

I 
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(1) Pembukuan: BMD atas penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh 
I 

Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 ayat (1) huruf c 
dilakukan apabila terdapat penggunaan BMD untuk dioperasikan 
oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai 

i 
tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. 

i . 
(2) Dalam hal penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain 

telah berakliir dilakukan Pembukuan BMD. 
! 

(3) Pembukuan] BMD atas penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh 
! 

Pihak Lain I telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan tierdasarkan dokumen sumber sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

1 

Pasal471 

terdapat penggunaan barang pada Pengguna Barang yang digunakan 
oleh PengJna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa 
harus mengubah status penggunaan BMD: 

! 
! 

(2) Dalam hal lpenggunaan sementara BMD telah berakhir dilakukan 

Pembukuanl BMD. 
(3) Pembukuan\ BMD atas penggunaan sementara BMD telah berakhir 

sebagaimana dimaksud pada : ayat (2) dilakukan berdasarkan 
! 

dokumen sumber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
1 undangan. 

(1) Pembukuan[ BMD atas penggunaan sementara BMD sebagaimana 
I 

dimaksud dalam Pasal 468 ayat (1) huruf b dilakukan apabila 
i 

Pasal:470 

Barang. 

I c. penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada gubemur, 
bupati/wali kota yang dicatat dalam Daftar BMD pada Pengelola 

a tau 

l 
a. pengalihan BMD dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang 

! .. 
lainnya; ! 

b. penyerahfl BMD dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang; 
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; 
. I 

a. penyerapan BMD dari Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna 
Barang.] 

b. penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna 

B8!ang; [dan 
t 

c. penyerahan BMD dari Kuasa Pengguna Barang kepada Kuasa 
Pengguria Barang lainnya. 

(3) Pembukuaii BMD atas pengeluaran - internal Pengguna Barang 
I 

dilakukan berdasarkan berita acara serah terima. 
I 

i 
(l) Pembukuail BMD atas pengeluaran internal Pengguna Barang 

i 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal462 ayat (1) huruf d dilakukan 
terhadap ptngeluaran BMD dalam satu Pengguna Barang. 

(2) Pembukuan BMD atas pengeluaran internal BMD sebagaimana 
i 

dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari: 
' 

Pasal 473 

I 
! 
: Pengeluaran Internal Pengguna Barang 

Bagian Kelima 

(3) Pembukuan BMD atas penerimaan internal Pengguna Barang 
. I 

I 
dilakukan berdasarkan berita acara serah terima. 

I 

c. penerimaan BMD dari Kuasa Pengguna Barang kepada Kuasa 

Penggun~ Barang lainnya. 
! 

Barang; pan 
i 

a. penerimtan BMD dari Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna 

Barang: : 
' i . ' 

b. penerimaan BMD dari Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna 
. I 

terhadap penerimaan BMD dalam satu Pengguna Barang. 
. I 

(2) Pembukuan BMD atas penerimaan internal Pengguna Barang 
i 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
' 

Pasal 472 
I 
I 

(1) Pembukuanl BMD atas penerimaan internal Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 ayat (1) huruf c dilakukan 

i 

Bagian Keempat ; 

I I Penerimaan Internal Pengguna Barang 
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i 
(1) Pembukuan :BMD atas reklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

I 

Pasal 462 a~at (1) huruf f, dilakukan apabila terdapat pemindahan 
suatu akun I dari suatu pos ke pos yang lain sesuai dengan 
penggolongan dan kodefikasi BMD. 

I ; 

Pasal 475 

Reklasifikasi 

Bagian Ketujuh 

Pembukuan BMD atas pemanfaatan disajikan pada Aset Tetap jika: 
i 
I . 

a. pemanfaatan terhadap sebagian tanah dan/atau bangunan; 
\ 

b. pemanfaatan dalam bentuk pin jam pakai; dan/ atau 
c. jangka wcktu pemanfaatan tidak melebihi periode Pelaporan pada 

I ; 
semester II tahun berkenaan. 

· ( 4) Pembukuan \BMD atas pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada 
; 

ayat ( 1) dilakukan berdasarkan dokumen sumber sesuai dengan 

ketentuan pe1raturan perundang- undangan. 
i 

d. kerja Sama pemanfaatan; dan 
I 

e. kerja sama penyediaan infrastruktur. 
1 

(2) Pembukuan \ BMD atas pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disa~ikan dalam Aset Lainnya pada kemitraan dengan pihak 
ketiga. 1 

(3) DikecualikarJ dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
' 

b. pinjam pJkai; 
t 

c. bangun guna serah/bangun serah guna; 
I . 

a. sewa; 
BMD dalam bentuk: 

! 

; (l) Pembukuan \ BMD atas pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam 
I 

Pasal 462 ayat ( 1) huruf e dilakukan apabila terdapat pemanfaatan 
' 

Pasal 474 

Pemanfaatan 

Bagian Keenam 
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yang tidak i digunakan dalam : operasional pemerintahan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direklasifikasi ke Aset 
Lainnya. 

(I} Pembukuan I BMD atas reklasifikasi karena perubahan fungsi 
I 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 ayat (3) huruf b dilakukan 

apabila: t 

a. terjadi perubahan fungsi penggunaan BMD; atau 
b. BMD berlpa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional 

Pemerintahan Daerah. 
(2)' Pembukuan !BMD atas reklasifikasi karena terjadi perubahan fungsi 

penggunaan \ BMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
direklasifikasi ke pos yang sesuai 'dengan fungsi atau kegunaannya. 

. I 
(3) Pembukuan BMD atas reklasifikasi terhadap BMD berupa Aset Tetap 

I 

Pasal 477 

Pembukuan BMD i atas Reklasifikasi karena kesalahan pencatatan dalam 
penggolongan danikodefikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 ayat 
( 3) huruf a dilakukan apabila terdapat kesalahan pencatatan dalam 
penggolongan dan lkodefikasi BMD. : 

I 

Pasa1476 

(2) PembukuanBMD atas reklasifikasi sebagaimana dimaksud pada 
. ! 

ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu. 
I 
I 

(3) Pernbukuan Blvlf) atas reklasifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disebabkan karena: 
I 

a. kesalahan pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi; 
b. perubahan fungsi; 

! 
c. rusak berat atau usang; 
d. hilang; 

e. aset bersejarah; 
I 

f. ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 
! 

g. sebab lainnya, 
I 

-247- 



berdasarkan harga pasar; 
l 

b. peraturan dan hukum melarang atau membatasi secara ketat 
pelepasa;nnya untuk dijual; 

! 

' 
(1) Pembukuari BMD atas reklasifikasi karena Aset bersejarah 

I 
' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 ayat (3) huruf e dilakukan 

apabila As~t Tetap merupakan Aset bersejarah untuk kepentingan 
i 

budaya, lingkungan, dan sejarah. 
(2) Aset bersej~rah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai 

I 
karakteristik, meliputi: 

! 
a. nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak 

mungkitj secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan 
! 
' 

Pasal 480 

(I) Pembukuan BMD atas reklasifikasi karena hilang sebagaimana 
I 

dimaksud dalam Pasal 475 ayat (3) huruf d dilakukan apabila BMD 
I 

berupa Aset Tetap dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber 
I 

yang sah dan direklasifikasi ke Aset Lainnya. I . . 

(2) Dalam hal] BMD berupa Aset Tetap yang hilang sebagaimana 

dimaksud fpada ayat ( 1) telah ditemukan kembali, dilakukan 
I 

reklasifikasi kembali dari Aset Lainnya ke Aset Tetap. 
(3) Pembukuan BMD atas reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 

! 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam hal BMD 

I 
dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas 
Pemerintahkn. Daerah. 

Pasal.479 

(1) Pembukuani BMD atas reklasifikasi karena rusak berat atau usang 
I 

sebagaimanr dimaksud dalam Pasal 475 ayat (3) huruf c dilakukan 
apabila terdapat Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif 
Pemerintahk Daerahkarena rusak berat atau usang. 

I ' 
I 

(2) Aset Tetap I yang dihentikan df1-ri penggunaan aktif Pemerintahan 
I 

Daerah karena rusak berat atau usang sebagaimana dimaksud ayat 
I 
I 

( 1) direklasifikasi ke Aset Lainnya. 
I 

Pasa1478 
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' 
b. koreksi pencatatan ganda; 
c. koreksi d~ta spesifikasi barang; dan/ atau 

. ! 
i 

d. koreksi lainnya. 

a. koreksi nilai; 

(1) Pembukuan ~MD atas koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
462 ayat (1) huruf g dilakukan apabila terdapat pembetulan terhadap 

! . 
dataBMD. 

(2) Pembukuan BMD atas koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari: i 
1 

Pasal 482 

Koreksi 

Bagian Kedelapan 

Pembukuan BMD atas reklasifikasi karena ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 ayat (3) 

! 

nuruf f dilakukari apabila terdapat ketentuan peraturan perundang- 

.indangan atas BMb untuk dilakukan reklasifikasi. 

Pasal 481 

diterapkan prinsip yang samadengan Aset Tetap Lainnva. 
I 

d. sulit unt1k mengestimasikan masa manfaatnya terhadap beberapa 
kasus dapat mencapai ratusan tahun. 

(3) BMD berupf Aset bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan reklasifikasi ke dalam Daftar Barang bersejarah. 
(4) Daftar Bara4g bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

i 
disajikan dalam neraca, dibuat dalam catatan atas laporan keuangan 

' ' dan dicatat dalam kuantitas tanpa nilai. 
I 

(5) Dalam hal ~MD berupa Aset bersejarah dapat memberikan potensi 
manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, 

! 

c. tidak IDtf dah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat 
i 

selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin 
' menurun; dan 
! 
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I 
:>embukuan BMD atas koreksi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

I 
-~82 ayat (2) huruf cl diakibatkan karena: 

i a. peru bahan masa manfaat; 
I 

i 
b. terdapat kesalahan dalam perhitungan nilai penyusutan atau 

I 
amortisasi; I 

I 
I 

Pasal 486 

i 
Pembukuan BM9 atas koreksi data· spesifikasi barang sebagaimana 
dimaksud dalam iPasal 482 ayat (2) · huruf c dilakukan apabila terjadi 
perubahan data spesifikasi barang dan tidak terjadi perubahan nilai. 

! 

Pasal 485 

i (1) Pembukuan ! BMD atas koreksi pencatatan ganda sebagaimana 
I 

dimaksud dalam Pasal 482 ayat (2) huruf b dilakukan apabila 
I . 
I 

terdapat 1 (satu] BMD yang dicatat lebih dari 1 (satu) kali. 
I , 

(2) Pembukuan I BMD atas koreksi pencatatan ganda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pencatatan ganda dalam 

I 
I 

Daftar BMD Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 
I . 
! ; 

Pasal-484 

(1) Pembukuan BMD atas koreksi nilai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 482 a~at (2) huruf a dilakukan karena: 
a. terdapat kesalahan pencatatan nilai BMD; 
b. terdapat bnai perolehan awal tidak wajar; atau 

I 

c. penilaianl kembali yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturari perundang-undangan, 

(2) Pembukuan I BMD atas koreksi nilai karena terdapat kesalahan 
! 

pencatatan :hilai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
I . 
' 

dilakukan dalam hal ditemukan dokumen sumber perolehan atau 
I 

dokumen sumber lainnya. 

I 

Pasal 483 
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BMD dilaporkan 
i 

(2) Hasil perhitungan penyusutan atau amortisasi 

dalam lapork penyusutan atau amortisasi. 
I 

. (1) Pembukuan i BMD atas penyusutan atau amortisasi sebagaimana 
I 

dimaksud dalam Pasal 462 ayat (1) huruf i merupakan Pembukuan 
! 

atas hasil perhitungan penyusutan atau amortisasi yang dilakukan 
\ 

terhadap BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
! undangan. 

Pasal 488 

Penyusutan atau Amortisasi 

Bagian Kesepuluh 

I 
I 

(1) Pembukuani BMD atas penambahan masa manfaat atau kapasitas 
manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 ayat (1) huruf h 
dilakukan ababila terdapat biaya perbaikan atau biaya pengeluaran 

I 

setelah perolehan yang dapat menambah masa manfaat dan/ atau 
I 

' 
kapasitas manfaat. 

' i 
(2) Pembukuan I BMD atas penambahan masa manfaat dan/ atau 

kapasitas 1*anfaat BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan setiap terjadi transaksi penambahan masa manfaat 
dan/ atau kapasitas manfaat BMD. 

l 

Pasa1487 

Penambahan Masa Manfaat dan/atauKapasitas Manfaat 
I 

Bagian Kesembilan 

c. terdapat kesalahan pencatatan kuantitas BMD; dan/ a tau 
I 

d. terdapat kesalahan pencatatan tanggal, bulan, tahun perolehan. 
I 
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i 
(1) Pembukuan BMD atas persediaan terdiri dari: 

a. buku pJnerimaan persediaan; 
! 

b. buku pengeluaran persediaan; 
I . . 

c. buku penyaluran persediaan; 

I 

Pasal 491 

harga bar1g secara rata-rata s~lama-periode Pelaporan. 
(4) Metode harga perolehan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 

I 

(1) huruf c'., merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung 
berdasarkan harga perolehan terakhir. 

! 

dikeluarkan pertama. 
(3) Metode rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

I 
merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan 

I 

a. masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah 
i 

first in first out; 
' 

b. rata-ratt atau yang dikenal dengan istilah average; dan/ atau 
c. harga perolehan terakhir. 

i 
(2) Metode masuk pertama keluar pertama sebagaimana dimaksud pada 

! 
ayat (1) huruf a, merupakan metode penilaian persediaan barang 

I 
yang dihitung berdasarkan harga barang yang lebih awal masuk yang 

' 

(1) Penilaian persediaan dilakukan dengan metode: ' . I 

Pasal 490 

(1) Pembuku~ BMD atas persediaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 462 ayat ( 1) huruf j dicatat dengan menggunakan metode 

I . 
perpetual. i 

(2) Metode perpetual sebagaimana : dimaksud pada ayat ( 1) merupakan 
I 

metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi 
perolehan/ ienerimaan dan pengeluaran persediaan. 

Pasal 489 

Persediaan 

Bagian Kesebelas 
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(1) Permintaan persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 ayat 
! 

(4) didasarkan atas nota permintaan dari pihak yang membutuhkan. 
(2) Nota permJtaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

I - 
kepada Perigprus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu 

sesuai batas kewenangannya. 
I 

(3) Pengurus Barang Pengguna mengajukan surat permintaan barang 
I 

kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang berdasarkan nota 

permintaan Jebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
i (4) Pengurus B~ang Pembantu mengajukan surat permintaan barang 
I 

kepada Kua'sa Pengguna Barang berdasarkan nota permintaan 
I 

_sebagaiman~ dimaksud pada ayat (2). 
! 

Pasal 492 

persediaan. i 
(4) Buku penya1uran persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c meJupakan rekapitulasi pencatatan penyaluran persediaan 
I 
I 

apabila terdapat permintaan persediaan untuk digunakan atau 
! 

dipakai dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi. 
, I 

(5) Kartu barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
I 

d rnerupakan rekapitulasi pencatatan persediaan penerimaan dan 
I 

pengeluaran i persediaan pada setiap nomor urut spesifikasi 
d. i perse iaan. ! 

(6) Daftar . BMQ persediaan rusak berat atau usang sebagaimana 
I 
I 

dimaksud pada ayat (1) huruf e .merupakan rekapitulasi pencatatan 
! 

persediaan rusak berat atau usang. 
I 

huruf b merupakan rekapitulasi pencatatan atas seluruh pengeluaran 
! 

huruf a merupakan rekapitulasi pencatatan atas seluruh penerimaan I , 

persediaan. ! 
i 

(3) Buku pengeluaran persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
; 

i ' ' 
d. kartu barang persediaan; dan 

f .' : ' e. Daftar BfyfD persediaan rusak atau usang. 
(2) Buku penerimaan persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

I 
I 
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[ Pasal1495 
i 
I 

(1) Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai 
I 

' kewenangarinya melakukan Inventarisasi fisik persediaan atau yang 
dikenal dengan istilah stock opname yang dilakukan setiap semester. 

I 

(2) Inventarisasi fisik persediaan dilakukan atas barang yang belum 
I 

dipakai yang berada di gudang/tempat penyimpanan atau yang 
berada di uJit pengguna/pemak~. 

I 

(3) Hasil Inventarisasi fisik persediaan dituangkan dalam berita acara. 
(4) Pada akh1 periode Pelaporan pencatatan persediaan dilakukan 

penyesuaian dengan hasil Inventarisasi fisik persediaan. 

persediaan rusak atau usang dilakukan sesuai dengan ketentuan 
I i . 

peraturan perundang- undangan. 
I 

persediaan rusak atau usang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
491 ayat (1) !huruf e. . 

I 
(2) Daftar BMq persediaan rusak atau usang sebagaimana dimaksud 

i 

pada ayat ( lf) dikeluarkan dari pencatatan persediaan. 
(3) Mekanisme j pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan 

' 

[ Pasal 494 

I 
rusak atau usang direklasifikasi ke dalam Daftar BMD 
i 

(1) Persediaan 

' 
(4) Pengurus rarang Pengguna atau Pengurus ~arang Pembantu 

mengeluarkan dan menyalurkan barang persediaan berdasarkan 
I ' 
I 

surat perintah penyaluran barang yang dituangkan dalam berita 

acara serah \terima. 
I 

sipil dalam memberikan persetujuan. 
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam 

bentuk surat perintah penyalura:h barang. 

surat permintaan barang sebagaimana 
492 . ayat (3) dan ayat (4), Pejabat 

i 
(1) Berdasarkari pengajuan 

dimaksud ka1am Pasal 
i Penatausahaan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang 

b 'k I . mem en an persetujuan. · 
(2) Kuasa Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat atau pegawai negeri 

: 

Pasal 493 
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terdapat: I 
a. perpindahan barang dalam ruangan; 

I 
b. penambahan barang dalam ruangan; dan/ atau 

! 
c. perubahan penanggungjawab ruangan. 

(2} Perpindahanl barang dalam ruahgan . sebagaimana dimaksud pada 
1 

ayat ( 1) huruf a dilakukan dengan melibatkan Pengurus Barang 
! 

(I)' Selain pembaharuan setiap semester sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 497 atat (2) huruf a, pembaharuan KIR dilakukan dalam hal 

' 

Pasal 498 

Pasal497 

(I) Pembukuan] BMD atas KIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 

: ayat (1) hu1r 1 merupakan Daftar BMD yang digunakan untuk 
mencatat ba;rang yang berada dalam ruangan. 

I 

(2) KIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pengurus 
I 

Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu dalam rangkap 2 
I (dua) untuk:[ 

a. ditempel \ dalam ruangan yang bersangkutan dan dilakukan 
pembaharuan setiap semester; dan 

J 
I 

b. disimpanlsebagai arsip. 

Kartu lnventaris Ruangan 

Bagian Ketigabelas 

I 
(1) Pembukuan' BMD atas pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 462 ayat ( 1) huruf k dilakukan pada kartu pemeliharaan. 
. I 

(2) Pembukuan] BMD atas pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada 
· ayat (1) untuk pemeliharaan yang bersifatrutin dan tidak menambah 

! 
masa manf~at atau kapasitas manfaat .. 

I 
' 

Pasal 496 

Pemeliharaan 

Bagian Keduabelas 
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(I) Pembukuari. BMD atas penghapusan sebagaimana dimaksud dalam . ! . . . 

Pasal 462 [ayat (1) huruf n dilakukan apabila telah ditetapkan 
! 

keputusan penghapusan BMD oleh pejabat yang berwenang. 
(2) Keputusanlpenghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

f 

membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa 
! • 

Pasal 500 

Penghapusan 

Bagian Kelimabelas 

pemerintahan daerah yang bersangkutan. . I . 
I 

(4) Pembukuari BMD atas pengamanan administrasi sebagaimana 
I . 

dimaksud ~ada ayat (3) berdasarkan dokumen sumber sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

I 

(1) Pembukuan/ BMD atas pengamanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 462 /ayat (1) huruf m, dilakukan terhadap pengamanan 

i 
administrasi atas penggunaan atau pemakaian BMD. 

(2) Pembukuan] BMD atas pengamanan administrasi sebagaimana 
t 

dimaksud pada ayat (1) berupa: 
. i . 

a. gedung darr/atau bangunan berupa rumah negara; dan 
b. peralatari dan mesin. 

! 
· (3) Pembukuanl BMD atas pengamanan administrasi sebagaimana 

I 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat: 
a. penggunaan atau pemakaian BMD yang menjadi tanggung jawab 

! 

mutlak f pejabat atau pegawai .. pemerintahan daerah yang 
mengguriakan untuk menunjang tugas dan fungsi; dan 

; 
i 

b. pengembalian BMD setelah digunakan oleh pejabat atau pegawai 
! 

Pasal 499 

Pengamanan 

Bagian Keempatbelas 

kewenangannya. 
batas sesuai Pembantu Barang Pen gurus i a tau Pengguna 
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(4), dilakukan apabila: 
! 

a. dihapus dari Daftar BMD; atau 
b . di 1l k . . terja 1 Kore si. 

I 

yang terjadi pada setiap BMD. 
(2) KIBAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk 

! 

persediaan: 
I 

(3) Setiap BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki NIBAR 
I 

pada saat lperolehan/penerimaan awal barang diterima dan diakui 
sebagai BMD. 

! 

(4) NIBAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan 
I 

perubahanl atau dihapus. 
(5) Pengecualiim terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

I 

(1) Pembukuan BMD atas KIBAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
I 
I 

462 ayat (1) huruf o merupakan Pembukuan dari kegiatan transaksi 

Pasal 502 

Kartu Identitas Barang 

Bagian Keenambelas 

penghapusan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
I peraturan perundang- undangan. 

atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada 
dokumen sumber berupa keputusan 

' 
(2) Pembukuari BMD 

! 

ayat ( 1) I berdasarkan 

tidak ada upaya hukum lainnya; 
! 

d. ketentuan peraturan perundang-undangan; 
I 

e. pemusnahan; atau 
I 

f. sebab lain. 

dimaksud i 

(1) PembukuanBlvll) atas penghapusan sebagaimana 
dalam Pasal 500 ayat (1) disebabkan oleh: 

! 

a. penyerahan atau Pengalihan status penggunaan BMD; 
! 

b. pemindahtanganan BMD; 
c. putusan f pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 

Pasal 501 

barang yang' berada dalam penguasaannya. 
I 

Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas 
I 
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' 
c. peralatan \dan mesin; 
d. gedung dan bangunan; 

I 
e. jalan, jaringan dan irigasi; 

i 

f. aset Tetan lainnya; 
I 

g. aset tidakl berwujud; dan 
I 

(1) _ Objek Inventarisasi BMD meliputi: 
I ' 

• I a. persediaan; 
I 

b. tanah; I 

Pasal 505 

I , a. Pengguna Barang untuk Daftar Barang pada Pengguna Barang; 
I 

dan , · 
b. Pengelola \sarang untuk Daftar Barang pada Pengelola Barang. 

I 

. nventarisasi BMD f dilaksanakan oleh: 
I 

Pasal 504 

Pelaksana dan Objek Inventarisasi 

Bagian 1:(esatu 

INVENTARISASI 

BAB IV 

i 
! 

:{!BAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 ayat (1) terdiri dari: 
I , 

a. KIBAR tanah; 
b. KIBAR p~ralatan dan mesin; 

I 

c. KIBAR gedung dan bangunan; 
I 

d. KIBARjalan, jaringan dan irigasi; I , , 

e. KIBAR Aset tetap lainnya; 
I 

f. KIBAR ko'ustruksi dalam pengerjaan; . ! . 

g. KIBAR kernitraan dengan pihak ketiga; 
I 

h. KIBAR Aset tak berwujud; dan 
I 

1. KIBAR Aset lain-lain. 
I 

Pasal 503 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 ayat (2). 
i 

objek terhadap dilaksanakan BMD I Inventarisasi 
! 

(1) Tahapan 

Pasal 508 

Tahapan Inventarisasi 

Bagian Kedua 

(l) Pengelola Barang melakukan Inventarisasi BMD yang berada dalam 

penguasaarinya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 
I 

(2) Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
tanah ·dan/ atau bangunan. 

Pasal 507 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
! 

huruf a berupa persediaan yang akan diserahkan kepada 

masyarakatl 

(1) Pengguna ~arang atau Kuasa Pengguna Barang melakukan 
I 

Inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya berupa: 
a. persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan paling 

! 

sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan 
b. selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan 

paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun. 
I 

Pasal 506 

d. pertimbangan objektif lainnya: 
I . 

! 

h. konstruk~i dalam pengerjaan. 
(2) Objek Inven~arisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b sampai dengan huruf g dapat dilakukan Inventarisasi secara 
! 

serentak atau bertahap. 
! 

' (3) Inventarisas~ secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan paling sedikit: 
! 

a. tanggal, bulan, tahun perolehan; 
I 

r b. lokasi; 

c. jumlah barang; dan/ atau 
i 
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(I) Pembentuka.A tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

509 huruf a dilakukan pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna 
I 

Barang dan Pengelola Barang; · 
(2) · Tim Inventlsasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 

oleh bupati. i 

(3) Tim Inven~sasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tu gas: : 
a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi; 
b. menyiapkan data Daftar BMD; 

I 

c. menyiapkan dokumen sumber; 
d. melaksanlkan lnventarisasi; · 
e. melakuk~ identifikasi hasil lnventarisasi; 
f. meneliti dokumen kepemilikan; 

I 

g. menyusu~ laporan hasil Inventarisasi; dan 
h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil 

Inventari~asi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, 

I 

Pasal 510 

i 
I . 

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (2) huruf a, 
I . . 

meliputi: [ . 
l 
I 

a. pembentJkan tim Inventarisasi; dan 
I 

b. penyiapan data awal. 
I 

Pasal 509 

a. persiapari; 
I b. pelaksanaan; 

c. PelaporJ hasil Inventarisasi; dan 
d. tindak lanjut hasil lnventarisasi. 

! 
(3) Tahapan Inyentarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum jdalan1 Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan aari Peraturan Bupati ini. 

(2) Tahapan Inyentarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari: I 
; 
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(1) Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 
ayat (2) 9ilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan 

I 

Inventarisasi. 
(2) Monitoring[dan evaluasi atas pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana 

dimaksud f pada ayat ( 1) pada Pengguna Barang dilakukan oleh 
Pengelola Barang. 

I 
' 

Pasal 514 

I 

(2) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
oleh tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 ayat 
(2). 

identifikasi. 

(1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (2) 
huruf b, rnerupakan kegiatan untuk melakukan pendataan dan 

f 

Pasal 513 

a. penyiapap dokumen sumber; dan 
b. penyiap,n dokumen pelaksanaan Inventarisasi. 

meliputi: 

i 

Penyiapan data awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509 huruf b, 
1. merupakan penyiapan data sebelum pelaksanaan Inventarisasi, yang 
I 

Pasal 512 

Penyusunan rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana 
I 

dimaksud dalam Pasal 510 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat: 
I 

a. objek yang akan dilakukan Inventarisasi; 
I 

b. rencana jadwal pelaksanaan Inventarisasi; dan 
I 

c. pelaksana/ petugas Inventarisasi sesuai target lokasi dan jadwal 
I pelaksanaan. 
I 

Pasal 511 

(4) Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu 
! 

oleh Pengguna Barang lainnya. 
! 
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(1) Kuasa Pe~gguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang 
melalui Tinh. Inventarisasi menyusun laporan hasil Inventarisasi. 

I 

(2) Laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
I 

menjadi tanggung jawab penuh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna 
Barang dan Pengelola Barang atas kebenaran hasil Inventarisasi. 

Pasal 517 

Tahap Pelaporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
I 

508 ayat (2) huruf c, merupakan tahapan penyusunan laporan hasil 
Inventarisasi yru;ig dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna 
Barang dan Pengelola Barang. 

Pasal516 

Pelaporan Inventarisasi 

Bagian Ketiga 

monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

(3) ditemukan ketidaksesuaian, Pengguna Barang 
kepada Kuasa Pengguna Barang untuk 

i 

menyampaikan 
I 

ditindaklanjuti. 
! 

(2) Dalam hal I hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 514 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, Pengelola 

I 
Barang rnenyampaikan kepada Pengguna Barang untuk 

I 

ditindaklanjuti. 

(3) Dalam hal i hasil 
I 

Pasal 514 I ayat 
' 

(1) Monitoring ldan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 

dilakukan melalui: 
I 

a. kesesuaian rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi dengan 
' 

pelaksanaan Inventarisasi; dan 
b. kesesuaian lembar kerja Inventarisasi dengan laporan hasil 

! 
Inventarisasi. 

I 

Pasa1515 

(3) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana 
I 

dimaksud pada ayat ( 1) pada Kuasa Pengguna Barang dilakukan oleh 
! Pengguna Barang. 
: 
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Tindak lanjut hasil Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
! 

508 ayat (2) huruf d dilakukan paling sedikit: 
! 

a. pemberian label pada BMD; 
I 

Pasal 520 

Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi 

Bagian Keempat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 ayat (1) huruf b sampai 
! 

dengan huruf g. 
! 

(2) Laporan hasil Inventarisasi terhadap objek Inventarisasi BMD berupa 
! 

persediaan clan konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud 

dalam PasiI 505 ayat (1) huruf a dan huruf h disampaikan 
berdasarka1?- hasil Inventarisasi sesuai periode Pelaporan. 

i 
(I) Laporan hasil Inventarisasi memuat objek Inventarisasi BMD 

! 

Pasal519 

t 

Tanggung jawab penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517 ayat (2) 
didukung melalui :surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang, Pengguna 
Barang dan Pengelola Barang sesuai kewenangannya. 

! 

Pasal 518 

Bupati. 

(3) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi 
I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengguna Barang paling 
lama 2 (dua)[ bulan setelah Inventarisasi. · 

I 
I 

(4) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi 
I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengelola Barang paling 
! 

lama 3 (tiga)I bulan setelah Inventarisasi. 
(5) Pengelola Barang menghimpun laporan hasil Inventarisasi 

sebagaimanl dimaksud pada ayat (1). 
(6) Laporan sebagaimana 'dimaksud pada 'ayat (5) disampaikan kepada 

I 
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I !<oreksi sebagaim~a dimaksud dalam Pasal 520 huruf c merupakan 
r indakan pembetulan terhadap data BMD sesuai dengan Pembukuan BMD 

I 

.1 tas koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482. 
i 
! 

Pasal 523 

!,~eklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520 huruf b merupakan 
' ' 

· indakan perbaikrui pada penggolongan dan kodefikasi BMD sesuai dengan 
:•embukuan BMD \atas reklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
-f·75. 

Pasal 522 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai I . 
penggolongan dan kodefikasi BMD. 

' 

I 

(1) Pemberian l~bel pada BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520 

huruf a dilakukan paling sedikit terhadap: 
. a. BMD yang belum diberikan label; atau 

I 

b. penggantian label akibat reklasifikasi, koreksi atau terjadi 
I 

perubahan kode lokasi barang. 
(2} Pemberian 1lbel barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur 

i 

Pasal 521 

peraturan perundang-undangan. 
I 

atau penggunaan penggunaan 

b. reklasifikasi; 
! 

c. koreksi; : 
I 
I d. pencatatan; 
i 

e. pengalihan status 
I semen tara; 

f. pengeluaran internal Pengguna Barang atau penarikan; 
I 

g. penghapusan: dan/ atau 
I 

h. menindaklanjuti penggunaan BMD sesuai dengan ketentuan 
I . 
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a. Kuasa ~engguna Barang tetapi masih tercatat dalam Daftar BMD 
pada Kuasa Pengguna Barang lainnya; 

i 
b. Kuasa Piengguna Barang tetapi masih tercatat dalam Daftar BMD 

pada Pelgguna Barang; dan/atau 
c. Pengguna Barang tetapi masih tercatat dalam Daftar BMD pada 

Kuasa P~ngguna Barang. 
I 

(2) Pengeluaran internal Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 
i 

ayat (1) dilaksanakan penyerahan BMD sebagaimana dimaksud 
I 

dalam Pasal 473 ayat (2). 
I 

(1) Pengeluaran internal Pengguna Barang atau penarikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 520 huruf f dilakukan apabila BMD telah 
digunakan bleh: 

I 

Pasal 526 

I 

(2) Pengalihan I status penggunaan atau penggunaan sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 
ketentuan Jeraturan perundang- undangan. 

i 
(3) Dalam hall tidak dilakukan pengalihan status penggunaan atau 

penggunaru;i sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
: 

· Pengguna Barang atau Pengelola Barang dapat melakukan penarikan 
I 

atas BMD yang telah digunakan. 
I 
I 
' 

I 
(1) Pengalihan) status penggunaan atau penggunaan sementara 

sebagaiman1a dimaksud dalam Pasal 520 huruf e dilakukan apabila: 
I 

a. BMD telah digunakan oleh Pengguna Barang tetapi masih tercatat 
dalam Dhltar BMD pada Pengguna Barang Lainnya; atau 

! 
b. BMD telah digunakan oleh Pengguna Barang tetapi masih tercatat 

I dalam Daftar BMD pada Pengelola Barang. 

Pasal 525 

(1) Pencatatan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520 huruf d 
dilakukan dhlam hal BMD belum tercatat dalam Daftar BMD. 

(2) Pencatatan lsebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 
dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. 

I 

Pasa1524 
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paling sedikit terdiri dari unsur: 
I . 

I 

i 
(1) Penghapusan terhadap BMD hilang tidak ditemukan sebagaimana 

dimaksud idalam Pasal 527 ayat (2) huruf d dilakukan dengan 
! 

rnembentuk tim peneliti yang ditetapkanoleh Bupati. 
(2) Tim peneliB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal 

! 

Pasal 528 

perundangiundangan. 

lainnya tidak 

dalam bentuk 

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520 huruf g . I , 
dikategorikan dalam penghapusan karena sebab lain. 

(2) Penghapusa'.n karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
! 
I 

dilakukan terhadap: 
a. banguna~ yang telah berdiri di atas tanah pemerintah pusat atau 

I 

Pemerintah Daerah lainnya dan tidak dapat dilakukan 
I 

pemindahtanganan atau pemusnahan; 
I 

b. Aset Tetap renovasi yang berada di atas Aset milik pemerintah 
I 

pusat, Pemerintah Daerah lainnya atau Pihak Lain dan tidak dapat 
I 

dilakukan pemindahtanganan atau pemusnahan; 
c. BMD yang hilang karena kecurian dan telah dilaporkan pada 

! : 
pihak yang berwenang; atau 

d. BMD yaiig hilang tidak ditemukan. I , 

(3) Penghapusfn BMD yang tidak dapat dilakukan pemindahtanganan 
atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 

! 
huruf b apabila: 

I 
a. Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah 

menyet~ui untuk dilakukan pemindahtanganan 
! • 

hibah atau tukar menukar; dan/ atau 
. I 

b. bangunan yang telah menyatu dengan bangunan milik pemerintah 
i 

pusat, Pemerintah Daerah lainnya atau Pihak Lain. 
I 

(4) Tata cara penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat [ (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

Pasal.Sz? 

(3) Penarikan sTbagajmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal 
Kuasa Pengguna Barang atau Pengguna Barang yang mencatat masih 

·. I 
membutuhkan. 

I 
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' 
diusulkan penghapusan. 

. : 

(2) Dalam hal ! BMD masih dimungkinkan dapat ditelusuri atau 
I . 

ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kuasa 
Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang 
melakukan penelusuran kembali.. 

I 
(3) Dalam hal ~MD sudah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran 

atau tidak mungkin ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
I 

huruf b dilakukan paling sedikit dengan pertimbangan: 
I 

a. sudah tid~k memiliki sisa masamanfaat; 
b. pemah terjadi keadaan kahar; 

! 

(I) Laporan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam 
. Pasal 528 a~at (4) disusun oleh tim terhadap BMD yang hilang tidak 
ditemukan meliputi: 

I 
I 

a. BMD masih dimungkinkan dapat ditelusuri atau ditemukan; 
l 

dari/atau] 
b. BMD sudah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran atau 

I 
tidak mungkin ditemukan dan memberikan pertimbangan untuk 

' 

Pasal 529 

e. Inspektorat kabupaten. 
i 

(3) Tim peneliti ! sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas, 
paling sedikit: 

! 
a. meneliti kebenaran laporan hasil Inventarisasi; 

I . . 
b. melakukan pengecekan ke lapangan untuk menyatakan 

kebenaran atas laporan hasil lnventarisasi; 
! 

c. meneliti qokumen kepemilikan sesuai ketersediaan data dokumen; 
I 

d. meneliti dokumen administrasi; dan 
. e. menyusun laporan hasil penelitian yang dituangkan dalam berita . I ·. 

acara hasil penelitian. 

(4) Laporan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
l 

ayat (3) hurt.tf e disampaikan kepada Bupati dan Pengguna Barang. 
I 
I 

b. Pejabat Penatausahaan Barang; 
I c. Penguru~ Barang Pengelola; 

d. BagianH~kum; dan 
I 

a. Pengelola Barang; 
I 
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b. penggunaan; 
. I . alP . B c. penenmaan intern engguna a.rang; 

I 

d. pengeluaran internal Pengguna Ba.rang; 
I 

e. pemanfaatan; 

f. reklasifikJsi; 

g. koreksi; I 
I • • h. penyusutan a.tau amortisasi; 

d . I 
1. perse iaan; 

! 

J. pengamarian; dan 
. I 

k. penghapusan. 
(2) Pelaporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

I 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

P B I ... eraturan upati mi. 
I 
! 

(1) Pelaporan BMD terdiri dari: 
a. perolehj/ penerimaan; 

! 

Pasal 530 

Penyusunan · Pelaporan 

Bagian Kesa.tu 

BAB XII PELAPORAN 

dipertanggungjawabkan. 
I 

(4) Dalam hal BMD sudah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran 
: a.tau tidak ~ungkin ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf b, Pengguna Ba.rang a.tau Pengelola Ba.rang mengajukan usulan 
I 

penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. [ 

dapat yang 
secara teknis keberadaannya; dan/ a.tau . I . 

d. terdapat ! dokumen pendukung lainnya 

I 

dimungkinkan keberadaannya a.tau tidak dapat dipertahankan 
1 . 

· c. tanggal, ! bulan, tahun perolehan secara fisik sudah tidak 
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dan laporan ! barang pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

yang disusun setiap semester dihimpun oleh Pengelola Barang 
sebagai bahah penyusunan Laporan BMD. . I 

(4) Dalam menghimpun laporan barang pengguna dan laporan barang 
i 

pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengelola Barang 
I 

dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Barang. 

I (1) Pengelola Barang menyusun laporan barang pengelola. 
(2). Laporan barang pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

I 
disusun setiap bulan dan semester. 

! 

(3) Laporan barang pengguna sebagaimana dimaksud Pasal 531 ayat (5) 
I 

Pasal 533 

a. semester I yaitu minggu keempat bulan Juli tahun berkenaan; dan ! . 
b. semester II yaitu minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya. 

! 
! 

i 

(1) Laporan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 ayat 
(3) diserahkck paling lambat 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya. 

I 

(2) Laporan setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 I . . 

ayat (3) diserahkan paling lambat: 
; 

Pasal 532 

I 
I 

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan barang kuasa pengguna 
untuk disarJpaikan kepada Pengguna Barang. 

! 
(2) Pengguna Barang menyusun laporan barang pengguna. 
(3) Laporan bJang kuasa pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dan laporan barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 
! 

(2) disusun setiap bulan dan semester. 
i I , 

(4) Laporan barang kuasa pengguna dan laporan barang pengguna yang 
! ' 

disusun setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dihimpun ol~h Pengguna Baran~ sebagai bahan penyusunan laporan 

i .; barang pengguna. 
' (5) Laporan barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

digunakan \ sebagai bahan penyusunan neraca SKPD untuk 
disampaikan kepada Pengelola Barang. . I 

Pasal 531 
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(1) Rekonsiliasi data BMD dilakukan oleh: 
I . 

a. Pengurus Harang Pengguna dengan Pengurus Barang Pembantu; 
I 
! 

Pasal 536 

l . . 

(1) Dalam menyfsun Laporan BMD perlu dilaksanakan Rekonsiliasi. 
(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan paling 

sedikit terhahap: . 
. I 

I 

· a .. perolehan'/penerimaan; 
I b. penggunaan; . . I 

c. penerimaan internal Pengguna Barang; 
i 

d. pengeluaran internal Pengguna Barang; 
I 

e. reklasifikasi; 
f. koreksi; ! 

' 
g. penghapusan; 

! 
h. saldo awal tahun berjalan; dan 

. . I 
I 

1. saldo akhir tahun berjalan. 
I 

Pasal 535 

Rekonsiliasi . 

Bagian Kedua 

! 
(1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 ayat (5) 

menyampaikan Laporan BMD semester I dan semester II kepada 
I 

Menteri. [ 
(2) Laporan semester I sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

disampaikarl paling lambat minggu ke empat bulan Agustus tahun 
I 

berkenaan. [ 
I 

(3) Laporan semester II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
i . . . . 

disampaikatt paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterima laporan hasil 
pemeriksaan oleh Sadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. . I 

! 

Pasal 534 

· (5) Laporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan 
· sebagai bah~ penyusunan neraca bagi Pemerintah Daerah. 

I 

I 
l 
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(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap 
I , 

penggunaap, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, 
pemeliharaflll, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di 
dalam penguasaannya, 

I 

Pasal 538 

a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; 
I 

b. Pengelola Barang melalui pemantauan clan investigasi; dan/ atau 
; 

c. Pengur~s Barang Pengelola dalam hal ini Bidang Aset Daerah 
melalui pemantauan, penertiban dan investigasi 

I . 
! 

Pegawasan dan Prngendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan 
I 

oleh: 

Pasal 537 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

BAB XIII 

dalam berita acara hasil Rekonsiliasi. 
I 

(5) Format berita acara hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
I 

terpisahkari dari Peraturan Bupati ini. ! ,. . 

i I . 
b. Pengurus Barang Pengguna dengan Pengurus Barang Pengelola; 

1 
c. Pengurus Barang Pengguna dengan pelaksana fungsi akuntansi 

! 

pada Pengguna Barang; dan 
d. PenguruJ Barang Pengelola dengan pelaksana fungsi akuntansi 

yang meJyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah. 
; . 

(2) Rekonsiliasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf 
. I • . 

b dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam periode 
I 

tahun ·· berjalan. 
(3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf 

d dilaksam~.kan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau setiap 
I I , 

semester dalam periode tahun berjalan. 
(4) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

! 

-271- 



(I) Pengurus Barang Pengelola dalam hal ini Bidang Aset melakukan 
I 

pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, 
pemanfaatah, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam 
rangka ! penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan 

. I 
pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan 

I 
peraturan perundang-undangan. 

I 

(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
I 
I 

dapat dititj.daklanjuti oleh Pengurus Barang Pengelola dengan 
! 

Pasal 540 

I pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas 
i 

pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan 
I 

barang milik daerah. 
I 

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan 

I 
peraturan perundang-undangan, 

i 

(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas 
j 

pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan 
I 

barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, I . 
pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai 

! 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

! 
(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dapat .ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat 
' 

Pasal 539 
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(2) Pelaksanaa.J pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa 

j • 

Pengguna Barang . 
! 

(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat 
pengawasanl intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut 
hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat 

I . . 
(1) dan ayat((2). . . . . 

(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil I . 
audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan 

I 
I 
I peraturan perundang- undangan. 
I 



Barang 
1Kuasa Pengguna; 

b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan 
c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. 

! 

a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar 
I 

Penghapusan bcifang milik daerah meliputi: 

Pasal 541 

Prinsip Umum 

Bagian Kesatu 

PENGHAPUSAN 

BAB XIV 

(7) Bidang Aset diberikan kewenangan penuh untuk melakukan 
I 
I 

penertiban! atas Penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan yang 
digunakan ltidak sesuai ketentuan. 

(6) Penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan diluar wilayah Kabupaten 
Bombana I wajib memiliki izin tertulis Pengelola Barang dan 

i 

ditatausahakan oleh Bidang Aset. 
! 

(5) Tugas kedinasan yang dimaksud dalam rangka pergi kerja, 
melaksanakan perintah tugas di luar kantor 

(4) Kendaraan l Dinas Jabatan hanya dapat digunakan dalam rangka 
I 
I 

melaksanakan tugas kedinasan. 

meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan 
! 

audit atas pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan 
I 
I . 

pemindahtanganan barang milik daerah. 
I 

(3) Hasil audit febagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
Pengurus Barang Pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai dengan 

i 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(1) Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola 
Barang, \engguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang 
disebabkari karena: 

! 
a. penyerahan barang milik daerah; 
b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; 
c. pemindahtanganan atas barang milik; 

i 
d. putusari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 

I 
sudah tidak ada upaya hukum lainnya; 

I 

e. menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan; 

f. pemusnahan; atau 
I 

g. sebab lain. 
I 

(2) Sebab lainl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan 
sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi 
penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, 
susut, me1guap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari 
keadaan kahar (force majeure). 

I 

Pasal 543 

Pasal 542 

(1) Penghapusah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang 
I 

Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf a, 
dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam 

I 

penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. 
(2) PenghapusJn dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud 

I dalam Pasal 541 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah 
I 

sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang. 
(3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana 

I 

dimaksud dalam Pasal 541 huruf c dilakukan dalam hal terjadi 
i 

penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
I 

disebabkanl karena: 
a. pemindahtanganan atas barang milik daerah; 

I 
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 

I 

sudah titlak ada upaya hukum lainnya; 
I 

c. menjalankan ketentuan undang-undang; 

d. pemusnahan; atau 
i 

e. sebab lain. 

I 
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(I) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Bupati 

sebagaimaba dimaksud dalam Pasal 543 ayat (1) huruf a dilakukan 
I . .: . 

oleh Penggpna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 

! 
Pengelola ~arang menerbitkan keputusan penghapusanbarang milik 

I daerah. ; 
(3) Keputusanl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) 

i 

bulan diter bitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara 
' 

Serah Ternha (BAST) penyerahan kepada Bupati. 
I 

Pasal 545 

: 
i Pada Pengguna Barang Dan/Atau Kuasa Pengguna Barang 
I 

I 

Bagian Kedua 

Pelkksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 
! 

(5) Pelaksanaah atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
' ! 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati. 
! 

c. pemusnahan, 
! 

(4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik I . . .. 
daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk 

I . ·• . Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna. 
! 

[ 

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 ayat ( 1) untuk 
barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan 

I 

menerbitkctjl keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah 

mendapat persetujuan Bupati. 
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 ayat (1) untuk 

I 
barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan I . 
menerbitkah keputusan penghapusan oleh Bupati. 

(3) Dikecualikcin dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan 
! 

Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk barang 
I 

milik daerah yang dihapuskan karena: 
I 

a. pengalihan status penggunaan; 
b. pemindJhtanganan; atau 

! 

Pasal 544 
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Barang sejak tanggal Betita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan 
I 

status penggunaan barang milik daerah. 
' 

(4) Pengguna ;Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada 
Bupati dengan melampirkan: 

I 

a. keputusan penghapusan; dan 
I 
I 

I 
(I) Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang milik 

daerah kephda Pengguna Barang lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 543 ayat ( 1) huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa 

i 
I 

Pengguna Barang. 
(2) PerighapusJn sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah 

Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik 
daerah. 

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola 

! 

Pasal 547 

tahunan. 

i (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 

Pengguna sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah 
. . I , • . 

kepada Bupati harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan 
i Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna 

Barang. 
(2) Perubahan ! Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 

penyerahan barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada 
I 

Bupati harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan 
I 

Pasal546 

(4) Pengguna ~arang melaporkan .penghapusan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada -. ayat (1) kepada Bupati, dengan 

melampirkan: . I 
a. keputusan penghapusan; dan 

I . 
b. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Bupati. 

• I . . 
(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), PeJgelola Barang melakti.kan penyesuaian pencatatan barang 

milik daeraA pada daftar barang milik daerah. 
I . 
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pemindahnpganan atas barang .milik daerah disampaikan kepada 
Pengguna Barang disertai dengan: I . . 
a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal 

I 

pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara 
lelang; I 

b. Berita A'.cara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan 
I 

dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, 
r 

dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan 
I 

karena daerah milik barang (4) Keputusan] penghapusan 
I 

i (1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah 
i 

sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 543 ayat (1) huruf c dilakukan 
! 

oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
! 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah I , 

Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik I . 
daerah. ' 

i 
(3) Keputusan.sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) 

bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara 
Serah Teridia (BAST). 

I 

Pasal 549 · 

Pasal548 

i • 
(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 

Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang 
milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan 
laporan tahunan Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna 

Barang. i 
i 

(2) Perubahan ldaftar barang milik ~aerah sebagai akibat dari pengalihan 
status penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam 

I 
laporan barang milik daerah semesteran dan laporan tahunan. 

I 
I 

b. Berl.ta A6ara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan 
! 

barang milik daerah. 
I 

(5) Berdasarkail keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada 
I 

ayat (3), Pe9gelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang 
milik daerah pada daftar barang milik daerah. 

I , 
! 
! 

-277- 



milik daerah kepada Pengelola Barang paling sedikit memuat: 
! ; 

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
! 

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, 
I 

diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, 
i 

nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/ atau 
nilai perblehan. 

I 

i (3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud ~ada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan: 

I (1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah 
i . 

memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya 
hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 ayat (1) 

huruf d dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Pengguna ~arang mengajukan permohonan penghapusan barang 
I 

Pasal 551 

f 

(1) Perubahan !Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna [ sebagai akibat dari penghapusan karena 
pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang 

Pengguna/laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan 
I 

Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang. 
I 

(2) Perubahan i Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
I 

penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam I . 
laporan semesteran dan laporan tahunan. 

! 

Pasal 550 

b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang; dan 
I 

c. Naskah Hibah. 
! 

(6) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada 
I 

ayat (3), Pengelola Barang menghapus barang milik daerah dari 
I 

Daftar Barang Milik Daerah. 
! 

i ah h ibah dalam hal c. Berita Acara Serah Terima dan nask 1 , 
I 

pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah. 
i 

(5) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati dengan melampirkan: 

a. Keputusan Penghapusan; dan 
I 
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a. kode barang; 
. I b. kode register; 

I 
c. nama barang; 

I d. tahun perolehan; 
I 

e. spesifikasi/identitas teknis; 
I 

i 
dengan alas~. 

(2) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, 
Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik 

I 
daerah. · 

I 
(3) Surat perse~ujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang ! . 
I . 

disetujui untuk dihapuskan, diantaranya meliputi: 
I 
; 

(1) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
! 

dimaksud dalam Pasal 551 ayat (2) tidak disetujui, Bupati melalui 
! 

Pengelola Barang memberitahukan pada Pengguna Barang disertai 

Pasal 552 

lainnya; dan 
! : 

c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan. 
(6) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c 

dilakukan urituk memastikan k~sesuaian antara barang milik daerah 
: 

· yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah 
yang menjadi objek permohonan penghapusan. 

1 

(7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
. I 

I 

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada 
! Bupati. 

tel ah yang pengadilan a. salinan/fotokopi putusan 
i 

dilegalisasi/ disahkan oleh pejabat berwenang; dan 
I 

b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara. 
. I 

(4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan 
penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
I 

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang meliputi: 
I 

· a. penelitian data dan dokumenbarang milik daerah; 
. i 

b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik 

daerah sbbagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum 
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lainnya. 

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Pasal 552 dan Pasal 
I 

553 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah 
I 

memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum 
! 

Pasal 554 

I 

(1) Berdasarka'.n persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
I 

449 ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan 
i 

barang. ; • 
(2) Keputusanl penghapusan seb';'gaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan 
I 

penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna 
I 
I 

dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna. 
i 

(3) Keputusan I penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat :(1) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola 

f 

Barang sejak tanggal persetujuan penghapusan barang milik daerah I . . 
dari Bupati. 

I 
(4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Bupati dengan 

melampirkln. keputusan penghapusan barang milik daerah. 
I 

(5) BerdasarkJn keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada 
. I 

ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari 
Daftar Barang Milik Daerah. 

I 
l 

' 

Pasal 553 

f. kondisi barang; 
! 

g. jumlah; I 
h. nilai perolehan; 

I 
i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan 

I penyusutan; dan 
J. kewajib~ Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan 

PenghaJ,usan kepada Bupati melalui Pengelola Barang. 
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dimaksud 1ada 
ayat (1) paling sedikit memuat: 

i 
i 

(1) Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud 
. dalam Pasal 556 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan 

l 
penghapusan, 

I . 

(2) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
I 
' 

Pasal 557 

' Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada 
I Bupati. : 

kode register, nama barang,· jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai 
I 

buku, dan/ atau nilai perolehan. 
I 

(3) Pengelola IBarang melakukan penelitian terhadap permohonan 
l 

penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang 
'· I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Berdasarkk penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Barang. 
i 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
. I 

I 
memuat: 1 

a. pertimbangan dan. alasan penghapusan; dan 
I b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, 

yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, 
I 

(1) Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang- 
1 

undangan kebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 ayat (1) huruf e 
! 

diawali derigan pengajuan permohonan penghapusan barang milik 
I 

daerah oler Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola 
' 

Pasal 556 

harus pengadilan \ yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. 

i . 
j 

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah 

I , 
memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam 
laporan seniesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau 

I 

Kuasa Pengguna Barang. 
(2) Perubahan IDaftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan 

i 

Pasal 555 
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dicantumk~ dalarn laporan semesteran dan laporan tahunan. 
i 

(1) Perubahan J:?aftar Barang Pengguna darr/atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan 

i 
perundang- undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran 

dan laporan I tahunan Pengguna , Barang dan/ atau Kuasa Pengguna 
Barang. 

(2) Perubahan '.naftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan harus 

i 

Pasal 559 

(2) Berdasarkan kepu tusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam I . 
Pasal 557 ayat (4), Pengelola Harang menghapuskan barang milik 

I 

daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. 
! 

i 
(1) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah 

kepada Bupati, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang 
dikeluarkan \ oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam 

i Pasal 557 ayat (4). 
I 

Pasal 558 

Pengguna dengan berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola 
I 

Barang. 1 

(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
i 

pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola 
Barang sejJ tanggal persetujuan Bupati. 

dari Daftar' Pengguna Barang dan/ atau Daftar Barang Kuasa 
I ' 

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang 
i : 

sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode 
i : 

register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, 

jumlah, nilai buku, dan/ atau nilai perolehan; dan 
I 

b. kewajib~ Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan 

penghapusan kepada Bupati .. 
I 

(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
I 

( 1), Pengguria Barang melakukan penghapusan barang milik daerah 
i 
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memuat: 

(1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
I 

543 ayat 1(1) huruf g dilakuk~ oleh Pengguna Barang/Kuasa 
Pengguna Barang. 

I 

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang 
. I • 

milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya 
i 

Pasal 562 

i 

(1) Perubahan iDafta.r Barang Peng,guna dan/atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam 
laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau 

I kuasa pengguna barang. 
i 

(2) Perubahan I Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan 

I 
laporan tahunan. 

I 
! 

Pasa1561 

sebagaimana dimaksud pada ayat(3). 
I - . - 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada 
I 

ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah pada 
I . . 

Daftar Barang Milik Daerah. 
I 

Pasal 560 : 

I (1) Penghapusa;n barang milik daerah karena pemusnahan pada 
Pengguna 4arang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 ayat ( 1) 
huruff dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 

l 
(2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukbn setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan 
I 

penghapusan barang milik daerah. 
(3) Keputusan benghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

I 

pada ayat (2) diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) 

bulan sejakl tanggal berita acarapemusnahan. 
(4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan disampaikan 

l . 

kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan 

sebagaim~a dimaksud pada ayat (2) dan berita acara pemusnahan 
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(I) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang 
karena kec4rian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 ayat (3) 

huruf a harus dilengkapi: 
I 

a. surat keterangan dari Kepolisian; dan 
I 

b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
I 

yang sekurang-kurangnya memuat: 
I , 

1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; 
2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang 

I . 
milik :daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat 
diketemukan; dan 

I 

3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa 
I 

penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan 
! . :· 

adanya unsur kelalaian . dan/ atau kesengajaan dari Pejabat 
yang [ menggunakan/penanggung jawab barang milik 
daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup 

I ' 

kemJngkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan 
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

I 
(2) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan 

i 

terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk 
! . 

hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 ayat 
i 

(3) huruf b harus dilengkapi: 
a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; 

I I 

i 

Pasal 563 
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1 
I 
I 

a. pertimbangan clan alasan penghapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, 

i ' 

diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, 

nama ba}ang, jenis, identitas,ikondisi, lokasi, nilai buku, dan/ atau 

nilai per~lehan. 
I 

(3) Permohonari penghapusan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan: 
I 

a. hilang karena kecurian; 
I 

b. terbakar.eueut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk 
! 

hewan/ikan/tanaman; atau 
I 

c. keadaan lkahar (force majeure). 
! 
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huruf c jika diperlukan. 
(3) Berdasarkan[ hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada 
I 

Bupati untuk penghapusan barang milik daerah karena sebab lain. 

c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan I .. 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 ayat (3) huruf b dan 
I 

dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/ atau nilai perolehan; 
I 

dan I 
i 

i 
(1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan 

penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang 
I 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 ayat (3). 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi: 
a. penelitiar{ kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 

penghapusan; 
[ 

b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, 
kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas 

i 
barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti 

\ 

kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi 
! 

Pasal 564 

b. perp.yata~ dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
mengenai kebenaran permohonan yang diajukan. 

c. pernyataan dari Pengguna Ba.rang/K~asa Pengguna Barang bahwa 
barang milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair, 

·. I -: . , . 
kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan 

; I 

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri 

hasil laporan pemeriksaan/penelitian. 
(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan I . 

keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
I 

562 ayat (3) [huruf c harus dilengkapi: 
a. surat ket~rangan dari instansi yang berwenang: 

' 
1. mengenai terjadi keadaan kahar (force majeure); atau 

i 
2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force 

majeure); dan 
I 
! 

b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan 
kahar (force majeure) dari Penggu.na Barang/Kuasa Pengguna 
Barang. 
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(1) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada 
Bupati dengk melampirkan keputusan penghapusan barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 ayat (4). 

i 

Pasal 566 

ayat (4). 

penyusutan;dan 
j. kewajibJ Pengguna Barang untuk melaporlcan pelaksanaan 

. penghapusan kepada Bupati. 
! 

(4) Berdasarkan] persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
! 

(3), Pengelola Barang menetapkan keputusan penghapusan paling 
lama 1 (satu)I bulan sejak tanggal persetujuan. 

I 

(5) Pengguna B4°ang melakukan penghapusan barang milik daerah dari 
Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna 

i . 
berdasarkan i Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada 

' ; 

barang milik daerah yang dapat dilakukan 

I 
h. nilai perolehan; 
1. nilai buku untuk 

! 

f. kondisi barang ; 
1· 
! 

g. jumlah; 

c. nama barang; 
! 

d. tahun pe~olehan; 
e. spesifikasi/ identitas teknis; 

! 
a. kode barang; 
b. kode register, 

I 

disetujui untuk dihapuskan, yang paling sedikit meliputi: 

penghapusan barang milik daerah. 
! 

(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang 

I 

Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan .alasan. 
i 

(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 562 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan 
! 

i 
(l) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 562 ayat (3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada ! . . . . 

Pasal 565 
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(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan 
I 

barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan 
dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. 

l 

Pasal 568 

(5) Berdasarkanl keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang 

I 

milik daerah \pada Daftar Barang Milik Daerah. 
I 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah 
. Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. 

i 
(3) Keputusan Pienghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

' ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak 
I 

tanggal Bert ta Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada 
Pengguna Barang. 

I 
(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada 

Bupati den~an melampirkan keputusan penghapusan dan Berita 
Acara Serah' Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang 

I 
I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
I 

I (1) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada 
I 
I 

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 ayat ( 1) 
I , 

huruf a dilakukan oleh PengelolaBarang. 
I 

Pasal 567 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang 

laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau 
I Kuasa Pengguna Barang. 
! 

(4) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain 
! 

harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. 
I 

i 

daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. 
! . 

(3) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna s~bagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam 

I 

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam 
I . 

Pasal 565 ayat ( 4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik 
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i pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam 
I 

laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan. 

' (1) Perubahan] Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari 
pemindahtkganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam 

! 
laporan barang semesteran dan .tahunan Pengelola Barang. 

(2) Perubahan I Daftar Barang Milik Daerah . sebagai akibat dari 

Pasal 570 

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada 
Bupati den~an melampirkan keputusan penghapusan yang disertai 

dengan: [ 
a. Risalah I Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST}, apabila 

I 

pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara 
! 

lelang; : 
i 

b. Berita l}cara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan 
dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar 
dan pen}ertaan modal pemerintah daerah; dan 

c. Berita Acara Serah Terima: (BAST) dan naskah hibah, apabila 
I 

pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah. 
(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada 

I 

ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari 
Daftar BarJng Milik Daerah. : . 

I , 

i 
(1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah 

kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 ayat ( 1) 
I : 

huruf c dilakukan oleh Pengelola Barang. 
i 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 

Bupati meJerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. 
I 

(3) Keputusan penghapusan barang milik.daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati 

sejak tangg~ Berita Acara Serah Terima (BAST). 
I 

Pasal 569 

(2) Perubahan I Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
penyerahan I barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus 

I 

dicantumkah dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. 
'; I : . 

I 
I 
I 
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menjadi pbjek permohonan penghapusan. 
(6) Dalam hal: permohonan penghapusan barang milik daerah tidak 

disetujui, ~upati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai 
dengan ala~an. 

I 

I (1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah 
memperolehl kekuatan hukum .tetap dan sudah tidak ada upaya 

, I 
hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 ayat (1) 

I . I 

huruf d dilakukan oleh Pengelola Barang. 
I . 

(2) Pengelola tjarang mengajukan · permohonan penghapusan kepada 
I 

Bupati paling sedikit memuat: 
I 

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, 

I 

sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode 
I 

register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, 
I . 

dan/ atau nilai perolehan. 
. ' 

(3) Permohonaii penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
! 

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan: 
I , 

a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah 
I 

dilegalisasi/ disahkan oleh pejabat berwenang; dan 
! 

b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara. 
I 

(4) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan 
I . 

barang milik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud 
I 

pada ayat (3). 
! 

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: 
I 

a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah; 

b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik 
! 

daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh I . . . . 
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum 
lainnya; dan 

I 
c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna 

I 
memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi 
objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang 

! 

Pasal571 
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.amnya. 

-ianya dilakukanl karena adanya putusan pengadilan yang telah 
I memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum 
! 

i 
:>enghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 dan Pasal 572 

I 

Pasal573 

i 
(1) Berdasarkari persetujuan Bupati: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

I • 
571 ayat (7),1 Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang. 

I 
(2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana dimaksud 

I 
pada ayat ( 1) Pengelola Barang melakukan penghapusan bararig milik I . . 
daerah dari Daftar Barang Pengelola. 

I 

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Bupati 
· sebagaimanJ dimaksud pada ay~t (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak 
,, tanggal persetujuan. 

I 
(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada 

! 

Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik 
I daerah. ! 

(5). Berdasarkan' keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada 
. ayat (3), Petjgelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari 

. Daftar Barig Milik Daerah. 

; 

r 

. (7) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui 
I 

Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik . I 
daerah. I 

(8) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
. dimaksud p!da ayat (7) paling sedikit memuat: 

i 
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, 

sekurand-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama 
i 

barang, I tahun perolehan, , spesifikasi/ identitas teknis, jems, 
kondisi, jumlah, nilai buku, dan/ atau nilai perolehan; dan 

, b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan I .. 
penghap~san kepada Bupati. 

Pasal 572 
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b. penelitian terhadap peraturan peruridang-undangan terkait barang 
milik dabrah; dan 

i 
c. penelitio/1 lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna 

memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi 
. I .. 

objek ~eraturan perundang- undangan dengan barang milik 
daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan. 

I . I . . 
I 

memuat: [ ! 

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, 

yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, 
kode re~ster, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai 

f ' 

buku darr/atau nilai perolehan. 
i . 

(3) Bupati me}akukan penelitian .terhadap permohonan penghapusan 
I 

barang milik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud 
I 

pada ayat [I]. 
! 

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. penelitii data dan dokume~ barang milik daerah; 

' 

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
I 

543 ayat ( 1) h uruf e diawali dengan mengajukan permohonan 
i 

penghapus'F barang milik daerah dari Pengelola Barang kepada 

Bupati. : 
(2) Permohonah sebagaimana dirriaksud. pada ayat (1) paling sedikit 

l ' 

i 

(1) PenghapusJo. barang milik daerah karena melaksanakan ketentuan 
l 

Pasal 575 

(1) Perubahan ldaftar barang Pengelola sebagai akibat dari putusan 
pengadilan rang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus 
dicantumkan dalam laporan .semesteran dan laporan tahunan ; I . , 
pengelola barang. : 

(2) Perubahan faftar Barang MilikiDaerah sebagai akibat dari putusan 
pengadilan 1yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus 

dicantumkah dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. 
! 

Pasal:574 
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(I) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari 

melaksan~an ketentuan peraturan perundang- undangan harus 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan 

I pengelola barang. 
! 

Pasal 578 

(I) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada 
Bupati den~an melampirkan keputusan penghapusan. 

i 

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam I . 
Pasal 576 layat (4) Pengelola Barang menghapuskan barang milik 
daerah d~ Daftar Barang Milik.Daerah, 

Pasal 577 

penghapfsan kepada Bupati. 
(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1), Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah 
I 
I 

dari Daftar: Pengelola Barang berdasarkan keputusan penghapusan 
t . 

Bupati. 
(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

I . 
pada ayat (3) diterbitkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak 

tanggal persetujuan. 
! 

danj'atau nilai perolehan; 
I 

b. kewajibah. Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan 
! 

(1) Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud 
dala Pasal 5~5 ayat (4), Bupati menerbitkan surat 

persetujuan lpenghapusan. 
(2) Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

I 

paling sedikit memuat: 
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang 

sekuranJ-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama 
barang, kpesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, 

I 
' 

Pasal 576 

-292- 



I . 
(1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

I 

543 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengelola Barang. 
I 

(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan barang 
I 

milik daerah kepada Bupati yang paling sedikit memuat: 

Pasal 581 

Pasal 580 
I . 

(l) Perubahan !Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan 
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan 

I . 

pengelola barang. 
I 

(2) Perubahan \ Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
pemusnahan barang milik daerah harus dicantumkan dalam Iaporan 

I 
semesteraru dan laporan tahunan. . - I . 

! 
' 

Daftar Barang Milik Daerah. . I 

huruf f dilakukan dengan ketentuan. 
. -· I . , 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh 
Pengelola I Barang setelah :. Bupati menerbitkan keputusan 

I . 

penghapusan barang milik daerah. 
(3) Keputusan benghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) bulan 
. I 

sejak tanggal berdasarkan berita acara pemusnahan. 
I 

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada 
! . 

Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana 
: \ 

dimaksud pada ayat (2) dan berita acara pemusnahan sebagaimana 
1 

dimaksud pada ayat (3). 
I 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Pcingelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari 

! 

Pasal 579 
I 
I 

(1) Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada 
Pengelola garang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 ayat ( 1) 

I 

(2) Perubahan i Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
:_ melaksanakan ketentuan peraturan · perundang- undangan harus 

I 

dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. 
' ! 
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adanya unsur kelalaian · dan/ atau kesengajaan dari Pejabat 
! 

yang. menggunakan/penanggung jawab barang milik 
i 

daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup 
kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan 

! 
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

i 
(5) Permohona~ penghapusan barang milik daerah dengan alasan 

terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk . I 
hewarr/fkanytanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
harus dilengkapi: 

I 
a. identitas Pengelola Barang; 
b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran 

permohonan yang diajukan; 
! 

2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang 
I 

milik 'daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat 

diketemukan; dan 
l 

3. pemyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa I . 
penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan 

' 

I 
1. identitas Pengelola Barang; 

i 

memuat: 

I 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 

. I 

" b. dat~ barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, 
yang di iantaranya meliputi kode barang, kode register, nama 
barang, p.omor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, 
kondisi barang, lokasi, nilai buku, dan/ atau nilai perolehan. 

I 

(3) Permohonari penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
i 

dimaksud p~da ayat (2) dapat diajukan karena alasan: 

a. hilang karena kecurian; 
! 
! • b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk 

, I -. 
hewan/i¥an/tanaman; dan/atau 

c. keadaan lkahar (force majeure). 
(4) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang 

. I . 
karena kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus 

I . 

dilengkapi: i 

a. Su~at K~terangan dari Kepolisian; 
b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang paling sedikit 

I 
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(1) Apabila perohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 581 ~yat (3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada 
Pengelola Barang disertai dengan alasan. 

I 
(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam 

I 

Pasal 581 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan 
. I 

! 

penghapusan barang milik daerah. 
, I 

I 
I 

Pasal 582 

harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/ atau 
I •. 

nilai perolehan; dan 

c. penelitiar fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c jika 

• I diperlukfl. . 

kahar (force majeure). 
I 

(7) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan 
! 

barang milik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud 
. I 

pada ayat (3). 
(8) Penelitian s~bagaimana dimaksud pada:ayat (7) meliputi: 

I 

a. penelitil kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 
penghapusan; 

I I . 

b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, 
I . 

spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status 
penggunk.an, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang 

I 

untuk mati kadaluwarsa, menguapr mencair, 
hewan/ikan/tanaman; dan 

d. surat pefyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri 

hasil laporan pemeriksaan/penelitian. 
(6) PermohonaJ penghapusan barang milik daerah dengan alasan 

I 
keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c harus dilengkapi: ·· . 
I 

a. surat keterangan dari instansi yang berwenang: 
I 

I. mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau 
I 

2. mengenai kondisi barang .terkini karena keadaan kahar (force 
I 

majeure]; dan 
. i 

b. pemyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan 
I 

I c. pernyataan bahwa barang milik daerah telah, terbakar, susut, 
. ! 
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. 
daerah da.rij Daftar Barang Milik Daerah. 

(3) Perubahan [Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain 
. harus dicarytumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. 

(1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada 
I 

Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik 
. i 

daerah. [ 
(?) Berdasark+ keputusan pengh~pusan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 582 :ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik 

Pasal 583 

I 
(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 

i 

dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang 
I 

disetujui u1tuk dihapuskan, y~g paling sedikit meliputi: 

a. kode barang; 
I 
I 

b. kode register; . '. I 
c. nama barang; 

i d. tahun perolehan; 
I 

e. spesifikaai/Identitas teknis; 
I 

f. kondisi barang; 
g. jumlah; f 

h. nilai perolehan; 
I 

i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan 
i 

periyus«tan;dan 
I 

J. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan 

penghaJusan kepada Bupati. 
I 

(4) Berdasarkar persetujuan Bup~ti sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Bupatimenetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) 
bulan sejJ tanggal persetujuan, 

I 

(5) Pengelola iarang melakukan penghapusan barang milik daerah dari 
Daftar Barang Pengelola berdasarkan keputusan penghapusan 

i 

sebagaimaria dimaksud pada ayat (4). 
I 
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ayat (2) huruf b, adalah rumah negara yang mempunyai hubungan 
yang tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan 

I , I . 

untuk didiami oleh pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang 
bersangkutan. 

i 
I 
; 

(I) Rumah negara golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585 
. I 

ayat (2) huruf a, adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang 
jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal 

I 
di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat 

I 

yang bersangkutan masih memegangjabatan tertentu tersebut. 
(2) Rumah negara golongan II sebagaimana 'dimaksud dalam Pasal 585 

! 

Pasal586 

diajukan o11h Pengguna Barang. 
; 

didasarkan ' pada pemohonan penetapan status penggunaan yang 

(1) Bupati rnenetapkan status penggunaan golongan rumah negara. 
(2) Rumah negara se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibagi ke dalam 

I 
I 

3 (tiga) golongan, yaitu: 
a. rumah negara golongan I; 

I b. rumah negara golongan II; dan 
c. rumah negara golongan III. 

I 
(3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

I 
I 

Pasal 585 

i 

i 
Rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan 
sebagai tempat jtinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta 
menunjang pelailsanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil 

I 
I 

pemerintah daerah yang bersangkutan. 

Pasal 584 

Prinsip Umum 

Bagian Kesatu 

BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA 
I 
I 
i 
! 

BAB XV 
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(1) Suami. danl istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri sipil 
· pemenntahJ daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni satu 

rumah negara. 
(2) PengecualiJn terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

! 
(1) hanya 1apat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas 
dan berternpat tinggal di daerah yang berlainan. 

Pasal 589 

ayat (1) untuk rumah negara golongan II dan golongan III 
ditandatangani Pengguna Barang. 

I 

(2) Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587 
i 

Barang. 

' 
(1) Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587 

! 
ayat (1) urituk rumah negara golongan I ditandatangani Pengelola 

I 
! 

Pasal588 

daerah berupa rumah negara Golongan I dan rumah negara golongan 
I 

II dalrun mehunjang pelaksanaan .tugas dan fungsi. 
1 ; 

(3) Pengguna Barang rumah negara golongan I dan rumah negara 
I , 
I 

golongan II I wajib menyerahkan barang milik daerah berupa rumah 
! 

negara yang tidak digunakan kepada Bupati. 

daerah yang bersangkutan yang memiliki Surat Izin Penghunian (SIP). 
I . . 

(2) Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan barang milik 
I 

' 
(1) Barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat digunakan 

sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintah 
' 

Pasal587 
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(3) Termasuk dalam rumah negara golongan II adalah rumah negara 
I . 

. yang berada dalam satu kawasan dengan SKPD atau Unit Kerja, 
I 

rumah susur dan mess/ asrama pemerintah daerah. 
(4) Rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585 . I .. . 

ayat (2) huruf c, adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I 
' 

dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya. I .. . 
i 
1 



i 

c. salinan feputusan penetapan status rumah negara golongan II; 
I 

d. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara golongan II; dan 
e. gambar ledger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi. 

I 

I 

(4) Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
I 

hanya dapat dilakukan apabila barang milik daerah berupa rumah 
negara telah berusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki 

i 
oleh pemerintah daerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya 
sebagai rumah negara. 

i 
(5) Usulan alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

I 

hurufb, harus disertai sekurang-kurangnya dengan: 

a. persetuJ~an tertulis dari Bupati mengenai pengalihan status 
! 

golongan rumah negara dari rumah negara golongan II menjadi 
rumah negara golongan III; 

I 
b. surat pernyataan bersedia menenma pengalihan dari Pengguna 

I 

Barang rumah negara golongan III; 

I 

Pengguna Barang, untuk rumah negara golongan III yang telah 
dikembalikan status golongannya menjadi rumah negara golongan 

, • I 
II. 

(3) Pengalihan lstatus penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
I 

dilakukan ~etelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari 
Bupati. 

(1) Barang milik daerah berupa rumah negara dapat dilakukan alih 
I status.penggunaan. 

(2) Alih status penggunaan: 
I a. antar Pengguna Barang untuk rumah negara golongan I dan 
! 

rumah negara golongan II; 
b. dari Pen~guna Barang kepada Pengguna Barang rumah negara 

I 

golongan III, untuk rumah negara golongan II yang akan dialihkan 
statusnya menjadi rumah negara golongan III; atau 

I 

c. dari Pengguna Barang rumah negara golongan III kepada 

Pasal 590 

Penggunaan 

Bagian Kedua 
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sah: ' 
I 

I 
(4) Pemberian Tunjangan atau Honorarium sebagaimana dimaksud pada 

. I 

ayat (2), bertujuan untuk: 
a. meningJatkan kinerja bagi pejabat pengelola BMD; 

! 
b. Mengop9-malkan kehandalan Pembukuan dan Pelaporan BMD. 

I 
I 

) 

I 

! 
(l) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan BMD dan 

i 
telah meng9asilkan Penerimaan.Daerah dibayarkan Insentif. 

(2) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Penatausahaan BMD 
berupa Pembukuan dan pelaporan BMD lingkup Kabupaten yaitu 
Bidang Ase~ dibayarkan Tunjangan atau Honorarium. 

! 

(3) Pemberian iinsentif atau Honorarium sebagaimana dimaksud pada 
- ayat (1), betitujuan untuk: 

a. mening~atkan kinerja bagi pejabat pengelola BMD; 
b. mengoptimalkan pemanfaatan BMD; dan 

I 

c. mening~atkan penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 

Pasal 592 

PEMBERIAN INSENTIF 

BAB XVI 

i 

(1) Dalam hal diperlukan Bupati dapat melakukan alih fungsi barang 
i 

milik daerah berupa rumah negara golongan I · dan rumah negara 
. I : 

golongan II, jmenjadi bangunan kantor. 
(2} Alih fungsi rarang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan 

rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
! 

ditetapkan oleh Bupati. 
I 
I 

Pasal1591 

(6) Pengguna Barang bertanggung .jawab penuh atas kebenaran dan 
keabsahan 'data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka 

! 
pengajuan usulan pengalihan status penggunaan. 

(7) Proses •peng~juan dan pemberian persetujuan alih status penggunaan 
I 

mengikuti ketentuan mengenai alih status penggunaan. 
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I 
(1) Insentif sepagairnana dimaksud dalam Pasal 592, dihitung dari 

i 

penerima1 Pemanfaatan BMD ?ang ditetapkan dalam APBD Tahun 
Anggaran berkenaan. , 

! 

(2) Penerimaari Pemanfaatan BMD yang ditetapkan dalam APBD 
sebagaimJa dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam rencana 

' I 

penerimaan tiap triwulan sebagai berikut : 
I 
' a. sampai dengan triwulan I : 15°/o (lima belas persen); 
I 

b. sampai 1engantriwulan II : 40% (empat puluh persen); 
c. sampai f engan triwulan III : JO% (tujuh puluh persen); dan 
d. sampai dengan triwulan IV: lOOo/o (seratus persen). 

! 
(3) Honorariury sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592, dihitung dari 

jumlah unit dan nilai Barang Milik Daerah. 
I 

(4) Penerimaari Honorarium BMD yang ditetapkan dalam APBD 
. sebagaim~a dimaksud pada ayat (3), dijabarkan dalam rencana 

penerimaan tiap bulannya. 
I 
I 

Pasal 593 

penyediaan 

a. sewa; I · . 
b. bangun guna serah/bangun serah guna; 
c. kerja Jama pemanfaatan atau Kerjasama 

I 
infrastruktur; dan 

d. penjualah BMD 
I 

i . . . I ,. 
(5) Penerimaan jDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 

penerimaan I lain-lain pendapa~an asli daerah yang sah berupa 

Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan. 
I 

(6) Hasil Pemarifaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
I . 

bentuk: : 
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i 
·I! , ' 

i 
! 

d. Pengurus Barang Pengelola; 
i 

e. Pejabat atau pegawai pada pemerintah Daerah yang membantu 
dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan BMD. 

I . 
(3) Pemberian Insentif kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (t} huruf b, dibayarkan kepada: 
a. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan BMD; 

! . . 

b. Sekretari s Dae rah selaku Pengelola Barang; 
c. Pejabat ~enatausahaan Barang; 
d. Pejabat 'dan Pegawai pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 

Barang \ yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai 
dengan ~ewenang dan tanggungjawabnya; 

I 
e. Penguru~ Barang Pengelola; dan 
f. Pejabat atau pegawai pada pemerintah Daerah yang membantu I . 

I dalam prooses pelaksanaan Pemanfaatan BMD. 

I b. Penggunf1 Barang. 
(2) Pemberian Insentif kepada Pengelola Barang sebagaimana pada ayat 

(1) huruf a, !dibayarkan kepada: 
a. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan BMD; 

I 
b. Sekretari s Daerah selaku Pengelola Barang; 
c. Pejabat Penatausahaan Barang; 

! 

! 
(1) Insentif Pemanfaatan BMD dibayarkan untuk Pemanfaatan BMD 

kepada: 
a. Pengelola Barang, dan 

Pasal.595 

APBD tahun anggaran berkenaan. 
! 

(1) Besaran Insentif Pemanfaatan BMD ditetapkan paling banyak 4o/o 
. (empat perJen) dari target rencana Penerimaan Daerah dari hasil 

Pemanfaatah BMD yang tidak dipisahkan. 
I 

(2) Insentif Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
! 

dialokasika.ti dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang 
l 

Pasal 594 

Besaran Insentif 

Bagian Kesatu 
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fungsional; dan/atau 

(2) Tunjangan [yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 

a. tunjangan suami/istri; 
; 

b. tunjangan anak; 
c. tunjangk jabatan struktual 
d . I b . tunjangan eras. 

I 

Pasa1597 

(1) Insentif Pemanfaatan BMD dibayarkan paling banyak 6 (enam) kali 
I 

dari gaji po~ok dan tunjangan yang melekat. 
' 

j 

(1) Insentif Pecianfaatan BMD dibayarkan pada awal triwulan berikutnya . I . .... . . 
apabila realisasi penerimaan Daerah telah mencapai target rencana 
PenerimaJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 ayat (2). 

I 

(2) Dalam hall realisasi Penerimaan Daerah tidak mencapai target 
I 

rencana Penerirnaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 
! 

ayat (2), 'pembayaran Insentif dilakukan pada awal triwulan 
! 

berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan. 

(3) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran 
tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana 

I ; 
dimaksud dalam Pasal 593 ayat (2), tidak membatalkan Insentifyang 
sudah dibatarkan untuk triwulan sebelumnya. 

I 

(4) Dalam hal frealisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran 
telah menc1apai atau melampaui target rencana Penerimaan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 ayat (2) dan pembayaran 
insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, 
Insentif ~ibayarkan pada tahun anggaran berikutnya yang 
pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. I 

Pasal 596 

Keputusan Bupati. 
I 

(4) Pemberian I~sentifsebagaimana:dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 
dibayarkan / secara proposional sesuai dengan beban tugas dan 

tanggungjawabnya . I . 
(5) Penerima d~ Besaran Insentif Pemanfaatan BMD ditetapkan dalam 

i 
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(7) Pemberian rrunjangan atau Honorarium kepada Pengelola Barang 
I 

sebagaimanf pada ayat ( 1) huruf a, dibayarkan kepada : 
I 

a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang; 
i 

b. Pejabat Penatausahaan Barang; 
c. Pengurus Barang Pengelola; 

I 

d. Pembantu Pengurus Barang Pengelola 
I 

e. Pejabat atau pegawai pada pemerintah Daerah yang membantu 
I 

dalam proses pelaksanaan Pembukuan dan pelaporan BMD. 
(8) Pemberian Tunjangan atau Honorarium BMD sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( ~) huruf b, dibayarkan kepada Pengurus Barang 
i 

(9) Pemberian Tunjangan atau honorarium sebagaimana dimaksud pada 
I ' 
I 

ayat (2) dan ayat (3), dibayarkan secara proposional sesuai dengan 
. I .. 

beban tugas dan tanggungjawabnya 

(6) Tunjangan atau Honorarium BMD dibayarkan kepada : . i 
a. Pengelola Barang, dan 

I 

b. Pengurus Barang. 
I 

Pasal 599 

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 
sebelumnya; 

I 
(4) Tunjangan atau Honorarium BMD sebagaimana dimaksud pada ayat 

. ' I . 
I • 

( 1) dialokasikan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ten tang 
i APBD tahun anggaran berkenaan. 

i . 
(3) Besaran Tunjangan atau Honorarium BMD ditetapkan paling banyak 

I 
0.5% (nol koma Hrna persen) dari total nilai perolehan asset tetap 

' 

Pasal 598 

Besaran 'I'unjangarr/Honorarium 

Bagian Kedua 

Keputusan Bupati. 
! 

I 
(3) Dalamhal rJalisasi pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdapat sisa, harus disetor kembali kas daerah sebagai 
I 

Penerimaan JDaerah. 
(4) Ketentuan dan perhitungan insentif ditetapkan lebih lanjut dalam 

I 
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(I) Bupati dapat mengenakan beban pengelolaan (capita/charge) 
i 

terhadap barang milik daerah pada pengguna barang. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban pengelolaan (capita/charge) 

terhadap barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 601 

TERHADAP BARANG MILIK DAERAH 

I 

BEBAN PENGELOLAAN (CAPITA/ CHARGE) 

BAB XVII 

honorarium 

dari: 
e. tunjangan suami/istri; 

f. tunjangan anak; 
g. tunjangan jabatan struktual / fungsional; dan/ atau 

h. tunjangan beras. 
(7) Ketentuan i dan perhitungan · Tunjangan atau 

I 
ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati. 

I 

(5) Tunjangan atau Honorarium BMD dibayarkan paling banyak 6 (enam) 
I 

kali dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat. 
I 

(6) Tunjangan jrang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
! 

Pasal 600 

setiap bulannya 
dalam Keputusan Bupati. 

I 
(5) Tunjangan 'atau Honorarium BMD dibayarkan 

I 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2). 

I 

I 

I 

(lO)Penerima dan Besaran Tunjangan atau Honorarium BMD ditetapkan 
I 
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hu:bungl kerja antar aparatur Pemerintah Kabupaten. 
'. 
! 

b. terwujudnya penyediaan sarana kinerja aparatur Pemerintah 
Kabupaten yang proporsional sesuai dengan tingkat jabatan dan 

! . 

fungsinya; dan 

I 
I 

c. terwujudnya peningkatan .kinerja aparatur dan kelancaran 
! 

Standar Kebutuhkn Harang Milik Daerah bertujuan untuk menjamin: . , I . 

a. tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan kebutuhan 
I 

sarana ldan prasarana kerja aparatur Pemerintah Kabupaten 
Bombana; 

! 

Pasal 603 

Tujuan 

Paragraf 2 

a. mengatur perencanaan, penganggaran, pengadaan dan 
I 

. I pengelolaan sarana dan prasarana kerja aparatur secara efisien 
. I 

dan efektif, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan 
• I . 

b. memberikan kepastian dalam pengaturan dan keadilan bagi 
! 

aparatur dalam penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur 
i . 

sesuai dengan tingkat jabatan dan fungsinya. 
·• ! 

' 

i Pasa1602 
. I 

Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dimaksudkan untuk: 
I 
! 

Maksud 

Paragraf 1 

Maksud dan Tujuan 

Bagian Kesa tu 

BAB XVIII 
I .. 

STANDAR KEBUTUHAN BARANG·MILIK DAERAH 
i 
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dan 

b. Kendaraan Dinas Jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan 
dipergudakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran; 

! 

Barang milik daerah berupa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud 
' i 

I 

dalam Pasal 605 huruf a terdiri dari: 
I 
I 

a. Kendara~ Perorangan Dinas, yaitu kendaraan bermotor yang 
digunakf-11 bagi pemangku jabatan, yaitu: 
1. Bupati; 
2. Wakil Bupati; dan 

. I 

3. SekrJtaris Daerah. 
1 

Pasal 606 

b. Sarana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 
I 
! 

i 
I 
i 

a. Kendaraan dinas; dan 
' 

Ruang lingkup 9arang milik daerah. yang distandardisasi kebutuhannya 
dalam Peraturan Bupati .ini meliputi: 

I 

Pasal 605 

Ruang Lingkup Kebutuhan Barang Milik Daerah 
I 
I 

BagianKedua 

i 
(2) Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 

I 
I 

pada ayat (1) disusun berdasarkan: 
a. kebijakan akutansi aset tetap; dan 
b. tin~kat jkbatan dan fungsiny~. 

' 

(1) Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah mengatur jumlah maksimal 
! 

dari barang milik daerah jenis tertentu pada setiap perangkat daerah. 
I 

Pasal 604 
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i 
! 

(1) Apabila jurnlah barang milik daerah tertentu sebagaimana telah 
! 

diatur dalam Pasal 609 ayat (2). telah mencapai jumlah maksimal, 
I maka perf111gkat daerah bersangkutan tidak diperbolehkan 

melakukan pengadaan barang milik daerah tersebut. 
i 

(2) Bagi perangkat daerah yang merencanakan pengadaan barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat ( 1) sedangkan jumlah 

I 
barang milik daerah yang tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah 

Pasal 609 

I 

daerah bersangku tan. 
I 
! 

i 

(2) Kebutuhan\barang maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
! 

merupakanl jumlah maksimal dari . barang milik daerah yang 
diperkenankan ditetapkan status penggunaannya pada perangkat 

( 1) Kebu tuhan i barang maksimum dari setiap jenis barang milik daerah 
. pada setiari perangkat daerah. dapat ditetapkan dalam Keputusan 

! 

Bupati. 

Pasal608 

Kebutuhan Barang Maksimum 

Bagian Ketiga 

a. Personalj Computer; 
I 

b. Laptop; dan 
f 

c. Unit lainnya . I 
' 

Pasal607 

I 
Sarana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana 

I 
dimaksud dalam Pasal 605 huruf b terdiri dari: 

i 

i 
c. Kendarak Din.as Operasional, yaitu kendaraan yang disediakan 

r 

dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, 
I lapangan, dan pelayanan umum. 
' 
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I 

usulan kebutuhan barang maksimum yang disampaikan oleh 
I 

Pengguna ~arang. 
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: . . I .. 

a. kelengkapan surat pengantar usulan Kebutuhan Barang 
• I Maksimum; 

. ! 
,I b. kesesuaym usulan Kebutuhan Barang dengan aturan yang 

berlaku dan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah; dan 
I 

. c. jumlah kebutuhan maksimum barang. 
(3) Dalam mel~ukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pejabat Periatausahaan Barang melibatkan Pengguna Barang untuk I .. . . 
I 
! 

' I 
i 

(I) Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian terhadap 

Pasal 611 

. I 

(2) Usulan kebutuhan barang maksimum disertai penilaian kepentingan 
. I 

barang milik daerah. 
I 

(3) Usulan kebutuhan barang maksimum dan penilaian kepetingan 
I 

barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
i 

(2) disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Barang bersamaan 
dengan pehyampaian usulan · Rencana Kebutuhan Barang Milik 

I 
Daerah Pen~guna Barang. 

(4) Penyaµipai1n usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 
I 

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 
! 

sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. 
I . 

I 
I 

(1) Pengguna Barang dapat mengajukan usulan kebutuhan barang 
I 

untuk nantinya ditetapkan menjadi Keputusan Bupati . 

Pasal 610 

Dasar Penetapan . 

Bagian Keempat · 

i 
i 

i 
telah mencapai jumlah maksimal, maka perangkat daerah 

I 

bersangkuhm harus terlebih dahulu melakukan penghapusan. 
I 

(3) Prosedur penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik 
Daerah padk Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

I 

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
f .. . . 
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(1) Pejabat atau pegawai yang tidak mengembalikan atau menyerahkan 
I I . 

BMD diberikan sanksi. 
I 

(2) Sanksi seb~gaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: 
d. Surat Pebberitahuan Pertama oleh Pengguna Barang; 

I 

e. Surat Pemberitahuan Kedua oleh Pejabat Penatausahaan Barang; 
i 

f. Surat Pemberitahuan Ketiga oleh Pengelola Barang; 
I 

g. Penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai atau 
I 

yang sejenisnya; 

h. PenundJan Kenaikan Gaji Berkala; 
l 

1. Penundaan Penerbitan SKPP bagi Pegawai yang Pensiun atau 
i 

Mutasi; I 
J. Penarikan Paksa BMD; dan 
k. Penyeleslan melaluijalur hukum. 

! 
(3) Pemberian isanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 

apabila: [ • 
! 

c. Status Penggunaan BMD dicabut atau dialihkan; 
I 

d. Pejabat Pengguna BMD telah berakhir masa jabatannya; 
! 

e. Pegawai iPengguna BMD mutasi tugas di luar Satuan Kerja BMD I . 
tersebutltercatat; . 

f. Pegawai Pengguna BMD telah Pensiun; dan 
I 

g. Pertimb~gan lain oleh Bupati dalam rangka Optimalisasi 
I Penggunaan BMD 

Pasal 612 

SANKS! KEPADA PENGGUNA BARANG YANG TIDAK MENYERAHKAN 
I BARANG 

BAB XIX 

barang maksimum. 

I 

koordinasi. f . 

(4) Hasil penelitian Pejabat Penatausahaan Barang dituangkan dalam 
I 

Berita Acar~ Penelitian. 
I 

(5) Berita Acark Penelitian menjadi dasar penetapan jumlah kebutuhan 
' 
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mengkonfirmasi usulan kebutuhan barang maksimum melalui rapat 
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(1) Surat Pemberitahuan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
612 ayat 2. huruf a, dibuat oleh Pengguna Barang paling lambat 1 
minggu sejak pejabat atau pegawai tersebut tidak mengembalikan 
BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612 ayat (3). 

(2) Surat Pemberitahuan Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612 
I 

ayat (2) huruf b, dibuat oleh Pejabat Penatausahaan Barang paling 
lambat 1 minggu sejak surat pemberitahuan pertama diterbitkan. 

(3) Surat Pem~eritahuan Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612 
ayat (2) huruf c, dibuat oleh Pengelola Barang paling lambat 1 minggu 
sejak surat.pemberitahuan kedua diterbitkan. 

I , 
i 

(4) Penundaanl Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai atau yang 
sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612 ayat (2) huruf d 
dilksanakan apabila Pejabat atau Pegawai belum mengembalikan 
atau menyerahkan BMD kepada Pengguna Barang. Penundaan ini 
dilakukan 

1 
dengan berkoordinasi kepada Pejabat Penatausahaan 

Barang. 
(5) Penundaan penerbitan SKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612 

ayat (2) huruf f dilksanakan apabila Pejabat atau Pegawai belum 
mengembalikan atau menyerahkan BMD kepada Pengguna Barang. 
Penundaan ini dilakukan dengan berkoordinasi kepada Pejabat 
Penatausahaan Barang. 

(6) Penarikan paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612 ayat (2) 
huruf g j dilksanakan apabila Pejabat atau Pegawai belum 
mengembalikan atau menyerahkan BMD kepada Pengguna Barang. 
Penarikan paksa dapat melibatkan Satuan Palisi Pamong Praja. 

I . 

(7) Penyelesaian melalui jalur hukum dilakukan bagi : 
a. Pegawai atau Pejabat, setelah dilakukan upaya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 612 ayat (2) huruf a sampai f tetap BMD 
tersebut belum dikembalikan atau diserahkan; 

b. Pensiunan Pegawai atau Pejabat yang telah berakhir masa 
i 

jabatannya;dan 

c. Pihak Lain selain yang di maksud pada huruf a dan huruf b 
(8) Penyelesaian melalui jalur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 613 
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AN ARFA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR .. .1f 
' 

\ 

·. Diundangkan di Rumbia 
pada tanggal, l\ ~,,..,-., Nr, 2024 

KRETARIS DAERAH KABUPATE BOMBANA, 
! 

EDY SUHARMANTO 5 
4 
3 

NO UNIT /SAfUAN KERJA PA AF 
1 
2 

2024 
Ditetapkan di Rumbia 

pada tanggal, ti JM·'"'"f'' 
PARAF KOORDINASl 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
i 

Agar. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan' penempatannya dalam BeritaDaerah Kabupaten Bombana. 

Pasal 617 

Daerahdicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
' i 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana 
i 

Nomor 41 Tahun' 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik 
' 

Pasal 616 
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'p . •• .I. etunju engisian : 
I 

( 1) Diisi nomor halaman. , 
- (2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi rahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 
(6) Diisi nama Pengguna Barang. 
(7) Diisi nomor urut. _ 
(8) Diisi nama program/kegiatan/outputberdasarkan rencana kerja 

SKPD. i 
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan 

kodefikaki barang milik daerah yang berlaku. 
(10) Diisi narna barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
( 11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 
( 12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(13) Diisi standart kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 

I 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(14) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang [m], luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 15) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 
(16) Diisi narna barangyang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 

I 

(17) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 
(18) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptim4Jisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 
luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(19) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
I 

(20) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
(21) Diisi keterangan dan/ atau - informasi pen ting lainnya yang perlu 

diungkap. ' 
(22) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(23) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penandatanganan. 
(24) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 

i 
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- I 
' 

P . kP .I. etunju engisian : 
( 1) Diisi nombr halaman. 
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. · 
(4) Diisi nama Provinsiyang bersangkutan. 
(5) Diisi namk Kabupateri/Kota yang bersangkutan. 
(6) Diisi namk Pengguna Barang.. 
(7) Diisi nomor uru t. 
(8) Diisi nama program/kegiatan/outputberdasarkan rencana kerja SKPD. 
(9) Diisi kod~ barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan •. kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
( 10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
I daerah yang berlaku. · 

( 11) Diisi kuruititas barang yang dipelihara. 
(12) Diisi satuan barangyang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (tn), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B). 
(15) Diisi sesuai kondisi barangyang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 
(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB). 
( 17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. . . 
(18) Diisi kuailtitas barangyang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 

' ( 19) Diisi satuan barang yang diusulkan . untuk dilakukan pemeliharaan 
sesuai ke;tentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya. 

(20) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 
diungkap. 

(21) Diisi tern pat dan tanggal disahkan. 
(22) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penandatanganan. 
(23) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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Petunjuk Pengisian : 
(1) Kop surat resmi yang berlaku pada SKPD (Pengguna Barang) yang 

bersangku tan. 
(2) Nomor sli.rat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan. 
(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(5) Diisi nama Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang dikirim. 
(6) Diisi lokasi kedudukan Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang). 
(7) Diisi nornor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh Unit 

Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(8) Diisi narna, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil Penelaahan 

RKBMD.l · 

I 
' 

....................... (8) 

Pengguna Barang 

ini. 
i 
J Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. ; Hasil Penelaahan . usulan RKBMD menyajikan informasi 

I . 
! berupa satuan barang milik daerah yang direkomendasikan 
untuk dilakukan pengadaan dan/ atau pemeliharaan. 

2. Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD 
pemeliharaan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 

3. i Hasil Penelaahan u~ulan RKBMD dapat diusulkan oleh Kuasa 
: Pengguna Barang kepada Pengguna Barang untuk dilakukan 
· peru bahan menjadi RKBMD Kuasa Pengguna Barang. 

4. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud 
pada angka 3 di atas paling lambat Minggu keempat bulan 

i Mei. 
! Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih. 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: . . . . .. (7) 
tanggal ..... (7) hal usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik 
Daerah (RKBMD) Tahun ..... (4) pada .... (5) pada prinsipnya kami 
menyetujui RKBMD sebagaimana diuraikan pada lampiran surat 

Di - 
................. (6) 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

I 
·'········ (2) 
Sangat Segera 
J (3) 
Hasil Penelaahan RKBMD 
Tahun .. (4) pada ... (5) · 

I 

KOP SURAT (1) 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun 
Kepada 
Yth (5) 

! 

3. FORMAT! PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH 
PENGGUNA BARANG. 

I 
' 
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Petunjuk Pengisian: 
I 

( 1) Diisi nonior halaman. 
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMDyang diusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
(6) Diisi nama Pengguna Barang. 
(7) Diisi nomor urut. 
(8) Diisi nama program/kegiatan/outputberdasarkan rencana kerja SKPD. 
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 
(10) Diisi narna barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
( 11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 
(12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m], luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 13) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai . I 

ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku. 
(14) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 

I 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 15) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 
( 16) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 
( 1 7) Diisi kucintitas barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 
(18) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan 

sesuai kbtentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya. 

( 19) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
(20) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
(21) Diisi junilah barang pengadaan yang disetujui. 
(22) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(23) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau 

pembelian. 
(24) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan. · 
(26) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 
(27) Diisi narna dan NIP pejabat yang mengesahkan. 

! 
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. Petunjuk Pengisian: 
( 1) Diisi nom6r halaman. 
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
(6) Diisi nama Pengguna Barang. 
(7) Diisi nomor uru t. 
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku. 

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m], luas (m2}, unit, buah, set, dan sebagainya. 
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
I 

(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B). 
(15) Diisi sesuai kondisi barangyang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 
(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB). 
( 17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. . 
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 
(19) Diisi satuan barang Pemelihaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang [m], luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(20) Diisi kuantitas barang yang disetujui untuk dipelihara. 
(21) Diisi satuan barang yang disetujui pemeliharaannya sesuai ketentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m}, luas (m2), unit, buah, set, dan 
sebagainya. 

(22) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 
diungkap. 

(23) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(24) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 
(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 

323 



I'... ... z 
'-I ? r 
1· 

9 t1i > 

I 
(;) E ... ~ E ... 

"'° ':"' 'd ':"' ~. 
'i 

~ ;,: ~ x 0 ~ ~ x ~ a . x "d n 'I 0 0 § 
0 ~- :a . s :lQ oi 'i 

0 0 ~ O 5· . " Ill ai ;: g Ii ~[ ;: ii Ill 
'C ::, t5 ;l ;.t ::, s ;: : ;: : " . ;:: . ... : " . <, rt: rt. rt. (:: ;,: 

$ \ 1\ 
t.) ~ I: : : ... 

ill 

1 1: I s 
;l 

j i\ 1: 
<, 

0 
I I: ;: 
.. 

11 

: .g .. ;: 
rt 

I 
x )( )( )( x )( ~ x ~ 0 
x )( ~ x 0. ,.... 0 

~ x x )( x Cal C:l x x ic ic ill 

~ ~ ~ ~ § ·~ ~ ~ ~. :.l In ('I. 

)( I ::, 
§ 
ill 
x n 

I 
O' 

f 
c: c ... 

...... " ... .i. ~ ill 

.9 ' a, ::, 

~ gl § !7:l !7:l l!l 
0. 

I ~ 
Ill ::, 

I: 
t1i 
l\l 

I 
'i 

I c.. § 
IE 

;: !7:l 

I ~, s ~ 
I ~ ~ 

I ti 
~ 
'i 

!' 
~ 

'=< 
ill 

: ::, 
!7:l 

-;: 

I °' r./J 
ti 

E ;· Ill a 
I .S. 

I, g 

' 

I ii ! n 
.: ::, 
!!! '1 ;: 

::r 
I § 
i 
I 
! 
i 
I ... ... x 
.± 0 0 

!" 

I I, 

I 
; 

I 
I 



Diisi nomor halaman. 
Diisi nama.Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
Diisi nama/Provinsi yang bersangkutan. 
Diisi namaKabupaten/Kota yarig bersangkutan. 
Diisi namai Pengguna Barang. 
Diisi nomor uru t. 
Diisi nama!program/kegiatan/outputberdasarkan rencana kerja SKPD. 
Diisi kode jbarang berdasarkan· ketentuan penggolongan dan kodefikasi 
barang milik daerah yang berlaku. 
Diisi uraiJn nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan 
ketentuan I penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 
berlaku. i 

Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 
Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu: panjang (rn), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau 
pembelianl 
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkap. ! · .· 
Diisi 'tempat dan tanggal disahkan. 
Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

I penandatanganan. 
Diisi.nama dan NIP pejabatyang mengesahkan. 

! 

( 11) 
(12) 

(13) 

(14) 

(15) 
(16) 

(17) 

( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 

Petunjuk Pengisian: 

325 

. r 
! 
' 



l 
1, 
( 

l 
t-t-t-+i~-++-1-+-t-+-r-+-+l-t-+-r-+-+-l-l-+-l---l--l-+-l--l-~=~~~g 

I
I -o ~ t 

ri-t-t-f-t--f-t-i-++-if-+-t-l-+-f-+-f 4-+-Jf-+-l-l-t-.:+--l--l-l-- m _ ~ i I 
0 °' I 

, .. 

I ' 
I I 

I 

I 

,. 

I.· 

, .. 

I: 
I! 

I: 

[. 



Diisi nomor halaman. 
Diisinama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 
Diisi.tahun anggaran RKBMD yang .diusulkan. 
Diisi namEi. Provinsi yang bersangkutan. 
Diisi nama Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 
D••. I 11s1nomor urut. . 
Diisi nama program/kegiatan/outputberdasarkan rencana kerja SKPD. 
Diisi kode iharang yangdipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
Diisi narria barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) 
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah y~g berlaku. 
Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu: panjang [m], luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B). 
Diisi sesua'.i kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 
Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB). 
Diisi uraian nama RKBMD yang disetujui. 
Diisi kuantitas barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui. 
Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai 
ketentuan !yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, 
dan sebagainya. 
Diisi kete'rangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 
diungkap. i 
Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
Diisi jabatan Kuasa Pengguna · Barang yang melakukan 
penandatanganan. 
Diisi nama' dan NIP pejabat yang mengesahkan. 

I 

.(20) 

(2 l) 
. (22) 

(23) 

(1 l) 
(12) 

(13) 

(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 

. (19) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8)° 
(9) 

(10) 

! 
Petunjuk Pengisian : 
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Petunjuk Pengisian: 
( 1) Diisi nomon halaman. 
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahunjanggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. · 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
{ 6) Diisi nomor' uru t. 
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 
(9) Diisi nama I barang sesuai kode pada · kolom (8) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
' I ( 10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 

(11) Diisi satuari barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 
panjang (m)I, luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(12) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan 
standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku. 

(13) Diisi satuari kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 
panjang [m]; luas (m2), .unit, buah, set, dan sebagainya. 

(14) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 
(15) Diisi riama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalieaeikan , 
(16) Diisijumlah'. barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 
( 17) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya. ·. 

(18) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
(19) Diisi satuan' kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
(20). Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 

diungkap. I · 
(21) Diisi tern pat dan tanggal disahkan. 
(22) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 

! ' 
(23) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 

i ' 
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Petunjuk Pengisian : 
( 1) Diisi nomor halaman. . 
(2) Diisi nama] Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahuri anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi namaJ Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi namal Kabupaterr/Kota yang bersangkutan. 
(6) Diisi nomor urut. 
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(8) Diisi kode [barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(9) Diisi narria barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) 

{ 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah 
yang berlaku. . 

I 

( 10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(11) Diisi satuan barang yangdipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang [m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
(13) Diisi sesuai kondisi barangyang dipeliharajika Baik (B). 
(14) Diisi.sesuai kondisi barangyang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 
(15) Diisi sesuJi kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB). 
(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan, 
( 1 7) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 
(18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2),unit, buah, 
set, dan sebagainya, 

( 19) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 
diungkap./ 

(20) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(21) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 
(22) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 

i 
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Petunjuk Pengisian: 
(1) Kop surat resmi yang berlaku. 

. I 
(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Diisijumlah lampiran suratyang bersangkutan. 
(4) Diisi tahurt anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(5) Diisi nama' SKPD. 
(6) Diisi lokasi kedudukan SKPD. 
(7) Diisi nomor dan tanggal surat U sulan RKBMD yang dikirim oleh 

I SKPD yang bersangkutan. 
(8) Diisi nama, pangkat dan N.IP pejabat yang menyetujui Basil 

Penelaahari RKBMD. 

Pengelola Barang 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: . . . . . . (7) 
tanggal ..... (7) hal usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik 
Daerah (RKBMD) Tahun ..... (4) pada .... (5) pada prinsipnya 
kami menyetujui RKBMD sebagaimana diuraikan pada 
lampiran surat ini. 

Untuk selanjutnya, Basil Penelaahan RKBMD dapat 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Basil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi 

berupa satuan BMD yang direkomendasikan untuk 
dilakukan pengadaan dan/ atau pemeliharaan. 

2. Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD 
Pemeliharaan dengan memperhatikan ketersediaan 
anggaran. 

3. Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh 
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk 
dilakukan perubahan menjadi RKBMD Pengguna Barang. 

4. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana 
dimaksud pada angka 3 di atas paling lambat Minggu 
ketiga bulan J uni. 

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih. 

.................... (6) . 
di - 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

1 (2) . 
i Sangat Segera 
: . . . . . . . (3) berkas 
iHasil Penelaahan RKBMD 
jTahun .... (4) pada .... (5) 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun 
Kepada 
Yth (5) .. 

KOP SURAT (1) 

10. FORMAT! PENYAMPAIAN BASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH 
PENGELOLA BARANG. 

I 
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Petunjuk Pengisian : 
(1) Diisi nomorhalaman. 
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun ianggaran RKBMD yang diusulkan. 

· (4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
(6) Diisi nomor' urut. 
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan 

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
( 10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 
( 11) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(12) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai 

I . . . 
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku. 

(13) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(14) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan. 

(15) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan. 

(16) Diisijumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 
( 17) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 
luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(18) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
(19) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
(20) Diisi kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui. 
(21) Diisi satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, 
dan sebagainya, 

(22) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau 
pembelian. 

(23) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 
diungkap. i 

(24) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(25) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan. 
(26) Diisi namai dan NIP pejabat yang mengesahkan. 

i 
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Petunjuk Pengisian: 
(1) Diisi nomor halaman. . 
(2) . Diisi nama Piengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun ~ggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
(6) Diisi nomorlurut. 
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD. · 
(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasibarang milik daerah yang berlaku. 
(9) Diisi . nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah 
yang berlaku. 

I 

( 10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
( 11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pin jam pakai. 
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B). 
(14) Diisi sesuai kondisi barangyang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 

I . 

(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB). 
(16) Diisi uraian na.ma pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan, . 
( 1 7) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 
( 18) Diisi satuan barang pemeliharaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang (rn], luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 19) Diisi kuantitas RKBMD pemeliharaan yang disetujui. 
(20) Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai 

ketentuan ~ang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan 
sebagainya. . 

(21) Diisi keterangan dan/ a tau informasi pen ting lainnya yang perlu diungkap. 
(22) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(23) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan. 
(24) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 

t ' 
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Petunjuk Pengisian: 
(1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi namal Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahurt anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) · Diisi nama' Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama' Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
(6) Diisi nomcir urut. . 
(7) Diisi•namd Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD. .. 
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 
(9) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan 

ketentuan/i penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 
berlaku. ·. 

· (10) Diisi kuantitas barangyang diusulkan. 
(11) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (rn], luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(12) Diisi sesuhl dengan cara pemenuhannyamisalkan sewa atau pembelian. 
(13) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(14) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
( 15) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 
(16) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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Petunjuk Pengisikn : 
( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama.Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nameProvmei yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama/Kabupaten/Kotayan.g bersangkutan. 
(6) Diisi nomor urut. 
(7) Diisi naina Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(8) Diisi kode jbarang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) 

berdasarkJ.n ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
I daerah yang berlaku. 

( 10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (ni), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
(13) Diisi sesuAf kondisi barangyang dipeliharajika Baik (B). 
(14) Diisi sesuAf kondisi barangyang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 
( 15) Diisi sesuAf kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB). 
(16) Diisi uraiail nama RKBMD pemeliharaanyang disetujui. 
( 17) Diisi kuantitas barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui. 
( 18) Diisi satuan barang milik daerah yang disetujui pemeliharaannya sesuai 

I . 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, 
dan sebagainya. 

(19) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkapl 

(20) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(21) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 
(22) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 

I 
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Petunjuk Pengisian: 
(1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama] Provinsi/Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
( 4) Diisi no mop uru t. 
(5) Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan 

rencana kerja SKPD. 
(6)· Diisi .kode /barang berdasarkan ketentuanpenggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. . 
(7) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan 

ketentuan / penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 
berlaku. : 

(8) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 
(9) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set,dsb. 
(10) Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui. 
( 11) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang [m], luas (m2), unit, buah, set,dsb. 
(12) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian. 
(13) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap,I . 
(14) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
( 15) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan. 
(16) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 

I 
I 
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Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomJr halaman. 
(2) Diisi nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMDyang diusulkan. 
( 4) Diisi nomor uru t. · 
(5) Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan 

rencana kerja SKPD. 
(6) Diisi kode \ barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(7) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (6) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
. I 

daerah yang berlaku. 
(8) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(9) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (rn], luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 10) Diisi' status BMD yang pemeliharaanriya dapat dibiayai APBD seperti 

digunakari sendiri atau pinjam pakai. 
(11) Diisisesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B). 
(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 
(13) Diisi-sesu~ kondisi barangyang dipeliharajika Rusak Berat (RB). 
(14) Diisi uraian nama pemeliharaan pada Rencana Kebutuhan 

Pemeliharaan BMD yang disetujui. 
( 15) Diisi kuarititas barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui. 
(16) Diisi satuan barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, 
dan sebagainya. 

(17) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkap. 

(18) Diisi.tempat dan tanggal disahkan. 
( 19) Diisijabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatangan. 
(20) Diisi namJ dan NIP pejabat yarig mengesahkan. 

I 
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Petunjuk Pengisian: 
( 1). Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang. 
(3) Diisi tahuh anggaran RKBMD yang akan diusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
(6) Diisi nama Pengguna Barang. 
(7) Diisi nomor urut. 
(8) Diisi narna Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD. . 
(9) Diisi kode' barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 
(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) bcrda:.,arkllll kctcntuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(11) Diisi Kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil 

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan, 

( 12) Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), 

unit, buah, set, dan sebagainya 
( 13) Diisi: Kuahtitas barang milik daerah Yang diusulkan menggantikan 

. I 

besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 
Pengadaan. 

(14) Diisi sat~an barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum 
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang 
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(15) DiisL alas~n yang mendasari •·dilakukannya perubahan pada RKBMD 
Pengadaan yang sudah pemah diusulkan sebelumnya. 

(16) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai 
ketentuan' stanclar barang dan standar kebutuhan yang berlaku. 

( 17) Diisi satuan kebutuhan maksimum · sesuai ketentuan yang berlaku. 
yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(18) Diisi kodejbarang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 
(19) Diisinama barangyang masihdimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 
(20) Diisijumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 
(21) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya. 

(22) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan 
(23) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan 
(24) Diisi' keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap.] 
(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(26) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penandatanganan. 
(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 

! . 
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Petunjuk Pengisian: 
( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
(6) Diisi nama Pengguna Barang. 
(7) Diisi nomor uru t. 
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
( 10) Diisi narna barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku. 

( 11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m], luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
(14) Diisi sesuai kondisi barangyang dipeliharajika Baik (B). 
( 15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR). 
(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB). 
(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 
(18) Diisi kuantitas barangyang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 
( 19) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya. 

(20) Diisi Kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan 
besaran I satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan 
RKBMDpemeliharaan. 

(21) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 
panjang (m], luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(22) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 
pemeliharaan yang sudah pemah diusulkan sebelumnya. 

(23) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 
diungkap. 

(24) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(25) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penandatanganan. 
(26) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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Petunjuk Pengisian : 
(1) Kop suratl resmi yang berlaku pada SKPD (Pengguna Barang) yang 

bersangkutan. 
(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan. 
(4) Diisitahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(5) Diisi Unit terja (Kuasa Pengguna Barang) yang dikirim. 
(6) Diisi lokasi kedudukan Kuasa Pengguna Barang. 
(7) Diisi nomor dan tanggal surat usulan RKBMD yang dikirim oleh Kuasa 

Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengesahkan Hasil 

Penelaahan RKBMD. 
! 
' 

····················· (8) 

Demikian atas perhatiannya dan terima kasih. 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: (7) 
. tan~al (7) hal Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan 

Hasv Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 
(R~MD) Tahun (4) pada (5) pada prinsipnya kami 
menyetujui dengan hasil Penelaahan Perubahan RKBMD 

I . 

sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini. 
\ Untuk selanjutnya, Perubahan RKBMD dapat 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan 
I anggaran. 
i 

di- 
...................... (6) 

........... (2) 
Sangat Segera 
...... \ .... (3) berkas 
Penyampaian Hasil 
Penelaahan Usulan 

I Perubahan RKBMD 
Tahun .. (4) pada .. (5) 

I 

I 
I 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun 
Kepada 

Yth (5) . Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

KOP SURAT (1) 

Pengguna Barang 

US ULAN 
I . 

19. FORMAT !PENYAMPAIAN HASIL PENELMHAN 
; 

PERUBAHANRKBMD OLEH PENGGUNA BARANG. 
! 

349 



.. ..., 

i 

3 1 ~ z 
0 

'.1 9'l ;,, 
!" !'" - "' !" !'" ~la' ~ a 

? i' ;,: i' ;>:<fl i' ;,: f» i;''ll o 
o<B- a " o'll- o'll- o'!9 a 'fl 

"!!( ~ ~: ~i -Hi ! ]~ 111 a . e u 
"; -~ ...... : ;,: 

:§ l ~ " l :, ..... 
0 
f; 
'O 

I 
!:a 

i 
- 

;,: ;;: 
s: 

~ i;;- 
:, 

$ " t::J "' " i ~ 
"' " i;' 

:r 
z " 

I 

e- ~ § 
g 

., ;p , t::J 
" e 
iil 'll 

I 
;:, 0. 

"' !l 
' t::J ~ 
! I § e, 

-;::: c "' I ~ 3 15 .:: 
I ;; u, ! :,- " "' I I ~ 0 

I u, i> ~ - !!( ~ B I I i c c 
!l 

I I I c, I 

I 
c 

"' I '' 3 
Iii' ;:: :,- " 

I I 
2. 

u, e: 
i a ~ 

.!! c 
!l 

I 
.., 

I 0 - 2 :!: 
.!1! 

I I ' i§ g 
c, - c c 

:§ 1:1. ;:: ;,: 
!l- ~ g. ~- s. 
rJl 3 c c :,- - ::: !!! 3 !l 3 c 
!l 

- ~ w;,: 
§ !l ~ 0 "' ~ 

' 

I 
tllz 0 - ~ g i 0 §' Se rr; 

I "' 1-e: ~ e 
c, " ~ 

~ 
c ,., .. 

~ 1:1. § ~ 
' 

!l- .. 
0 

rJl 
.g; 
!!! 

:~ ~ ~ 
I c 

! I § 

! c, to 

E ~ c ~ ;,: 
0- 1:1. " O' s .. c 

1' s :=:::r- 
u, "'g 

i~ ~ ~ ~"' c i"' i s 

I 

f--- - 
e, "' ;p 

~ ;; c --<.,, g ~ 
1:1. e g o ~ 

I !l- .; "gj 
w- ~ ~; 

i 
- er o 

"' -a-~eg. ,3 
. ~ !!! -· :,- g. .Ql c 

" § § :, 

! -e 
" 8 0 n . ~ ,, 
:, ~ .£- g. Ill 

i 
§ 

! 
~ I~ ~ 



... .., 

Petunjuk Pengisian: 
( 1) Diisi nomor' halaman. 
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang. · 
(3) Diisi tahuri anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama\Provinsi yang bersarigkutan. 
(5) Diisi nama!Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
(6) Diisi namalPengguna Barang. 
(7) Diisi nomor uru t. 
(8) Diisi namalprogram/kegiatan/outputberdasarkan rencana kerja SKPD. 
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 
· (10) Diisi nama] barang sesuai kodepada kolom (9) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(11) Diisi kuatjtitas barang milik: daerah yang tercantum pada basil 

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan l 

· (12) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan jsesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), 

unit, buah.lset, dan sebagainya. 
- (13) Diisi kuanptas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan 

besaran satuan harang yang tercantum pada basil penelaahan RKBMD 
Pengadaan.' 

(14) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan lctan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum 
pada hasil] penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang 
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(15) Diisi alasari yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 
Pengadaan [yang sudah pemah diusulkan sebelumnya. 

(16) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai 
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku. 

I 

(17) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(18) Diisi kode I barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan. . 

( 19) Diisi namal barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan. 

I 

(20) Diisi jumlah barang pengadaan masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan. 

(21) Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 
luas (m"], unit, buah, set, dan sebagainya. 

(22). Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
(23) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
(24) Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan 

perubahan. I 
(25) _ Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan 

perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2}, 

unit, buah, set, dan sebagainya. 
(26) Diisi sesuai 1dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian. 
(27) Diisi keterangan dan/ atau informasi . pen ting lainnya yang perlu 

diungkap. ! 
(28) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

_(29) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 
(30) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 

! 
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Diisi nomor halaman. 
Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

I 

Diisi nama Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
Diisi namk. Pengguna Barang yang bersangkutan. 
Diisi nombr uru t. 
Diisi nama program/kegiatan/outputberdasarkan rencana kerja SKPD. 
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
Diisi na:rha barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) 
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 

I daerah yang berlaku. 
Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
Diisi sesuai kondisi barangyang dipeliharajika Baik (B). 
Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 
Diisi sesuhl kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB). 
Diisi uraian nama pemeliharaan .yang diusulkan untuk dilakukan 
pemeliharaan, 
Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 
Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentuan 
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan 
sebagainya. 

I 

Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan 
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan. 
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada basil 
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 
luas (m2), [unit, buah, set, dan sebagainya. 
Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang 
sudah diusulkan sebelumnya. 
Diisi kuantitas Perubahan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui. 
Diisi satuan Perubahan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui. 
Diisi keterangan dan/ atau •· informasi pen ting lainnya yang perlu 
diungkapl 
Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 

i 

(22) 

(23) 
(24) 
(25) 

(26) 
(27) 
(28) 

(20) 

(21) 

(11) 
(12) 

(13) 

(14) 
(15) 
(16) 
(17) 

(18) 
(19) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 

I 
I 

Petunjuk Pengisfan: 
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Petunjuk Pengisian 
( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama' Kuasa Pengguna Barang. 
(3) Diisi tahun\anggaran RKBMDyang diusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
(6) Diisi nama Pengguna Barang. 
(7) Diisi nomori uru t. 
(8) Diisi nama prograrrr/kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 
( 10) Diisi nama :barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(11) Diisi Kuantitas barang milik : daerah yang tercantum pada hasil 

penelaahan] RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan. ! 

(12) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang [m), luas (m2), 

unit,buah, set, dan sebagainya. 
(13) Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan 

I besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan 
RKBMDPengadaan. 

(14) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum 
pada hasil i penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang 
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(15) Diisi alasan\ yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya. 

(16) Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang 
disetujui. 

(17) Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang 
disetujui sesuai ketentuan yangberlaku yaitu: panjang [m], luas (m2), 

unit, buah, set, dan sebagainya. 
{18) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannyamisalkan sewa atau pembelian. 
[ 19) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 

diungkap. i 
(20) Diisi teinpat clan tanggal disahkan. 
:21) Diisi .jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penandatanganan. 
22) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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. Petunjuk Pengisian: 
( 1) Diisi nomoti halarnan. 
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun [anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsiyang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupateri/Kota.yang bersangkutan. 
(6) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(7) Diisi nomof urut. 
(8) Diisi nama program/kegiatan/outputberdasarkan rencana kerja SKPD. 
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku. • 

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara; 
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(13) Diisi status; barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APED seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
(14) Diisi sesuaijkondisi barang yangdipelihara jika Baik (B). 
(15) Diisi sesuaikondisi barang yangdipelihara jika Rusak Ringan (RR). 
( 16) Diisi sesuai (kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB). 
( 1 7) Diisi uraiap nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

perneliharaan. •· 
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan, 
( 19) Diisi satuari barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan 
sebagainya ! 

(20) Diisi kuantitas barang milik Daerah yang diusulkan menggantikan 
besaran satuan barang yang tercantum pada basil penelaahan RKBMD 
pemeliharaan. 

(21) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan 
pemeliharaarmya 'dan menggantikan ·· besaran satuan barang yang 
tercantum !pada basil penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai 
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m], luas (m2), unit, buah, set, 
dan sebagainya. 

(22) Diisi alasari yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 
pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya. 

(23) Diisi kuantitas barang pada perubahan RKBMD pemeliharaan yang 
disetujui. i • . 

(24) Diisi satuan barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui 
pemeliharaanya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m], luas 
(m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

I 

(25) Diisi keterangan dan/ atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkap. i . 

(26) Diisi tempatldan tanggal disahkan. 
(27) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penandatanganan. 
(28) Diisi nama clan NIP pejabat yang mengesahkan. 

I 
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Petunjuk Pengisian: 
(1) Diisi nomor halaman. 

I 

(2) Diisi nama Prengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama Pirovinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
(6) Diisi nomor urut. · 
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkari rencana kerja SKPD. 
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

I 

barang milik daerah yang berlaku. 
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(10) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil 

penelaahan/ RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan. ! 

(11) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), 

unit, buah, set, dan sebagainya. ' 
(12) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan 

besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 
Pengadaan. I 

(13) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan :dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum 
pada hasil I penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang 
berlaku yaitu: panjang (m], luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(14) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 
Pengadaan [yang sudah pemah diusulkan sebelumnya. 

(15) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai 
I 

ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku. 
(16) Diisi satuah kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(17) Diisi kodei barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 
(18) Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 
(19) Diisi jumlah barang pengadaan masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 
(20) Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 
luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(21) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
(22) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
(23) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 

diungkap. i · 
(24) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(25) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 
(26) Diisi nama:dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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Petunjuk Pengisian: 
( 1) · Diisi no mot halaman. 
(2) Diisi namalPengguna Barang yang bersangkutan, 
(3) Diisi tahuri anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama!Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi namalkabupaten/Kota yang bersangkutan. 
(6) Diisi nomor urut. 
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(8) Diisi kode 

1barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) 
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 

I daerahyang berlaku. · 
( 10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
( 11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (~), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B). 
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 
(15) Diisi sesuai kondisi barang yangdipeliharajika Rusak Berat (RB). 
(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

perneliharaan. 
( 17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan . 

I 

(18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan 
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya. 

( 19) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan 
besaran s~tuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 
perneliharaan. 

(20) Diisi , satuful barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 
panjang (II}), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(21) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 
pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya. 

(22) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkap. I 

(23) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(24) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 
(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 

I 
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Kop surat resmi yang berla u. 
I . 

Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan. 
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
Diisi BKPD (Pengguna Barang) yang dikirim. 
Diisi lokasi kedudukan SKPD. 
Diisi nomor dan tanggal surat. U sulan RKBMD yang dikirim oleh SKPD 
yang bersangkutan. ·· · 
Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengesahkan Hasil 
Penelaahan RKBMD. 

I 

( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

(8) 

etunjuk Pengisian: 

................... (8) 

Pengelola Barang 

Demikian atas perhatiannya dan terima kasih. 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ....... (7) 
tanggal ...... (7) hal Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan 

I 

Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 
(RKBMD) Tahun . . ... (4) pada .. .. . . (5) pada prinsipnya kami 
menyetujui dengan .. hasil Penelaahan Perubahan RKBMD 
sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini. 

Untuk selanjutnya, Perubahan RKBMD dapat 
; 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan 
! 8:nggaran. 

Lampiran 
Hal 

Yth . 

............................ (5) 
di - 

Sifat 

................... (6) 

.. , (2) 
I 

Sangat Segera 
' 

. .' (3)berkas 
i 

Penyampaian Hasil 
Penelaahan U sulan 
Peru bahan RKBMD 
Tahun .. (4) ... pada .. (5) 

Nomor 

Kepada 

. Tempat, Tanggal Bulan Tahun 

KOP SURAT (1) 

I .. 
. 26. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN RKBMD OLEH 

PENGELOLA BARANG. 
I 
! 
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Petunjuk Pengisian: 
I 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) · Diisi nama.Pengguna Barang. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama!Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama1Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
(6) Diisi nomor urut. 
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasark~n rencana kerja SKPD. 
(8) • Diisi kode fbarang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
( 10) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil 

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan, 

( 11) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahari sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), 

unit; buah, set, dan sebagainya. 
(12) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan 

I : besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan 
RKBMDPengadaan. 

I 

(13) Diisi sat~an barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum 
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang 
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(14) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 
_ Pengadaan yang sudah pemah diusulkan sebelumnya. 

(15) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai 
I - . ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku. 

(16) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

( 17) Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan. 

(18) Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan. · 

(19) Diisi kuantitas barang pengadaan masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan. 

(20) Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (rn), 
luas (m2),iunit, buah, set, dan sebagainya. 

(21) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
(22) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
(23) Diisi kuantitas barang RKBMD Pengadaan yang disetujui untuk 

dilakukan perubahan. . 
(24) Diisi satuan barang RKBMD Pengadaan yang disetujui untuk dilakukan 

perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), 

unit, buah, set, dan sebagainya. 
(25) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian. 
(26) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap, 
(27) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(28) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan. 
(29) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. - I 
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Petunjuk Pengisian: 
( 1) Diisi nomor halaman. .• 

I ' (2) Diisi nama /Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi namalProvinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama/Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
(6). Diisi nomor urut. 
(7) Diisi · nama Kuasa Pengguna : Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(8). Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) 

berdasarkcin ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
I 

daerah yarig berlaku. 
(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

I 

panjang [m], luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B). 
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 
(15) Diisi sesuJi kondisi barangyang dipeliharajika Rusak Berat (RB). 
(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. ; 
( 1 7) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 
(18) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan 
sebagainya. 

(19) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan 
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan. 

(20) Diisi satuian barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 
luas (m2), !unit, buah, set, dan sebagainya. 

(21) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang 
sudah diusulkan sebelumnya. ' . 

(22) Diisi kua.rttitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui. 
(23) Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai 

ketentuari yang berlaku yaitu: panjang (m], luas (m2), unit, buah, set, 
dan sebagainya. 

(24) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 
diungkapl 

(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
I 

(26) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatangan. 
(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 

! 
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Petunjuk Pengisian: 
(1) Diisi nomot halaman. 
(2) Diisi nama Pengguna Barang. 
(3) Diisi tahuri anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama'. Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama' Kabupaten/Kotayangbersangkutan. 
(6) Diisi nomor urut. 
(7) Diisi narna Kuasa Pengguna Barang program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(8) Diisi ·kode [barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(10) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil 

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
peru bahan. 

( 11) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang [m], luas (m2), 

unit, buah, set, dan sebagainya. 
(12) Diisi Kuahtitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan 

besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 
Pengadaan. 

(13) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum 
pada ha~il penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang 
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(14) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 
Pengadaan yang sudah pernahdiusulkan sebelumnya. 

(15) Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang 
disetujui. ! 

(16) Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui 
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m], luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya. 

(17) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian. 
(18) Diisi keterangan dan/atau 'informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. - 
( 19) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(20) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 
(21) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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Petunjuk Pengisian: 
( 1) Diisi nomo~ halaman. : 
(2) Diisi nama' Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama' Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama' Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
( 6) Diisi nomo~ uru t. 
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) 

berdasarkJ.n ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerahyang berlaku. 

( 10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
( 11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
(13) Diisi sesudi kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B). 
(14) Diisi sesua'.i kondisi barangyang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB. 
(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. : , , 
( 17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 
(18) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan 

yang berlhl<.:u yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan 
, . I 

sebagainy~. : 
( 19) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan 

barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan. 
(20) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 

menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 
luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya, 

(21) Diisi alasan yang mendasari . peru bahan RKBMD pemeliharaan yang 
sudah diu~ulkan sebelumnya. . 

(22) Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui. 
(23) Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai 

ketentuani yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, 
dan sebagainya. 

(24) Diisi keterangan dan/ a tau informasi pen ting lainnya yang perlu 
diungkap. ! ·· 

(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(26) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 
(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 

I , 
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Petunjuk Pengisian: 
I 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi · nama Provinsi/Kabupaten/Kota. 
(3) Diisi tahuri anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4). Diisi nomor urut. 
(5) Diisi .nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan 

rencana kerja SKPD. 
(6) Diisi .kode 1barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 
(7) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(8) Diisi ·. kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil 

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
peru bahanl 

(9) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahanj sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), 

unit, buahl set, clan sebagainya: 
( 10) Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan 

besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 
Pengadaanl 

I 

( 11) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan] dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum 
pada hasil penelaahan RKBMD pengadaan sesuai ketentuan yang 
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(12) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 
pengadaan lyang sudah pemah diusulkan sebelumnya. 

(13) Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang 
disetujui. i 

( 14) Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui 
I 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya. 

( 15) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian. 
(16) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. i 
I 

(17) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
( 18). Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan. 
( 19) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 

i 
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-runjuk Pengisian: ! 

Diisi nomor haltunan. 
Diisi nama Pem~rintah Provinsi/Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
Diisi nomor unit. 
Diisi nama Pengguna Barang/ program/ kegiatan / output berdasarkan 
rencana kerja SKPD. 
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 
barang milik daerah yang berlaku. 
Diisi nama bafang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan 
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 
panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

· ! Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 
APBD seperti digunakan sendiri atau pin jam pakai. 
Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B). 
Diisi sesuai kon~isi barang yang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 

1' Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB). 
• Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. I 
'! Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 

', r Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan yang 
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2),.unit, buah, set, dan sebagainya. 
Diisi kuantitas I barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan 
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan. 
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan R~MD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), hrae 
(m2), unit, buah] set, dan sebagainya. 

, : Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang sudah 
diusulkan sebelumnya. · 
Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaanyang disetujui. 

I Diisi satuan perubahan RKBMD pomoliha.raa.H ya.He . \:U.bGt,UJU1 ~G~u~, 

ketent~an yang \berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan 
sebagamya. : . 

. .: 1 Diisi keteranganidan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu diungkap. 

Diisi tempat danl tanggal disahkan. · . 
. , Diisi jabatan Pe~gelola Barang yang melakukan penandatanganan. 

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
i 
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------,--,---,--- --------:.,---------------_ - -·- - - 

lengingat 

bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang 
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
Pernerintah Daerah (1), perlu ditetapkan Keputusan 
Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah 
Pada SKPD ..... (3) Tahun .... (4). 
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

i 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun .... 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ); 

4. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang ; 
5 .... dst. 

·.· \ enimbang 

BUPATI (1) 

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH 
PADA SKPD (3) 

TAHUN .. ~ (4) 

TENTANG 

KEPUTUSAN BUPATI.. (1) NOMOR (2) 

FORMAT PENGGUNAJI .. N BARANG MILIK DAERAH 
i • FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAANBARANG MILIK DAERAH 

OLEH BUPATI BERUPA: 
1) TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN; 
2) SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG MEMPUNYAI BUKTI 

KEPEMILIKAN; DAN 
3) TANAH DAN/;ATAU BANGUNAN, SERTA SELAIN TANAH DAN/ATAU 

BANGUNAN, i APABILA TIDAK DIDELEGASIKAN 
BUPATI KEPJ\DA PENGELOLA BARANG. 
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Petunjuk Perigjs ian: . · 
( 1) Diisi nama' Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

I 

(2) Diisi nomor Surat Keputusan. 
(3) Diisi nama SKPD. 
(4) Diisi tahun penetapan status penggunaan. 
( 5) - Diisi se su ai tempat ditetapkan. _ 
(6) Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan. 
(7). Diisi narn a Gubernur/Bupati/Walikota yang menetapkan status 

I penggunaan. 
(8) Diisi nom or uru t. 
(9) Diisi kod e barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan 

· kodefikasilbarang milik daerah yang berlaku. 
( 10) Diisi · narn'a barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan 

keterrtuan] penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 
berlaku. ! · 

( 11) Diisi jum lah barang. 
( 12) Diisi nilai iperolehan barang. 
( 13) Diisi ke terarigan sesuai kebutuhan. 

[ 

................................... (7) 

Ditetapkan di (5) 
pada tanggal (6) BUPATI, 

'io. Kode ! Nama Barang Jumlah Nilai Ket. 
Barang Perolehan 

i (Rp) 
; 

I I 
(8) (9) I ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) I 

I 
I 

I 
! JUMLAH 
i 

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIKDAERAH 
, PADA SKPD .... (3) TAHUN ... (4) 

Keputusan Penetapan Status Penggunaan Ba 
rang Milik Daerah Pada SKPD .... (3) Ta 
hun .... (4).' 
Nornor , .... (2)Tahun ... (4). 

i 
Lamp iran 

I 
' : 
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MEMUTUSKAN: 
; 

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG PENETAPAN 
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA 

i 
SKPD (2) TAHUN (3). 

vtenetapkan 

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 .tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ); 

4. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang ; 
5. . .. dst. 

\,1 engingat 

bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang 
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (4), perlu ditetapkan Keputusan 
tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah 
Pad.a SKPD .... (2) Tahun ... (3). 

\1enimbang 

TENTANG 
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH 

I 

PADA SKPD (2) 
TAHUN (3) 

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG 
NOMOR (1) 

PENGELOLABARANG 

! 
i 

FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH 
OLEH PENGELOLA BARANG BERDASARKAN PENDELEGASIAN DARI 
BUPATI BERUPA SELAIN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN DENGAN 

j 

KONDISI TERTENTU. 
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PENGELOLA BARANG, 

Ditetapkan di ( 5) 
pada tanggal ( 6) 

' ' 
i 
I 

M~netapkan status penggunaan barang milik daerah pada 
SKifD (2) untuk Tahun (3) sebagaimana tercantum 
dalam lampiran kepu tusan ini. 

: Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada 
Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib 
dilakukan pengelolaan oleh SKPD selaku pengguna barang 

I . . 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

I 

: SKPD (2) dapat melakukan pemanfaatan atau 
pernindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pedgguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi 
atas optimalisasi penggunan barang milik daerah. 
Rirician terhadap status penggunaan barang milik daerah 
dalkn lampiran keputusan ini diuraikan dalam daftar barang 
milik daerah pada Pengguna Barang. 

KJputusan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ini 
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

! 

,,i·~EMPAT 

1\ E~TIGA 

'\:~:DUA 

:\f.~SATU 
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'e turij uk Pengisfan: 
; ) Diisi nomor Su rat Keputusan. 
2) Diisi nama SKPD. 

) Diisi tahun pene tapan status penggunaan. 
:+) Diisi nam a Pemer in tah Daerah. 
- ) Diisi sesuai ;temp at ditetapkan. 

) Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan. 
7) Diisi nama ~engelola Barang yang menetapkan status penggunaan. 
·~··) Diisi nomor uru t. 
'3) Diisi kode i barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan 

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
1 0) Diisi nama i barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan 

ketentuan p'eriggolorigan dan kodefikasi barang milik daerah yang 
berlaku. i 

1) Diisi jum lah] barang. 
2) Diisi nilai pe rolehan barang. 

1 3) Diisi keterarigan sesuai. kebutuhan. 
I 

............................... (7) 

PENGELOLA BARANG, 

Ditetapkan di (5) 
pada tanggal (6) 

' 

No. Kode Nam a ' Jumlah Nilai Ket. 
i Barang Perolehan Barang 
I 

(Rp) 
! : 

i I : 
i : 

(8) (9) I ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) I 

i 
j 
; 

l JUMLAH 

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH 
! 

PADA SKPD .... (2) TAHUN ... (3) 

Keputusan Penetapan Status 
Penggunaan Barang Milik Daerah Pada 
SKPD.~ (2) Tahun (3) 
Nomor ( 1) Tahun (3) 

Lampiran 
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MEMUTUSKAN: 
' KEPUTUSAN BUPATI (1) 

TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN 
SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH PENGGUNA 
BARANG /KU ASA PENGGUNA BARANG ... (3). 

I 

i 1. 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
i Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
I Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
[Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana 
! telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
f Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
i Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
I Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
I Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
l Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun .... 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ); 

4. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang ; 
5. : ..... dst. 

bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang 
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
Pernerintah Daerah pada Pengguna Barang/Kuasa 
Pengguna Barang (3), perlu ditetapkan Keputusan 
tentang Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang 
Milik Daerah Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
.... j (3). 

Vf enetapkan 

vlengingat 

', 1 enimbang 

TENTANG 

~·ENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH 
PENGGUNA BARANG /KU ASA PENGGUNA BARANG (3) 

BUPATI (1) 

KEPUTUSAN BUPATI (1) NOMOR 
(2) 

FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG 
! 

MILIK DAERAH OLEH BUPATI BERUPA: 
I 

1) TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN; 
2) SELAIN TA~AH DAN/ATAU BANGUNAN YANG MEMPUNYAI BUKTI 

KEPEMILIKAN ;DAN 
3) TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN, SERTA SELAIN TANAH DAN/ ATAU 

BANGUNAN, AP ABILA TIDAK DIDELEGASIKAN 
I 

BUPATI KEPADA PENGELOLA BARANG. 
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............................... (8) 

Ditetapkan di (6) 
pada tanggal (7) BUPATI, 

; .. , F·:SATU Menetapkan status penggunaan sementara barang milik 
I 

daerah pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ..... 
(3). / 

··. CDUA Objek barang yang digunakan sementara oleh Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang (3) yang telah 

I ' ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang (4) dengan rincian 
sebagaimana dalam lampiran keputusan ini. 

I 

r. r--:TIGA Pengguna barang sementara sebagaimana pada Diktum 
Kesatu berkewajiban: 
a. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik 

daerah yang digunakan sementara; 
b. Melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik 

daerah yang digunakan sementara; 
c. Menyerahkan pada pengguna barang setelah jangka 

waktu penggunaan sementara berakhir; 
d. l .. dst. . 

:,.EEMPAT -Jangka waktu penggunaan sementara selama ...... (5) 
I 

Tahun. 
KELIMA . : Keputusan BUPATI ini mulai berlaku 

sej4-k tanggal ditetapkan, 
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Petunjuk Pengisian: 
(1) Diisi nama'. Provinsi/Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
(2) Diisi .nomor Surat Keputusan. 
(3) Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang 

menggunakan sementara. 
(4) Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang mencatat 

terhadap ! objek barang milik daerah (telah ditetapkan status 
penggunaannya). 

(5) DiisijangUa waktu penggunaan sementara. 
(6) Diisi sesuai tempat ditetapkan. 
(7) Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan. 
(8) Diisi narna BUPATI yang menetapkan status penggunaan. 
(9) Diisi nomor urut. 
( 10) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku 
( 11) Diisi · kode iregister barang. 
(12) Diisi nam?- barang sesuai kode pada kolom (10) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(13) Diisi spesifikasi barang seperti seperti merk, type, ukuran/cc dll. 
(14) Diisi tahun perolehan barang. 
(15) Diisi jumlah barang dalam bentuk unit, luas, panjang, lebar, dll. 
(16) Diisi kondisi barang seperti baik, rusak ringan atau rusak berat. 
(17) Diisi keterangari sesuai kebutuhan. 
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MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG PENETAPAN 

I 

S,TATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK 
qAERAH PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG 
··t···· (2). 

: Menetapkan status penggunaan sementara barang milik 
daerah pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ..... 
('.f) 

LI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Unclang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun .... 
I tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ... ); 
4J Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang ; 
s. ... dst. 

bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang 
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang (2), perlu ditetapkan Keputusan tentang 
Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang Milik 

I Daerah Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (2). 
I 

KESATU 

Menetapkan 

\11engingat 

Menimbang 

TENTANG 

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH 
PENGG~NA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG (2) 

PENGELOLA BARANG 

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG 
NOMOR (1) 

MILIK DAERAH OLEH PENGELOLA BARANG BERDASARKAN 
i 

PENDELEGASIAN DARI BUPATI 'BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU 
! 

BANG UN AN IDEN GAN KONDISI TERTENTU. 

I 

4. FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG 
' 
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.............................. (7) 

PENGELOLA BARANG, 

Ditetapkan di (5) 
pada tanggal ( 6) 

: i Objek barang yang digunakan sementara oleh Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang (2) yang telah 

,I ditetapkan status · penggunaannya pada Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang ....... (3) dengan rincian 
sebagaimana dalam lampiran keputusan ini. 
Pengguna barang sementara sebagaimana pada Diktum 
Kesatu berkewajiban: ; .' · 
a.] Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik 

I
t daerah yang digunakan sementara; 

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik 
i daerah yang digunakan sementara; 

c. f Menyerahkan pada pengguna barang setelah jangka 
! waktu penggunaan · sementara berakhir; 

d.i ... dst. : 
.Jangka waktu penggunaan sementara selama ...... (4) Tahun. 

I 

Keputusan Pengelola Barang ini mulai berlaku sejak tanggal 
I 

di1tetapkan. 

lS:EEMPAT 
[,~ELIMA 

i<ETIGA 

t<EDUA 
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Petunjuk Pengisian: 
(1) Diisi nomorlsurat Keputusan. 
(2) Diisi nfillfa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang 

menggunakan sementara 
(3) Diisi nama' Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang mencatat 

terhadap :objek barang milik daerah (telah ditetapkan status 
penggunaannya). 

(4) Diisijangk~ waktu penggunaan sementara. 
(5) Diisi sesuai tempat ditetapkan. 
(6) Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan. 
(7) Diisi nama PengelolaBarang yang menetapkan status penggunaan. 
(8) Diisi nomon urut. · · 
(9) Diisi kode iharang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

· barang milik daerah yang berlaku 
( 10) Diisi kode register barang. 
( 11) Diisi nama' barang sesuai kode pada • kolom (9) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(12) Diisi spesifikasi barang seperti seperti merk, type, ukuran/cc dll. 
(13) Diisi tahun' perolehan barang. 
(14) Diisijumlah barang dalam bentuk unit, luas, panjang, lebar, dll. 
( 15) Diisi kondisi barang seperti baik, rusak ringan atau rusak berat. 
(16) Dii~i keterangan sesuai kebutuhan. 
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KESATU 

Menetapkan 
l MEMUTUSKAN: 
;KEPUTUSAN BUPATI (1) TENTANG PENETAPAN 
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK 
DIOPERASIKAN OLEH ... (3). 
Menetapkan status penggunaan barang milik daerah Untuk 
Dioperasikan Oleh ..... (3). 

r 

i 
l bahwa dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai 
tugas dan fungsi SKPD ..... :(4), perlu ditetapkan Keputusan 
;tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah 
pntuk Dioperasikan oleh ..... (3). 

i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

I 5679); 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . . . Tahun .... 
I tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
I 

' (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ); 
4. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang ; 

I 
5 dst. 

Mengingat 

Menimbang 

i TENTANG · 

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH 
i UNTUK DIOPERASIKAN OLEH ..... (3) 

BUPATI (1) 

KEPu;rusAN BUPATI '. (1) NOMOR 
I (2) 

5. FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK 
DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN OLEH 
BUPATI. 
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BUPATI, 

Objek barang yang digunakan oleh (3) yang telah 
ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang 
........ (4) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Kode Barang : (5) 
b. Kode Register . (6) 
c. Nama Barang : .. . . . . .. . (7) 
d. Kondisi Barang : . . . . . . . . . (8) 
e. Jumlah . (9) 
f. Lokasi : (10) 

Jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang 
dioperasikan oleh (3) selama ( ) (11) tahun. 
Pihak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU 
berkewajiban: 
a. Memelihara dan mengamankan barang milik daerah 

yang dioperasikan; 
b. Menggunakan objek sebagaimana dimaksud pada 

DIKTUM KEDUA dalam rangka menjalankan pelayanan 
umum sesuai tugas dan fungsi SKPD (4); 

c. Menyerahkan barang milik daerah sesuai berakhimya 
pada DIKTUM KETIGA, pengakhiran secara sepihak oleh 
SKPD atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

d. Menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik 
daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian 
barang milik daerah; 

e .... dst. 
SKPD ...... (4) berkewajiban: 
a. Menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk 

dioperasikan sesuai DIKTUM KESA TU; 
b. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap 

barang milik daerah yang dioperasikan sesuai DIKTUM 
KESATU; 

c. Membuat perjanjian penggunaan barang milik daerah 
untuk dioperasikan sesuai DIKTUM KESA TU; 

d dst. 
Keputusan BUPATI ini mulai berlaku 
sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di ( 12) 
pada tanggal ( 13) 

KEEN AM 

KE LIMA 

KEEMPAT 

KETIGA 

KEDUA 
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Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kotayang bersangkutan. 
Diisi nomor Surat Keputusan. 
Diisi oleh na'.ma pihak lain. 
Diisi nama SKPD selaku Pengguna Barang. 
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 
barang mili~ daerah yang berlaku. -· 
Diisi kode r~gister barang. 
Diisi nama .barang sesuai kode pada kolom (5) berdasarkan ketentuan 
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
Diisi kondisi barang seperti baik, rusak ringan atau rusak berat. 
Diisi jumlah barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain 
Diisi lokasi barang yang diperasionalkan pihak lain. 
Diisi jangkal waktu dioperasikan oleh pihak lain yaitu angka dan huruf. 
Diisi tempa~ ditetapkan. 
Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan. 
Diisi nama BUPATI yang menetapkan. I . 

I 
! 

( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

(6) 
(7) 

(8) 
(9)- . 
(lOf 
( 11) 
(12) 
(13) 
(14) 

P .. kP .. I etunju engisian: 
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i 
Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi koplsurat sesuai peraturan perundang-undangan. 
(2) Diisi nomor surat pernyataan. 
(3) Diisi nama pejabat yang menandatangani. 
(4) Diisi NIPpejabat yang menandatangani. 
(5) Diisi jabatan pejabat yang me11.andatangani. 
(6) Diisi nomor urut. 
(7) Diisi nama barang. 
(8) Diisi luas tanah. 
(9) Diisi tempat/Iokasi barang. 
(10) Diisi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 
(11) Diisi tempat penandatanganan. 
(12) Diisi tanggal penandatanganan. 

I 

......... : (3) 
NIP (4) 

............. (11) (12) 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ... ( 10) 

adalah barang] milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsif'engguna Barang/ Kuasa Pengguna 
Barang (10). · 

D iki I · · k · b d b b erm an pernyataan 1n1 arm uat engan se enar- enarnya 
dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik 
daerah. ! 

NO : Luas Tanah (m2) Lokasi NamaBarang 
' I 

.. (6) .. l.(7) .. ..(8) .. .. (9) .. 
! 
i 

dengan ini menyatakan bahwa tanah dengan rincian data: I , 
I 

: l : (3) 
: l ...........••.•.........••••.. : ..•••••.....•••..•..........•...•.. (4) 
: J - (5) I . . 

Nama 
NIP 
Jabatan 

; 

Yang beJanda tangan di bawah ini: 
i 

SURAT PERNYATAAN 
Nomor: (2) 

KOP SURAT (1) 

6. FORMAT f SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG 
MILIK DAERAH BERUPA TANAH DIGUNAKAN DAN DIKUASAI I 

PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG. 
I 
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Petunjuk Pengisian 
(1) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan. 
(2) Diisi nomor surat pemyataan. . 
(3) Diisi nama pejabat yang menandatangani. 
(4) Diisi NIPpejabatyang menandatangani. 
( 5) Diisi jabatan pejabat yang menandatangani. 
(6) Diisi nomor urut. (7) 
Diisi nama barang. (8) 
Diisi luas bangunan. 
(9) Diisi tempat/Iokasi barang. 
(10) Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 
(11) Diisi tempat penandatanganan. 
(12) Diisitanggal penandatanganan. 

! 

............................................. (3) 
NIP (4) 

.. (11) (12) 
PenggunaBarang/Kuasa Pengguna Barang .. (10) 

! 
adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsiPengguna Barang/Kuasa Pengguna 

I 

Barang ...... (10) 
Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenar-benamya 

dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik 
daerah. 

enzan 1n1 menvata an wa ane:unan enaan nncian a a: 
NO ! Nama Barang Luas bangunan (m2) Lokasi 

.. (6) .. I ..(7) .. .. (8) .. .. (9) .. 
i 

k bah b d t d d 

: .t (3) 
:.l (4) 

: ..•.......... ·······························~············· .. ··········· .. ······"·······(5) I 
! 
I 

Nama 
NIP 
Jabatan 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

KOP SURAT .. ; (1) 

SURAT PERNYATAAN 
Nomor: (2) 

7. FORMAT !SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG 
MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DIGUNAKAN PENGGUNA 
BARANG/1KUASA PENGGUNA BARANG. 

I 
' 
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Petunjuk Pengisian 
I 

( 1) Diisi k9p surat sesuai peraturan perundang-undangan. 
(2) Diisi nomor surat pemyataan. 
(3) Diisi nama pejabat yang menandatangani . 
(4) Diisi N~P pejabatyang menandatangani. 
(5) Diisi jabatan pejabat yang menandatangani. 
( 6) Diisi nomor uru t. 
(7) Diisi nama barang. 
(8) Diisi jumlah barang. 
(9) Diisi satuan barang seperti unit, buah dll. 
( 10) Diisi nilai perolehan barang .. 
(11) Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 
(12) Diisi ternpat penandatanganan. · 
(13) Diisi .tanggal penandatanganan. 

··········································· (3) 
NIP : (4) 

......... : (12) (13) 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ... (11) 

I 
adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsiPengguna Barang/Kuasa Pengguna 

I . Barang (11) · 
Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya 

dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik 
daerah. ! · 

tanah dan/ atau banzunan dengan rincian data: 
NO Nama Jumlah Satuan Nilai 

Barang (Unit/Bh) Perolehan 
.. (6) .. j.(7) .. ..(8).'. .. (9) .. ..(10) .. 

dengan ini menyatakan bahwa barang milik daerah berupa selain 
I 

Nama : : ~ (3) 
NIP : (4) 
Jabatan : ,. (5) 

I 
I 
I 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

KOP SURAT (1) 

SURAT f>ERNYATAAN 
Nomor: , (2) 

8. FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG 
MILIK DAERAH BERUPA SELAIN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN 
DIGUNAKAN DAN DIKUASAI PENGGUNA BARANG/KUASA 

I 
PENGGUNA BARANG. 
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Petunjuk Pengisian · 
(1) Diisi dengan kop surat sesuai peraturan perundang-undangan 
(2) Diisi dengan nomor surat pernyataan. 
(3) Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani. 
(4) Diisidengan NIP. 
(5) Diisi dengan jabatan pejabatyang menandatangani. 
(6) Disi dengan angka dan huruf sebesar nilai yang telah ditetapkan 

dalampendelegasiandariBUPATikepada Pengelola Barang. 
(7) Diisi nomor urut. 
(8) Diisi nama barang. 
(9) Diisi jumlah barang. 
( 10) Diisi - satuan barang. 
( 11) Diisi nilai perolehan barang. 
( 12) Diisi nkna Penggun Barang/Kuasa Pengguna Barang. 
(13) Disi tempat penandatanganan. 
(14) Diisi dengantanggal penandatanganan. 

I 

.......................................... (3) NIP 
.................................... (4) 

adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan unt -, l. 
penyelenggaraan tugas dan fungsiPengguna Barang/KuasaPengguna Bar it', 
.......... (12). [ 

Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya 
dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang mi i k 
daerah. I 
·················~········ (13), · (14) 

Penggu1;1a Barang/Kuasa Pengguna Barang .... (12) 

NO Nama Jumlah Satuan Nilai Perolehan 
· Barang (Unit/Bh) (Rp) 

.. (7) .. !··(8) .. .. (9) .. .. (10) .. ..(11) .. 

i 

Nama : .J (3) NIP I . 
: (4) Jabatan 
: .! (5) 

I • ! . 

dengan ini i menyatakanbahwa · barang milik daerah berupa selain t 
dan/ atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan den n 
nilai perolehan diatas Rp ( )(6) per unit/satuan dengan rinci r: 
data: I 

i 
i 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
I 

KOP:SURAT (1) 

SURATPERNYATAAN 
Nomor: .' (2) 

9. FORMAT SBRATPERNYATAANYANG MENYATAKAN BARANG MILIK 
DAERAH BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN 

I 
KONDISI TERTENTU YANG DIGUNAKAN DAN DIKUASAI 

I 
PENGGUNA ~ARANG/KUASA PENGGUNA. 

395 



Petunjuk Pengisian 
(1) Diisikop surat sesuai peraturan perundang-undangan. 
(2) Diisi nomor surat pemyataan. · 
(3) Diisinama pejabat yang menandatangani. 
(4) Diisi ~IPpejabat yang menandatangani. 
( 5) Diisi jabatan pejabat yang menandatangani. 
(6) Diisi ilomor urut. 
(7) Diisi nama barang. 
(8) Diisi luas tanah. 
(9) Diisi tempat/Iokasi tanah. 
(10) Diisi luas bangunan. 
(11) Diisi tempat/Iokasi bangunan. 
( 12) Diisi riama Pengguna Barang/KuasaPengguna Barang. 
(13) Diisi tempat penandatanganan. 
( 14) Diisi tanggal penandatanganan. 

! 

.................................. (3) 

NIP (4) 

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ... (12) 

............... (13), (14) 

adalah barang milik daerah yang dikuasai PenggunaBarang/Kuasa Penggur.a 
Barang .• (12) yang dari awalpengadaannya direncanakan untuu 
dlakukan pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerinta i : 
Daerah. I : . 

Derriikian pemyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam 
rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah. 

; 

' No. ! Nama LuasTanah Lokasi Luas Lokasi 
! Barang (m"] Tanah bangunan Bangunan 

' [m''] 
.. (6) .. .. (7) .. .. (8) .. ..(9) .. .. (10) .. . .( 11 ) .. 

. .. · 

dengan ini r±ienyatakan bahwa bangunan dengan rincian data: 

Nama 
NIP 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
: •• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (3) 
: .] (4) 

Jabatan : . .!. (5) 

Nomor: (2) 

KOP.SURAT (1) 
SURAT PERNYATAAN 

I 
FORMAT! SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BARANG 
MILIK DAERAH BERUPA TANAH .. DAN/ ATAU BANGUNAN YANG 

r 

DARI AWAL PENGADAANNYADIRENCANAKAN UNTUK DILAKUKAN 
PEMINDiHTANGANAN DENGAN CARA PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH DAERAH. 

! 

10. 
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I 

Petunjuk Pengisian . 
(1) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan. 
(2) Diisi riomor surat pemyataan. .". 
(3) Diisi riama pejabat yang menandatangani. 
(4) Diisi NIPpejabat yang menandatangani. 
(5) Diisi j~batan·pejabat yang menandatangani. 

I 

(6) Diisi riomor urut. 
(7) Diisi riama barang. 
(8) Diisi jumlah barang. 

I 

(9) Diisi satuan barang seperti unit, buah, dll. 
( 10) Diisi :riilai perolehan. 
(11) Diisi riama Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 
(12) Diisi tempat penandatanganan. 

I 

(13) Diisi tanggal penandatanganan. 
! 

........................................... (3) 
NIP (4) 

..................... (12) (13) 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang .... ( 11) 

adalah barang milik daerah yang dikuasai Pengguna Barang/Kuas.. 
I 

Pengguna Barang (11) yang dari awalpengadaannya direncanakan 
untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Meda t 

Pemerintah Daerah. 
Dehlikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarny. t 

I dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang mili L . 
daerah. ' 

No. Nama Barang Jumlah Satuan Nilai Perolehan 
I I (Unit/Bh) (Rp) 
t 

.. (6) .. .. (7) .. .. (8) .. .. (9) .. ..(10) .. 

Nama : .. ' (3) I ,, 
NIP : ·!· ••••••..•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (4) 
Jabatan : .. ~ _ (5) 

I . :' · .. 
I 

dengan ini menyatakan bahwa barang milik daerah dengan rincian data: 
I 't 
I 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nomor: 1 (2) 
l 

KOP SURAT .....•.... (1) 
SURATPERNYATMN 

11. FORMAT SURAT PERNYATMN YANG MENYATAKAN BARANG 
I 

MILIK DAERAH BERUPA SELAIN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN YANG 
DARI AW AL I PENGADAANNY A DIRENCANAKAN UNTUK DILAKUKAN 
PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA PENYERTMN MODAL 

I 
PEMERINTAH DAERAH. 

! 

i 
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Diisi tahun. i 
Diisi nama Provinsi. 
Diisi nama Kabupaterr/Kota. 
Diisi nama Pengguna Barang. 
Diisi nomor urut. 
Diisi nama belanja pemeliharaan. 
Diisi jumlah Pagu Anggaran Belanja Pemeliharaan. 
Diisi jumlah Realisasi Anggaran Belanja Pemelihaaan. 
Diisi Tingkat Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan atau S= 
(4/3)x100°/o. ! 
Diisi Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan atau 6= (4/9)/ 
(3/8). i 
Diisi efisien i jika % (prosentase) Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belanja 
Pemeliharaan s 100 % tidak efisien dan jika tingkat efisiensi 
Pelaksanaan'Belanja Pemeliharaan > 100 %,. 
Diisi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (Tahunan). 
Diisi Realisa~i Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (Tahunan). 
Diisi Tingkat Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (o/o) atau 
(9 /8)xl00°/o. ! 

Diisi efektif jika Tingkat Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan 2= 
100 % dan I tidak efektif jika % (prosentase) Tingkat Realisasi Target 
Kinerja Belanja Pemeliharaan < 100 %. 
Diisi penjelasan penyebab tidak efisien dan penyebab tidak efektif. 
Diisi tern pat 1dan tanggal disahkan. 
Diisi jabatan Pengguna Barang. 
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 

12) 
13) 
14) 

15) 

l 16) 
17) 
18) 
19) 

; 1) 
2) 
3) 

:4) 
i 5) 
6) 
7) 

, 8) 
9) 

10) 

11) 

Petunjuk Pengisian : 
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s. I •.. dst. 

bahwa dalam rangka menghapus daftar barang Pengelola 
B~ang dikarenakan alasan (3), perlu ditetapkan Keputusan 
Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang 

I Pengelola Barang. 
' Lt Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

i 3. ! Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun .... 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor .... ); 

4. i Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang ; 
I 

BUPATI.. ,( 1) 

KEPµTUSAN BUPATI.. (1) NOMOR (2) 
! . 
! TENTANG 

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 
BARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG 

! 

Mengingat 

Menimbang 

PENGELOLA BARANG OLEH BUPATI. 

; 
i 

1. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG 
; 

:3;. FORMAT PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH; 
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........................................... (6) 

BUPATI, 

Ditetapkan di (4) 

pada tanggal (5) 

Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar 
I 

Barang Pengelola Barang, sebagaimana tercantum dalam 
I 

lampiran keputusan ini. 

: I Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar 
I 

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM 
KESATU dilaksanakan karena alasan (3) dan 
membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab 
Jdministrasi dan fisik atas- barang yang berada dalam 

I 

pengusaan Pengelola Barang. 

Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan dari Daftar 
Barang Pengelola Barang. 

! 
Pengelola Barang melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan. 

I 
Keputusan BUPATI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

BUPATI.. ( 1) TENTANG 
DAERAH DARI DAFTAR 

I 

t 

I 

iKEPUTUSAN 
I 

~ENGHAPUSAN BARANG MILIK 
BARANG PENGELOLA BARANG. 

MEMUTUSKAN: 

KEEMPAT 

KELI MA 

KETIGA 

KEDUA 

KESATU 

Menetapkan 
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Diisi nomor penggolongan dankodefikasi barang. 
Diisi nomor kode register barang Diisi jumlah barang. 
Diisi nama barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang (8). 
Diisi tahun perolehan barang yang akan diusulkan penghapusan. 
Diisi jumlah barang dalam bentuk seperti unit, luas, dll. 
Diisi nilai harga satuan perolehan. 
Dii~i total nilai perolehari merupakan perkalianjumlah barang per 
unit dan harga satuan per unit. 
Diisi nilai penyusutan untuk barang milik daerah yang dapat 
disusutkan. 
Dii~i nilai buku merupakan total nilai perolehan dikurangi nilai 
penyusutan,untuk barang milik daerah yang dapat disusutkan. 
Diisi spesifikasi barang seperti merk, Type, ukuran, lokasi tempat 
untuk tanah dan/ a tau bangunan .. dll 
Dii~i kondisi barang baik, rusak ringan atau rusak berat. 
Diisi keterangan lainnya yang dianggap perlu. 

I 

Diisi nomor 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 
(19) 

( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
urut. 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 

I 
Petunjuk Pengisian: 

I . k Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kotayang bersang utan. 
Diisi nomor surat. 
Diisi alasan penghapusan. 
Diisi tempat ditetapkan. · 
Diisi tanggal ditetapkan. 
Diisi nama BUPATI. (7) 

I 
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... dst. 

bahwa dalam rangka menghapus daftar barang Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang (2) dikarenakan 
a'.Iasan....... (3), perlu ditetapkan Keputusan Tentang 
Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang 

I 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 

1 

I! Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun .... 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ); 

Peraturan Daerah Nomor .Tahun tentang ; 

PENGELOLA BARANG, 

Mengingat 

Menimbang 

I 
pEjNGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI 

! 
:DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/ 
i 

KU ASA PENGGUNA BARANG .... (2) 

NOMOR (1) TENTANG 

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG 

i 
2. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG 

PENGGUNA ~ARANG/KUASA PENGGUNA BARANG OLEH PENGELOLA 
BARANG. I 
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........................................................ (6) 

PENGELOLA BARANG, 

Ditetapkan di (4) 
pada tanggal (5) 

: Menetapkan Penghapusan Barang Milik Dari Daftar Barang 
I . 

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, sebagaimana 
tercantum dalam lampiran keputusan ini. 

I 

: Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (2) 
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU 
dilaksanakan karena alasan (3) dari membebaskan 
~engguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ...... (2) dari 
~ggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang 
berada dalam penguasaan Penguna Barang/Kuasa 

I 

Pengguna Barang ..... (2). 

: Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ...... (2) untuk 
melakukan penghapusan dari Daftar Barang Penguna 

I 

Barang/Kuasa Pengguna Barang ..... (2). 

: Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang .... (2) melaporkan 
I 

qasil pelaksanaan penghapusan. 
i 

: Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ini 
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

! 

MILIK DAERAH DARI DAFTAR 
BARANG/KUASA PENGGUNA 

PENGHAPUSAN BARANG 
! 

BARANG PENGGUNA 
BARANG ..... (2). 

i 

TENTANG BARANG 

MEMUTUSKAN: 

PENGELOLA 
I 

KEPUTUSAN 

KE LIMA 

KEEMPAT 

KETIGA 

KEDUA 

KESATU 

Menetapkan 
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i 
i 

. Diisi nom or surat. 
Diisi narha Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. 
Diisi ala san penghapusan. 
Diisi terripat ditetapkan. 
Diisi tan'ggal ditetapkan. 
Di isi narna Pengelola Barang. 
Diisi nornor urut. 
Diisi nornor penggolongan d an kodefikasi barang. 

I 

Diisi nomor kode register barang Diisi jumlah barang. 
Diisi nama barang sesuai penggolongan dan kodefikasi 
barang (8). . 
Diisi ta'hun perolehan barang yang akan diusulkan 
penghapusan. 

I . 

Diisi jumlah barang d alarn bentuk seperti unit, luas, dll. 
Diisi nila'.i harga satuan perolehan. · 
Diisi total nilai perolehan merupakan perkalian jumlah 
barang per unit dan harga 'satuan barang per unit. 
Diisi nilki penyusutan untuk · barang milik daerah yang 
dapat disusu tkan. •. 
Diisi nilcii buku mer upakan total nilai perolehan dikurangi 
nilai petjyusutan,untuk harang: milik daerah yang dapat 
disusutkan. 
Diisi . spe:sifikasi barang seper ti merk, Type, ukuran atau 
Ioka si tempat untuk tanah dan/ a tau bangunan .. dll. 
Diisi kontlisi barang baik, rusak ringan atau rusak berat. 
Diisi ke'te'rangan lainnyayang dianggap perlu. I .. . .. 

i 

I 
I 
I 
i 

( 17) 

( 18) 
(19) 

( 1) 
(2) 
(3) 
( 4) 
( 5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
( 10) 

( 11) 

( 12) 
( 13) 
( 14) 

( 15) 

( 16) 

Petunjuk Perigiaian: 
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(1) Diisi nama Kota dan tanggal surat persetujuan diterbitkan. 
(2) Diisi nomor surat. 
(3) Diisi sifat surat. 
(4) Diisi jumlah lampiran. 
(5) Diisi Pengelola Barang/Pengguna Barang yang mengajukan 

permohonan usulan persetujuan. 
(6) Diisi j e ni s persetujuan 
(7) Diisi ternpat Pengelola Barang/Pengguna Barang yang 

mengajukan u su la n persetujuan 
(8) Diisi nomor, tanggal, hal pengajuan usulan persetujuan dari 

I Pe ngelo la] Barang/ Pengguna Barang. 
(9) Diisi hal-hal yang perlu dituangkan dalam surat persetujuan. 
(10) Diisi nam'a Gubernur /Bupati/Walikota. 

Petunjuk Pengisian: 
I 

................................ (10) 

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih 

...... (9) dst. 

..... , 1. 
2. 

Guna tertib administrasi pengelolaan barang milik 
daerah, untuk berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor .... Tahun .... tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang Miik Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut: 

! 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor . 
tanggal hal (8), dengan ini diberitahukan bahwa 
perrnohonan (6) sebagaimana tercantum dalam 
lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui. 

di - 
................................. (7) 

Yth . 
.............................. (5) 

..................... (2) 

.................... (3) 

.................... (4) 
.................... (6) 

"lomor 
<Hfat 
.,ampiran 
·Ial 

Kepada : 

................. , (1) 

KOPSURAT 

BUPATI, 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN OLEH BUPATI. 

1·' FORMAT SURAT PERSETUJUAN 
! 
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- - , .. - 

PARAF KOORDINASI Pj. BUPATI BOMB 

NO UNIT/SATUAN KERJA PAR F 
IA I 

2 ) 

3 
4 EDY SUHARMANTO 
5 

I 

Diisi nomor surat. 
Diisi 'tanggal surat. 
Diisi jenis persetujuan . 
Diisi .nomor urut . 
Diisi nomor penggolongan dan kodefikasibarang. 
Diisi nomor kode register barang. 
Diisinama barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang (5). 
Diisi .tahun perolehan barang yang akan diusulkan penjualan. 
Diisi jumlah barang dalam bentuk seperti unit, luas, dll. 
Diisi riilai harga satuan perolehan. 
Diisi ·total Jnilai perolehan merupakan perkalian jumlah barang per 
unit dan harga satuan per unit. 
Diisi ·. nilai' penyusutan untuk barang milik daerah yang dapat 
disusutkan. 
Diisi nilai I buku meru pakan total nilai perolehan dikurangi nilai 
penyusutan.untuk barang milik daerah yang dapat disusutkan. 
Diisi spesifikasi barang seperti merk, type, ukuran atau lokasi 

I 

tempat untuk tanah dan/ atau bangunan. 
Diisi kondisi barang baik, rusak ringan atau rusak berat. 
Diisi hal-hal sesuai kebutuhan surat persetujuan. 
Diisi keterangan lainnya yang dianggap perlu. 
Diisi nama jabatan BUPATI. 

I 

(1) 
(2) 

. (3) 
. (4) 

(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 

(12) 

(13) 

(1.4) 

(15) 
(16) 
(17) 
(18) 

: 
! 

.. Petunjuk Pengisi1an: 
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